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ABSTRAK 

Indonesia telah meratifikasi Cape Town Convention dan Aircraft Protokol. Ketentuan
ketentuan dalam kedua instrumen hnkum perdata intemasional tersebut dimasukkan 
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dengan menjadi 
anggota Cape Town Convention tersebut Indonesia telah bergabung dengan Negara
negara yang menghormati dan menjalank:an satu regime pengadaan pesawat udara 
(aircraft finance) yang modem, efisien dan memiliki kepastian hukum. UU No. 1 tahun 
2009, tidak mengatur lembaga jaminan apa yang dapat digunakan kreditur untuk 
melaksanakan penjaminan dengan obyek pesawat udara, sebagai benda modaf pesawat 
udai'll yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, seharusnya dapat diterima 
oleh lembaga perbimkan sebagai jaminan utama (collateral) dalam pemberian kredit. 
Hal ini disebabkan oleh 3 unsur yaitu (I) belum lengkapnya hukum kebendaan di 
Indonesia, (2) Tidak adanya lembaga hukum jaminan untuk pesawat udara, {3) belum 
adanya peraturan pelaksana UU No. 1 tahun 2009. 

Permasalahan dalam desertasi ini adruah : (i) bagaimanakah pelaksanaan Perjanjian 
Jaminan dalam Perjanjian Kredit dengan obyek Pesawat Udara dilaksanakan di 
Indonesia sedangkan hukum tentang jaminan dengan obyek Pesawat Udara belum ada; 
(ii) bagaimanakah kepastian hukum pe'njaminan pesawat udara di Indonesia dalam 
kontrak intemasional melalui IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request 
Authorization) sedangkan di Indonesia IDERA yang sudah diratifikasi dengan Undang
undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan belum di aplikasikan; · (iii) 
bagaimanakah perspektif penjaminan pesawat udara sebagai jarninan kredit dalam 
rangka pembangunan hukum jaminan di Indonesia. Tujuannya penelitian ini atlalah (a) 
untuk menemuk\ffi dan merumuskan pelaksanaan perjanjian jarninan dengan obyek 
pesawat udara sebagai jarninan kredit; (b) menemukan konsep penjarninan Pesawat 
Udara yang sesuai dengan perkembangan hukum jarninan di Indonesia dan kepastian 
hukum penjaminan pesawat udara di Indonesia dalam kontrak intemasional melalui 
IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization); (c) 
menemukan lembaga penjarninan untuk pesawat udara dikaitkan dengan IDERA 
dalam praktek serta proses pendaftaran dan proses eksekusinya. Penelitian disertasi ini 
bersifat yuridis normatif, dengan metode pendekatan komparatif historis yang bertujuan 
mencari bahan perbandingan dalam rangka pemecahan masalah yang diteliti dengan 
pisau analisis dari tiga tataran prinsip/konsep yaitu teori utarna (Grand Theory) yang 
digunakan peneliti dalam desertasi ini adalah teori "Negara Hukum Kesejahteraan I 
welfare state" dan untuk mendukung teori utama (grand theory) ini digunakan teori 
"Keadilan Pancasila dan Kepastian Hukum" sebagai "middle range theory" sedangkan 
untuk "applied theory" menggunakan teori "Konsep Hukum Pembangunan" . 

Desertasi ini berkesimpulan bahwa sampai pada saat ini perjanjian jarninan kredit 
terhadap pesawat udara masih menggunakan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 
tentang Jarninan Fidusia, walaupun Indonesia telah merniliki Undang-undang No. 1 
Tahun 2009. Perspektif dan Konsep penjaminan dengan obyek pesawat udara adalah 
melalui lembaga hukum jaminan hipotik dengan terlebih dahulu mengaddendum 
konsitusi Negara Republik Indonesia yaitu dalam Pasal 33 (3), meinbentuk Undang
undang Hak Kebendaan Indonesia sehingga Pasal ll62 dan Pasal 1131 KUHPerdata 
dapat dilengkapi, serta harus memenuhi asas universal dalam pelaksanaannya yang 
mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan intemasional antara lain 



konvensi Cape Town yang secara khusus telah mengatur tentang penjaminan pesawat 
udara dan ketentuan Hukum Nasionallainnya. 

c 



ABSTRACT 

Indonesia has ratified the Cape Town Convention and Aircraft Protocol. The 
provisions of the two instruments of private international law are included in Law 
Number 1 Year 2009 on Aviation. By becoming a member of the Cape Town 
Convention Indonesia has joined the countries that respect and execute the 
procurement regime aircraft (aircraft finance) are modern, efficient and have legal 
certainty. included in Law Number 1 Year 2009, did not set security institutions what 
can be used creditors to implement guarantee the aircraft objects, as capital goods 
aircraft that have economic value is very high, should be accepted by banking 
institutions as the main guarantee (collateral) in lending. It is caused by three elements, 
namely (1) incomplete material law in Indonesia, (2) absence of a legal institution 
guarantees for aircraft, (3) the absence of implementing regulations for Law Number 1 
Year 2009 

The outstanding issues are: (i) how the implementation of the Guarantee Agreement 
with the Credit Agreement Aircraft object implemented in Indonesia, while the law on 
bail with no object Aircraft; (ii) how aircraft guaranteeing legal certainty 1n Indonesia 
in international contracts through IDERA (irrevocable deregistration and Export 
Request Authorization) while in Indonesia IDERA which has been ratified by Law 
Number 1 Year 2009 on the flight have not been applied; (iii) how underwriting 
perspective aircraft as credit guarantees in order to guarantee the development of law 
in Indonesia. The aim of this study was (a) to discover and formulate the 
implementation of the security agreement with aircraft objects as loan collateral; (b) 
find the concept of underwriting Aircraft in accordance with the development of 
security law in Indonesia and guarantee legal certainty in Indonesia aircraft in 
international contracts through IDERA (irrevocable deregistration and Export Request 
Authorization); (c) find a guarantee institution for aircraft associated with IDERA in 
practice as well as the registration process and the process of execution. This 
dissertation research is a normative juridical, with the approach of comparative 
historical aiming for a comparison in the context of solving the problems examined 
with a knift analysis of the three-level principles I concepts that the main theory 
(Grand Theory) that is used by researchers in the dissertation is the theory of the "State 
of Law welfare I welfare state "and to support the main theory (grand theory) used the 
theory of "Pancasila Justice and the Rule of Law" as "middle range theory "while" 
applied theory "using the theory of the "Concept of Development Law". 

This dissertation concludes that the current agreement until the credit guarantees for 
aircraft still use the Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary, although Indonesia has 
Law No. 1 Year 2009. Perspectives and Concept guarantee the aircraft object is 
through legal institutions guarantee mortgages by first throw in constitution of the 
Republic of Indonesia, namely in Article 33 (3), formed Rights Act Indonesian material 
so that Article 1162 and Article 1131 of the Civil Code can be equipped and must 
satisfY the principle of universal in its implementation, which refors to the provisions of 
legislation among other international conventions that specifically Cape Town has 
been set on the underwriting of aircraft and other provisions of national law. 
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A. La tar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Transportasi memegang peranan penting dan sangat strategis di 

dalam memantapkan perwujudan wawasan nusantara, serta untuk 

memperkuat ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar pulau 

dalam usahanya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945. 

Transportasi penerbangan mempunyai karakteristik tersendiri yaitu 

mampu mencapai tujuan dalam waktu yang cepat, berteknologi tinggi dan 

memerlukan tingkat keselamatan yang tinggi. Karena itu pula, sebagai salah 

satu transportasi yang semakin dibutuhkan pada zaman sekarang,membuat 

bisnis jasa penerbangan yang bersifat komersial menjadi semakin marak di 

Indonesia. Hal terse but bisa dilihat dari semakin banyaknya perusahaan jasa 

penerbangan dan semakin terlihat adanya persaingan di antara sesama 

perusahaan operator jasa penerbangan di Indonesia, seperti adanya promosi 

yang gencar, persaingan pelayanan, harga tiket dan sebagainya. Berkaitan 

dengan itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara perusahaan penerbangan 

dengan Iembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan untuk 

dapat menunjang bisnis jasa penerbangan. 

Dengan makin maraknya iklim bisnis operator penerbangan tentu 

akan merniliki dampak juga terhadap sektor Iainnya. Salah satu sektor yang 
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ikut mendapat dampak positif dari maraknya bisnis jasa penerbangan ini 

adalah sektor perbankan. Dampak positif yang dimaksudkan adalah berupa 

adanya kerjasama antara perusahaan jasa penerbangan dengan pihak 

perbankan dalam hal permodalan, yaitu dalam hal pemberian modal kerja 

atau kredit usaha bagi kalangan perusahaan jasa penerbangan tadi. 

Kerjasama ini memang bisa menjadi sebuah win-win solution bagi 

kedua belah pihak. Bagi kalangan perbankan, dengan tersalurnya kredit 

kepada kalangan pebisnis jasa penerbangan merupakan bagian dari 

terlaksananya fungsi intermediasi perbankan. Sementara bagi perusahaan 

' 
jasa penerbangan, dengan adanya pengucuran kredit tersebut akan membuat 

laju operasional mereka menjadi lancar dan membuat performance keuangan 

mereka menjadi terbantu, baik untuk ekspansi maupun untuk sekedar modal 

kerja semata. 

Salah satu cara perusahaan penerbangan mendapatkan modal kerja 

dari perbankan adalah dengan cara berhutang dengan menjaminkan asset 

jaminan yang dimiliki yaitu pesawat udara. Untuk dapat dijadikan benda 

modal bagi perkembangan perusahaan penerbangan pesawat udara harus 

dapat dijadikan jaminan hutang melalui lembaga jaminan yang tepat untuk 

pesawat udara yang mempunyai karateristik benda khusus. 

Sangat disayangkan obyek pesawat udara yang memiliki nilai 

ekonomi tinggi dan prospek yang baik dalam praktik penjaminannya masih 

ditemui beberapa permasalahan, diantaranya dengan berlakunya UU No I 

Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mencabut UU No. 15 Tahun 1992, 

tidak mengatur secara eksplisit jenis jaminan apa yang dapat dibebankan 
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pada obyek pesawat udara. Berbeda dengan UU No. 15 Tahun 1992 pada 

pasal 12 ayat (I) dan (2) dijelaskan bahwa pembebanan jaminan atas 

pesawat terbang dan helikopter dapat dilakukan dengan hipotik dan harus 

didaftarkan meskipun kantor pendaftaran hipotik bagi pesawat terbang dan 

helikopter belum ada hingga dicabutnya UU No. 15 Tahun 1992. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas kemudian menimbulkan 

pertanyaan apakah obyek pesawat udara termasuk dalam benda bergerak 

atau benda tidak bergerak. Hal ini penting mengingat akan berpengaruh 

terhadap jenis lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan. Dalam UU No. 

1 Tahun 2009, sebagaimana dalam pasal 71 disebutkan: 

"Obyek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan 
internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan 
kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau perjanjian 
sewa guna usaha1

". 

Dan diatur dalam Pasal 78 UU No. I Tahun 2009 : 

"Agar kepentingan internasional memperoleh prioritas maka 
didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Internasional, yang berfungsi 
sebagai kantor pendaftaran untuk melakukan pencatatan atas 
pengikatan agunan obyek pesawat udara". 

Maksud dari pendaftaran sebagaimana disebut dalam Pasal 78 UU 

No. 1 Tahun 2009 adalah untuk melindungi kreditur, tanpa pendaftaran maka 

kedudukan kreditur hanya sebagai kreditur konkuren, yang artinya tidak ada 

kedudukan yang diutamakan dalam memperoleh pelunasan utang debitur. 

Namun dalam praktiknya pencatatan atas pengikatan yang dilakukan di 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang selama ini menerima 

pencatatan atas pengikatan agunan obyek pesawat udara hanya 

1 Pasal 71 Undang-Undang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan. 
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memperhatikan aspek dari keberadaan obyek pesawat udaranya saja, yang 

mencakup pendaftaran obyek pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia 

dan yang tidak dioperasikan di Indonesia, yang dialihkan ke luar negeri 

serta pengurusannya di luar negeri dan pendaftaran obyek pesawat udara 

yang dijarninkan, tanpa memperhatikan aspek bisnis atas pembebanan 

jarninannya, artinya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara hanya 

melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang diajukan oleh debitur. 

Tidak adanya kejelasan mengenai jenis jarninan apa yang dapat 

dibebankan pada obyek pesawat udara, nyata dengan dicabutnya UU No. 15 

' 
Tahun 1992 dengan UU No.1 Tahun 2009, yang menyebutkan pembebanan 

jaminan pesawat udara dapat dilakukan dengan lembaga jaminan hipotik, 

sedangkan UU No. 1 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara eksplisit 

jarninan apa yang dapat dibebankan pada pesawat udara, sehingga tidak ada 

"payung hukum" dan kepastian hukum yang jelas jika obyek pesawat udara 

dibebani dengan hipotik. 

Di dalam praktik penjaminan pesawat udara dilakukan dengan cara 

menjarninkan bagian-bagian dari pesawat (baling-baling, mesin-mesin atau 

interior pesawat udara) tidak keseluruhan pesawat sebagai benda dan 

dilakukan dengan penyerahan secara fidusia, penyerahan yang demikian itu 

tidak dapat memberi perlindungan hukum yang cukup bagi kreditur, karena 

penyerahan secara fidusia konsekuensi hukumnya harus didaftarkan, 

sedangkan penyerahan secara fidusia dalarn praktik tidak didaftarkan di 

kantor pendaftaran. 



5 

Pembebanan jaminan pada obyek pesawat udara yang dilakukan 

dengan fidusia tidak dapat didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, 

dikarenakan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak 

dapat diberlakukan untuk pesawat udara. Disebutkan dalam pasal 3 UU No. 

42 Tahun 1999 tentang Fidusia bahwa : 

"Undang-undang ini tidak berlaku terhadap : 
a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, 

sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku 
menentukanjaminan atas benda benda tersebut wajib didaftar; 

b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 
( dua puluh) m3 atau lebih; 

c. Hipotik atas pesawat terbang; dan 
d. Gadai. 

Untuk dapat mengetahui tentang lembaga jaminan yang tepat untuk 

pesawat udara harus dipelajari terlebih dahulu hukum jaminan di Indonesia. 

Banyak ketentuan hukum tentang jaminan yang sudah disahkan menjadi 

Undang-Undang. Pada zaman kemerdekaan sampai saat ini, dapat dipilah 

menjadi 2 (dua) era, yaitu sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Pada 

era sebelum reformasi, ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan 

adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria, terlihat pada konsideran UU No. 5 Tahun 1960 yang 

mencabut berlakunya Buku II KUH Perdata mengenai bumi, air, serta 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan 

mengenai hipotik yang masih berlaku sejak berlakunya Undang-Undang ini.2 

Dari bunyi konsideran tersebut, pada saat mulai berlakunya UU No.5 Tahun 

1960, ketentuan-ketentuan tentang hipotik masih berlaku dan pada saat itu 

2 H.S. Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2004, hlm.2. 
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pula terjadi dualisme dalam pernbebanan jaminan terutama hak atas tanah. 

Secara formal pernbebanan jaminan hak atas tanah berlaku ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1960, akan tetapi secara 

rnateriil yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak berlaku 

ketentuan yang terdapat dalam Buku II KUH Perdata dan CredietVerband. 

Sejak diundangkannya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, 

rnaka dualisrne dalam pernbebanan hak atas tanah tidak berlaku lagi, karena 

secara formal dan rnateriil berlaku ketentuan yang terdapat dalam UU No. 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

' 
Pada era reformasi dirnulai dengan diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sampai saat ini, 

Pemerintah Indonesia sudah banyak menetapkan Undang-Undang yang 

berkaitan dengan jaminan, narnun ketentuan-ketentuan hukum yang 

tercantum dalam Buku II KUH Perdata masih berlaku, terutama yang 

berkaitan dengan gadai (pand) dan hipotik. 

Hukum jaminan di Indonesia ruang lingkupnya rnencakup berbagai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang 

berkaitan dengan penjaminan hutang yang terdapat dalam hukurn positif di 

Indonesia. Hukum jaminan dalam ketentuan KUH Perdata terdapat pada 

Buku II yang mengatur tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-

lembaga jaminan (gadai dan hipotik), dan pada Buku III yang mengatur 

tentang penanggungan hutang.3 J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah 

3 Bahsan, M, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta : Raja 
Gcafindo,2007,hkn.9. 
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peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur 

terhadap debitur4
. 

Peraturan hukum mengenai jaminan seolah-olah hanya difokuskan 

pada pengaturan hak-hak kreditur saja, dan tidak memperhatikan hak-hak 

debitur. Padahal subyek kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut 
·~ 

kreditur saja, akan tetapi erat kaitannya dengan debitur, karena yang menjadi 

obyek kajian hukum jaminan adalah benda jaminan dari debitur. Dapat 

dijelaskan hukum jaminan adalah merupakan "keseluruhan dari kaidah-

kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan 

' 
penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk 

mendapatkan fasilitas kredit"5
. Pada dasarnya jaminan yang diserahkan 

kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jarninan materiil 

merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas 

benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan immateriil merupakan 

jaminan non kebendaan. 

Pemberian kredit merupakan pemberian hutang berdasarkan 

kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan non bank percaya 

bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan 

bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan 

non bank dapat memberikan kredit kepadanya. 

Hukum jaminan di Indonesia ditinjau dari sudut perkembangan 

perekonomian baik nasional maupun intemasional mempunyai peran yang 

4 Satrio.J, Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung : PT Citra Aditya 
Bakti,2002, him . 3. 

' H.S. Salim, Op. Cit., him. 6 
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besar terkait dengan kegiatan pinjam meminjam uang. Berbagai lembaga 

keuangan sangat berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi 

kegiatan perekonomian dengan memberi pinjaman uang baik dalam bentuk 

kredit maupun gadai, yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan 

dana. Kegiatan pinjam-meminjam uang pada umumnya dipersyaratkan 

adanya penyerahan jaminan oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi 

jaminan. Jaminan ini dapat berupa barang (benda), dapat berupa jaminan 

perorangan. Dalam jarninan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada 

pemegang jaminan, sedangkan dalam jaminan perorangan berupa janji 

' 
penanggungan hutang6

• 

Tujuan penjaminan ini adalah sebagai upaya pengamanan atas 

pinjaman yang diberikan, dengan mengikat obyek jaminan melalui 

ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang lembaga jaminan. Fungsi 

jaminan dalam pemberian kredit pada umumnya adalah berkaitan dengan 

kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya melunasi 

hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, sehubungan dengan fungsi 

jaminan baik jaminan kredit ataupun jaminan hutang, pemahaman tentang 

hukum jaminan sebagaimana terdapat dalam berbagai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang memuat ketentuan hukum jarninan 

dikodifikasikan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), 

sedangkan yang berupa Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 

6 M. Bahsan , Op. Cit., him. 5-6. 
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berkaitan dengan tanah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia. 

Dalam hukum positif di Indonesia terdapat peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai lembaga jaminan yang berkaitan dengan 

penjaminan hutang dari pemberi jaminan kepada penerima jaminan. UU No. 

4 Tahun 1996 dan UU No. 42 Tahun 1999, masing-masing mengatur khusus 

mengenai lembagajaminan dalam rangka penjaminan hutang7
• 

Sumber-sumber hukum jaminan pada dasamya ada 5 (lima) sumber 

hukum jaminan yang berlaku sebagai sumber hukum positif di Indonesia, 

yaitu: KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 1992, khususnya Pasal 49 tentang pelayaran yang berbunyi kapal 

yang telah didaftar dapat dibebani hipotik. 

Menurut Djuhendah Hasan ditinjau dari aspek perdata khususnya 

hukum benda Indonesia, pesawat udara merupakan benda bergerak, akan 

tetapi dalam praktik pesawat udara merupakan benda terdaftar yang diberi 

tanda pendaftaran dan tanda nasionalitas untuk memperoleh hak beroperasi 

serta pendaftaran perdata untuk memperoleh bukti kepemilikan pesawat 

udara, sehingga secara hukum pesawat udara dapat dikategorikan sebagai 

benda bergerak terdaftar8
, untuk memperoleh perlindungan dan kepastian 

hukum baik dari aspek publik maupun aspek perdata. 

7 M. Bahsan , Op Cit., him. 8. 
8 Djuhendah Hasan, Pesawat Udara Sebagai Obyek Jaminan Utang dan 

Pengaturannya, ( makalah dalam Seminar di Jakarta tanggal 13 Oktober 2004), him 4. 
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Keberadaan pesawat udara sebagai suatu benda khususnya pesawat 

terbang dan helikopter dalarn pembagian benda yang dikenal dalarn 

KUHPerdata dapat digolongkan sebagai benda bergerak akan tetapi pesawat 

udara sebagai benda modal dalarn industri penerbangan, baru bisa berfungsi 

kalau pesawat udara tersebut telah didaftarkan demikian bunyi Pasal 24 

Undang-undang Nomor I Tahun 2009. Sedangkan pesawat udara yang tidak 

didaftar, tidak akan berfungsi sebagai benda dalarn pengertian komersil.9 

Oleh karena itu pesawat udara sebagai benda diberikan suatu exceptional 

status sebagai "benda bergerak" yang diatur secara khusus dan menarnakan-

' 
nya dengan "movable property sui generic". 

Pesawat udara sebagai benda karena mempunyai status benda khusus, 

jika akan dijadikan jaminan dalarn pemberian kredit harus diatur secara 

khusus, karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tidak mengatur 

mengenai lembaga penjaminan yang tersedia, sehingga sangat dirasa belum 

menimbulkan suatu hak istimewa yang menjadi harapan pihak bank selaku 

kreditur pemegang jaminan, untuk pengembalian pinjaman debitur kepada 

kreditur. Karena Undang-undang Penerbangan tidak mengatur mengenai 

lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Berbeda 

dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, 

dimana disebutkan bahwa atas . pesawat udara dapatdibebankan dengan 

hipotik, narnun sayangnya, sarnpai akhirnya undang-undang tersebut dicabut 

9 Moch. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, CV. Dharma Muda, Surabaya: 
1996, hlm.l39. 
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tidak pemah diterbitkan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut 

mengenai hipotik atas pesawat udara terse but. 

Sebagaimana hipotik dapat dibebankan pada kapallaut dengan bobot 

diatas 7 tonase, hipotik juga dapat dibebankan atas pesawat udara. Karena 

pesawat udara dan kapal sesungguhnya memiliki sifat yang harnpir serupa. 

Hanya saja kendala utama adalah tidak ada peraturan yang jelas mengenai 

hipotik pesawat udara, berbeda dengan peraturan untuk kapal yang sudah 

lengkap, hal itu sebenarnya dapat dimengerti karena pengaturan mengenai 

kapal sudah diatur sejak lama dalam KUHD, sedangkan pesawat udara 

' 
pengaturannya barn berkembang pesat pada abad ke-20. Sayangnya 

perhatian pemerintah saat ini tidak mengarah pada hal ini padahal wacana 

untuk melakukan reformasi hukum benda dan hukum jarninan Indonesia 

telah dimulai sejak puluhan tahun yang lalu. 

Berbicara mengenai lembaga jaminan harus dimengerti dulu 

pembagian lembaga jarninan menurut KHUPerdata. Salah satu lembaga 

jaminan yang diatur dalam KUHPerdata adalah Hipotik. Hipotik adalah 

suatu hak jaminan kebendaan atas benda-benda .tidak bergerak untuk 

mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dari 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan hipotik adalah untuk 

menjamin debitur melunasi utangnya. Hipotik digunakan untuk melindungi 

kepentingan kreditur atas pelunasan piutangnya oleh debitur. Obyek dari 

hipotik adalah benda tidak bergerak, dan ditegaskan kembali dalarn pasal 

1167 KUHPerdata yang melarang hipotik pada benda bergerak. Ketentuan 
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mengenai benda tida.k bergera.k diatur dalam Pasal 506 KUHPerdata, Pasal 

507 KUHPerdata dan Pasal 508 KUHPerdata. 

Dalam pra.ktek perjanjian kredit yang dila.kukan oleh perbankan 

dengan obyek pesawat udara sebagai jaminan kredit, pada saat ini masih 

mengguna.kan lembaga jaminan fidusia, hal ini disebabkan karena prosedur 

penjaminan pesawat udara dengan fidusia adalah lebih mudah dan lebih 

murah, dibandingkan dengan bentuk jaminan yang lain. Dan alasan yang 

utama ialah karena penjaminan dengan fidusia dapat diguna.kan untuk benda 

bergera.k, dalam hal ini debitur tetap berha.k menguasai bendanya dan 

tujuannya memperoleh kredit tercapai serta piha.k bank pun tida.k keberatan 

untuk menerimannya, cukup merasa aman dalam pemberian kredit, 

meskipun secara teoritis masih ada kemungkinan-kemungkinan kerugian dan 

resiko yang tidak menguntungkan bagi bank. 10 

Undang-undang tentang fidusia membawa perubahan dalam pranata 

jaminan di Indonesia, dan tidak lagi membedakan benda berwujud maupun 

tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergera.k maupun tidak 

bergera.k dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan 

Hak Tanggungan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1996 ma.ka dapat dibebani dengan Fidusia. 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia temyata tida.k 

berlaku untuk pesawat udara sebagai obyek jaminan yang dapat diikat 

dengan fidusia, membuat kalangan perbankan menjadi ragu untuk 

10 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan 
Khususnya Fidusia didalam Praktek dan perkembangannya di Indonesia, Fakultas Hukum 
Universitas Gajah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta: !977, hlm.76. 
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menggunakan fidusia sebagai lembaga jaminan dengan obyek pesawat udara. 

Padahal sejak pemerintah melakukan deregulasi dan relaksasi perizinan 

dalam bidang angkutan udara 2001, bisnis angkutan udara tumbuh pesat, hal 

ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan penerbangan yang 

beroperasi. 

Meskipun Undang-undang Nomor I Tahun 2009 tentang 

Penerbangan telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 dan Cape 

Town Convention 2001 telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 pada tanggal 20 Pebruari 2007, 

' 
pada saat ini praktek perbankan di Indonesia masih menggunakan fidusia 

sebagai pengikatan jaminan kebendaan dengan obyek pesawat udara. Hal 

ini disebabkan dalam Undang-undang Nomor I Tahun 2009 tentang 

Penerbangan tidak menyebut tentang lembaga jaminan untuk pesawat udara 

hanya menyebut "untuk kepentingan Nasional dan Intemasional pesawat 

udara dapat dijadikanjaminan hutang", tanpa menjelaskan memakai lembaga 

apa obyekjaminan pesawat udara dapat dijaminkan. 

Pesawat udara sebagai benda karena mempunyai status benda khusus, 

jika akan dijadikan jaminan dalam pemberian kredit harus diatur secara 

khusus, dalam Undang-undang Nomor I Tahun 2009 tidak mengatur 

mengenai lembaga penjaminan yang tersedia, sehingga sangat dirasa belum 

menimbulkan suatu hak istimewa yang menjadi harapan pihak bank selaku 

kreditur pemegang jaminan, untuk pengembalian pinjaman debitur kepada 

kreditur. 
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"Cape Town Convention 2001" yang telah diratifikasi oleh Negara 

Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 dan 

menjadi dasar pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan, khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai "kepentingan 

intemasional" yang diartikan sebagai kepentingan pihak-pihak yang 

mempunyai hak tagih (debitur), maka seharusnya persoalan pengikatan 

jaminan dengan obyek pesawat udara dalam pemberian kredit hutang dan 

sebagai jaminan kredit pembelian/pengadaan pesawat udara, telah terjawab 

dan dunia perbankan pada saat ini hendaknya tidak lagi menggunakan 

lembaga fidusia sebagai pengikatan jaminan pesawat udara, karena dengan 

adanya "Cape Town Convention 2001" pihak-pihak yang bergerak dibidang 

industri penerbangan baik itu kreditur maupun debitur memperoleh manfaat 

antara lain: 

1. Didapatnya kepercayaan dari investor luar negeri terhadap pengadaan 

pesawat udara dan perlengkapannya. 

2. Memberikan jarninan kepada para kreditur bahwa perusahaan angkutan 

udara di Indonesia tidak akan menyalahgunakan kepercayaan para 

kreditur karena terikat dengan perjanjian yang mempunyai landasan 

hukurn yang jelas dan dilindungi oleh hukum intemasional. 

3. Didapatnya jarninan pembayaran atas pengadaan pesawat udara yang 

menyebabkan meningkatnya perkembangan industri angkutan udara di 

Indonesia. 

4. Terjaminnya kepastian hukum pemegang jaminan dengan adanya IDERA 

(Irrevocable Deregistration Export Authorization). 
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Konvensi Cape Town 2001 tentang Kepentingan lntemasional dalam 

Peralatan Bergerak (Convention on International Interest in Mobile 

Equipment) atau "Konvensi Cape Town 2001" beserta protokol pada 

Konvensi Tentang Kepentingan lntemasional Dalam Peralatan Bergerak 

Mengenai Masalah Masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara (Protocol 

to the Conventioan on International Interest in Mobile Equipment on 

Mattters Specific to Aircraft Equipment) atau "Protocol On Aircraft 

Equipment"atau Protokol pesawat Udara" di tandatangani di Cape Town 

Afrika Selatan pada tanggal 16 Nopember 2001 pada konferensi diplomatik 

' 
di bawah pengawasan ICAO dan UNIDROIT, didukung oleh A WG dan 

lATA dari tanggal 29 Oktober 2001dihadiri wakil pemerintah 68 negara dan 

14 organisasi intemasional dan negara Indonesia telah meratifikasi Cape 

Town Convention 2001 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2007 dan menjadi dasar pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009. 

Secara umum tujuan Konvensi dan Protokol Cape Town 2001 antara lain 11 
: 

I. Memfasilitasi akuisisi dan pembiayaan barang yang berpindah
pindah (pesawat udara) yang secara ekonomis penting, dengan 
mengatur penciptaan kepentingan internasional yang diakui 
semua negara peserta. 

2. Menyediakan kreditur hak dengan sebuah batasan dasar mengenai 
kelalaian cara penyelesaian yang berkaitan dengan tak mampu 
membayar (insolvensi)dan cara menyediakan bukti-bukti 
kelalaian, pengajuan tindakan cepat terhadap tuntutannya. 

3. Membentuk Registrasi lntemasional yang akan memberi 
perhatian terhadap pihak ketiga dan mampu menjadikan kreditur 
mempertahankan hak prioritasnya terhadap hak-hak lain yang 
terdaftar, hak yang tidak terdaftar dan terhadap petugas insolvensi 
debitur. 

11 Roy Goode, Convention On International Interests in Mobile Equipment and Protocol 
Thereto on Matters Specific to Aircraft Equipment, Official Comrnentar, Rome Italy, Capitolania 
2002. hlnll. 6. 
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4. Menjamin melalui protokol yang sesuai bahwa kebutuhan industri 
yang bersangkutan terpenuhi. 

5. Memberi kepercayaan diri lebih besar bagi kreditur dalarn 
mengambil keputusan pemberian kredit, meningkatkan tingkat 
rating kredit debitur dan mrnengurangi biaya peminjarnan untuk 
keuntungan semua pihak yang berkepentingan. 

Menurut Peter Thome, kondisi yang menciptakan kepentingan 

'· intemasional (international interest)12 adalah : 

I. Perjanjian kearnanan (security agreement), perjanjian penjualan 
bersyarat (conditional sale agremeent), perjanjian leasing (leasing 
agreement) perjanjian penjualan obyek pesawat udara. 

2. Debitur harus berada di negara peserta Konvensi pada waktu 
perjanjian diadakan (airframe dan helicopter) disetujui untuk 
didaftarkan di negara peserta. 

3. Obyek pesawat udara harus sesuai dengan difinisi konvensi dan 
protokol. 

4. Negara sudah meratifikasi konvensi dan protokol. 
5. Kesepakatan penciptaan kepentingan intemasional harus: 

(i) tertulis dalam arti luas; 
(ii) obyek pesawat dapat diidentifikasi antara lain pabrik 

(misalnya 747-400 atau A340-500) dan momor seri pabrikan 
alas nama charger, penjual bersayarat, lessor, atau seller 
mempunyai kekuasaan untuk melepaskan; 

(iii) perjanjian kemanan memuat informasi yang cukup mengenai 
kewajiban yang dijarnin. 

6. Kreditur tidak perlu dari negara peserta. 
7. Konvensi dan protokol tidak berlaku surut, tetapiperjanjian bisa 

mengalami perubahan, misalnya perluasan sewa, pembaharuan 
sewa, sub lease, mortgage dan perubahan pendaftaran. 

Dengan demikian, diperoleh garnbaran bahwa konvensi dan protokol 

bertujuan memberi kemudahan perolehan dan pembiayaan barang yang 

berpindah-pindah seperti pesawat udara dengan mengatur penciptaan 

intemasional; memberi kreditur hak, dengan batasan kelalaian (default) dan 

cara penyelesaian insolvensi, cara menyiapkan bukti kelalaian dan tindakan 

12 Peter Thome, The Cape Town Convention Its Impact in Realtion to Interests in aircraft 
Object, Norton Rose: 2006.hlm . .4. 
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cepat terhadap tuntutannya; membentuk pendaftaran intemasional elektronik 

untuk pendaftaran kepentingan intemasional; kebutuhan sektor industri 

terpenuhi; memberi kreditur kepercayaan dalam pemberian kredit peralatan, 

memekan biaya peminjaman dan keutungan semua pihak. 

Ratifikasi Konvensi Cape Town dan pengaturannya dalam Undang

Undang Penerbangan hanya memberikan jalan keluar bagi kreditur 

pemegang hak jaminan kebendaan yang dibebankan atas pesawat udara yang 

dipasang berdasarkan hukum asing yang pesawatnya didaftarkan dan 

dioperasikan di Indonesia. Perlindungan kreditur berdasarkan Kovensi Cape 

' 
Town salah satunya adalah penghapusan pendaftaran pesawat udara dan 

melakukan ekspor pesawat udara dengan seketika dan tanpa putusan 

pengadilan melalui Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk 

memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor (Irrevocable deregistration 

and export request authorization/ IDERA) atas pesawat udara yang memiliki 

tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran Indonesia. pemberian/penerbitan 

IDERA hanya dapat dilaksanakan di Indonesia apabila pesawat udara yang 

di maksud telah didaftarkan/dicatat oleh Kementrian Perhubungan. 

Berkaitan dengan IDERA dan untuk dapat memperoleh perlindungan 

kepentingan internasional (international interest) pesawat udara harus 

didaftarkan terlebih dahulu, secara teoritis dalam pendaftaran hak, dikenal 

dua sitem yaitu pendaftaran akta (registration of deeds) dan pendaftaran hak 

(registration of titles) yang pada masyarakat modern merupakan tugas 

negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memberikan 
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jaminan kepastian hukum 13
• Demikian pula pendaftaran hak perdata pesawat 

udara seperti hak milik, hak sewa, hak jaminan kebendaan (hipotik atau 

mortgage), dalam daftar umum (public register) dimaksudkan untuk 

memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Pendaftaran pesawat udara 

dikenal dua macam register, Pertama Register penerbangan (public register) 

untuk memperoleh tanda nasionalitas dan tanda registrasi (nationality marks 

and registration marks) sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago 1944, 

Kedua Registrasi Perdata di mana semua hak pemilikan dan hak jaminan 

maupun hak-hak lain atas pesawat udara didaftarkan, menunjuk pada 
c 

keadaan hukum pesawat udara yang sebenarnya14
. Register perdata ini 

diatur dalam Konvensi Geneva 1948, Konvensi Ottawa 1988 dan terakhir 

pada konvensi dan Protokol Cape Town 2001 serta te1ah dikenal da1am 

negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Be1anda. Dengan demikian, 

pendaftaran nasionalitas dimaksudkan sebagai pendaftaran pub1ik pesawat 

udara berdasarkan Konvensi Chicago 1944 yakni pendaftaran dilakukan 

sesuai dengan hukum nasiona1 (national law governing registration) dan 

terdaftar dalarn register pub1ik (public register) pada otoritas pendaftaran di 

suatu negara (lembaga nasional). 

Di Indonesia Pendaftaran pesawat udara dilaksanakan oleh Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara, Kementrian Perhubungan dan diatur dalam 

Peraturan Keselarnatan Penerbangan Sipil (PPKPS) Bagian 47 Pendaftaran 

13 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang 
pokakAp:aria, lsi dan Pe/aksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 76. 

1 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Seri Hukum Karla Kekayaan Kebendaan Pada 
Umumnya, Jakarta; Kencana, 2003. hlm. 64. 
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Pesawat. Pendaftaran pesawat udara sipil dilakukan sesuai dengan pasal 25 

Undang-undang Penerbangan Nomor l Tahun 2009 yang dilakukan dan 

daftarnya dipelihara oleh Direktur jendral Perhubungan Udara yang mencatat 

data-data setiap pesawat pesawat udara sipil yang didaftar memuat antara 

lain Nomor Pendaftaran; Tanda kebangsaan dan Tanda Pendaftaran; Jenis 

pesawat udara menurut pabrik pembuat; Nomor seri pesawat udara; Nama 

pemilik yang terdaftar; Nama operator yang terdaftar; Alamat Operator 

yang terdaftar; Tanggal di daftar; Jenis operasi yang akan dilakukan. 

Sebuah pesawat udara dapat didaftarkan hanya oleh dan atas nama 
0 

sah pemilik, sertifikasi pendaftaran bukan merupakan bukti kepemilikan 

suatu pesawat udara untuk setiap proses hukum yang menyangkut tentang 

kepemilikan. Direktorat Jendral Perhubungan Udara tidak menerbitkan 

sertifikasi kepemilikan atau mensahkan setiap informasi kepemilikan pada 

Sertipikat Pendaftaran, Direktorat Jendral Perhubungan Udara menerbitkan 

Sertipkat Pendaftaran kepada seseorang berdasarkan bukti kepemilikan yang 

diserahkan sesuai dengan paragrap 47.9 pada saat permohonan pendaftaran 

atau catatan pada Daftar Pesawat Udara Sipil. 

Salah satu tujuan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Konvensi 

Cape Town melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 adalah untuk 

membantu perusahaan penerbangan dalam negeri untuk memperoleh 

kepercayaan dari kreditur untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan 

penerbangan nasional. Konvensi Cape Town pada dasamya memuat 

ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan hak kebendaan/ jaminan 

yang diakui secara intemasional (international interest) atas pesawat udara. 
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Ratifikasi suatu konvensi intemasional oleh suatu negara membawa 

kewajiban bagi negara tersebut untuk mentransformasikan/ menterjemahkan 

perjanjian intemasional tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan 

nasionalnya. Dalam Undang-undang Penerbangan ditegaskankan bahwa 

ketentuan dalam Konvensi Intemasional Mengenai Kepentingan 

Intemasional dalarn Peralatan Bergerak dan Protocol Mengenai Masalah-

Masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara, mempunyai kekuatan 

hukum di Indonesia dan merupakan ketentuan hukum khusus (lex specialis) 

dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
c 

Ada beberapa tindakan yang dimungkinkan berdasarkan Kovensi 

Cape Town untuk dilakukan kreditur apabila debitur wanprestasi, 

diantaranya yang seharusnya sudah dapat dijalankan di Indonesia adalah 

penghapusan pendaftaran pesawat udara dan melakukan eksport pesawat 

udara dengan seketika dan tanpa memerlukan putusan pengadilan melalui 

suatu Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk memohon 

penghapusan pendaftaran dan ekspor (Irrevocable deregistration and export 

request authorization/ IDERA) untuk pesawat atau helikopter yang memiliki 

Tanda Kebangsaan dan Tanda Pendaftaran Indonesia. 

Tujuan dari adanya IDERA adalah mempermudah birokrasi 

penarikan pesawat dari wilayah Indonesia dengan cara memberikan 

kewenangan kepada kreditur (penerima kuasa) untuk melakukan 

penghapusan pendaftaran pesawat di Indonesia dan melakukan pemindahan 

pesawat keluar dari wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melindungi 

hak-hak kreditur dan memastikan pesawat udara tersebut terus beroperasi, 
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namun karena pasar bagi pesawat tersebut di dalam negeri biasanya sangat 

sedikit maka kreditur perlu menariknya keluar dari wilayah Indonesia, 

sehingga dapat dijual/disewakan pada pihak lain dan dapat didaftarkan di 

negara lain. Perlindungan dari IDERA terhadap kreditur hanya diberikan 

oleh pemerintah Indonesia apabila IDERA tersebut telah didaftarkan/dicatat 

oleh Menteri Perhubungan. 

Bentuk kuasa untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor 

yang juga disebut IDERA, dikenal dalam Protokol Cape Town 2001 

sebagaimana di tentukan dalam Pasal XII.2 Protokol bahwa : 
, 

"Apabila Debitur telah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut 
kembali untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor yang 
pada pokoknya dalam bentuk terlampir pada protokol ini dan telah 
menyerahkan kuasa itu untuk di catat pada otoritas pendaftaran, maka 
kuasa itu harus di catat". 
Pasal XIII.3 berbunyi : 
"Orang yang kepada siapa kuasa telah diberikan (pihak yang diberi 
kuasa) atau orang yang ditunjuknya secara sah adalah satu-satunya 
orang yanag berhak untuk menjalankan pemulihan yang ditentukan 
dalam Pasal IX (1) dan dapat melakukannya hanya menurut kuasa 
dan peraturan perundang-undangan keselamatan penerbangan yang 
berlaku. Kuasa itu tidak dapat dicabut kembali oleh debitur tanpa ijin 
tertulis dari pihak yang diberi kuasa, otoritas pendaftaran harus 
menghapuskan kuasa dari daftar atas permohonan pihak yang diberi 
kuasa." 

Penelitian yang berkaitan dengan lembaga jarninan dengan obyek 

pesawat udara yang Penulis akan teliti tidak sama dengan penelitian mengenai 

obyek pesawat udara yang menjadi jaminan kredit yang telah dilakukan oleh 

beberapa penulis antara lain : 

1. Moch. Isnaeni, dengan judul desertasi Hipotek Pesawat Udara di 

Indonesia, pada tahun 1995, yang dipertahankan di Universitas 
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Airlangga, Surabaya, membahas mengenai lembaga jaminan hipotik 

untuk pesawat udara sebelum berlakunya UU No. 1 tabun 2009. 

2. Mieke Komar Kantaatmadja, dengan judul desertasi Lembaga Jaminan 

Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau Dari Hukum Udara, pada 

tahun 1989, yang dipertahankan di Universitas Padjajaran, Bandung, 

tentang jaminan kebendaan pesawat udara. 

Berdasarkan atas uraian tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji 

lebih mendalam perihalPERJANJIAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN 

KREDIT DENGAN OBYEK PESA WAT UDARA DIKAITKAN BENGAN 

IDERA SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA 

PEMBANGUNAN HUKUM JAMINAN NASIONAL, di pandang sangat 

perlu sebagai pelengkap dari peneliti peneliti sebelurnnya, karena pesawat 

udara sebagai benda modal, sampai pada saat ini bel urn mendapat kejelasan 

dengan lembaga apa pesawat udara dapat dijadikan jaminan dalam peJjanjian 

kredit, sedangkan dalam UU Tahun 2009 untuk kepentingan intemasional 

pesawat udara dapat dijadikan jaminan hutang, dimana dalam praktek 

perbankan Iembaga jaminan yang digunakan masih memakai fidusia dan 

pelaksanaan IDERA belum diaplikasikan dan belum mempunyai kepastian 

hukum yang mengikat. 

B. Identifikasi Masalab 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, 

maka permasalaban yang akan diteliti adalab sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian Kredit 

dengan obyek Pesawat Udara dilaksanakan di Indonesia sedangkan 

hukum tentang jaminan dengan obyek Pesawat Udara belwn ada? 

2. Bagaimana kepastian hukum penjaminan pesawat udara di Indonesia 

dalam kontrak intemasional melalui IDERA (Irrevocable Deregistration 

and Export Request Authorization) sedangkan di Indonesia IDERA yang 

sudah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor I Tahun 2009 tentang 

penerbangan belwn di aplikasikan ? 

3. Bagaimanakah perspektif penjaminan pesawat udara dikaitkan dengan 

' 
IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization) 

sebagai jaminan kredit dalam rangka pembangunan hukwn jaminan di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menemukan pelaksanaan perjanjian jaminan dengan obyek 

pesawat udara sebagai jaminan kredit sehingga dapat memberikan 

kepastian hukwn bagi pemegang hak jaminan kebendaan khususnya 

pesawat udara. 

2. Untuk menemukan konsep penjaminan Pesawat Udara yang sesua1 

dengan perkembangan hukum jaminan di Indonesia dan kepastian hukum 

penjaminan pesawat udara di Indonesia dalam kontrak intemasional 
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melalui IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request 

Authorization). 

3. Untuk menemukan lembaga penjaminan untuk pesawat udara melalui 

IDERA dalam praktek serta proses pendaftaran dan proses eksekusinya. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat berguna baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kajian dan 

' 
sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pembentukan 

Rancangan Undang-Undang Hipotik Pesawat Udara yang saat ini sedang 

di rumuskan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta 

memperbaiki Sistem Hukum Lembaga Jaminan Indonesia, dalam upaya 

pelaksanaan lembaga jaminan kebendaan terutama pesawat udara dalam 

kaitannya dengan IDERA (Irrevocable Deregistration and Export 

Request Authorization) 

2. Secara Praktis, penelitian diharapkan akan berguna sebagai masukan 

bagi : 

a. Para pembuat undang undang, yang berperan dan bertugas untuk 

membuat aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

dalam pelaksanaan perjanjian jaminan khususnya pesawat udara 

dalam kaitannya dengan IDERA (Irrevocable Deregistration and 

Export Request Authorization) dan lembaga penjaminannya. 
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b. Masyarakat, khususnya para pelaku bisnis, agar dalam pelaksanaan 

Perjanjian Jaminan dengan obyek Pesawat Udara dalam Perjanjian 

Kredit, telah sesuai dengan seluruh peraturan yaitu Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2004 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 1 

Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Cape Town Convention 

2001" yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan PP Nom or 8 

Tahun 2007. 

c. Para Pejabat Perbankan dan Para Pejabat Departemen Perhubungan 

yang terjun secara langsung dalam transaksi bisnis penjaminan 

' 
Pesawat Udara dalam Perjanjian Kredit agar mendapat gambaran 

secara jelas bagaimana praktek Penjaminan Pesawat Udara dengan 

menggunakan IDERA (Irrevocable Deregistration and Export 

Request Authorization). 

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam membuat suatu kerangka pemikiran untuk meneliti dan 

menemukan suatu pemecahan pada bagian identifikasi masalah dalam 

desertasi ini, Peneliti secara teoritis menggunakan kerangka pemikiran 

sebagai pisau analisis yang terdiri dari Grand Theory (Teori Utama), Middle 

Range Theory (Teori Madya) dan Applied Theory (Teori Terapan). Ditinjau 

dari Jatar belakang masalah yang telah dikemukaan di awal tulisan, maka 

landasan teori utama (Grand Theory) yang digunakan peneliti dalam 

desertasi ini adalah teori "Negara Hukum Kesejahteraan I welfare state" dan 

untuk mendukung grand theoryini digunakan teori "Keadilan Pancasila dan 
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Kepastian Hukum" sebagai "middle range theory "sedangkan untuk 

"applied theory"menggunakan teori "Hukum Pembangunan" sebagai 

kerangka pembabasan atas penelitian dengan judul Perjanjian Jaminan 

Dalam Perjanjian Kredit Dengan Obyek Pesawat Udara Dikaitkan Dengan 

IDERA Sebagai Upaya Kepastian Hukum Dalam Rangka Pembangunan 

Hukum Lembaga Jaminan Nasional. 

Menurut Otje Salman dan Anton F. Susanto, pada dasamya Negara 

Republik Indonesia sudab menganut paham Negara Hukum Kesejabteraan I 

welfare state, sebagai mana yang terdapat pada alinea pembukaan UUD 1945 

' 
alinea ke empat. 15 

Alinea IV Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : " ......... Untuk 

membentuk suatu pemerintaban Negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh turnpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejabteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia". Selain itu Pancasila dalam sila-silanya juga 

mengatur bagaimana Negara mernberikan keadilan dan kesejahteraan bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Sehingga sebagai landasan idiil dan landasan 

konstitusional, maka segenap kegiatan di bidang perekonomian harus 

bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia terutama masyarakat 

pelaku bisnis didalam dunia penerbangan. 

Dalam Negara modem dewasa ini yang dikenal dengan istilab 

"Welfare State" atau Negara Kesejahteraan, Negara mempunyai kewajiban 

" Otje Sahnan S. dan Anton F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan 
Membuka Kembali), Bandung,: Refika Aditama, 2004, hal. 156·157. 
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untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian 

pemerintah dituntut untuk bertindak menyelesaikan segala aspek/ persoalan 

yang menyangkut kehidupan warga negaranya, walaupun belum ada dasar 

aturan yang mengatumya. Atas dasar ini maka pemerintah diberikan 

kebebasan untuk dapat melakukan/ bertindak dengan suatu inisiatif sendiri 

untuk menyelesaikan segala persoalan atau permasalahan guna kepentingan 

umurn. Kebebasan untuk dapat bertindak sendiri atas inisiatif sendiri itu 

disebut dengan istilah "Freis Ermessen". 16 

Konsep Negara hukurn yang dipelopori oleh Immanuel Kant 

' 
dihubungkan dengan konsep "Welfare State" atau Negara Kesejahteraan 

dapat di jabarkan sebagai berikut bahwa tujuan Negara Hukum menurut 

Kant, ialah menegakkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan warganya. 

Rakyat tidak usah tunduk pada undang-undang yang tidak lebih dulu 

mendapat persetujuan dari rakyat sendiri dan bahwa rakyat dan pemerintah 

bersama-sama merupakan subjek hukurn dan bahwa hidup rakyat sebagai 

manusia dalam negara, bukanlah karena kemurahan hati pemerintah tapi 

adalah berdasarkan hak-hak kekuatan sendiri.17 Kant membentangkan suatu 

teori ten tang negara hukum dalam arti sempit (rechts staat in enge zin) dan 

teorinya menjadi dasar kenegaraan bagi ekonomi liberal (merdeka) yang 

dilakukan diseluruh dunia Barat selama abad ke-1918 sampai sekarang. 

Meskipun negara Indonesia juga merupakan negara hukurn19
, namun tentu 

16 Bewa Ragawino, Hukum Administrasi Negara, Bandung : Fak. Ilmu Sosial dan Politik 
Unpad, 2006, him. 37. 39-40. 

17 Solly Lubis, flmu Negara, Bandung,:Mandar Maju, 2007, him. 49. 
"Idem., him. 50. 
19 Pasal I ayat 3, UUD 1945. 
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saja dalam konsep negara hukum yang dianut adalah Negara Hukum 

berdasarkan Pancasila20 dan UUD 1945 yang secara khusus mengenai 

perekonomian tercantum pada Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan 

Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 33 UUD 1945 inilah yang akan 

membedakan konsep perekonomian bangsa kita dengan konsep 

perekonomian negara liberal yang dimaksudkan oleh Kant. 

Konsep Negara Kesejahteraan (welfare state) atau yang disebut 

sebagai negara hukum modern21
• Seperti yang digambarkan oleh George 

Jellinek bahwa antara negara dan rakyatnya merupakan hubungan positif-

' 
aktif dalam urusan kenegaraan, dimana negara menyelenggarakan soal-soal 

kemakmuran rakyat dan rakyat aktif berpartisipasi dalam pemerintahan22
• 

Dalam garis besar, Negara Kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal 

pembangunan yang difokuskanpada peningkatan kesejahteraan pada 

pemberian peran yang lebih penting kepada Negara dalam memberikan 

pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. 

Spieker misalnya menyatakan bahwa Negara Kesejateraan "stands for a 

develop ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to 

the best possible standards23
• 

Teori Negara Kesejahteraan dipilih oleh peneliti sebagai grand 

theory, karena Negara Indonesia menganut menganut konsep Negara Hukum 

20 Sjachran Basah, Eksistensi dan To/ok ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, 
Bandunlf: Alumni, 1985, him. II. 

2 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum lnternsiona/ Bunga Rampai, Bandung : Alumni 
2003: hlm.57. 

22 A. Mukthie Fajar, Tipe Negara Hukum, Malang :Bayumedia Publishing, 2005. him. 2. 
23 Spiker, Paul, Social Policy. Themes and Approaches, London; Pretince Hall, 1955.hlm 

82. 
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da1arn arti luas, dimana negara ikut carnpur tangan dalarn setiap sektor 

kehidupan masyarakat, untuk mencapai tujuan negara yaitu kemakmuran dan 

kesejahteraan seluruh 1apisan masyarakat, sebagaimana tercantum dalarn 

Pembukaan UUD 1945 dan dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk 

mengkaji masalah pertarna yaitu bagaimana perjanjian jarninan dalarn 

perjanjian kredit dengan obyek pesawat udara dilaksanakan di Indonesia 

sedangkan hukum tentang jaminan dengan obyek pesawat udara belum ada. 

Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tersurat dalarn 

alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, yakni keadilan bagi se1urub rakyat 

' 
dan bangsa Indonesia sebagai warganegara yang merdeka dan berdaulat, yang 

berhak memperoleh keadilan serta hak-haknya sebagai warga negara yang 

memiliki kesarnaan kedudukan dalarn hukurn dan pemerintahan serta berhak 

mendapat perlindungan hukum yang sarna. Sehubungan dengan penelitian 

yang Penulis lakukan Konsep Keadilan Sosial ini perlu di1etakkan sebagai 

Middle Theory, sebagai upaya untuk menganalisis apakah perjanjian kredit 

dengan obyek jaminan pesawat udara te1ah memenuhi syarat keadilan bagi 

masyarakat, khusnya masyarakat industri penerbagan di Indonesia. 

Pada hakikatnya inti dari Keadilan Sosial menurut falsafah Pancasila24 

me1iputi berbagai pengertian; Plato "The City of Justice "25keadi1an selurub 

negara lebih mudah dipahami daripada keadilan individu26 dan keadilan 

24 Prof. Druji Darmodihardjo, SH., Pancasila Suatu Orientasi Singkat, PN Balai Pustaka, 
Jakarta, 1978, hal.52. 

25 Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, hal.38. 
26 Plato, Republic, Oxford University Press, Oxford, 1978, hal.214 seperti dikutip dari buku 

J .H.Rapar, Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2001, hal.75-75. 
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seyogianya menjadi tujuan dari suatu negara27
, Aristoteles menyatakan 

keadilan adalah tercapainya kebahagiaan28
, John Rawls29fairnesl 0

- keadilan 

sebagai suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian 

dalam kesatuan dan antara tujuan pribadi dengan tujuan bersama31
, serta 

Jeremy Bentham "utilitarianisme"32 keadilan sosial identik dengan keadilan 

individua1.33 

Pada hakikatnya keadilan merupakan makna dan tujuan utama bagi 

kehidupan manusia di dalam negara hukum, sehingga merniliki hubungan 

yang sangat erat dengan masyarakat. Kaitan antara keadilan dengan hak milik 

oleh masyarakat pada hakikatnya berwujud sebagai "caturtunggal", karena 

keempat jenis keadilan tersebut saling melengkapi dan saling 

menyempumakan antara satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan, 

sehingga hak dan kewajiban antara pihak sudah tersirat didalamnya. Keempat 

jenis keadilan tersebut adalah sebagai berikut : 34 

1. Justitia commutativa (keadilan senilai atau keadilan timbal balik); 
jual beli, barter antar barang-barang senilai serta pertukaran barang 
danjasa; 

2. Justitia distributiva (keadilan distribusi); pembagian atau 
pendistribusian dana bantuan bagi rakyat kecil berupa uang atau 

27 Andra Ata Ujan, Op.cit, hal.37 
28 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, 

Bandunf, 2004, hal.24; Andre Ata Ujan, Op.cit, hal.39. 
2 John Rawls, A Theory of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press of 

Cambridge, Massachusetts, 1971, hal.62. 
30 John Rawls, A Theory of Justice : Teori Keadi/an, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. 
31 Thea Huijbers, Filsafat Hukum Da/am Lintasan Sejarah, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 

1995, hal.29. 
32 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, CV Mandar Maju, 

Bandunf, 2002, hal.60. 
3 Bur Rasuanto, Keadilan Sosial : Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua 

Teori Filsafat Politik Modern, PT SUN, Jakarta, 2005, hal.33. 
34 Purnadi Purbatjaraka & A.Ridwan Halim, Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran : 

Tinjauan Falsafah Hukum Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal.24. 
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benda yang perlu dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup primer 
mereka; 

3. Justitia legalis (keadilan berdasarkan undang-undang); Keadilan 
dalam pembayaran pajak kekayaan atas benda milik pribadi serta 
keadilan dalam pembayaran upahlgaji buruh yang tidak boleh lebih 
rendah dari batas minimum yang ditetapkan dalam undang-undang 
dan peraturan pelaksanaannya; 

4. Justitia socialis (keadilan sosial); Keadilan berdasarkan nilai 
takaran atau ukuran bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan 
menurut undang-undang berdasarkan nilai-nilai pandangan hidup 
yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. 

Kebebasan yang dimaksud dalam _konsep hukum diantaranya doktrin 

Grotius yang melahirkan asas pacta sunt servanda sebagai dasar asas 

otonomus konsensualisme bahwa janji itu mengikat dan promissorum 

' 
implendorum obligatio, selanjutnya kita harus memenuhi janji, sebagai asas 

Kebebasan Berkontrak tiang peijanjian pada KUHPerdata, merupakan 

liberalisme di bidang hukum. 35 Asas kesepakatan, itikad baik dan pacta sunt 

servanda diakui secara intemasional dan menjadi bagian asas Konvensi Wina 

1969, namun lebih jauh Konvensi menetapkan bahwa asas jus cogens, 

peremtory norm of genral international law/6 norma yang diterima dan 

diakui oleh masyarakat internasional. 

Konsepsi hukum yang paling tepat bagi Indonesia sebagai negara yang 

sedang membangun membutuhkan hukum yang dapat rnembantu proses 

perubahan yang teijadi di masyarakat atau yang menurut Roscoe Pound37 

adalah konsep law as a tool of social engineering. Hukum sebagai sarana 

rekayasa sosial harus dapat dimanfaatkan untuk mengubah keadaan saat ini 

" Mariam Darus Badruldzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, 
Bandun~, 2001, hal 83. 

3 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Intemasional, PT Alumni, Bandung, 2003, hal 166. 
37 Roscoe Pound, An Introduction to The Philisophy of Law, Yale University Press, New 

Heaven, 1961, hal47. 
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kearah yang dituju, dikembangkan lebih lanjut dalam hukum pembangunan 

Mochtar Kusumaatmaja38 yaitu hukum merupakan sarana pembangunan 

masyarakat. 

Pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa, hukum merupakan sarana 

pembaharuan masyarakat berdasarkan suatu anggapan bahwa adanya 

keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu 

merupakan suatu yang diinginkan, bahkan dipandang (mutlak) perlu. 

Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana 

pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau sarana 

' 
pembangunan dalam arti penyalur arab kegiatan manusia kearah yang 

dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. 39 

Oleh karena itu bagi Indonesia jelaslah hukum berperan sebagai sarana 

pembangunan yaitu bahwa hukum harus mampu memenuhi kebutuhan sesuai 

dengan tingkat kemajuan serta tahapan pembangunan di segala bidang, 

sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk menjamin 

serta memperlancar pelaksanaan pembangunan. Karena itu pembangunan 

hukum berupa pembaharuan dan pembentukan hukum baru yang merupakan 

hukum nasional mutlak diperlukan.40 

Di negara berkembang seperti Indonesia, diperlukan suatu konsepsi 

hukum yang menunjang pembangunan, kosekuensinya hukum tidak boleh 

ketinggalan dengan proses perubahan yang terjadi di masyarakat. Proses 

38 Mochtar Kusumaatmaja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, PT Alumni, 
Bandung,2006,hal52. 

l>ilbid. 
40 Komar Kantaatmadja, Peran dan Fungsi Profesi Hulaun dalam Undang-Undang 

Perpajakan,(makalah dalam Seminar Nasional Hula3m Pajak), IMNO-UNPAD, Juli, 1985. 
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pembangunan disegala bidang yang terus menerus dan berkesinambungan 

membutuhkan suatu konsepsi hukum yang mampun menjadi sarana bagi 

pencapaian tujuan pembangunan. 

Sehubungan hal tersebut di atas, Mochtar Kusumaatmadja telah 

mengembangkan teori hukum "Hukum Sebagai Sarana Pembabaruan 
., 

Masyarakat".41 Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, konsep 

"Hukum Sebagai Sarana Pembabaruan Masyarakat" perlu ditempatkan 

sebagai Applied Theory sebagai upaya untuk menganalisis, bagaimanakah 

perspektif penjaminan dengan obyek pesawat udara di Indonesia 

' 
dilaksanakan dalam masyarakat sehingga pembaharuan hukum mengenai 

Iembaga jarninan dengan obyek pesawat udara dapat merubah tatanan hukum 

jarninan nasional. 

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya 

dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan. 

Hukurn jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda 

dan perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi 

perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang 

salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Selain itu, bagi 

pembangunan ekonomi negara, kredit merupakan tulang punggung bagi 

pembangunan bidang ekonomi. Ini berarti perkreditan mempunyai arti 

penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti bidang perdagangan, 

perindustrian, perumahan, transportasi, dan sebagainya. 

41Mochtar Kusumaatmadja, op.cit, him. VI 



34 

Pernberian kredit oleh lernbaga keuangan juga rnemberikan 

perlindungan kepada golongan ekonorni lernah dalam pengembangan 

usahanya. Sektor perkreditan merupakan salah satu sarana pernupukan modal 

bagi rnasyarakat bisnis. Bagi kaum pengusaha, rnengambil uang (kredit atau 

pinjarnan) sudah rnerupakan faktor yang tidak papat dipisahkan dari 

kehidupan bisnis. 

Bagi perbankan, setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada 

pengusaha selalu rnengandung risiko. Oleh karena itu, perlu unsur 

pengarnanan dalam pengernbaliannya. Unsur pengamanan (safety) adalah 

' 
salah satu prinsip dasar dalam perninjarnan kredit selain unsur keserasian 

(suitability) dan keuntungan (profitability)42
. Bentuk pengamanan kredit 

dalarn praktik perbankkan dilakukan dengan adanya ketentuan mengenai 

pengikatan suatu jarninan. 

Secara garis besar, dikenal dua macarn bentuk jaminan yaitu jaminan 

perorangan dan jaminan kebendaan. Jarninan yang paling di sukai bank 

adalah jarninan kebendaan. Salah satu jenis jarninan kebendaan yang 

berhubungan dengan penulisan desertasi ini adalah pesawat udara. 

Pesawat udara sebagai obyek jarninan dalam pemberian kredit, 

sebagairnana telah disebutkan dalam bab awal, bahwa pesawat udara 

rnerupakan benda yang sangat mahal harganya, sehingga untuk memiliki 

benda terse but tidak dapat dibeli secara tunai dan pada umurnnya diperoleh 

secara kredit atau rnelalui perjanjian leasing baik finance lease maupun 

operating lease. 

42 Mariam Darns Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 2005, him. 105. 
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Adapun pesawat udara yang dapat dijadikan obyek jaminan kebendaan 

dalarn pemberian kredit adalah pesawat udara yang telah mempunyai tanda 

pendaftaran demikian ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor I Tahun 

2009. Sedangkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 

menyatakan bahwa Pesawat udara sipil yang dapat didaftarkan di Indonesia 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1. tidak terdaftar di negara lain; dan 
2. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan 

hukum Indonesia; 
3. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan 

dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum 
Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya minimab 2 (dua) 
tahun secara terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian; 

4. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah dan 
pesawat udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan 
hukum; atau 

5. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang 
pesawat udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia 
berdasarkan suatu peijanjian yang tunduk pada hukum yang 
disepakati para pihak untuk kegiatan penyimpanan, penyewaan, 
dan/atau perdagangan pesawat udara. 

Selanjutnya Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 

menyebutkan bahwa Pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 25 diajukan oleh pemilik atau yang diberi kuasa dengan 

persyaratan: 

1. menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan pesawat udara; 
2. menunjukkan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didaftarkan 

di negara lain; 
3. memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang 

ditetap-kan oleh Menteri; 
4. bukti asuransi pesawat udara; dan 
5. bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan pesawat udara. 

Pesawat udara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 25 dapat diberikan sertifikat pendaftaran. Sertifikat 
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pendaftaran sebagaimana dimaksud berlaku selarna 3 (tiga) tahun. Dan 

Pesawat terbang, helikopter, halon udara berpenumpang dan kapal udara 

(airship) yang telah mempunyai sertifikat pendaftaran Indonesia akan 

diberikan tanda kebangsaan Indonesia demikian ketentuan Pasal 27 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2009. 

Mencermati Pasal-pasal tersebut diatas dan dihubungkan dengan Pasal 

71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 serta penjelasanya dapat 

disirnpulkan bahwa hanya pesawat udara yang telah mempunyai "sertifikasi 

pendaftaran" dan "tanda kebangsaan" dapat dijadikan jarninan kebendaan. 

' 
Dalarn praktek perbankan dewasa ini, untuk mengikat pesawat udara 

sebagai jarninan dalarn pemberian kredit, mengingat tidak ada satupun 

ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjarninan 

pesawat udara, maka digunakanlah lembaga jarninan fidusia. Dan untuk itu 

berlaku ketentuan-ketentuan umum mengenai fidusia sebagaimana yang 

telah dibahas dalarn bab-bab terdahulu. 

Salah satu alasan yang dipakai oleh dunia perbankan untuk meng-

gunakan lembaga fidusia, dikarenakan pesawat udara dianggap merupakan 

benda bergerak terdaftar dan oleh karenanya apabila dijarninkan dapat 

mengunakan lembaga fidusia mengingat obyek jarninan fidusia yaitu 

pesawat udara tetap berada dalam tangan debitur dan debitur masih dapat 

meng-gunakan obyek jaminan tersebut, untuk melaksanakan kegiatan 

opersionalnya, selain itu fidusia prosesnya cepat, biayanya murah dan tidak 

berbelit-belit. Apabila digunakan lembaga gadai, yang khusus disediakan 

oleh peraturan perundang-undangan untuk benda bergerak, barang jarninan 
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harus diserahkan kepada pihak bank, sesuai dengan Pasal 11 SO j o Pasal 11 52 

ayat (2) KUH Perdata. Adanya syarat gadai yang demikian cukup 

memberatkan debitur karena barang jaminan tidak dapat lagi dipergunakan 

untuk menunjang usaha debitur. Demikian pula bagi bank menimbulkan 

masalah mengenai tempat penyimpanan khususnya bank-bank yang tidak 

memiliki gudang yang· cukup luas. Akibat pengaturan gadai yang terlalu 

sempit, fidusia lahir untuk mengisi kekosongan hukum jaminan 43
• 

Pengikatan jarninan atas pesawat udara pertama kali diatur dalam 

Konvensi Geneva 1948 tentang Convention on the International Recognition 

' 
of Rights in Aircrafts. Dalam Konvensi ini dengan tegas diakui mengenai 

jaminan dalam bentuk hipotik atau dikenal dengan istilah mortgages, atas 

pesawat udara. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Geneva 1948 

tersebut, sehingga ketentuan tentang penjaminan pesawat udara masih 

memberlakukan ketentuan fidusia pada KUHPerdata dan Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Setelah diberlakukannya Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 pada tanggal 20 Pebruari 

2007, yang meratifikasi Konvensi tentang Kepentingan lnternasional dalam 

Peralatan Bergerak (Convention on International Interest in Mobile 

Equipment) beserta Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan 

Internasional dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-masalah Khusus 

pada Peralatan Pesawat Udara (Convention on International Interest in 

Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment) atau lebih di 

43 Sri Soedewi Masjcboen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Po/wk-Polwk Hukum 
Jaminan danjaminan Perorangan, Yogjakarta: Liberty Offset, 2007, him. 49. 
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kenai dengan nama "Cape Town Convention 2001", memberikan sudut 

pandang baru bagi pembiayaan dalam industri penerbangan di Indonesia 

bahwa Indonesia telah mengikatkan diri ke hukum intemasional yang 

mempunyai hukum perdata yang jelas khususnya untuk jenis benda bergerak 

pesawat udara. 

Adanya "Cape Town Convention 2001" yang telah diratiflkasi oleh 

Indonesia dengan PP Nomor 8 Tahun 2007 dan menjadi dasar 

pembentukan Undang-undang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan, 

khususnya pasai-pasal yang mengatur mengenai "kepentingan intemasional" 
0 

yang diartikan sebagai kepentingan pihak-pihak yang mempunyai hak tagih 

(debitur), maka sehamsnya persoalan pengikatan jaminan dengan obyek 

pesawat udara dalam pemberian kredit telah terjawab dan dunia perbankan 

pada saat ini tidak lagi menggunakan lembaga fldusia sebagai pengikatan 

jaminan pesawat udara. 

Pemegang jarninan dalam hal ini kreditur apabila telah mendaftarkan 

perjanjian penjarninan pesawat udara berdasarkan Cape Town Convention 

2001 memperoleh "Prioritas Urutan Kepentingan" (Pasal 29 Cape Town 

Convention 2001) dalam pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur, 

didalam hukum perdata Indonesia dikenai dengan Hak Preference (hak yang 

didahulukan terlebih dahulu dari debitur lainnya). 44 

Lebih istimewa, pemegang hak jaminan kebendaan pesawat udara 

dalam hal ini kreditur atau "Pihak yang diberi kuasa" mendapat "surat 

kuasa!IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request 

44 Sri Soedewi Masjchoem Sofwan, Op.cit. him. 59. 
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Authorization)" yang tidak dapat dicabut kembali tanpa izin kreditur dari 

Debitur, sehingga apabila debitur tersebut wan prestasi, maka kreditur dapat 

memohon kepada Departemen Perhubungan untuk menghapuskan tanda 

pendaftaran, tanda kebangsaan dan permohonan export, sehingga kreditur 

dapat menguasai barang jaminan dalam hal ini pesawat udara. 

Dasar hukum dikeluarkannya Surat Kuasa untuk memohon 

penghapusan pendaftaran dan ekspor yang tidak dapat dicabut kembali 

(IDERA) adalah: 

1. Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 

' 
tanggal 20 Pebruari 2007 untuk meratifikasi Konvensi pada Kepentingan 

Intemasional dalam Peralatan Benda Bergerak (Konvensi Cape Town) 

dan Protokol pada Konvensi Kepentingan Intemasional dalam Peralatan 

Benda Bergerak Mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan 

Pesawat Udara. Komponen dari konvensi dan Protokol tersebut telah 

dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan. 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam Pasal 

71 menjelaskan bahwa pesawat udara adalah suatu obyek yang dapat 

diperlakukan oleh kepentingan intemasional sesuai suatu persetujuan 

jaminan, persetujuan pengikatan hak atau persetujuan sewa guna usaha. 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 74 

ayat (1) menjelaskan bahwa Debitur dapat mengeluarkan "Kuasa untuk 

Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat 
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Dicabut Kembali (IDERA)" untuk pesawat udara yang memiliki Tanda 

Kebangsaan dan Pendaftaran Indonesia. 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 74 

ayat (2) menjelaskan bahwa "Kuasa untuk Memohon Penghapusan 

Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut Kembali 

(IDERA)"seperti yang disebutkan pada Pasal 74 Ayat (1) harus diketahui 

dan dicatat oleh Menteri Perhubungan dan tidak dapat dihapus tanpa izin 

dari Kreditur. 

Adanya Undang-undang Nomor I Tahun 2009, Cape Town 

Convention 2001 dan IDERA, masalah pengikatan jaminan dengan obyek 

pesawat udara seharusnya telah diatur berdasarkan peraturan perundang

undangan dan diharapkan dapat memenuhi unsur kepastian hukum dalam 

pelaksanaannya dan tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan hukum 

yang berlaku dan tidak lagi menggunakan lembagajaminan fidusia. 

Obyek jaminan pesawat udara apabila dijaminkan dengan 

menggunakan lembaga fidusia, akan mengakibatkan banyak kendala hukum 

terutama mengenai pencatatan pendaftarannya. Pencatatan jaminan fidusia 

sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 

adalah dicatat dalam Buku Daftar Fidusia. Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, fungsi Kantor Pendaftaran Fidusia 

adalah menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia, menerbitkan 

sertifikat jaminan fidusia, dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia. 

Dalam tahap pendaftaran jaminan fidusia akan timbul masalah bahwa Kantor 
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Pendaftaran Fidusia menolak untuk melakukan pendaftaran karena ber

dasarkan Pasal 3 Ayat 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak 

berlaku bagi pesawat udara Adanya penolakan oleh Kantor Pendaftaran 

Fidusia, dalam praktek penjaminan pesawat udara, maka pendaftaran tidak 

dilakukan oleh kreditur selaku pemegang hak jaminan kebendaan. Hal ini 

akan menjadi masalah pada saat debitur wan prestasi kreditur tidak 

mempunyai hak preference karena asas publisitas dan keterbukaan tidak 

terpenuhi dengan sempurna. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah 

' 
diundangkan pada tanggal12 Januari 2009 dan Cape Town Convention 2001 

telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Repu blik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2007 pada tanggal 20 Pebruari 2007, akan tetapi hukum jaminan 

khususnya jaminan dengan obyek pesawat udara sampai saat ini belum 

ada, oleh karena sejalan dengan tujuan Negara Kesejahteraan (welfare state) 

negara dalam hal ini pemerintah wajib membentuk undang-undang dan 

peraturan mengenai Iembaga jaminan khususnya jaminan atas obyek pesawat 

udara, karena pengikatan jaminan atas pesawat terbang melalui pembebanan 

hipotik sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 15 tahun 1992 tentang 

Penerbangan belum dapat dilaksanakan dan pembebanan melalui fidusia 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 42 tahun 1999 

tentang Fidusia yang secara tegas menyebutkan bahwa Fidusia tidak berlaku 

terhadap hipotik atas pesawat udara. 

Untuk mengkaji masalah kedua yaitu mengenai kepastian hukum 

penjaminan pesawat udara di Indonesia dalam kontrak intemasional melalui 
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IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization) 

sedangkan di Indonesia IDERA yang sudah diratifikasi dengan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan belum di aplikasikan, 

peneliti akan menggunakan pisau analisis tentang konsep "Keadilan 

Pancasila dan Kepastian Hukum" sebagai middle range theory 

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan 

jantungnya peraturan hukum dan Iandasan paling luas serta alasan bagi 

terlaksananya peraturan hukum.45Subekti menyebutkan bahwa hukum itu 

selalu mengejar dua tujuan, yaitu menjamin kepastian (ketertiban) dan 

memenuhi tuntutan keadilan. Kalau Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dapat dipandang sebagai suatu syarat atau tuntutan 

kepastian hukum Ganji itu mengikat), maka Pasal 1338 ayat (3) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata harus dipandang sebagai suatu tuntutan 

keadilan.46Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul "Konsep-

Konsep Hukum dalam Pembangunan" menyatakan bahwa di samping 

ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-

beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai 

ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam 

pergaulan antar manusia dalam masyarakat.47Pemyataan bahwa ukuran 

keadilan itu berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain dan antara 

satu tempat dengan tempat yang lain juga telah disampaikan oleh Satjipto 

" Satjipto Rahardjo, 1/mu Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1986, him 39. 
46 Subekti, Hukum Perjanjian Indonesia,Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1989. him 24. 
47 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Pusat Studi 

Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan dan Penerbit, Bandung: Alumni, 2002. him. 33. 
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Rahardjo bahwa adil bagi seseorang individu (misalnya penggugat) yang 

dimenangkan perkara perdatanya oleh hakim belum tentu dianggap adil oleh 

individu lainnya ( dalarn hal ini, tergugat), sehingga suatu produk peradiian 

berupa keputusan atas suatu perkara akan disikapi dan dipandang dengan 

sikap yang berbeda-beda tergantung kepentingan dan harapan atas keadilan 

versi seseorang atas sesuatu. Dalarn buku Legal Theoryyang dikarang oleh 

W. Friedmann, Aristoteles memberikan rumusan keadilan (dalarn filsafat 

hukum) dengan membedakan keadilan menjadi keadilan "distributif' dan 

keadilan "korektif' yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis 

' 
terhadap pokok persoalan. Keadilan "distributif' mengacu pada pembagian 

barang dan jasa kepada setiap orang dengan kedudukannya dalarn 

masyarakat, dan perlakuan yang sama dan sederajat di hadapan hukum 

(equality before the /aw).48Keadilan jenis ini menitikberatkan pada 

kenyataan fundamental dan selalu benar, meskipun seialu dikesarnpingkan 

oleh hasrat filsuf hukum untuk membuktikan kebenaran pendirian politiknya 

sehingga cita keadilan secara teoritis tidak dapat merniliki isi tertentu 

sekaligus sah. Keadilan tersebut untuk hukum positif untuk menjelaskan 

siapa-siapa yang sederajat dalarn hukwn, diperlukan prinsip-prinsip etika 

tertentu.Keadilan "Korektif', pada dasarnya merupakan ukuran teknis dan 

prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalarn mengatur reiasi-

relasi hukum harus ditemukan standar yang umum untuk memperbaiki 

pelakunya dan tujuan dari perilaku-perilaku dan obyek-obyek tersebut harus 

48 Aristoteles, dikutip dari W. Friedmann, Legal Theory. New York: Cohnnbia University 
dalam Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum-Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum 
dilndonesia 1945-1990, Penerbit Universitas Muhannnadiyah Surakarta, 2004. hhn. 97. 
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diukur rnelalui satu ukuran yang obyektif. Hukurnan harus rnernperbaiki 

kejahatan, ganti rugi harus rnernulihkan keuntungan yang tidak sah. 49 

John Rawls dalarn "A Theory of Justice " rnernberikan definisi ten tang 

keadilan sebagai berikut: (i) rnaksirnalisasi kebebasan, hanya tunduk pada 

pernbatasan yang penting bagi kebebasan itu sendiri, (ii) kesetaraan bagi sernua, 

keduanya dalarn kebebasan dasar untuk kehidupan sosial dan juga distribusi 

berbagai bentuk dari barang-barang sosial, dengan pengecualian bahwa 

perbedaan dibolehkan jika orang tersebut mernberikan keuntungan yang 

terbesar kepada rnasyarakat yang kurang beruntung dalarn skerna 

' 
ketidaksetaraan (prinsip perbedaan) dan (iii) kesernpatan yang setara dan adil 

dan penghapusan perbedaan karena keturunan atau kekayaan. 50 Dalarn 

rnenerapkan prinsip-prinsip di atas, prioritas diberikan berdasarkan urutan-

urutan tersebut di atas, yaitu prinsip kebebasan rnendahului prinsip kesetaraan 

kesempatan, dernikian pula prinsip kesetaraan rnendahului prinsip perbedaaan. 

Prioritas ini berarti bahwa dalarn rnenerapkan suatu prinsip diasumsikan bahwa 

prinsip-prinsip sebelurnnya telah dipenuhi. Di sini yang dicari adalah prinsip 

distribusi ( dalarn arti sempit) yang bertahan dalarn latar belakang suatu institusi 

49 ibid. him. I 02 
50 John Rawls"A Theory of Justice", dalam Filsafat Hukurn Jilid I, Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, 2008: hlm.72. The conception of justice which Rawls argues for demands: 
(i) the maximization of liberty, subject only to such constrains as are essential for the protection of 
liberty itself; (ii) equality for all, both in the basic liberties of social life and also in te distribution 
of all other forms of social goods, subject only to the exception that inequalities may be per mined 
if they produce the greatest possible benefit for those least well off in given scheme of inequality 
("the difference principle"); (iii) 'fair equality of opportunity" and the elimination of all 
inequalities a/opportunity based on birth or wealth. 
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yang menjamin kebebasan dasar yang sama (termasuk nilai yang 1ayak dari 

kebebasan po1itik:) maupun kesetaraan kesempatan yang 1ayak (fair). 51 

Berbicara mengenai 1embaga jaminan yang dapat digunakan untuk: 

jenis benda pesawat udara, dalam Undang-undang Nomor 1 Tabun 2009 

tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan 1embaga apa yang dapat dipakai 

untuk penjaminan pesawat udara. Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tabun 

2009 menyatak:an bahwa obyek pesawat udara dapat dibebani dengan 

kepentingan intemasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak 

jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, danlatau perjanjian 

' 
sewa guna usaba. Se1anjutnya dalam penje1asan Pasal 71 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan babwa: 

1. Yang dimaksud dengan "kepentingan intemasional" adalab suatu 
kepentingan yang dipero1eh kreditur yang timbu1 akibat perjanjian 
pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak 
bersyarat danlatau perjanjian hak sewa guna usaba yang tunduk: 
pada konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan 
bergerak dan protoko1 mengenai masa1ah-masa1ah khusus pada 
peralatan udara (Protocol to the Convention on Interests in 
MobileEquipment on Matters Specific to Aircraft Equipment). 

2. Yang dimaksud dengan "pemberian hak jaminan kebendaan" 
(security agreement) adalab suatu perjanjian di mana pemberi hak 
jaminan kebendaan (chargor) memberikan atau menyetujui untuk 
memberikan kepada penerima hak jaminan kebendaan (chargee) 
suatu kepentingan ( termasuk: kepentingan kepemilikan) atas 
obyek pesawat udara untuk: menjamin pemenuhan kewajiban yang 
terjadi atau yang akan terjadi dari pemberi hak jaminan 
kebendaan atau pihak ketiga. 

3. Yang dimaksud dengan "perjanjian pengikatan hak bersyarat" 
(title reservation agreement) ada1ah suatu perjanjian penjualan 
obyekpesawat udara dengan ketentuan bahwa kepemilikan tidak 
akanberalih sampai terpenuhinya persyaratan yang tercantum 
dalamperjanjian. 

4. Yang dimaksud dengan "perjanjian sewa guna usaba" (leasing 
agreement) ada1ab suatu perjanjian di mana seseorang (pemberi 

" Ibid. him . 76. 
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sewaguna usaha/lessor) memberikan hak kepada orang lain 
(penerimasewa guna usahallessee) untuk menguasai suatu obyek 
pesawatudara (dengan atau tanpa opsi untuk membeli) dengan 
kompensasi berupa uang sewa atau pembayaran lainnya. 

lsi Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tersebut diatas, 

tidak menyebut lembaga apa yang digunakan untuk pengikatan jaminan atas 

- pesawat udara, apakah itu menggunakan fidusia atau hipotik, sehingga akan 

menimbulkan keraguan dikalangan dunia perbankan apabila pesawat udara 

dijadikan sebagai jaminan kebendaan dalam pemberian kredit. 

Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, menyebutkan 

bahwa penerimajaminan kebendaan (kreditur) atas obyek pesawat udara diberi 

kuasa oleh debitur untuk melakukan deregrestrasi atau penghapusan pendaftaran 

kebangsaan pesawat udara apabila debitur cidera janji atau yang disebut dengan 

IDERA (Irrevocable Deregistration aiul Export Request Authorization). 

Salah satu dasar hukum serta peraturan mengenai IDERA 

(Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization) adalah 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tanggal 20 Pebruari 2007 yang 

mengatur bahwa status pendaftaran pesawat udara harus diperiksa sesuai 

dengan Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia bahwa pada saat pesawat udara 

akan dijadikan jaminan hutang, maka pesawat harus terdaftar pada Daftar 

Pesawat Udara Sipil Indonesia dan tidak ada pencatatan IDERA 

sebelumnya.Apabila pesawat udara saat ini tidak terdaftar pada Daftar 

Pesawat Udara Sipil Indonesia, maka IDERA tidak dapat dicatat sesuai 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,pasal 74 (1). 
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IDERA dapat terjadi akibat dari suatu keadaan dimana dua pihak atau 

lebih terlibat dalam suatu persetujuan sewa guna usaha, persetujuanjaminan, 

atau persetujuan pengikatan hak :52 

a. Persetujuan sewa guna usaha, harus dilakukan evaluasi untuk 
menentukan: 
1) Persetujuantersebut ada1ah persetujuan yang sama yang 

digunakandalam proses registrasi pesawat udara dan masih 
berlaku. 

2) Debitur yang memberi kuasa adalah pihak yang bertindak 
sebagai penyewa pesawat udara, nama dan alamatnya sama 
seperti yang tertera pada form permohonan. 

3) Kreditur sebagai pihak yang diberi kuasa yang menerima 
kuasa dari debitur adalah pemberi sewa pesawat udara, nama 
dan alamatnya adalah sama seperti yang tertera pada form 
permohonan. ' 

b. Apabila berkaitan dengan suatu persetujuan jaminan, harus 
dilakukan evaluasi untuk menentukan: 
1) Debitur yang memberikan kuasa adalah pihak yang bertindak 

sebagai pemberi hak tagih, nama dan alamatnya adalah sama 
dengan yang tertera pada form permohonan. 

2) Kreditur sebagai pihak yang diberi kuasa yang menerima 
kuasa adalah pihak-pihak penerima hak tagih, nama dan 
alamatnya adalah sama seperti yang tertera pada form 
permohonan. 

c. Persetujuan Pengikatan Hak: 
1) Debitur yang memberi kuasa adalah pembeli bersyarat 

pesawat udara, nama dan alamat adalah sama seperti yang 
tertera pada form permohonan. 

2) Kreditur sebagai pihak yang diberi kuasa yang menerima 
kuasa adalah penjual bersyarat, nama dan alamatnya adalah 
sama seperti yang tertera pada form permohonan. 

IDERA akan dicatat dan sebuahPemberitahuan tentang Pencatatan 

IDERA yang ditandatangani oleh Direktur Kelaikan Udara dan 

Pengoperasian Pesawat Udara atas nama Direktur Jenderal Perhubungan 

Udara wajib diterbitkan apabila hasil pemeriksaan memuaskan. 

52 Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 8 Tahun 2007, Tentang Konvensi 
Kepentingan Intemasional Dalam Peralatan Bergerak. 20 Januari 2007. 
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Berdasarkan tata hukum jaminan khususnya jaminan kebendaan, 

kalau dikaji lebih lanjut dan untuk dapat rnernenuhi kepastian hukurn karena 

adanya hak didahulukan (preference) yang hams dirniliki oleh kreditur untuk 

mendapat jarninan pengembalian hutang kreditur, rnaka seharusnya lernbaga 

jaminan untuk pernbebanan pesawat udara yang paling tepat adalah dengan 

rnenggunakan hipotik. Namun dalam prakteknya karena pendaftaran hipotik 

pesawat udara ditolak oleh Departemen Perhubungan Udara dengan alasan 

belurn ada Peraturan Pernerintah yang rnengatur khusus rnengenai pern-

bebanan jarninan pesawat udara, maka digunakanlah lernbaga fidusia, 

' 
dengan membuat Akta Pernbebanan Jaminan Fidusia oleh Notaris, tanpa 

adanya suatu pendaftaran atas pengikatanjaminannya. 

Untuk dapat rnenerapkan lernbaga jarninan yang tepat bagi pesawat 

udara, terlebih dahulu harus dirnengerti pernbagian jenis benda dan hak 

kebendaan rnenurut berbagai peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini 

Indonesia belurn rnengganti ketentuan tentang hukurn benda rneskipun 

sudah ada beberapa rancangan undang-undang rnengenai hukurn benda, 

karena belurn ada ketentuan barn sebagai landasan dasar hukurn benda, 

Indonesia rnasih rnenggunakan Buku II KUHPerdata (Burgerlijke 

Wetboek/BW) 8.1847 Nornor 23 sebagai dasar ketentuan urnum tentang 

hukurn benda pada umurnnya. 

Peraturan yang berlaku untuk benda lainnya bukan tanah, selain 

diatur dalarn KUHPerdata Buku II, juga diatur dalarn berbagai peraturan 

perundangan antara lain Undang-undang Nornor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan, Undang-undang Nornor 42 Tahun 1998 tentang Fidusia, 
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Undang-undang tentang Hak Milik Inteketual, dan perundangan lain. 

Sedangkan peraturan yang mengatur hukum benda khusus benda tanah diatur 

dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan 

dalam Buku II KUHPerdata, sepanjang bel urn dicabut dengan UUP A. 

Sistematika hukum benda dalam Buku II KUHPerdata bersifat 

tertutup, artinya tidak dapat diadakan hak-hak kebendaan baru diluar yang 

telah diatur dalam undang-undang.53 Oleh karena itu bentuk-bentuk hak 

kebendaan dalam KUHPerdata bersifat mutlak dan limitatif. Dalam 

KUHPerdata ditemukan dua istilah yaitu benda (zaak) dan barang (goed). 

Pada umumnya yang diartikan dengan benda (zaak) ialah segala sesuatu 

yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi obyek hukum atau 

menjadi hak milik (pasal 499 KUHPerdata)54
• Benda (zaken) terdiri atas 

baranglbenda dan hak-hak kebendaan. Pengertian Benda secara luas adalah 

segala sesuatu yang dapat dimiliki dengan hak milik (Eigendom) atau segala 

sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, dengan demikian semua benda 

hidup atau mati, benda tanah atau bukan tanah, bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang dapat dikuasai dengan hak 

milik adalah benda. Pembedaan atas benda terdaftar dan tidak terdaftar 

merupakan perkembangan yang terjadi pada negara-negara maju seperti 

Belanda, lnggris, Amerika dan sebagainya. 

Dalam BW Belanda Baru disebutkan benda terdaftar adalah benda 

yang terdaftar pada tempat pendaftaran umum atau register umum (openbare 

53 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, BandWlg, 
1977, him. 5. 

54/bid, him. 9. 
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register), pendaftaran merupakan unsur mutlak bagi benda tersebut karena 

memiliki aspek publisitas dan merupakan pembuktian kepemilikan atas 

benda tersebut. Meskipun KUHPerdata tidak mengenal pembedaan benda 

terdaftar dan tidak terdaftar, namun di Indonesia dalam praktek dikenal 

adanya benda terdaftar seperti tanah, kapal !aut yang lebih dari 20 M3 dan 

pesawat udara. 

Hak kebendaan memiliki sifat absolut (right in rem) yaitu mengikat 

setiap orang dengan ciri-ciri sebagai berikut: dapat dipertahankan terhadap 

siapa saja, orang yang bersangkutan dengan benda mempunyai hak dan 

' 
kewenangan terhadap bendanya dan orang lain harus menghormati hak itu. 

Peraturan hukum benda bersifat dualistis artinya peraturan hukum 

benda masih memberlakukan dua peraturan yaitu masih berlakunya Hukum 

Adat dan masih berlakunya KUH Perdata beserta peraturan perundangan 

lain. Di dalam hukum adat dan UUPA benda dibedakan atas 55
: 

I. Benda Tanah (diatur dalam UUPA dan peraturan perundangan 
lain) hukum adat menempatkan tanah sebagai benda utama, 
karena itu dalam hukum adat tanah mempunyai kedudukan yang 
sangat istimewa karena mempunyai aspek spiritual. 

2. Benda lain selain tanah (secara umum diatur dalam Buku II KUH 
Perdata beserta undang-undang dan peraturan perundangan lain) 

Dalam KUHPerdata mengenal berbagai jenis pembedaan benda yaitu 

bahwa benda dapat dibedakan antara lain: 

I. Benda berwujud dan tidak berwujud. 

2. Benda bergerak dan tidak bergerak. 

3. Benda yang ada dan benda yang akan ada. 

"Sri Soedewi Masychun Sofwan. Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1975, him. 36. 
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4. Benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan. 

5. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. 

6. Benda yang habis karena pernakaian dan benda yang tidak habis karena 

pernakaian. 

Dalam perkernbangannya di negara rnaju terdapat pernbedaan antara 

benda atas nama dan tidak atas nama dan benda terdaftar dan benda tidak 

terdaftar. Dari kesernuanya itu KUHPerdata dan konsep negara rnaju mern

bedakan benda yang sangat penting adalah terdiri atas56
: 

1. Benda bergerak (roerend goed) 
a. Benda bergerak berwujud 
b. Benda bergerak tidak berwujud 

2. Benda tidak bergerak (onroerend goal) 
3. Benda tidak bergerak (immovables). 
4. Benda terdaftar 
5. Benda tidak terdaftar. 

Keberadaan pesawat udara sebagai suatu benda apabila hendak dikaji 

dari pernbagian benda yang dikenal oleh BW, khususnya yang menyangkut 

pernbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai salah satu 

pernbagian jenis benda, dapat dikualifikasi sebagai jenis benda bergerak. Hal 

ini mernang tepat kalau sekedar dilihat dan diarnati dari segi lahiriah, narnun 

bilarnana ukuran ini yang dipakai, maka setiap pesawat udara akan dianggap 

sebagai benda bergerak dan dapat dikenai ketentuan-ketentuan tentang benda 

. bergerak. Padahal pesawat udara sebagai benda modal dalam ruang lingkup 

industri penerbangan, baru bisa berfungsi kalau pesawat udara tersebut 

didaftar terlebih dahulu dalarn register penerbangan. Sedang pesawat udara 

" Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda lain yang 
melekat pada Tanah dalam Konsepsi. Penerapan Asas Horisontal. Citra Aditya, Bandung, 1996, 
him. 100. 
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yang belum atau tidak didaftar tidak dapat berfungsi sebagai benda dalarn 

pengertian komersial. Oleh karena itu, mengingat keberadaan pesawat udara 

dalarn bidang industri penerbangan memerlukan pendaftaran sebagaimana 

diharuskan oleh undang-undang, menjadi tidak relevan Iagi jika hanya 

dikatagorikan sebagai benda bergerak, sehingga lebih tepat pesawat udara 

dikategorikan sebagai benda terdaftar57
, sedangkan para ahli hukum udara 

berpendapat bahwa pesawat udara adalah termasuk dalarn kategori benda 

bergerak (moveable property) yang mempunyai exceptional status sebagai 

benda bergerak yang diatur secara khusus atau dinarnakan sebagai 
0 

"moveable property sui generis"58 

Dalarn sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu 

teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat 

adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar 

Kusumaatmaja, S.H., LL.M. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa 

Teori Hukum Pembangunan tersebut mengundang banyak atensi, yang 

apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut59 
: 

Pertarna, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum 

yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan 

melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan 

tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan 

57 Moch Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996, 
hlm.l46. 

" Mieke Komar Kantaatmadja, Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia, 
Ditinjau dari Hukum Udara, Alumni, Bandung, 1989, him. 47. 

" Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H, 
LL.M (Sebuah Kajian Deskriflif Analitis), diunduh dari : http://www.pn-pandeglang.go.id/ 
attachments/125 _ kajian%20deskriptif"lo20analitis%20teorio/o20hukum%20pembangunan.pdf, 
terakhir diakses pada kamis 23/6/2012, pukul11.45 wib, hal. 1-2. 
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berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau 

diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi 

masyarakat Indonesia yang pluralistik. Kedua, secara dimensional maka 

Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup 

(way of live) rnasyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila 

yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lernbaga dan kaidah 

yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah 

merupakan dirnensi yang meliputi structure (struktur), culture(kultur) dan 

substance(substansi). Ketiga, pada dasamya Teori Hukum Pembangunan 

' 
memberikan dasar fungsi hukum sebagai "sarana pernbaharuan masyarakat" 

(law as a tool social engineering) dan hukum sebagai suatu sistem sangat 

diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Indonesia perlu membangun 

hukum nasional modem yang relevan dengan sitem hukum lain di dunia dan 

me~adi sarana berkomunikasi antar bangsa, diutamakan asas-asas yang 

umum diterima bangsa-bangsa tanpa meninggalkan asas hukum asli yang 

masih berlaku dan relevan dengan kehidupan modem60 berpedoman pada 

kesatuan apabila rnungkin, keanekaragaman bila keadaan menghendaki, 

tetapi mengutamakan kepastian hukum. 

60 Mochtar Kusurnaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam pembangunan , H.R Otje 
SalmanS dan Eddy Damian (ed), Bandung: Alumni, 2002. him. 187 
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Menurut Rudolf Von Jhering, hukum senantiasa sesuai dengan 

kepentingan negara yang dikembangkan secara sistematis dan rasional sesuai 

kebutuhan dan perkembangan negara61 

Dalam konsep hukum yang dikembangkan oleh Mochtar 

Kusumaatmadja adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha 

pembaharuan atau pembangunan itu merupakan kosuatu yang diinginkan 

atau dipandang mutlak perlu, hukum dalam arti kaidah atau peratiran hukum 

berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti 

penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikendaki oleh ppembangunan 

' 
atau pembaharuan. 

C.F.G. Sunaryati Hartono, memandang perlu pembaharuan asas 

hukum yang menunjang pembangunan sosial ekonomi mencakup lembaga, 

proses dan mekanisme hukum antara lain bidang Hukum Administrasi 

Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Perdagangan, Hukum 

Perdata Intemasional dan perjanjian internasional, sehingga dapat 

memelihara keseimbangan yang adil antara pelaku ekonomi kuat dan rakyat 

jelata.62 

Guna mewujudkan keadilan (tujuan filosofis) kepastian hukum 

(tujuan normatiflyuridis docmatic) dan kemanfaatan (tujuan sosiologisl3
, 

adanya yurisdiksi legislatif, eksekutif dan yudikatif membawa konsekuensi 

bahwa hukurn itu tidak boleh ketinggalan dengan proses pembangunan 

61 Ibid, him .145-146 
62 Sunaryati Hartono Politik, Op. cit. him. 99. 
63 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta : PT 

Gunung Agung, 2000, him . 72. 
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dalarn masyarakat, sehingga negara atau pemerintah diharapkan dapat 

membangun sistem hukum yang baik dan terencana, Adapun sebagai alasan 

Peneliti menggunakan teori hukum pembangunan adalah bahwa untuk 

tercapainya suatu kepastian hukum terhadap lembaga jaminan dengan obyek 

pesawat udara, dibutuhkan suatu perubahan-perubahan dalam peraturan 
-_. 

perundang-undangan khususnya mengenai sistem lembaga jaminan dengan 

telah diratifkasinya Cape Town Convention 2001 sehingga tujuan dari 

perubahan pranata jaminan di Indonesia memperoleh kepastian hukum 

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa peranan hukum dalam 

' 
pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan 

cara teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-

undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya.64 

Aliran hukum Sociological Jurisprudence dan aliran hukum 

Pragmatic Realism Khususnya teori Roscoe Pound yang menyatakan : " Law 

as a tool of social engineering" banyak mengilhami lahimya teori hukum 

pembangunan yang dikembangkan oleh Muchtar Kusumaatmadja disekitar 

tahun tujuhpuluhan (1972-1976) yang sekarang kita kenai sebagai teori 

mahzab Universitas Padjajaran (Unpad). 

Aliran hukumSociological Jurisprudence mencoba mengakomodasikan 

semua sumber material hukum dan nilai-nilai yang menjadi tujuan hukum dari 

masing-masing aliran filsafat hukum yang ada. 65 Pendasar dari mahzab ini 

64 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung : 
Alumni, 2006. Cet. Ke-2, him. 19-20. 

65 Darji Darmodihrujo dan Sidharta, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Da/am Sis/em 
Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, him. 72. 
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(Sociological Jurisprudence), misalnya Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, 

Benjamin Cardozo, Kantorowics, Gurvict dan lain-lain, dimana inti daripada 

aliran ini adalah bahwa hukurn yang baik adalah hukum yang sesuai dengan 

hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sesuai berarti bahwa hukurn itu 

harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat (Living 

Law)66
• Menurut aliran ini pula, bahwa undang-undang sebagai ketentuan 

hukum yang tertulis memang diperlukan untuk rnenjamin kepastian hukurn 

serta menghindari dari tindakan sewenang-wenang dari kekuasaan yang 

bersifat absolut, namun dernikian merujuk pendapat yang dikemukakan oleh 

Eugen Ehrlich, yang terkenal dengan konsep Living Law-nya, bahwa hukum 

positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan dan selaras 

dengan hukum yang hidup dalam rnasyarakat.67 

Roscoe Pound sebagai pelopor teori Law as a tool of social 

engineering (Hukum sebagai alat untuk rnernperbaharui/merekayasa 

masyarakat) berpandangan bahwa hukum harus dapat melindungi kepentingan 

umurn (public interest), kepentingan rnasyarakat (social interest), dan 

kepentingan pribadi (private interest) tidak sekedar rnelestarikan status quo68
. 

Teori Hukum Pernbangunan Muchtar Kusumaatmadja adalah teori 

hukum yang mentransformasikan konsep pembangunan hukum dari amerika 

yang dipelopori oleh Roscoe Pound, narnun menolak konsepsi mekanis dari 

konsepsi law as a tool of social engineering, dan menggantikan istilah 

66 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. BandWJg: 
Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 66. 

67 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, BandWJg: Mandar Maju, 
cetakan kedua, 2002, him. 56-57. 

68 Arji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Polwk Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana 
Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia, 2004, hlm. 197 
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"alat" (tool) dengan istilah sarana. 69 Penggunaan peranan hukum yang 

diistilahkan sebagai "alat rekayasa masyarakat" cenderung ditolak dan 

ditentang, karena lebih bersifat mekanistis dan menjurus pada pengakuan 

faham legisme sebagaimana pemah diadakan pada zaman Hindia Belanda, 

dan di Indonesia ada sikap yang menunjukan kepekaan masyarakat untuk 

menolak penerapan konsep itu.70 

Mochtar memberikan suatu defi.nisi hukum sebagai berikut :71 

Hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur 
kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga termasuk 
lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam 
kenyataan di masyarakat. ' 

Kalau dianalisa lebih lanjut dari definisi hukum di atas, maka definisi 

tersebut adalah : kata asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala 

normatif, sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum 

sebagai gejala sosial. Hukum sebagai gejala normatif, diartikan bahwa 

bentuk hukumnya yang dikehendaki adalah perundang-undangan, sedangkan 

hukum sebagai gejala sosial berarti faktor-faktor non yuridis, seperti 

dikatakan Kelsen dalam teori mumi tentang hukum, yaitu filosofis, etis, 

sosiologis, ekonomis dan politis perlu diperhatikan. Sebagai cerminan 

suasana pembangunan (das sein) harus di-solen-kan, yaitu pasal-pasal 

perundang-undangan yang mana yang harus diperbaiki, disesuaikan dengan 

kebutuhan pembangunan. 72 

69 Lili Rasjidi dan !.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung : Mandar 
Maju, 2003, Cetakan Ketiga, him. 119. 

70 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007. Him. 165. 
71 Mochtar Kusurnaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Da/am Pembangunan, Op. Cit, him. vi. 
72 Ibid. 
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Kata asas menggambarkan bahwa dalarn konsep ini memperhatikan 

pandangan aliran hukum alam, karena asas itu ada kaitannya dengan nilai-

nilai moral tertinggi yaitu keadilan. Sedangkan kata kaidah menggambarkan 

bahwa konsep ini memperhatikan pengaruh aliran positivisme hukum, 

karena kata kaidah mempunyai sifat normatif seperti yang dikemukakan oleh 

Jhon Austin dan Hans Kelsen dalam teori-teorinya.73 

Kata lembaga menggambarkan, bahwa dalam konsep ini 

memperhatikan pandangan mazhab sejarah, karena yang dirnaksud lembaga 

disini adalah lembaga hukum adat. Seperti diketahui bahwa pengaruh mazhab 

sejarah di Indonesia tercermin rnelalui lernbaga hukurn adat ini. Kata proses 

rnenggarnbarkan bahwa dalam konsep ini mernperhatikan pandangan 

Pragmatic Legal Realism-nya Roscoe Pound. Yang dirnaksud proses disini 

adalah proses terbentuknya putusan hakim pengadilan. 74 Lebih !an jut kata 

lernbaga dan proses mencerminkan bahwa harus diperhatikan pandangan 

sosiological yurisprudensi, karena kata lembaga dan proses merupakan 

cerminan dari Living Law, yaitu sumber hukurn tertulis dan tidak tertulis yang 

hidup (formil). Kata kaidah yang rnewujudkan berlakunya kaidah itu dalarn 

kenyataan menggambarkan bahwa bentuk hukurnnya harus undang-undang.75 

Inti pernikiran dari Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukurn 

pernbangunannya menurut Otje Salman adalah Pertarna, bahwa hukum itu 

dapat digunakan sebagai sarana pembaharuan dalarn masyarakat; Kedua, 

bahwa hukum yang digunakan sebagai sarana itu haruslah berbentuk tertulis 

73 Ibid. him. VII. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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(perundang-undangan dan juga yurisprudensi); Ketiga, bahwa hukum yang 

berbentuk tertulis yang digunakan sebagai sarana tadi haruslah sesuai dengan 

hukum yang hidup dalarn masyarakat dalam arti mencerminkan nilai-nilai 

hidup di dalam masyarakat.76 

Dituangkannya aturan-aturan hukum tersebut dalarn bentuk tertulis 

(perundang-undangan dan yurisprudensi), maka menurut pandangan aliran 

Socialogical Yurisprudece akan tercipta suatu kepastian hukum. Namun 

kemudian timbul suatu pertanyaan yang mendasar terhadap bentuk peraturan 

perundang-undangan yang bagaimanakah atau bagian manakah yang harus 

' 
diperbaharui sehingga akan menciptakan suatu kepastian hukum terhadap 

lembaga jaminan dengan obyek pesawat udara, karena sampai berlakunya 

UU No. I tahun 2009 tentang penerbangan belum ada aturan yang mengatur 

mengenai lembaga jarninan dengan obyek pesawat udara. 

F. Metode Penelitian 

Peneliti, dalarn penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat 

yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan atas data sekunder yang 

berkaitan dengan deskripsi masalah-masalah hukum yang actual sehubungan 

dengan pemberian kredit dengan jaminan pesawat udara melalui IDERA 

(Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization), kemudian 

dicari pemecahannya dengan mengadakan konsultasi kritis-sistematis pada 

76 Otje Salman, Teori-Teori Hukum di Negora-Negora Berkembang Perlunya Suatu 
Pendekatan Baru. Da1am Lili Rasjidi & B. Arief Sidharta, Fi/safat Hukum Mazhab Dan 
Refleksinya, Bandung : Remadja Rosdakarya, 1994, Him. 134. 
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perangkat norma atau kaedah hukum yang terdapat dalarn surnber hukurn 

yang diperoleh. 

Pendekatan komparatif historis bertujuan mencari bahan 

perbandingan dalarn rangka pemecahan masalah yang diteliti. Telaah 

perbandingan yang dilakukan meliputi telaah terhadap perangkat hukurn 

intemasional dan hukurn nasional dri berbagai Negara yang dipandang 

sangat relevan dan berkaitan dengan masalah pemberian kredit dengan 

jarninan pesawat udara melalui IDERA (Irrevocable Deregistration and 

Export Request Authorization). Oleh karena ketentuan tentang penjarninan 

' 
pesawat udara melaui IDERA (Irrevocable Deregistration and Export 

Request Authorization) yang bersumber dari Cape Town Convention 2001 

yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Penerbangan Nomor I Tahun 

2009, dan peraturan-peraturan terkait lainnya, maka pendekatan yang 

dilakukan adalah melalui pendekatan sejarah. Pendekatan historis juga 

dimaksud untuk memperoleh garnbaran yang jelas tentang latar belakang, 

alasan-alasan dan tujuan dibentuknya perangkat hukum yang diteliti. 

Yang dimaksud dengan studi kasus dalam penelitian ini adalah 

menelaah dan menganalisis pemberian kredit dengan jaminan pesawat udara 

melalui IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request 

Authorization) dengan segala permasalahannya sehubungan dengan masalah 

yang teliti. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana praktek 

pemberian kredit dengan jaminan pesawat udara melalui IDERA 

(Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization) dan 

pelaksanaannya. 
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Penggunaan cara pendekatan serta metode analisis di atas ditujukan 

untuk memperoleh suatu kesimpulan (conclusio) berupa hukum positif in 

concret yang ingin ditemukan yaitu ketentuan tentang pemberian kredit 

dengan jaminan pesawat udara melalui IDERA (Irrevocable Deregistration 

and Export Request Authorization), yang sesuai dengan keadaan masyarakat 
---

dewasa ini dan tercapainnya tujuan hukum yaitu adanya ketertiban, kepastian 

dan terpenuhinya rasa keadilan. 

Data-data tersebut dipaparkan dalam bentuk uraian dengan yuridis 

normatif historis. Penganalisaan data-data dan dalam menarik kesimpulan 

' 
dari basil penelitian, baik data primer maupun data sekunder dianalisis 

dengan metode kualitatif normatif yang selanjutuya disajikan dalam bentuk 

deskriptif analitis. 

Peneliti dalam melakukan penelitian ini, dibagi menjadi dua tahap, 

yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan 

(field research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti 

bahan-bahan dari kepustakaan yang meliputi bahan hukurn primer berupa 

peraturan perundang-undangan, Konvensi Internasional, protocol, agrement 

dan yuriprudensi yang meliputi seperti Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian disertasi ini. Juga peneliti melakukan analisis 

terhadap data sekunder berupa, buku-buku, dokumen-dokumen resmi dan 

basil-basil penelitian. Penelitian Japangan (field research) akan diupayakan 
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untuk memperoleh data primer yang mendukung penganalisaan terhadap 

data kepustakaan. 

Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui studi dokumen dan 

wawancara. Studi dokumen dilakukan atas data sekunder berupa pendapat-

pendapat atau hasil penelitian para ahli yang berkaitan dengan permasalahan 

disertasi ini. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap para nara sumber 

yang relevan terkait dengan permasalahan penelitian ini. 

Penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dilakukan di Bandung 

dan Jakarta, yaitu : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 
0 

Bandung, Perpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia di 

Jakarta, Departemen Perhubungan sub Dirjen Udara, Penelitian lapangan 

dilaksanakan baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Penelitian di dalam 

negeri di lakukan di Perusahaan penerbangan negeri maupun swasta, Kantor 

Pendaftaran Pesawat Udara dan Kelaikan Udara Departemen Perhubungan 

sub Dirjen Perhubungan Udara sedangkan diluar negeri dilakukan dengan 

cara mencari informasi dan perbandingan pelaksanaan penjaminan pesawat 

udara melalui kedubes Negara Belanda, Singapura atau negara lain yang 

telah melakukan penjaminan pesawat udara dengan IDERA (Irrevocable 

Deregistration and Export Request Authorization). 



BABII 

TINJAUAN HUKUM ATAS PERJANJIAN KREDIT 

DENGAN JAMINAN PESA WAT UDARA DALAM TUJUAN 

NEGARA KESEJAHTERAAN 

A. Perjanjian Kredit Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan 

1. Teori Negara Kesejahteraan Dalam Perjanjian Kredit 

Pandangan teori klasik tentang negara, peran negara dalarn 

pembangunan, terrnasuk peran kesejahteraan, mencakup lima hal Pertarna, 

peran ekstraksi, yakni mengumpulkan sumberdaya, misalnya m;mperoleh 

devisa dari ekspor, eksploitasi sumberdaya alam, menarik pajak warga, 

atau menggali pendapatan asli daerah. Kedua, peran regulasi, yakni 

melancarkan kebijakan dan peraturan yang digunakan untuk mengatur dan 

mengurus barang-barang publik dan warga. Ketiga, peran konsumsi, yakni 

menggunakan (alokasi) anggaran negara untuk membiayai birokrasi agar 

fungsi pelayanan publik berjalan secara efektif dan profesional. Keempat, 

peran investasi ekonomi, yakni mengeluarkan biaya untuk meningkatkan 

perturnbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi warga. Kelima, 

peran distribusi sosial, yakni negara mengeluarkan belanja untuk 

membiayai pembangunan, kegiatan sosial atau kebijakan sosial. Wujud 

konkretnya adalah pelayanan publik untuk memenuhi hak-hak dasar 

warga.77 

77Edi Suharto, Ana/isis Kebijakan Pub/ik: Panduan Praktis Mengkaji Masa/ah dan 
Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta, 2005 
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Kelima peran klasik negara itu dapat terlaksana dalam situasi 

"normal" dimana negara mempunyai kekuasaan politik yang besar dan 

mempunyai basis materi ( ekonomi) yang memadai. Negara menjadi pelaku 

tunggal yang menjalankan peran mengumpulkan basis material sampai 

dengan membagi material itu kepada rakyat. Dalam mencapai 

kesejahteraan, dibutuhkan peran "normal" negara untuk menciptakan 

pembangunan yang seimbang (balanced development), yaitu 

keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.78 

Melihat konsep negara sebagai penyelenggara kesejahteraan 
0 

rakyat, maka muncullah konsep welfare state (negara kesejahteraan) yang 

dalam sejarah pertarna kali muncul di Inggris dengan ditandatanganinya 

Undang-Undang Kemiskinan (the poor relief act) pada tahun 1598 

(diamandemen beberapa kali) dilanjutkan pada saat dimulainya upaya 

rekonstruksi sosial dan ekonomi pasca Perang Dunia I dan II (1940an). 

Perkembangan welfare state (negara kesejahteraan) sebetulnya 

dimulai sejak Bapak Sosialisme Demokrat Jean Jacques Rousseau, 

menerbitkan Discours sur /'original et Fondament de /'Inegality parmi les 

Hommes pada tahun 1775, yang mendahului terbitnya karya Adam Smith 

The Wealth Nation 1776 yang mendasari pengembangan model 

kapitalisme dan karya Karl Marx Das Capital 1848 yang mendasari 

78 Ibid 
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Komunisme. Jean Jacques Rousseau melontarkan diskursus tentang 

penyebab ketimpangan sosial yang dialami manusia.79 

Konsep kesejahteraan negara tidak hanya mencakup deskripsi 

mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau 

pelayanan sosial (social services). Melainkanjuga sebuah konsep normatif 

atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus 

memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Kesejahteraan negara juga 

merupakan anak kandung pergumulan ideologi dan teori, khususnya yang 

bermatra sayap kiri (left wing view), seperti Marxisme, Sosialisme, dan 

' 
Sosial Demokratik80

• Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep 

kesejahteraan negara justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan 

kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. 

Paham demokrasi sosial (social democracy), negara berfungsi 

sebagai alat kesejahteraan (welfare state). Meskipun gelombang 

liberalisme dam kapitalisme terns berkembang dan mempengaruhi hampir 

seluruh kehidupan umat manusia melalui arus globalisasi yang terns 

meningkat, tetapi aspirasi ke arah sosialisme baru di seluruh dunia juga 

berkembang sebagai penyeirnbang. Oleh karena itu, konsep welfare state 

merupakan keniscayaan dinamis yang terns mengikuti situasi dan 

79 James Midgley, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore, 2000, "Introduction: Social 
Policy and Social Welfare" dalam James Midgey, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (ed), 
The Handbool of Social Policy, Londong: Sage, hal. xi-xv 

80 Paul Spieker, Social Policy: Themes and Approaches, London: McMillanl995, 
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perkembangan masyarakat. Demikian pula pengaruh globalisasi yang 

menciptakan adanya modifikasi terhadap konsep negara kesejahteraan. 81 

Negara Kesejahteraan sebenarnya merupakan kelanjutan dan 

perluasan dari hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara tersebut, 

antara lain hak sipil, hak politik dan hak sosial, selama 300 tahun secara 

perlahan berhasil diakui dan terpenuhi. Hal sipil (kebebasan berbicara) 

warga diakui dan dipenuhi pada abad ke-18, hak politik (hak memilih 

dalam pemilu) diakui dan dipenuhi pada abad ke-19, dan hak sosial 

(kesejahteraan dan jaminan sosial) diakui dan dipenuhi pada abad ke-20. 
0 

Negara Kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari 

ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan 

(dekomodifikasi) dengan menjadikan hak setiap warga sebagai "alasan 

utama" kebijakan sebuah negara Negara dengan demikian, 

memberlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai 'penganugerahan hak-

hak sosial' kepada warganya. Hak-hak sosial tersebut mendapat jaminan 

dan tidak dapat dilanggar (inviolable) serta diberikan berdasar atas dasar 

kewargaan (citizenship) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas. 

Negara berperan lebih besar dalam menjamin kesejahteraan sosial 

secara terencana, melembaga, dan berkesinambungan. Konsep ini 

mencapai puncaknya di era "golden age" pasca Perang Dunia II. Faktor 

utama pendorong berkembangnya negara kesejahteraan menurut Pierson 

adalah industrialisasi yang membawa perubahan dramatis dalam tatanan 

81 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tala Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, 
Jakarta, 2005, hlm.l24 
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tradisional penyediaan kesejahteraan dan ikatan keluarga, seperti 

akselerasi perturnbuhan ekonomi, perturnbuhan populasi penduduk, 

munculnya pembagian kerja (divison of labour), perubahan pola 

kehidupan keluarga dan komunitas, maraknya pengangguran siklikal, 

terciptanya kelas pekeJja nirlahan (landless working class) beserta potensi 

mobilisasi politis mereka. 

Konsep negara kesejahteraan memang lahir dari rahim liberalisme, 

terutarna liberalisme modern yang menganggap negara harus turut 

bertanggung jawab atas rakyatnya, tidak hanya sebagai penjaga malam 

' 
seperti yang dipahami aliran liberalisme klasik. Namun, cita-cita akan 

adanya negara kesejahteraan nampaknya hadir pula dalam benak sosialis 

seperti Sjahrir. Bagi Sjahrir, negara kesejahteraan akan dapat mengurangi 

kemiskinan, memajukan kesetaraan sosial, stabilitas sosial, inklusi sosial 

dan efisiensi ekonomi.82 Secara ideologis, cita-cita Sjahrir merupakan 

bentuk peralihan antara kapitalisme laissez-faire menuju sosialisme 

sehingga konsekuensi yang paling mungkin adalah bentuk negara 

kesejahteraan, Universalist Welfare State, yaitu rezim kesejahteraan sosial 

demokrat dengan jaminan sosial universal dan kelompok target yang luas, 

serta tingkat dekomodifikasi yang ekstensif. 

Kata 'negara' pada 'kesejahteraan negara' tidak berarti bahwa 

sistem ini hanya melibatkan negara saja. Sebagaimana dipraktekkan di 

banyak negara, sistem ini juga melibatkan civil society, organisasi-

82 Anwar. R., Mengenang Sjahrir: Seorang Tokoh Pejuang Kemerdekoan yang Tersisihkon 
dan Ter/upakon, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010. 
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orgamsas1 sukarela dan perusahaan swasta. Dengan konsep welfare 

pluralism seperti ini, jenis-jenis pelayanan dan bahkan sistem 

pengorganisasiannya bisa dilakukan secara terdesentralisasi sesuai dengan 

karakteristik dan keperluan masyarakat setempat. Yang terpenting, 

framework dan substansi dari pendekatan itu tetap sejalan dengan ruh 

kesejahteraan negara yang menekankan pentingnya perlindungan sosial 

sebagai hak warga negara. 

Salah satu faktor penting dari meningkatnya kesejahteraan rakyat 

dalam suasana bangsa yang sudah merdeka adalah adanya pelayanan yang 

' 
berkualitas dari pejabat pemerintah sebagai aparatur negara dalarn 

melayani kepentingan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan 

negara dalam hal ini pemerintah amat strategis dan penting dalarn 

melayani dan mendarnpingi masyarakat dalam mengelola dan 

memberdayakan potensi bangsa yang sudah merdeka ini. Kehadiran 

sebuah kedaulatan rakyat dalarn negara merdeka tidak meiniliki makna 

apa-apa apabila tidak ada pemerintah dengan pejabat pemerintahan sebagai 

instrumen dalam mengelola potensi bangsa untuk menjaga kedaulatan 

tersebut. Negara yang berdaulat tidak memiliki kewibawaan di hadapan 

bangsa lain apabila potensi negara tidak mampu diurus dan dikelola secara 

baik dan benar oleh pemerintah. Sebaliknya, kehadiran dan keberadaan 

sebuah pemerintah (government) dalarn sebuah negara yang merdeka tidak 

memiliki makna apabila pemerintah tersebut tidak memiliki dukungan dan 

legitimasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pemerintah yang kuat 
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adalah pemerintah yang memiliki dukungan dan relasi yang baik dari 

rakyat (society). 

Di setiap penyelenggara pemerintahan ( eksekutif dan legislatif) 

sepakat membangun negara kesejahteraan merujuk konsep orisinal, yang 

semula berkembang di Eropa Barat (Inggris dan Jerman) dan negara-

negara Skandinavia (Finlandia, Swedia, Norwegia). Jika merniliki 

kesamaan cita-cita membangun negara . kesejahteraan, namun dalam 

banyak hal yang amat fundamental pihak legislatif sering berseberangan 

dengan eksekutif, terutarna berkenaan dengan policy prescriptions, dalam 

' 
membangun perekonomian negara. 

Dalam rangka menata dan menjaga hubungan baik antara negara 

dan rakyat maka diperlukan sebuah norma dan hukum. Hukum atau norma 

yang mengatur substansi hubungan publik dan negara lebih dikenal dengan 

Hukum Administrasi Negara. Hukum Adrninistrasi Negara menjadi 

landasan kerja bagi adrninistrasi negara, yang mengemban tugas servis 

publik. Kecenderungan penyimpangan oleh pemerintah dan mengharapkan 

ketaatan serta kepatuhan dari rakyat menjadi alasan adanya norma atau 

hukum yang mengatur hubungan di antara keduanya. Artinya, sebagai 

negara hukum, maka Indonesia harus mampu menghadirkan instrumen 

hukum yang mengatur hubungan antara warga dan negara. 

Setidaknya ada 2 (dua) hal yang melatar belakangi pentingnya 

hukum yang mengatur hubungan warga dan negara. Pertama, hukum dan 

norma amat penting sebagai kontrol yuridis dari warga kepada pemerintah 

yang diwakili pejabat pemerintahan yang sedang melaksanakan kekuasaan. 
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Kedua, dalam konteks demokratisasi dalam sebuah bangsa yang merdeka, 

maka pilar hukum menjadi arnat penting sebagai check and balances bagi 

pemerintah. 83 

Adanya kebijakan publik dari negara yang diperankan oleh pejabat 

pemerintah sebagai konsekuensi dari perwujudan negara kesejahteraan 

yang menjadi platform negara Indonesia. Bahkan konsep welfare state 

tersebut di dalam perundang-undangan kita untuk pertama kali dikenal 

dengan istilah "negara pengurus" . Dalam pengertian dasamya, "negara 

kesejahteraan" rnerupakan sebuah konsepsi, paradigrna dan kerangka aksi 
0 

tentang pemerintahan di mana sektor negara rnenjalankan peran kunci di 

dalam hal mernberikan proteksi dan atau melakukan prornosi kesejahteraan 

bagi setiap warga negara. Konsepsi ini secara jelas menempatkan negara 

dalam hal ini pejabat pemerintahan wajib melaksanakan agenda yang 

berbasis kepada kesejahteraan bagi publik. Dalam rnenyusun dan 

merealisasikan agenda kesejahteraan tersebut, pejabat pemerintah 

menerbitkan berbagai mac am regulasi dan kebijakan. 

Esensi dari negara kesejahteraan untuk memberikan pelayanan yang 

mensejahterakan bagi publik tidak serta merta berjalan dalam koridor 

idealitas yang sesungguhnya. Dalarn situasi negara belurn rnaksimal 

melaksanakan mandat untuk mensejahterakan kondisi rakyat, maka hal itu 

harus dipahami bahwa salah satu dari wajah buruk dari konsepsi negara 

kesejahteraan adalah munculnya rezim korup dan otoriter yang tarnpil 

83 Edi Suharto, 1997, Pembangunan, Kebijakan Sosia/ dan Pekerjaan Sosial:Spektrum 
Pemikiran, Bandung: LSP Press, 
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dengan wajah seorang budiman. Dalarn hal ini, pemerintah menampilkan 

berbagai macam data dan pertanggung jawaban formil atas upaya 

peningkatan kesejahteraan. Narnun di sisi lain, secara riil tindakan 

pemerintah sesungguhnya banyak yang menyimpang dan dikelola secara 

otoriter dan koruptif. Negara kesejahteraan yang mencitakan pelayanan 

terbaik baik publik tetap menyisakan potensi pemerintahan yang korup dan 

menyimpang. Potensi penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah arnat 

besar, mengingat semua kendali pembangunan dan hal-hal yang terkait 

dengan pengelolaan kebijakan dikendalikan oleh pemerintah. Hal yang 

' 
berbeda ketika sebuah negara memilih haluan atau sistem Kapitalisme atau 

Liberalisme yang pada dasarnya menihilkan peran negara dalarn 

pengeloaan pembangunan. Pada posisi negara memiliki kendali yang arnat 

besar dan tidak ada kekuatan yang cenderung melakukan kontrol terhadap 

negara, maka kekuasaan yang dimiliki negara akan menjadi absolut, tirani 

atau diktator. 

Konsep Negara Kesejahteraan dikaitkan dengan konsepsi Lembaga 

Jaminan di Indonesia untuk keperluan kajian ini, dapat diterima dengan 

beberapa kajian kritis sebagai berikut; 

Pasal 33 UUD 1945 ayat 4, Perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersarnaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 

dan kesatuan ekonomi nasional. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan 

satu dengan lainnya. Artinya untuk meningkatkan perekonomian 
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masyarakat, Negara harus mengatur dan rnernbangun kesejahteraan urnurn 

dalam berbagai lapangan (bestuurzorg) dengan konsekuensi pernberian 

kemerdekaan pada adrninistrasi Negara dalam rnenjalankannya 84 

Pemerintah tidak boleh pasif berlaku sebagai "penjaga malam", melainkan 

harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan 

masyarakat dengan cara membangun kehidupan ekonomi dan sosial 

masyarakat. Tugas Negara dengan demikian tidak terbatas pada 

pemeliharaan ketertiban serta melindungi jiwa dan harta kekayaan 

rakyatnya ("police state") , melainkan juga Negara bertugas mewakili 

' 
kepentingan bersama, menjadi lebih leluasa dalam rnengusahakan 

peningkatan kemakmuran yang adil dan merata termasuk dengan cara 

memperharui tatanan hukurn lembaga jaminan khususnya berobyek 

pesawat udara yang sampai saat ini belurn ada pengaturannya. 

2. Teori Keadilan Pancasila dan Kepastian Hukum Perjanjian jaminan 

dengan Obyek Pesawat Udara 

Landasan filosofis bagi pembangunan hukurn adalah mengacu pada 

Pasal 33 UUD 1945 dan Perubahannya. Pasal ini menentukan, bahwa 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas keke-

luargaan (Ayat 1). Cabang-cabang Produksi yang penting bagi negara 

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Ayat 2). 

Burni dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

" Astim Riyanto, Teori Konsitusi, Yapemdo, Bandung : 2000, him. 280. 
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(Ayat 3). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Ayat 4). Khususnya Ayat 4 ini 

merupakan susbstansi utarna bagi sistem ekonomi Pancasila. 85 

Menurut Mocharnad Isnaeni Ramdban, teori besar atau grand 

theory identik dengan weltanschauung atau grand design, yang 

merupakan kerangka berpikir untuk menentukan model pembentukan 

suatu konsep, nilai atau norma secara konsisten, sehingga merefleksikan 

' 
perumusan model, konsep, nilai itu secara sistematik. 86 Hans Kelsen 

berpendapat sarna dalarn Allgemeine Staatslehre, bahwa setiap norma 

hukum berlaku atas kekuatan norma yang lebih tinggi dan seterusnya, 

yang berhenti pada norma yang paling tinggi a tau 

grundnorm. 87Penjenjangan norma ini berlaku sebagai tertib hukum dalam 

proses pembentukan hukum yang hierarkis dan dinarnis. 88 

Ketentuan perundang-undangan di Indonesia pada dasamya mengacu 

kepada konsep negara kesejahteraan atau Negara hukum. Menurut Miriam 

Budiardjo, dalarn konsep itu, pemerintah bertanggungjawab atas 

kesejahteraan seluruh rakyat atau bonum publicum atau common wealth 

dengan menyelenggarakan perencanaan perkembangan ekonomi dan sosial 

" Adi Sulistiyono, Muhammad Rustamaji, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Masmedia 
Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, him. 39 

86 Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti (ed), Memahami Hukum, dari Kon.struksi sampai 
Implemenlasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, him. 232 

87 Darji Dannodiharjo, dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 2006, him. 212 

88 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penerbit Mandar Maju, 
Bandung, 2011, him. 123 
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secara menyeluruh, tidak saja sebagai bagian dari pemisahaan kekuasaan 

menurut Montesquieu.89 Utrecht memberikan pengertian konsep negara 

hukum modern, yang juga disebut sebagai negara kesejahteraan, seperti yang 

dikutip oleh Jonker Sihombing berikut:90 

"Pemerintah sebuah negara hukum modem bertugas menjaga 
keamanan dalam arti seluas-luasnya yaitu keamanan sosial di segala 
lapangan masyarakat. Dalam suatu welfare state, masa ekonorni 
liberal telah lampau dan ekonorni liberal itu telah diganti oleh suatu 
ekonomi yang lebih dipimpin oleh pusat atau centraa/ geleide 
economie". 

Jonker Sihombing mengutarakan bahwa, dalam negara 

kesejahteraan, negara aktif untuk mengatur segala aspek kehidupan 

rakyatnya, tidak hanya sekedar penjaga malam atau nachtwakkerstaat, atau 

hanya bertugas membuat dan mempertahankan hukum. Namun, karena 

negara kesejahteraan dengan kebebasan tidak membuahkan hasil yang 

diinginkan, dan hanya menciptakan kebahagiaan pada sejumlah kecil 

masyarakat. Dalam kaitan ini, Jeremy Bentham menekankan bahwa 

negara tidak dapat membiarkan ketimpangan sosial yang terjadi, tetapi 

harus menciptakan persamaan di antara masyarakat dalam hal kese-

jahteraan. Negara menjamin kesejahteraan masyarakat demi terciptanya 

ketertiban umum dan sosial dengan mengorganisir dan melembagakan 

tujuan ini dalam ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaannya.91 

89 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar 1/mu Pout//c Gramedia Pustaka Utruna, Jakarta, 2002, 
him. 286. 

90 Jonker Sihombing, Peran dan Aspek Hukum da/am Pembangunan Ekonomi, Penerbit PT. 
Alumni, Bandung, 20 I 0, him. 88-89 

91/bid, him. 86-89 
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Klasifikasi negara, seperti negara 'kesejahteraan, identik dengan 

tujuannya, karena tanpa adanya tujuan, negara tidak akan ada.92 Sejalan 

dengan pendapat Aristoteles, Abdul Aziz Hakim93 dan penulis lainnya,94 

tujuan negara adalah untuk mensejahterakan, atau menciptakan 

kebahagiaan bagi rakyatnya; dan bagi Bentham, kesejahteraan itu adalal3 

yang terbesar bagi orang yang banyak" .95 Dalam konteks Indonesia, 

konsep kesejahteraan Indonesia yang dicitakan oleh para pendiri bangsa 

tercermin dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada 

tanggal1 Juni 1945, yang antara lain mengatakan bahwa:96 

' 
"Kita bersama-sama mencari persatuan philosofische grondslag, 
mencari satu Weltanschauung yang kita semuanya setuju. Saya 
katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes 
setujui, yang Ki Had jar setujui, yang saudara Sanoesi setujui, yang 
saudara Abikoesno setujui, yang saudara Urn Koen Hian setujui, 
pendeknya kita semua mencari satu modus". 

Yudi Latif berpendapat, bal3wa para pendiri bangsa menghendaki 

penjelmaan negara Republik Indonesia sebagai "negara kesejahteraan", 

yang diartikan sebagai basis legitimasi kesejahteraan,97 seperti yang 

ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Perubal3annya, khususnya 

Pasal 33 Ayat 1 sampai 4 UUD 1945 dan Perubal3annya, yang telal3 

disebutkan di atas. Pasal ini memposisikan negara sebagai pengatur dan 

92 Padmo Wahjono, llmu Negara, lnd-Hill-Co, Jakarta, 2003, him. 91 
93 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 2011, him. 120 
94 Luthfi J. Kurniawan, dan Mustafa Lutfi, Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik, 

Setara Press, Malang, 2011, him. 47 
95 Muhamad Edwin, Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum, RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2011, him. 181-182 
96 Yudi Latief, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, him. 15. 
97Jbid, him. 493 
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penjamin kesejahteraan, dan kewajiban ' mewujudkan sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat, dan tetap dapat dikendalikan oleh Negara.98 

Uraian di atas jelas menunjukkan bahwa tema kesejahteraan 

berkaitan dengan hukum, sedangkan kesejahteraan itu sendiri berkaitan 

dengan masalah ekonomi. Dari segi kesejahteraan, manusia cenderung 

mengarahkan tingkah lakunya kepada kebahagiaan yang mungkin dapat 

diperoleh, yang sekaligus berarti mengurangi 'ketaksenangan' atau rasa 

sakit, seperti yang dikatakan Bentham di atas. Dalarn kaitan ini, Lili 

Rasjidi dan LB. Wyasa Putra berpendapat, bahwa tujuan hukum adalah 

' 
kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau 

bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum d.ilakukan berdasarkan akibat-

akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.99 

Mengacu pada Teori Jeremy Bentham, Lili Rasjidi dan Ira Thania 

Rasjidi menyaraukan agar pembentuk undang-undang hendaknya dapat 

merefleksikan keadilan bagi semua individu, sehingga menciptakan 

kebahagiaan yang terbesar bagi masyarakat yang lebih luas. 100 Pengertian 

'keadilan' dalarn konteks Indonesia dapat d.itelaah dari Pembukaan UUD 

1945 dan Perubahannya serta Sila Kelirna Pancasila, yaitu keadilan sosial, 

yang merupakan rechtsidee dan rechtsphilosophie dari hukum yang 

berlaku di Indonesia. Keadilan ini berakar pada kolektivitas; dan bukan 

98 Pan Mohamad Faiz, "Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 
1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi", <dosen.narotama.ac.id/wp-contentluploads/2011/04/ 
PENAFSIRAN-KONSEP-PENGUASAAN-NEGARA.pdf.> [04/20 II] 

99 Lili Rasjidi, dan I. B. Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, 
Bandunlfu 2003, him. 117-ll8 

1 Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Fi/safat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 
2007, him. 60-61 
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merupakan perlindungan individual yang termaktub dalam konsep 

keadilan dalam rule of law di Eropa.101 Oleh karena itu, konsep keadilan 

yang berlaku di Indonesia adalah keadilan sosial. 

Masalah keadilan tidak dapat terlepas dari masalah kepastian 

hukum. David Hume berpendapat bahwa, kebutuhan akan hukum adalah 

karena adanya dorongan pada preferensi akan keadilan. 102 Muara dari 

seluruh ketentuan hukum adalah pada putusan hakim. Menurut Gustav 

Radbruch, yang dikutip oleh Bambang Sutiyoso, suatu putusan yang ideal 

harus mengandung keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum 

(rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmassigkeit). 103 Narnun, kedua 

pengertian pertarna tersebut cenderung memasang jarak antara keduanya, 

yang perlu selalu diusahakan dapat berdekatan. 

John Rawls dalarn bukunya Justice is Fairness menarnpilkan 

konsepsi keadilan adalah kewajaran, yang mengandung asas-asas bahwa 

orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk 

mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh 

kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan 

syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki masyarakat yang 

mereka kehendaki. 104 Lebih jauh, John Rawls mengatakan bahwa 

101 Garuda Wiko, "Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan", dalam: Satya Arinanto, dan 
Ninuk Triyaoti (eds), Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi. Rajawali Pers, 
Jakarta, 2011, him. 12 

102 Bernard L. Tanya, (et.al), Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan 
Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, him. 88 

103 Bambaog Sutiyoso, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia. UII Press, 
Yogyakarta, 2010, him. 9 

104 Ibid. hlm 123. "Free and rational persons concerned to further their own interests 
would accept in an initial position of equality as defining the terms of their association 
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persoalan pokok tenang arti keadilan adalah mengkaitkannya dengan 

pertanyaan-pertanyaan seperti 'apa yang menjadikan masyarakat adil?' 

dan 'bagaimana keadilan sosial dihubungkan dengan upaya individu 

mencari kehidupan yang baik?'. Keadilan adalah apa yang hendak dituju 

dengan atau melalui hukurn. Pengertian keadilan yang luas ini dapat 

dikembangkan ke mana pun. Pengertian ini mengandung muatan yang 

luas. Hipotesis yang menempatkan keadilan sebagai tujuan hukurn adalah 

berguna, satu dan lain hal akan bergantung pada cara bagaimana kita 

ah . k d"l 105 mem ami ea 1 an. 

' 
Kepastian hukurn merupakan salah satu hal yang sering 

disandingkan dengan keadilan dan bahkan dalarn beberapa hal 

dipertentangkan dengan keadilan sehingga seolah-olah jika ada keadilan 

maka sulit untuk mendapatkan kepastian hukurn dan begitu juga 

sebaliknya. Padahal, Thomas Aquinas pemah mengatakan, walaupun 

tidak secara lugas bahwa hukurn yang tidak adil bukanlah hukurn (lex 

injusta non est lex)106
, sehingga keadilan adalah suatu prasyarat suatu 

aturan hukurn dapat dikategorikan sebagai hukurn. Soedikno Mertokusurno 

menyatakan bahwa harus diperhatikan dan menjadi syarat, yaitu 

kepastian hukurn (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan 

105 J.H. Nieuwenhuis, Drie Beginselen van Contractenrecht, dissertasi, dalam Herlien 
Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Jndonesia-Hukum Perjanjian 
Berlandaslwn Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006. him. 192 

106 J .M. Finnis, Natural Law and Natural Rights, dalam Filsafat Hukum Jilid I, Fakultas 
Hukum 

Universitas Indonesia, 2008: " ... when he says that an unjust law is not law in the focal 
sense of theterm law [i. e.,simpliciter] notwithstanding that it is law in a secondary sense of that 
term [i.e.,secundum quid/'. him. 99. 
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keadilan (gerechtigkeit). 107 Dari pemyataan tersebut di atas, kepastian 

hukum merupakan salah satu syarat yang hams dipenuhi dalarn penegakan 

hukum, yaitu merupakan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, 

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang 

diharapkan dalam keadaan tertentu. 

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling 

mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan 

yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu 

lainnya dan fakta bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-
c 

akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaian. 

Aspek ini dari kepastian hukum memberikan jaminan bagi dapat 

diduganya serta terpenuhinya perjanjian dan dapat dituntutnya 

pertanggungjawaban atas pemenuhan perjanjian.Penerapan asas keadilan 

dan kepastian hukum merupakan penerapan asas hukum sebagai 

jantungnya peraturan hukum dan landasan yang paling luas serta alasan 

bagi terlaksananya peraturan hukum.Aturan hukum memiliki aspek 

kepastian hukum dan juga harus mernnuhi kebutuhan akan keadilan. 

Berbicara mengenai tujuan hukum pada umumnya menurut Gustav 

Radbruch memakai asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan 

sebagai sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu : keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. Setiap hukum yang diterapkan 

memiliki tujuan spesifik. Misalnya, hukum pidana memiliki tujuan 

107 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT Cira Aditya Bakti, 
Bandungl993.hlm. 45. 
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spesifik dibandingkan dengan hukum perdata, hukum formal rnempunyai 

tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum materil. Tujuan hukum 

adalah sekaligus keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum rnaka 

faktanya hal tersebut akan menimbulkan masalah. Tidak jarang antara 

kepastian hukum berbenturan dengan kernanfaatan, antara keadilan 

dengan kepastian hukum, dan antara keadilan terjadi benturan dengan 

kernanfaatan. Keadilan adalah hak asasi yang harus dinikmati oleh setiap 

rnanusia yang mampu mengaktualisasikan segala potensi manusia. Tentu 

dalam hal ini akan rnernberikan nilai dan arti yang berbeda keadilan yang 

' 
berbeda untuk terdakwa dan pihak lain yang jadi korban ketika hakim 

rnernbuat putusan. Maka dalarn hal ini bisa saja keadilan akan berdarnpak 

pada kernanfaatan bagi masyarakat luas, tetapi ketika kernanfaatan 

rnasyarakat luas yang harus dipuaskan, maka nilai keadilan bagi orang 

tertentu rnau tidak rnau akan dikorbankannya. Maka keadilan, 

kernanfaatan dan kepastian hukum akan sangat sulit untuk ditegakkan 

secara bersama. 

Hukum rnerniliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi 

JUga rnenegakkan kepastian dan kernanfaatan. Berkaitan dengan hal 

tersebut asas prioritas yang telah ditelurkan Gustav Radbruch menjadi 

titik terang dalam rnasalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain 

adalah hal penting. Kernanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata 

dibawah keadilan. Faktanya sarnpai saat ini diterapkannya asas prioritas 

ini rnernbuat proses penegakan dan pernberlakuan hukum positif di 

Indonesia rnasih dapat berjalan. Faktanya dilapangan ketiga tujuan 

• 
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hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch tetap saja ada pertetangan. 

Dalam teori filsafat hukum juga selalu mengaguogkan keadilan, mulai 

teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, selalu 

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Banyak teori 

mengenai keadilan dan masyarakat yang adil, semua menegaskan bahwa 

keadilan harus diaguogkan. 

Keadilan menurut John Rawls seorang filsuf Amerika di akhir 

abad 20 adalah bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadimya 

institusi-institusi sosial (social institutions), akan tetapi kebajikan bagi 

' 
seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa 

keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. 

Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. 108 Secara spesifik, John 

Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan 

dengan mengguoakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal 

dengan "posisi asali" (original position) dan "selubung ketidaktahuan" 

(veil ofignorance).1
fJ9 

Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat 

antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan 

status, kedudukan atau memiliki posisi yang lebih tinggi antara yang satu 

dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan yang lainnya dapat 

melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai 

suatu "posisi asali" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif 

108 Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls. dalam jurnal konstitusi, Volume 6 
Nomor l (April2009), hlm. 135. 

109lbid, him. 140. 
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dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), 

dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat. 

(basic structure of society). Sementara konsep "selubung ketidaktahuan" 

diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada 

tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk 

terhadap posisi sosial dan dokrin tertentu, sehingga membutakan adanya 

konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. 

Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh 

prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai "Justice as 

' 
fairness" 11o 

Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan lebih lanjut 

bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan 

haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, 

memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang 

paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang, kedua, mampu 

mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga 

dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.111 

Hans kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State, 

berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat 

dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara 

110/bid 
111 John Rawls, A Theory of Justice, London : Oxford University"Press, 1973, yang sudah 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Hem Prasetyo, Teori Keadi/an, 
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006. 
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memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. 112 

Lebih Ianjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan 

nilai yang bersifat subjektif. W alaupun suatu tatanan yang adil yang 

beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap orang, 

melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin 

individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai 

kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, 

pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah 

' 
yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan 

pengetahuan rasional yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, 

ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat 

subjektif.113 Menurut Hans Kelsen yang menganut konsep keadilan dan 

legalitas, bahwa pengertian keadilan bermaknakan legalitas. Suatu 

peraturan umum adalah "adil " jika ia benar-benar diterapkan, sementara 

itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu 

kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang sempa. 114 Konsep 

keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional 

bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional 

dapat dijadikan sebagai payung hukum (law umbrella) bagi peraturan-

peraturan hukum nasional Iainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan 

112 Hans Kelsen, General Theory of Low and State, Diterjemahkan oleh Rasisu!Muttaqien, 
Bandung: Nusa Media, 2001, him. 7. 

IT3Jbid. 
114lbid, him. 14. 
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peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang 

dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.115 

Membahas mengenai lembaga jaminan yang dapat digunakan 

untuk jenis benda pesawat udara dan mengenai kepastian hukum 

penjarninan pesawat udara di Indonesia dalam kontrak Intemasional 

melalui IDERA (Irrevocable Deregrestration and Export Request 

Authorization) sangatlah tepat jika dianalisis dengan teori Keadilan 

Pancasila dan Teori Kepastian Hukum, karena Indonesia telah 

meratifikasi Cape Town Convention 2001 dengan Peraturan Pemerintah 

' 
Nomor 8 Tahun 2007 dan menjadi dasar pembentukan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, maka seharusnya persoalan 

pengikatan jaminan dengan obyek pesawat udara dalam pemberian kredit 

telah teijawab dan dunia perbankan pada saat ini tidak lagi memakai 

lembaga jaminan fidusia sebagai pengikatan jaminan dengan obyek 

pesawat udara. 

3. Teori Hukum Pembangunan 

Teori Hukum Pembangunan memuat pokok-pokok pikiran sebagai 

berikut: Konsepsi hukum yang paling tepat bagi Indonesia sebagai negara 

yang sedang membangun membutuhkan hukum yang dapat membantu 

proses perubahan yang teijadi di masyarakat atau yang menurut Roscoe 

'" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tabun 2011, tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 
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Pound116 adalah konsep law as a tool of social engineering. Hukum 

sebagai sarana rekayasa sosial harus dapat dimanfaatkan untuk mengubah 

keadaan saat ini kearah yang dituju, dikembangkan lebih lanjut dalarn 

hukum pembangunan. 

Mochtar Kusumaatmaja117 mengatakan: hukum merupakan sarana 

pembangunan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya 

ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan 

sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu. 

Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai 

sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau 

peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau 

sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah 

yang dikehendaki oleh pembangunan atau pernbaharuan. 

Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum di 

sarnping fungsinya yang tradisional yakni untuk rnenjamin adanya 

kepastian dan ketertiban.118 

Beberapa rnasalah dalarn pelaksanaan konsepsi hukum sebagai 

sarana Konsepsi Hukum sebagai sarana pernbaharuan rnasyarakat. Di 

Indonesia undang-undang rnerupakan cara pengaturan hukum yang utama, 

pernbaharuan rnasyarakat dengan jalan hukum berarti pernbaharuan hukum 

terutama rnelalui perundang-undangan. 

116 Roscoe Pound, An Introduction to The Philisophy of Law, Yale University Press, New 
Heaven, 1961, him 47. 

117 Mochtar Kusumaannaja I, Op.Cit, hhn 52. 
118Mochtar Kusumaannaja II. hhn 88. 
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Diantara sekian banyak kesulitan yang akan dihadapai apabila kita 

menempuh jalan ini disini hanya akan disebut dua di antaranya yakni: 

kesulitan untuk secara rasionil dan pasti menetapkan prioritas yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, dan untuk membuat hukum yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Mengenai hal yang 

pertarna sekarang ini dipakai pedoman, bahwa yang mendapat prioritas 

adalah perundang-undangan yang menunjang usaha pembangunan. Hal ini 

tentu tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa menangani persoalan-

persoalan lain yang harus segera diatasi. Mengenai hal yang kedua 

' 
persoalan-persoalan yang dihadapi lebih banyak. 

Masalah-masalah dalarn suatu masyarakat yang sedang 

membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besar yaitu: 

masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang 

dan erat hubungaunya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat: 

masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada 

umumnya bersifat "netral" dilihat dari sudut kebudayaan. Pada umumnya 

dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum dalarn bidang demikian lebih 

mudah dilakukan Karena itu, bidang-bidang yang "netral" dernikian 

seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan) dan hukum lalu lintas 

(darat, air dan udara) lebih mudah dan segera dapat ditangani. 

Pembahasan masalah-masalah hukum dan masyarakat yang pokok 

akan dibatasi pada masalah-masalah berikut: 
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a. Arti hokum dan fungsi dalam masyarakat 

Pemyataan mengenai apa arti hukum itu yang sebenarnya dan 

fungsi hukum dalam masyarakat, dapat dikembalikan pada pemyataan 

dasar; apakah tujuan hukum itu. Dalam analisis terakhir, tujuan pokok 

dari hukum apabila hendak direduksi pad a satu hal saj a, adalah 

ketertiban (order) 

Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. 

Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi 

adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. 
0 

Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga 

menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum, 

merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat 

manusia dalam segala bentuknya. 

Mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidupnya 

manusia tanpa atau diluar masyarakat , maka: manusia-masyarakat-dan 

hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 

Pemeo Romawi Ubi societas ibi ius menggambarkan keadaan ini 

dengan tepat sekali. 

Disamping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya 

keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan 

zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, 

diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam 

masyarakat. Yang penting sekali bukan saja bagi suatu kehidupan 

masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu 
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organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Oleh 

karena itu terdapat lembaga-lembaga hukum seperti misalnya: (1) 

perkawinan, yang memungkinkan kehidupan yang tidak dikacaukan 

oleh hubungan antara laki-laki dan perempuan (2) hak milik (3) kontrak 

yang harus ditepati oleh pihak-pihak yang mengadakannya .Tanpa 

kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya 

manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan 

yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat 

tempat ia hidup. 

' 

b. Hukum sebagai kaidah sosial 

Adanya hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa 

pergaulan antar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. 

Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat selain 

dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh 

kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah 

sosial lainnya Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya ini, 

terdapat jalinan hubungan yang erat yang satu memperkuat yang 

lainnya. Adakalanya hukum tidak sesuai atau serasi dengan kaidah

kaidah sosial lainnya itu, dalam satu hal hukum berbeda dari kaidah

kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya 

dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Artinya, pemaksaan guna 

menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada 

aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat 
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pelaksanaanya. Hal ini tampak dengan jelas dalam suatu negara, 

pemaksaan itu biasanya berada di tangan negara dengan alat-alat 

perlengkapannya. Soal pemaksaan ketaatan terhadap hukwn ini 

membawa kita kesuatu masalah yang pokok bagi penyelamatan dari 

hakikat hukum, yakni masalah hukum dan kekuasaan. 

c. Hukum dan Kekuasaan 

Sudah jelas kiranya apa hukum itu, kita sekarang mengkaji 

apakah kekuasaan itu. Samakah kekuasaan (power) itu dengan kekuatan 

lforce)? Walaupun orang yang memiliki kekuatan (fisik) sering juga 

berkuasa, sehingga ada kecenderungan sebagian orang menyamakan 

saja, sehingga ada kecenderungan sebagaian orang menyamakan saja 

kekuasaan (power) itu dengan kekuatan lforce), ada kalanya bahkan 

sering tidaklah demikian halnya. 

Sering kita melihat seorang berkekuatan dikuasai oleh seorang 

yang fisik lemah. Cukup kita ingat pada kaum yang lemah untuk 

berkesimpulan bahwa kekuasaan tidak selalu menyertai kekuatan dan 

sebaliknya. Ini disebabkan karena kekuasaan tidak selalu, bahkan sering 

tidak bersumber pada kekuataan fisik. 

Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal iformal 

authority) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada 

seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal 

demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada 
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hukum yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian 

wewenang tadi. 

Mengingat bahwa hukum itu memerlukan paksaan bagi penataan 

ketentuan-ketentuannya dapat dikatakan bahwa hukum memerlukan 

kekuatan bagi penegaknya tanpa kekuasaan, hukum itu, tidak Jain akan .. 
merupakan kaidah social yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya 

hukum berbeda dari kaidah sociallairmya yang juga mengenal bentuk-

bentuk paksaan, dalam hal bahwa kekuasaan memaksa itu sendiri 

diatur, balk mengenai cara maupun ruang gerak atau pelaksanaanya 

' 
olehhukum. 

Kita mengenal polisi, hubungan hukum dan kekuasaan dalam 

masyarakat dapat kita disimpulkan sebagai berikut: hukum memerlukan 

kekuasaan bagi pelaksanaanya sebaliknya kekuasaan itu sendiri 

ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara popular, kesimpulan ini 

barangkali dapat dirupakan dalam slogan bahwa; hukum tanpa 

kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah 

kelaliman. 

Kesimpulan yang dapat kita tarik dari uraian diatas mengenai 

hukum dan kekuasaan adalah bahwa kekuasaan merupakan suatu unsur 

yang multlak dalam suatu masyarakat hukum dalam arti masyarakat 

yang diatur oleh dan berdasarkan hukum. Secara analitik, barangkali 

dapat dikatakan bahwa kekuasaan merupakan suatu fungsi dari 

masyarakat yang teratur. 
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B. Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Pesawat Udara Dalam Tujuan 

Negara Kesejahteraan 

Dalam Negara modem dewasa ini yang dikenal dengan istilah "Welfare 

State" atau Negara Kesejahteraan, Negara mempunyai kewajiban untuk 

menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya, pemerintah dituntut untuk 

bertindak menyelesaikan segala aspek/persoalan yang menyangkut kehidupan 

warga negaranya, walaupun belum ada dasar aturan yang mengaturnya. Atas 

dasar ini maka pemerintah diberikan kebebasan untuk dapat 

melakukan!bertindak dengan suatu inisiatif sendiri untuk menyelesaikan 

' 
segala persoalan atau permasalahan guna kepentingan umum . Kebebasan 

untuk dapat bertindak sendiri atas inisiatif sendiri itu disebut dengan istilah 

"Freis Ermessen" 119 Menurut SF. Marbun dan Ridwan dalam makalabnya 

berjudul "Tinjauan Umum Atas RUU Administrasi Pemerintahan" 

menyatakan diskresi merupakan kewenangan bebas (vrije bevoegheid) yang 

melekat pada Pemerintah atau administrasi negara. Diskresi muncul secara 

insidental, terutama ketika peraturan perundang-undangan belum 

adalmengatur atau rumusan peraturan tertentu bersifat multitafsir atau bersifat 

samar, dan diskresi tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penyelenggaraan 

pemerintahan di negara hukum modem (welfare state) berkonsekuensi 

Pemerintah dilekati dengan kebebasan yang meliputi kebebasan 

menginterpretasi terhadap undang-undang, kebebasan mempertirnbangkan, 

yang muncul ketika undang-undang menampilkan altematif kewenangan 

119 Bewa Ragawino, Hukum Administrasi Negara, Fak. Jlmu Sosial dan Politik Universitas 
Padjajaran, Bandung, 2006, him. 37. 
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terhadap persyaratan tertentu yang pelaksanaannya dapat dipilih organ 

Pemerintah, dan kebebasan mengambil kebijakan yang lahir ketika pembuat 

undang-undang memberikan kewenangan organ pemerintahan dalam 

melaksanakan kekuasaannya melakukan inventarisasi dan mempertimbangkan 

berbagai kepentingan. Freies Errnessen lahir untuk melengkapi dan mengisi 

penerapan asas legalitas. Bagi negara welfare state, asas legalitas tidak cukup 

dalam melayani kepentingan masyarakat yang berkembang pesat dan 

menghendaki organ pemerintahan mengarnbil keputusan cepat dan ruang 

gerak leluasan, narnun dalam kerangka negara hukum freies errnessen rm 

' 
tidak dapat tanpa batas. 

Konsep Negara hukum yang dipelopori oleh Immanuel Kant 

dihubungkan dengan konsep "Welfare State" atau Negara Kesejahteraan 

dapat dijabarkan sebagai berikut bahwa tujuan Negara Hukum menurut Kant, 

ialah menegakkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan warganya. Rakyat tidak 

usah tunduk pada undang-undang yang tidak lebih dulu mendapat persetujuan 

dari rakyat sendiri dan bahwa rakyat dan Pemerintah bersama-sama 

merupakan subyek hukum dan bahwa hidup rakyat sebagai manusia dalam 

negara, bukanlah karena kemurahan hati Pemerintah tapi adalah berdasarkan 

hak-hak kekuatan sendiri. 12° Kant membentangkan suatu teori tentang negara 

hukum dalam arti sempit (rechts staat in enge zin) dan teorinya menjadi dasar 

kenegaraan bagi ekonomi liberal (merdeka) yang dilakukan diseluruh dunia 

Barat selama abad ke-19 121 sarnpai sekarang. 

120 Solly Lubis, 1/mu Negara, Bandung, Mandar Maju, 2007, Wm. 49. 
121ldem., him. 50. 
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Konsep lain dari Negara Kesejahteraan (welfare state) atau yang 

disebut sebagai negara hukum modem122
, seperti yang digarnbarkan oleh 

George Jellinek bahwa antara negara dan rakyatnya merupakan hubungan 

positif-aktif dalarn urusan kenegaraan, dirnana negara menyelenggarakan 

soal-soal kemakmuran rakyat dan rakyat aktif berpartisipasi dalarn 

pemerintahan123
• Dalarn garis besarnya, Negara Kesejahteraan menunjuk pada 

sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan 

kesejahteraan pada pemberian peran yang lebih penting kepada Negara dalarn 

memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada 

' 
warganya. Spieker misalnya menyatakan bahwa Negara Kesejateraan 

" ... stands for a develop ideal in which welfare is provided comprehensively 

by the state to the best possible standards124
. 

Pada dasamya secara umum Konsep Negara Kesejahteraan ini 

menempatkan peran Negara dalarn setiap aspek kehidupan rakyatnya demi 

terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat125
. Gagasan Negara 

Kesejahteraan muncul pada akhir abad 19 dan mencapai puncaknya pada era 

"Golden Age" pasca Perang Dunia II, Faktor utama pendorong 

berkembangnya Negara Kesejahteraan menurut Pierson adalah industrialisasi 

yang membawa perubahan drarnatis dalarn tatanan tradisional penyediaan 

kesejahteraan dan ikatan keluarga, seperti akselerasi pertumbuhan ekonomi, 

122 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional Bunga Rampai, Bandung, Alumni 
2003, him. 57. 

82. 

123 A. Mukthie Fajar, Tipe Negara Hukum, Malang, Bayumedia Publishing, 2005. him. 2. 
124 Spiker, Paul, Social Policy. Themes and Approaches. London; Pretince Hall, 1955. him 

125 Mustamin Dg, Matutu, Selayang Pandang Tentang Perkembangan Tipe -Tipe Negara 
Modern, Orasi llmiah, FH UNHAS, Ujung Pandang 1972, him. 15. 
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pertumbuhan populasi penduduk, munculnya pembagian kerja (division of 

labour). perubahan pola kehidupan keluarga dan komunitas, maraknya 

penggangguran serta terciptanya kelas pekerja nirlahan (landless 

workingc/ass) beserta potensi mobilisasi politis mereka. Perkembangan 

Negara Kesejahteraan ini mengalami penyesuaian dengan kondisi masing-

masing Negara. Sehubungan dengan konsep Negara Kesejahteraan tersebut, 

maka Negara mengemban 4 fungsi yaitu126
: 

1. The State as Provider (Negara sebagai pelayan) 
2. The State as Regulator (Negara sebagai pengatur) 
3. The State as Enterpreneur (Negara sebagai wirausaha) 
4. The State as Umpire (Negara sebagai wasit) ' 

Pemerintah dalam Negara kesejahteraan diberi tugas membangun 

kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan (bestuurzorg) dengan 

konsekuensi pemberian kemerdekaan pada administrasi Negara dalam 

menjalankannya 127 Pemerintah tidak boleh pasif berlaku sebagai "penjaga 

malam", melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk 

membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara membangun kehidupan 

ekonomi dan sosial masyarakat. Tugas Negara dengan demkian tidak terbatas 

pada pemeliharaan ketertiban serta melindungi jiwa dan harta kekayaan 

rakyatnya ("police state"), melainkan juga Negara bertugas mewakili 

kepentingan bersama, menjadi Iebih Ieluasa dalam mengusahakan 

peningkatan kemakmuran yang adil dan merata. 

126 Pierson C, Lte, /ndrustrializer an the Development of The We/fore State, Dalam 
Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, LP3S, 2006; him. 24. 

127 Astim Riyanto, Teori Konsitusi, Yapemdo, Bandung : 2000, him. 280. 
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Sejarah Negara Kesejahteraan ini berawal dari teori yang nyatakan 

oleh Kant tentang negara hukum yang disebut dengan Teori Negara Hukum 

Mumi atau negara hukum dalam arti sempit. Para ahli hukum berusaha untuk 

menyempurnakan teori negara hukum dalam arti sempit tersebut, yang 

kemudian munculah suatu teori baru, yaitu teori negara hukum dalam arti luas 

atau lebih dikenal dengan teori negara kesejahteraan (Welfare State), dimana 

salah satu penganut aliran teori ini adalah Kranenburg, bahwa tujuan negara 

bukan sekedar memelihara ketertiban hukum semata, melainkan juga aktif 

mengupayakan kesejahteraan warganya. Sehingga carnpur tangan Pemerintah 

' 
sebagai otoritas negara hams intensif dalam mengupayakan kepentingan 

masyarakat. 

Berkaitan dengan tahap pembangunan bangsa, maka negara 

kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari tahapan pembangunan bangsa 

terse but. Pemikiran mengenai negara kesejahteraan (welfare state) adalah 

pemikiran mengenai peran negara sebagai pemegang kunci pengaturan 

mengemu perlindungan dan pengelolaan kegiatan ekonomi untuk 

kesejahteraan rakyat. Pemahaman negara kesejahteran berdasarkan pada 

prinsip persarnaan kesempatan, distribusi kesejahteraan secara merata dan 

partisipasi publik untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam rangka 

meningkatkan taraf hidupnya. 128 Kontribusi utama dari Owen kepada 

pemikiran kauru sosialis adalah pandangan di mana manusia adalah 

tidaklah tidak tetap atau absolut dan manusia itu memiliki kemauan bebas 

1u.'Welfare State," lihat dalam http://www.wikipedia.com. Lihatjuga dalam Arthur Gould, 
Capitalist Welfare Systems, New York: Longman, h.4 dan Phillip Anthony O'Hara, "Welfare 
State," dalam Encyclopedia Of Political Economy, New York: Routledge, 1995, hhn .. 1245. 
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untuk mengorganisir diri mereka ke dalam segala bentuk masyarakat yang 

mereka inginkan. Filsafat Owen didasarkan kepada tiga pilar intelektual, akan 

tetapi peneliti mengambil dua pilar yang berkaitan dengan perjuangannya 

terhadap kesejahteraan manusia pada umumnya dan rakyat sebagai warga 

negara pada khususnya. 
'> 

Pertarna, tak ada yang bertanggung jawab atas kehendakNya dan 

tindakan sendiri karena seluruh karaktemya terbentuk secaraindependen 

dari dirinya sendiri; orang adalah produk dari lingkungan mereka, maka 

Owen sangat mendukung terhadap perkembangan pendidikan dan 

' 
reformasi termasuk reformasi hukum, sebab menurutnya manusia dalam 

investasi bukan sekedar bagian dari produksi tetapi merupakan investasi 

modal. Kedua, dukungan untuk menempatkan rakyat ke dalam suatu 

sistem yang menghargai keberadaannya dan bukan sebagai suatu bagian 

dari sistem industri. 129 

Pemaharnan Owen menggambarkan suatu pemikiran bahwa 

pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan dengan sosialisme yang 

pro kepada rakyat. Berbeda dengan ajaran sosialis komunis, Owen 

cenderung tetap ingin menempatkan rakyat sesuai dengankedudukannya 

dan hak-hak asasinya sebagai 

'"'Robert Owen, Philantropy In New Lanark, 1800. Pada pembangunan New Lanark, Owen 
melibatkan dirinya dalam pendidikan, reformasi pabrik, dan pengembangan dari UU tentang 
Pengentasan Kemiskinan (The Poor Laws). Lihat juga dalam pidato publiknya yang pertarua, 
"The First Essay on The Principle of The Formation Character'', 1813 dan deklarasi Owen "A 
New View of Society," 1813. 
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manusiadengarunenghargaikeberadaannya,bukandengan penghapusan 

kelas seperti yang dicita-citakan oleh Karl Marx dan Engels. 130 

Robert Owen berpendapat bahwa setiap karakter dari manusia akan 

terpenuhi dan terbentuk dengan lingkungan dan keadaannya. Owen 

menempatkan manusia agar dapat mengalami proses pembelajaran secara 

filosofis, moral dan sosial sejak awal kehidupannya sehingga pada akhirnya 

dapat mewujudkan manusia yang berkarakter baik dan pada gilirannya akan 

mengurangi problem sosial yang timbul dalam masyarakat. 

Pembelaan Owen terhadap pengentasan kemiskinan dan 

pemberdayaan masyarakat khususnya buruh yang mengalami dampak paling 

besar dari industrialisasi melahirkan ajaran mengenai negara kesejahteraan. 

Robert Owen yang menganut faham socialis utopianism pada awalnya 

terpengaruh dari pandangan Jeremy Bentham sebagai partnernya dalam firma 

yang mereka dirikan bersarna-sama. Seiring dengan peijalanannya sebagai 

seorang utopian, Owen kemudian berpendapat berbeda mengenai pemahaman 

utopian murni seperti yang dianut oleh Bentham. Teori Bentham yang 

berpendapat bahwa undang-undang hendaknya dapat mencerminkan keadilan 

bagi semua individu dan memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian 

130 Pandangan mengenai perlu adanya penghapusan kelas dalam masyarakat pada 
kenyataannya tidak dapat berjalan pada sistem masyarakat. Menurut Marx, tidak bisa terlalu 
menggeneralisir semua pihak mendapat bagian yang sama dalam perputaran modal yang 
diserahkan kepada pasar. Sebab selalu ada pihak-pihak tertentu yang tidak mendapat keuntungan 
dalam pasar liberal, seperti buruh yang tidak mempunyai posisi tawar yang sama dengan 
pengnsaba. Lihat dalam Karl Marx, Das Capital A Critique of Political Economy, Vol. 2.,ed. 
Engels, Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1957, h.l89-190. Akan tetapi para 
penganut teori negara kesejabteraan menyebutkan babwa penghapusan kelas adalah sia-sia, 
golongan kapitalis tetap ada dan golongan miskin tetap terpuruk. Satu-satunya jalan bagi golongan 
miskin adalab meningkatkan taraf kesejabteraan dengan bantuan dari golongan kapitalis terutama 
dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendidikan, sebab masyarakat miskin 
yang bekerja akan mampu membelanjakan konsumsi dan dampaknya dapat meningkat pada 
kegiatan ekonomi. Lihat John Strachey, op.cit., hhn.l-5. 
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besar masyarakat (the greatest happiness for the greatest number)131
, 

sedangkan menurut Owen utopianism tidak dapat ditujukan hanya bagi 

kepentingan individu semata akan tetapi lebih berorientasi kepada 

kepentingan masyarakat dalarn arti luas. 132 

Pemaharnan mengenai negara kesejahteraan dari Barat akan lebih .. 
membumi apabila dilihat dari situasi dan kondisi dari masing-masing negara 

yang bersangkutan, terutama apabila dikaitkan dengan tahap periodesasi 

negara menuju kesejahteraan, sebab carnpur tangan negara dan peran negara 

dalarn proses menuju kepada negara kesejahteraan terpengaruh dari transisi 

kekuasaan negara. 133 Kesejahteraan Sosial Indonesia yang mengemukakan 

kepentingan bersarna dan sekaligus menempatkan peran rakyat pada posisi 

sentra-substansial dengan segala kemuliaan harkat martabatnya adalah 

konkuren bahkan merupakan bagian tak terpisahkan dengan paharn 

strukturalisme. 

131 Wolfgang Friedmann, Legal Theory, 3"' ed, London: Stevens and Sons Limited, 1953, 
hbn. 211-213. Menurut Friedmann, filsafat hukum Jeremy Bentham adalah individualisme 
utililarianisme. Individualismenya ditujukan terhadap emansipasi individu dari banyak kalangan 
konstitusional dan ketidakadilan yang merintangi. Di samping itu undang-undang menjamin 
orang-orang memperoleh persamaan kedudukan dan mengabdi kepada kepentingan umum yang 
lebih baik. 

132Kritik terbesar terhadap utilitarianisme adalah utilitarianisme sebenamya 
memprioritaskan kesejahteraan mayoritas. Minoritas atau individu yang preferensinya tidak 
diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara akan kurang dihiraukan dan sebagai akibatnya 
mereka dapat sangat dirugikan atau kehllangan hak-haknya, akan tampak sebagai suatu 
diskriminasi atau mencerminkan anggapan bahwa kelompok minoritas lebih berharga daripada 
kelompok mayoritas. Lihat Astim Riyanto, Filsafat Hukum, cet.l, Bandung: Yayasan 
Pembangunan Indonesia, 2003, h. 445 mengutip Scott Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, 
Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional (Human Rights), diterjemahkan oleh A. 
Hadyatna Pujaatmaka, cet.1., Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1994, h. 43-45. Lihat juga Robert 
Owen, Ibid. 

133 A.F.K. Organski dan Jaceck Kluger, "Power Transition Theory?' dalam The War 
Ledger, Chicago: The University of Chicago Press, 1980, h.6-12. Menurut Organski, campur 
Iangan negara dapat dilihat dalam besar tidaknya atau dominan tidaknya negara mengatur 
populasi, produktivitas negara dan politik dalam suatu negara. Perkembangan pengaruh dominasi 
negara tersebut dapat bertransisi mulai dari negara dominan,superpower, middle power hingga 
negara dengan small powers. 
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Bagi Indonesia, kesejahteraan sosial menempati posisi sentral dalam 

kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan Pasal33 dan Pasal27 UUD 1945, maka 

posisi perekonomi Indonesia menjadi gamblang dengan sendirinya bahwa 
• 

kegiatan dan arah penyelenggaraan perekonornian nasional dengan segala 

statika dan dinarnikanya, haruslah berujung pada kesejahteraan sosial. 

Kesejahteraan sosial Indonesia menempatkan rakyat Indonesia pada 

posisi sentra substansial , menolak pereduksian oleh stelsel laissez-faire ke 

dalam posisi marginal residual. Antara posisi rakyat yang sentra-substansial 

melawan marginal residual, konsepsi kesejahteraan sosial menghadapi 

' 
berbagai bentuk tuntutan argumentatif tentang social protection, social 

assistance, social benefits, relief assistance, pro-job and pro poor program, 

direct-attack on unemployment and poverty policy. 134 

Sejalan dengan tujuan Negara Kesejahteraan itu, dalam kebijakannya 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan agenda Meningkatkan 

Kesejahteraan Rakyat, dimana di dalammya terdapat Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah 2010-2015 (selanjutnya disebut "RPJMN")135 dan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (selanjutnyan disebut 

RPJP). Agenda RPJMN tersebut diatas bertujuan menata kembali dan 

pembangunan Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan 

Indonesia yang aman dan damai yang adi! dan demokrasi, yang kesejahteraan 

rakyatnya meningkat. Indonesia yang adil dan demokrasi ditandai dengan 

meningkatnya keadilan dan penegakan hukum, terciptanya landasan hukum 

134lbid., h. 5. 
"' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangnnan Jangka Panjang 2005-2025, fokusmedia, Jakarta, 2007, him. 145 
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untuk memperkuat kelembagaan demokrasi, meningkatnya kesetaraan gender 

di berbagai bidang pembangunan, terciptanya landasan bagi upaya 

penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang 

bersumber pada pancasila, UUD 1945 dan tertatanya sistem hukum nasional. 

Pancasila sebagai pencipta konsep kesejahteraan bersama, merupakan 

gambaran Pancasila dalam kaidah hidup ekonomi masyarakat pada umumnya, 

dan gambaran perusahaan di Indonesia pada khususnya. Hal ini dikarenakan 

posisi Pancasila yang mencoba untuk melakukan harmonisasi hubungan 

diantara keduanya, keluar dari pola hubungan masyarakat dan perusahaan 

' 
pada umumnya yang berlangsung saat ini. Dalam penekanannya terhadap 

tujuan pola tersebut, gagasan ekonomi dalam Pancasila, secara tegas menolak 

suatu sistem yang berbasis mekanisme pasar semata, maupun suatu sistem 

ekonomi yang berbasis etatisme, yang menekankan dominasi negara dalam 

pengkayaan kreasi hajat hidup orang banyak. Sehingga dalam konsep 

ekonomi dalam Pancasila, penghargaan terhadap hak individu untuk memiliki 

dan menguasai suatu benda atau jasa diakui dan dihargai kepemilikannya, 

dengan batasan titik tertentu, dimana untuk sumber daya vital penguasaannya 

dilakukan dibawah negara. 

Pancasila sebagai suatu nilai galian dan dasar berdirinya bangsa 

Indonesia, hendaknya dapat dipergunakan sebagai alat untuk memperkuat 

peran negara (state) dan mengatur batas norma perilaku bertindak dan 

memberikan perlindungan dari dua aktor lainnya, yaitu: perusahaan (market) 

dan masyarakat sipil (civil society). Hal tersebut dikaenakan adanya tujuan 

' utan1a dari kehidupan bernegara dari bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan 
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suatu masyarakat yang adil dan makmur, seluas dan selengkap mungkin bagi 

kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi kenyataan yang ada saat ini 

menunjukkan bahwa pancasi!a sebagai dasar negara belum didiferenisasikan 

kedalam tiga aktor yang berperan mengatur dan mengusahakan terwujudnya 

kesejahteraan bersama dalam kehidupan bemegara. 

Meskipun konsep negara kesejahteraan tidak tercanturn secara normatif 

(tegas) dalam UUD 1945, bukan berarti dapat disimpulkan bahwa Indonesia 

bukan sebagai negara yang mengusung konsep negara kesejahteraan. Harus 

diingat bahwa membaca sebuah teks hukum tidak cukup hanya dengan 

' 
melihat apa yang tertuang secara tekstual. Terkait dengan masaah ini, 

Philiphus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatrniati menjelaskan136 bahwa 

menjelaskan norma harus diawali dengan pendekatan konseptual, karena 

norma sebagai suatu bentuk proposisi tersusun atas rangkaian konsep. 

Demikian pula halnya Soepomo berpandangan, 137 bahwa membaca UUD 

1945 tidak cukup hanya dengan melihat pasal-pasalnya saja, tetapi juga harus 

melihat bagaimana dialkektika yang terjadi pada saat merumuskannya, karena 

melalui jalan ini dapat ditangkap spirit yang terdapat dibalik setiap pasal-

pasal itu. 

Melalui dua pandangan yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa membaca teks UUD 1945 (hal mengenai dan berhubungan dengan 

136 Philiphus M Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi hukum (Legal 
Argumentation/Legal Reasioning), Yogjakarta, Gadjah Mada Press, 2005, hlm.38-39. 

131 Dalam kaiatan dengan membaca teks UUD 1945. Soepomo adalah salah seorang dari 
sekian banyak tokoh yang terlibat dalam proses penyusunan naskah UUD 1945. 
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konsep negara kesejahteraan) barns menggunakan pendekatan konseptual dan 

pendekatan sejarah lahimya UUD 1945. 

Konsep negara kesejahteraan seringkali dipersepsikan berbeda-beda, 

tergantung dari sudut pandang dari sesorang yang tengah 

memperbincangkannya. Ada yang mempersepsikan dari spectrum ekonorni 

(seperti Nicholas Bar)/38 politik (Briggs),139 Ideologi (Titmuss). Terhadap 

pandangan-pandangan itu, terdapat elemen-elemen dasar yang dapat 

mempertautkan gagasan yang multipersepesi tersebut, hingga membentuk 

pemahaman awal atas pengenalan konsep negara kesejahteraan. Elemen-

elemen itu adalah negara (Pemerintah), pasar dan masyarakat. Jika elemen-

elemen dasar itu dielaborasi dan dikonstruksi, maka membentuk wujud dasar 

untuk mengenal konsep negara kesejahteraan, yaitu suatu konsep yang 

mendudukan peran pemerintah secara terukur dan berkornitmen terhadap 

persamaan sosial dan keadilan dengan mengacu pada tiga prinsip berikut ini: 

I. Perbaikan dan pencegahan terhadap efek-efek yang merugikan 
fungsi ekonorni pasar, khususnya yang merugikan bagi 
kesejahteraan pihak yang secara ekonorni dan sosial dianggap 
kurang marnpu; 

2. Distribusi kekayaan dan kesempatan bagi semuanya secara adil dan 
merata; dan 

3. Promosi terhadap kesejahteraan sosial dan sistemjarninan bagi yang 
kurang agar marnpu memperoleh manfaat yang lebih besar. 

Dengan beroperasi didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut di atas, 

konsep negara kesejahteraan merniliki enam tujuan dasar, yakni: 

pertumbuhan ekonomi, lapangan keija yang cukup, stabilitas harga, 

138 Bar, The economics of the welfare state, Oxford, 1998. 
139 A Briggs, The welfare State in historical Perspective, European Journal of Sociology, 

1961. 
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pembangunan dan ekspansi sistem jaminan sosial serta peningkatan kondisi 

kerja, distribusi modal dan kesejahteraan yang seluas mungkin, dan promosi 

terhadap kepentingan dan kelompok sosial dan ekonomi yang berbeda

bedaJ4o. 

Untuk kepentingan analisis, konsep negara kesejahteraan lebih 

ditekankan pada aspek sistim jaminan sosial. Sistim jarninan sosial pada suatu 

negara sering kali dituangkan dalam wujud legislasi dan kebijakan sosial. 

Tak dapat disangkal bahwa bahwa konsep negara kesejahteraan tidak identik 

dengan kebijakan sosial, tetapi sebuah negara yang disebut mengusung 

' 
konsep negara kesejahteraan tidak akan bermakna jika tidak terdapat sistim 

jaminan sosial di dalam legislasi dan kebijakan sosialnya. 

Dinna Wisnu141 memberi peringatan atas kerancuan pemahaman 

terhadap pengertian antara Negara kesejahteraan dan jarninan sosial ini. 

Senada dengan pemyataan itu, relevan mengutip pendapat yang dikemukan 

oleh Esping-Andersen sebagaimana dikutip oleh Darmawan Triwibowo,142 

"Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. 
Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut 
kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh negara 
(c.q pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, 
transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga kedua-nya 
(negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikkan. Hal 
itu tidaklah tepat karena kebijakan sosial tidak mempunyai hubungan 
biimplikasi dengan negara kesejahteraan. Kebijakan sosial bisa 
diterapkan tanpa keberadaan negara kesejahteraan, tapi sebaliknya 

140 Memahami bahwa konsep negara kesejahteraan seperti itu, maka karakter hukum pada 
Negarakesejahteraan seharusnya adalah responsif (Demokratis). Konsep hukum responsive 
dikemukakan oleh None! dan Zelsnick. 

141 Dinna Wisnu, Po/tik Sistim Jaminan Sosial, Menciptakan Rasa Aman Dalam Ekanomi 
Pasar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012. hlm.33. 

142 Darmawan Tri Wiowo, Mimpi Negara Negara Kesejahteraan, LP3ES, Jakarta, 2006. 
him 8. 
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negara kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk 
mendukung keberadaannya." 

Mendasarkan pada pemabaman demikian, maka betapa sebuah sisitim 

jaminan sosial merupakan elemen penting untuk mendukung keberadaan 

negara kesejahteraan Indonesia. 

Demikian pula hendaknya pemberian kred.it dalarn dunia perbankan d.i 

Indonesia hendaknya bertujuan untuk membantu masyarakat atau pelaku 

ekonomi dalarn mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan bersarna demi 

kepentingan debitur dan kreditur secara berimbang sesuai dengan konsep 

tujuan Negara Kesejahteraan (welfare state) dan Konsep, Negara 

Kesejahteraan Pancasila, dimana negara berfungsi sebagai (State Of Umpire). 

Pemberian kredit adalab Iilerupakan salab satu jenis usaha yang 

dilakukan oleh bank, yaitu dengan cara menyalurkan dana yang terhimpun 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka 

semakin banyak permohonan kepada bank untuk menyalurkan dana pinjaman 

melalui berbagai macarnjenis perjanjian kredit. 

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank dengan debitur 

untuk memberikan sejumlab dana kepada debitur. Pemberian kredit sangat 

beresiko tinggi karena begitu kredit sudab berada ditangan debitur pihak bank 

tidak dapat mengetahui dan tidak dapat menditeksi lebih jauh penggunaan 

kredit tersebut. Oleh karena itu dalam menyalurkan dana tersebut bank harus 

melaksanakan asas-asas perkreditan yang sehat dan asa kehati-hatian serta 

perlu penilaian yang seksarna dari berbagai faktor dalarn setiap pertimbangan 
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permohonan !credit, dengan maksud sejak awal telah ada upaya pencegahan 

dan pengurangan resiko itu.143 

Dalam setiap permohonan pemberian kredit biasanya bank akan 

melakukan penilaian dari berbagai aspek dan selalu berpegang teguh pada 

prinsip-prinsip yang dijadikan acuan analisis pemberian !credit yaitu 144
: 

1. Prinsip 5 C : Character (kepribadian penerima !credit), Capital (Modal 
yang dimiliki penerirna kredit), Capacity (kemampuan 
penerima kredit dalam melakukan usaha), Condition of 
economic (Prospek usaha penerima !credit) dan Collateral 
Qaminan!harta benda yang dirniliki oleh penerima !credit). 

2. Prinsip 5 P : Party (pihak penerirna kredit), Purpose(Tujuan peng
gunaan kredit), Payment (Sumber pembayaran), 
Profitaility (keuntungan) dan Protection , Garninan 
sebagai pengamanan kredit) 

3. Prinsip 3 R : Returns (pengembalian kredit), Repayment (pembayaran 
kembali) dan Risk Bearing Ability (faktor kegagalan atau 
kerugian) 

Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit tersebut diatas seluruhnya 

bertujuan untuk kepastian hukum dan pengamanan atas kredit itu sendiri 

dengan tujuan akhir pengembalian !credit yang telah diterima kreditur. 

Peijanjian !credit sendiri memiliki karakteristik tersendiri. Salah satu 

karakteristik yang membuat peijanjian kredit berbeda dari peijanjian lainnya 

adalah peijanjian ini sering diikuti dengan peijanjian lainnya, yang mana 

bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap 

peijanjian !credit itu sendiri. Salah satu peijanjian yang sering mengikuti 

sebuah peijanjian !credit adalah perjanjian pemberian jaminan atau dikenal 

pula dengan istilah peijanjian pengikatan jaminan. 

143 Hero Suprapto, Segi Hukum Penangan Kredit Macer dan Pengaturan Masa/ah Rahasia 
Bank, Makalah Diskusi Panel BUPLN dan Mahkamah Agung, Denpasar 6-7 Desember 1994. 

144 Djubaendah Hasan, op.cit., him. 156. 
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Perjanjian pengikatan jaminan ini muncul dikarenakan hampir semua 

bank dalam memberikan !credit selalu meminta kepada debitur untuk 

menyediakan jarninan dalam bentuk benda tertentu baik itu benda bergerak 

maupun tidak bergerak. Jarninan kebendaan yang diberikan oleh debitur 

untuk menjarnin pengembalian !credit harus disebutkan dalam pasal 

perjanjian !credit, yang nantinya diikuti dengan pengikatan jarninan dengan 

akta tersendiri yang dikenal dengan perjanjian jaminan. Sebelum melakukan 

pengikatan jarninan maka harus disebut secara jelas dan tegas benda yang 

dijaminkan. Dengan demikian, perjanjian !credit merupakan perjanjian pokok 

' yang menjadi dasar perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan. 

Petunjuk yang dapat dipakai untuk menentukan rumusan jarninan 

adalah Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa tanpa 

diperjanjikanpun seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi 

pelunasan utangnya. Dengan demikian, pengertian peijanjian pengikatan 

jaminan adalah suatu peijanjian yang dibuat untuk mengikat sebuah jarninan 

kebendaan dari debitur untuk dijadikan sebagai jarninan pelunasan utangnya 145
. 

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa harta kekayaan debitur 

tidak hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang yang timbul karena 

perjanjian antara kreditur dengan debitur, tetapi juga untuk melunasi utang 

debitur yang timbul dari perikatan debitur. Sebagaimana ditentukan dalam 

Pasal 1233 KUH Perdata, suatu perikatan timbul atau lahir karena adanya 

perjanjian antara kreditur dengan debitur atau lahir karena ketentuan undang-

"' Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan 
Jilid 2. Ind-Hill Co, Jakarta, 2002, blm.5. 
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undang. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, wujud dari perikatan tersebut 

berupa memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak untuk berbuat 

sesuatu yang dalam istilah hukum biasa disebut dengan prestasi. Pasal 1131 

KUH Perdata tidak hanya menemukan bahwa harta kekayaan debitur untuk 

agunan dari utang yang timbul dari perjanjian antara kreditur dengan debitur, 

tetapi juga digunakan untuk menjamin semua kewajiban yang timbul karena 

perikatan-perikatan lain, baik perikatan yang lahir karena perjanjian utang 

piutang maupun pin jam meminjam uang. 

Dalam kehidupan sehari-hari suatu badan hukum dapat terikat bukan 

' saja satu kreditur, tetapi dapat pula terikat dengan beberapa kreditur dalam 

waktu yang bersamaan. Oleh karena itu menurut Pasal 1131 KUH Perdata 

semua harta kekayaan debitur menjadi agunan bagi pelaksanaan kewajiban 

debitur kepada semua kreditur lainnya. Semua harta kekayaan debitur dapat 

dijual untuk pelunasan semua utang debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 

1132 KUH Perdata. Menurut Pasal tersebut, harta kekayaan debitur menjadi 

agunan bersama-sama bagi semua krediturnya di mana hasil penjualan harta 

kekayaan itu dibagi-bagi menurut asas keseimbangan yaitu menurut besar 

kecilnya tagihan masing-masing kreditur kecuali apabila di antara para 

kreditur terdapat alasan yang sah untuk didahulukan. 

Mariam Darus Bad:rulzaman merumuskan jaminan sebagai 

tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada 

kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan146 

146 Mariam Darns Badrulzaman, Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis 
Volume II, Th. 2000,hlm.l2 
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Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat accesoir, yang artinya 

perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaannya tergantung 

kepada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian pokok ini 

adalah perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang yang diikuti dengan 

perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut 

dimaksudkan agar keamanan kreditur lebih terjarnin dan bentuknya dapat 

berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan147
. Dengan 

demikian kedudukan perjanjian pengikatan jarninan yang dikonstruksikan 

sebagai perjanjian accesoir mempunyai akibat hukum yaitu148
: 

1. Eksistensinya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit). 
2. Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit). 
3. Jika perjanjian pokok batal, perjanjian jarninan ikut batal. 
4. Jika perjanjian pokok beralih, maka ikut beralih juga perjanjian 

jaminan. 
5. Jika perjanjian pokok beralih karena cessie, subrogasi maka ikut 

beralih juga perjanjian jaminan tanpa adanya penyerahan khusus. 

Perjanjian kredit berakhir karena kreditnya telah dilunasi atau 

berakhir karena sebab lain, maka berakhir pula perjanjian pengikatan 

, jaminan. Jika perjanjian kredit cacat yuridis dan batal maka perjanjian 

pengikatan jaminan ikut batal juga. Sebaliknya jika perja.I1iian pengikatan 

jaminan cacat dan batal karena suatu sebab hukum, misalnya barang jaminan 

musnah atau dibatalkan karena pemberi jaminan tidak berhak menjaminkan 

maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tidak batal. Debitur tetap ., 

harus melunasi utangnya sesuai perjanjian kredit 

147 Frieda Husni Hasbullah, Lac. cit,. hlm.6 
148 Sutarno, Aspek-aspek Huk:um Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003, 

hlm.l43. 
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Adapun yang dimaksudkan dengan subjek dalam peiJanJian 

pengikatan jaminan adalah pihak-pihak yang tersangkut dalam perjanjian 

pengikatan jaminan yang mencakup dua pihak yaitu pihak kreditur sebagai 

penerima jaminan dan debitur/pihak lain sebagai pemberi jaminan. Pemberi 

jaminan sebenarnya bisa debitur sendiri dan bisa pula pihak ketiga (bukan 

debitur) sebagai pernilik bendajaminan. 

Pada dasamya pihak yang memberi jaminan adalah pihak yang 

berwenang menjaminkan barang itu yaitu pernilik barang. Orang atau badan 

hukum yang tidak memiliki barang atau benda secara sah menurut hukuni 

tidak berwenang untuk menjaminkan barang atau benda tersebut. Dengan 

kata lain yang berhak menjaminkan atas barang atau benda adalah pemilik 

barang atau pernilik benda tersebut. Singkatnya, subjek dalam perjanjian 

pengikatan jaminan yaitu kreditur sebagai penerima!pemegang jaminan dan 

debitur/pihak lain pernilik jaminan sebagai pemberi jaminan. Mereka itulah 

yang menanda tangani akta perjanjian pengikatan jaminan. Sedangkan objek 

, hukum dari perjanjian pengikatan jaminan sendiri adalah jaminan kredit yang 

diberikan oleh penerima kredit. 

Jaminan kredit ini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan 

mudal! untuk diuangkan, yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk 

pembayaran dari utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yanlt dibuat 

kreditur dan debitur. K.redit yang diberikan selalu diamankan dengan jaminan 

kredit dengan tujuan untuk menghindarkan adanya resiko debitur tidak 

membayar utangnya. Apabila debitur oleh karena sesuatu sebab tidak mampu 
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melunasi utangnya maka kreditur dengan bebas dapat menjual dan menutup 

utang dari hasil penjualan jaminan dimaksud. 149 

Barang atau benda yang dapat dijadikan jaminan dapat berupa 

jaminan materiil berwujud dan immateriil tidak berwujud. Jaminan materiil 

berwujud antara lain seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, kapal !aut di atas 

20m3, pesawat udara, mobil, sepeda motor, persediaan bahan baku, perhiasan 

dan lain-lain. Sedangkan jaminan immateriil tidak berwujud antara lain 

seperti deposito, saham, piutang, tabungan, obligasi dan lain-lain. 

Menurut R. Subekti dalam bukunya Jaminan-jaminan untuk 

Pemberian Kredit, jaminan yang baik atau ideal adalah jaminan yang 

memenuhi persyaratan: 150 

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh 
pihak yang memerlukan. 

2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit 
untuk melakukan (meneruskan) usahanya. 

3. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti 
bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi 
yaitu bila perlu dapat mudab diuangkan untuk melunasi utangnya 
si penerima kredit. 

Ada beberapa macam lembaga jaminan kebendaan dan bentuk 

pengikatan jaminan menurut Hukum Perdata Indonesia. Bentuk pengikatan 

jaminan sebenamya tergantung jenis dari benda yang menjadi jarninan, 

apakab benda bergerak atau benda tidak bergerak. Beberapa jenis jaminan 

149Ibid., hlm. 142. 
150 Subekti, Suatu Tinjauan tentang Sis/em Hukum Jaminan Nasional, Seminar BPHN, 

1983, hlm. 23. 
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juga dapat dike1ompok-kan menurut sifatnya, objeknya dan 1ain-1ainnya. 

Setidaknya ada 5 jenis ke1ompok jaminan, yaitu 151
: 

1. Jaminan yang Lahir karena Undang-undang dan karena perjanjian: 

a. Jaminan karena undang-undang, yaitu jaminan yang karena 

ditentu-kan o1eh undang-undang tidak perlu ada perjanjian antara 

kreditur dengan debitur. Perwujudannya adalah Pasal 1131 dan 

1132 KUHPerdata yang akan menimbulkan jaminan urnum, 

artinya semua harta benda debitur menjadi jaminan bagi se1uruh 

utang debitur dan berlaku untuk semua kreditur. Para kreditur 

mempunyai kedudukan konkuren yang secara bersama-sama 

mempero1ehjarninan umum yang diberikan undang-undang. 

b. Jarninan karena perjanjian, ialah jaminan yang ada karena 

diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur. Jarninan 

dalam bentuk hak tanggungan/hipotik, fidusia, gadai tergo1ong 

jarninan karena diperjanjikan terlebih dahu1u antara kreditur dan 

debitur. 

2. Jaminan Umurn dan Jaminan Khusus: 

a Jaminan urnurn 1ahir dan bersumber karena undang-undang, 

adanya ditentukan dan ditunjuk o1eh undang-undang tanpa ada 

perjanjian dari para pihak (kreditur dan debitur). 

151 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum 
Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm.43. 
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b. Jaminan k:husus lahirnya karena ada perjanjian antara perjanjian 

antara kreditur dengan debitur yang dapat berupa jaminan yang 

bersifat kebendaan a tau jaminan bersifat perorangan. 

3. Jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu 

benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, 

dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya di 

tangan siapapun benda itu berada (droit de suite). 

4. Jaminan Perorangan, adalah jaminan yang bersifat perorangan yang 

menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. 

5. Jaminan benda bergerak dan tidak bergerak, dalam hal ini akan terjadi 

pembedaan dalam hal-hal: 

a. Pembebanan jaminan: 

I) Terjadi pembedaan jaminan benda bergerak dan benda tidak 

bergerak. 

2) Pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak akan 

menentukan bentuk atau jenis pembebanan atau pengikatan 

jaminan atas benda tersebut dalam pemberian !credit. 

b. Penyerahan (levering). Pembedaan mengenai benda bergerak dan 

benda tidak bergerak mengakibatkan perbedaan dalam 

penyerahan benda itu. Untuk benda bergerak penyerahan_,_dengan 

nyata (penyerahan bendanya), untuk benda tidak bergerak 

dilakukan dengan balik nama. 
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c. Dalam hal daluwarsa (verjaring), untuk benda bergerak tidak 

mengenal daluwarsa, sedangkan benda tidak bergerak mengenal 

daluwarsa (30 tahun). 

d. Berkenaan dengan bezit untuk benda bergerak berlaku ketentuan 

Pasal 1977 KUH Perdata yaitu seorang bezitter dari barang 

bergerak adalah pemilik benda itu, sedangkan untuk benda tidak 

bergerak tidak demikian. 

Dengan adanya pengelompokan jenis-jenis jaminan seperti tertera di 

atas, maka dengan adanya pembedaan itu pula sesuai dengan ketentuan 

undang-undang mempunyai bentuk pengikatan jaminan yang berbeda-beda 

sehingga dapat pula pengikatan jaminan itu dibedakan menjadi 152
: 

I. Jarninan Kebendaan 

a. Hipotik, menurut Pasal 1162 KUH Perdata disebutkan bahwa 

hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak 

bergerak, untuk mengambil pengganthm daripadanya bagi 

pelunasan suatu perikatan. 

b. Hak tanggungan, peraturan mengenai hak tanggungan dapat 

dilihat dalam Pasal 25, 33 dan 39 UUPA. Pasal 51 UUPA 

menyebutkan bahwa: Hak tanggungan dapat dibebankan 

terhadap tanah dengan status Hak rnilik, Hak oUilli"' Usaha 

(HGU) dan Hak Guna Bangunan, tersebut dalam Pasal 25, 33 

dan 39 UUP A dan akan diatur dengan undang-undang. 

152/bid, him. 50. 
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c. Fidusia, menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang J aminan Fidusia Pasal 1 butir I, bahwa Fidusia adalah 

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan 

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

d. Gadai, Pasal 1150 sampai 1161 KUH Perdata. Menurut Pasal 

1150 KUHPerdata, bahwa gadai adalah suatu hak yang 

diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang 

diserahkan kepadanya o1eh seorang berutang atau oleh seorang 

lain atas narnanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si 

berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut 

secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; 

dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan 

biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelarnatkannya setelah 

barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. 

2. Jaminan Perorangan: 

a) Borgtocht 

Borgtocht atau penanggungan diatur dalam Bab Ketujuh Belas KUH 

Perdata. Menurut Pasal 1820 KUH Perdata, penanggungan 

adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak keti&_a, guna 

kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi 

perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak 

memenuhi-nya. 
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b) Personal Gurantee dan Corporate Guarantee, yaitu jaminan 

yang bersifat perorangan atau jaminan yang diberikan 

perusahaan yang menimbulk:an hubungan langsung dengan 

orang tertentu. 

c) Bank Guarantee, yaitu jaminan yang diberikan oleh bank atau 

lembaga keuangan, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan 

si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. 

Selain dari 5 jenis pengikatan jaminan sebagaimana terse but diatas, di 

Indonesia juga pernah dikenal pengikatan jaminan melalui credietverband, 

yang merupakan lembaga jaminan yang diatur di dalam Koninklijk Besluit 

1908 Nomor 50, Stb 1908 Nomor 542. Objek jaminan ini adalah hak milik 

tanah menurut hukum adat sehingga dinamakan juga hipotik bumiputera 

(inlandsch hypotheek). Di dalam ketentuan peralihan Undang-undang Pokok 

Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ditentukan bahwa selama undang-undang 

mengenai hak tanggungan tersebut dalam Pasal 51 belum terbentuk, maka 

' yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotik dalam KUH 

Perdata dan Credietverband dalam Stb 1908 Nomor 542. Setelah Undang

undang Pokok Agraria Tahun 1960 diberlakukan, maka di antara hipotik dan 

credietverband terjadi persamaan, khususnya mengenai proses terjadinya 

hingga pendaftaran. 

Pada Waktu berlakunya undang-undang penerbangan yang lama 

(Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958) dikenal lembaga jaminan yang 

dignnakan sebagai sarana untuk menjaminkan pesawat udara yaitu "lembaga 
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mortgage". Dalam sistem dasar hukum jaminan di Indonesia tidak dikenal 

adanya mortgage, yang berasal dari konstruksi Hukum Anglo Amerika yang 

menganut prinsip bahwa jaminan itu dapat dibebankan baik terhadap benda 

tidak bergerak (real property) maupun benda bergerak (moveable property). 

Dalam Black Law Dictionary mortgage diartikan sebagai berikut: "A 

mortgage is an interest in land created by a written instrument providing, 

security for the perfomance of a duty or the payment of debt". Mortgage 

selain dibebankan atas tanah, dikenal pula adanya beberapa jenis mortgage 

lainnya yang berobyek benda bergerak seperti chattel mortgage, ship 

mortgage, collateral mortgage. A.B Lubis memberikan pengertian mortgage 

b . b "ku 153 se agru en t : 

A conveyance of property upon condition (assecurity for the payment 
of debt or the perfomance of duty) that operates as a lien or charge 
securing the payment of the money or the perfomance of an obligation 
so that the mortgage may under certain conditions take possession or 
may foreclose the property upon default, that becomes void upon 
payment or performance according, to stipulated terms and that 
leaves possession with the morgagor and subyects the mortgagee's 
defeasible estate in the land to the equty courts. 

Dari pengertian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

debitor melepaskan hak rniliknya atas benda yang dijaminkan untuk 

kemudian diserahkan kepernilikannya kepada kreditor sampai dengan 

dilunasi seluruh hutang kreditor kepada kreditor. Padahal dalam konstruksi 

hukum jarninan di Indonesia, para pihak tidak pemah bennaksud untuk 

mengalihkan hak rnilik atas benda jaminan, yang sekedar dipakai sebagai 

jaminan terhadap pelunasan suatu perikatan, jika debitur benar-benar tidak 

153Moch. Jsnaeni, op.cit., hhn. 166. 
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memenuhi perikatan maka pihak kreditur dapat mengambil pelunasan 

piutangnya dari nilai benda jaminan setelah benda tersebut yang dijual 

melalui lelang. Oleh karena itu lembaga jarninan mortagage tidak dipakai 

dalam sistem hukurn jaminan di Indonesia. 

Pembangunan Ekonomi Nasional Indonesia di bidang hukum yang 

meminta perhatian sungguh-sungguh dalam pembinaan hukurnnya adalah 

lembaga jaminan. 154 Perkembangan ekonomi, perdagangan dan kebutuhan 

memerlukan kredit untuk meningkatkan usaha perdagangan yang harus ada 

sebagai jaminan sebagai konsekuensi logis perwujudan tanggung jawab dari 

pembinaan hukum untuk mengimbangi laju kegiatan-kegiatan dalam bidang 

perdagangan, perindustrian, perseroan, kegiatan proyek maupun transportasi, 

khususnya dan lebih khusus lagi transportasi udara. 

Kreditur sebagai pemilik piutang harus mengetahui dan meneliti 

keadaan keuangan, keinginan calon debitur, kelayakan kredit dan 

kesanggupannya untuk membayar utangnya kepada kreditur. Kreditur tidak 

, mau menderita kerugian akibat debitur tidak mampu membayar hutangnya. 

Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut perlu adanya 

jarninan dari debitur. Kreditur harus mengadakan penelitian identitas dari 

eaton debitur, barang yang akan dijadikan agunan. Kreditur akan minta 

jarninan kepada debitur untuk memperlancar ketertiban pembayaran 
-~ 

piutangnya serta mencegah timbulnya kerugian. Ada berbagai jarninan utang 

yang diatur dalam KUH Perdata Pada dasarnya agunan yang digunakan 

154 Istilah jaminan berasal dari perkataan jamin yang berarti tanggung sehingga perkataan 
jaminan dapat diartikan se bagai tanggungan. Dalam perkembangannya digunakan istilah 
"agunan". 
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untuk mencegah terjadinya kerugian yang dihadapi kreditur dapat berupa 

jaminan penanggungan (borgtocht), asuransi (assignment of insurance 

proceeds), pelimpahan tagihan-tagihan debitur kepada kreditur (assignment 

of account receivable), deposito agunan (security deposit in pledge with the 

creditor), garansi bank (bank guarantee), saling menanggung (cross 

guarantee) kebendaan, baik terhadap benda bergerak maupun benda tidak 

bergerak. 

Penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga 

guna kepentingan si berutang atau debitur, mengikatkan diri untuk memenuhi 

perutangan si berhutang. 155 Pada sebuah pesawat udara, di atasnya haknya 

memang dapat dijumpai perbagai macam hak, misalnya hak milik, hak sewa, 

atau juga hak jaminan. Keberadaan hak-hak tersebut secara internasional 

sudah pula diakui lewat Konvensi Jenewa 1948 yang dikenal dengan, 

"International Recognation Of Rights in Aircraft", atau disebut "Mortgage 

Convention". Konvensi ini memang berfokus pada persoalan pembebanan 

, pesawat udara dengan syarat-syarat tertentu demi keuntungan !creditor. 

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 71 menyatakan bahwa 

Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan intemasional yang 

timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian 

pengikatan hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha. Sel!!;fijutnya 

dalam penjelasan Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 

menyatakan bahwa: 

m Pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan babwa penanggungan adalah suatu persetujuan 
di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan 
debitur apabila debitur tersebut tidak memenuhi perikatannya 
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1. Yang dimaksud dengan dimaksud dengan "kepentingan intemasional" 

adalah suatu kepentingan yang diperoleh kreditur yang timbul akibat 

perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak 

bersyarat danlatau perjanjian hak sewa guna usaha yang tunduk pada 

konvensi tentang kepentingan intemasional dalam peralatan bergerak 

dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan udara 

(Protocol to the Convention on Interests in MobileEquipment on Matters 

Specific to Aircraft Equipment). 

2. Yang dimaksud dengan "pemberian hak jaminan kebendaan" (security 

agreement) adalah suatu perjanjian di mana pemberi hak jaminan 

kebendaan (chargor) memberikan atau menyetujui untuk memberikan 

kepada penerima hak jaminan kebendaan (chargee) suatu kepentingan 

(termasuk kepentingan kepemilikan) atas objek pesawat udara untuk 

menjamin pemenuhan kewajiban yang terjadi atau yang akan terjadi dari 

pemberi hak jaminan kebendaan atau pihak ketiga. 

o 3. Yang dimaksud dengan ''perjanjian pengikatan hak bersyarat" (title 

reservation agreement) adalah suatu perjanjian penjualan objekpesawat 

udara dengan ketentuan bahwa kepemilikan tidak akanberalih sampai 

terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalamperjanjian. 

4. Yang dimaksud dengan "perjanjian sewa guna usaha" Jleasing 

agreement) adalah suatu perjanjian di mana seseorang (pemberi 

sewaguna usahallessor) memberikan hak kepada orang lain 

(penerimasewa guna usaha!lessee) untuk menguasai suatu objek 
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pesawatudara ( dengan atau tanpa opsi untuk membeli) dengan 

kompensasi berupa uang sewa atau pembayaran lainnya. 

Dengan mengamati Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 

dan penjelasanya dapat disimpulkan bahwa yang diatur oleh ketentuan ini 

adalah pesawat udara yang telah mempunyai tanda pendaftaran kebangsaan 

dapat dijadikan jaminan kebendaan tanpa menyebut lembaga apa yang 

dipakai untuk menjaminkan pesawat udara tersebut. 

Pembahasan lebih lanjut lembaga apa yang tepat dipakai untuk 

menjaminkan pesawat udara berdasarkan sistem hukurn jaminan di 

Indonesia, tidak satupun lembaga jaminan yang tepat dapat dipakai dalam 

menjaminkan pesawat udara, karena dalam sistem hukurn benda yang berlaku 

di Indonesia pesawat udara belum secara tegas diatur apakah termasuk benda 

bergerak atau benda tidak bergerak, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai 

berikut: 

jika pesawat udara digolongkan menjadi benda tidak bergerak, maka 

"lembaga hipotik156 yang cocok dipakai sebagai lembaga jaminan bagi 

pesawat udara, karena lembaga jaminan hipotik dipakai untuk menjaminkan 

benda-benda tidak bergerak, perjanjian pembebanannya harus didaftarkan 

pada Departemen Perhubungan Udara dan adanya kepastian hukum, karena 

pemegang hipotik mempunyai hak preference (dapat didahulukan) t;;rhadap 

kepentingan kreditor lainnya. Jika lembagai fiducia yang dipakai, pesawat 

udara harus terlebih dahulu digolongkan menjadi benda bergerak, padahal 

156 Menurut Pasal 1162 KUH Perdata, hipotik adalah suatu hak kebendaan atas henda
henda tak bergerak untuk mengambil bagian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. 
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pesawat udara akan berfungsi sebagai obyek jaminan jika pesawat udara 

tersebut telab memiliki tanda daftar kebangsaan, sedangkan ketentuan bagi 

benda bergerak menurut sistem hukun jaminan di Indonesia tidak perlu 

didaftar terlebih dabulu. Jika yang dipakai adalab lembaga gadai, jelas tidak 

mungkin dilaksanakan karena benda yang digadaikan harus diserahkan dan 

dikuasai oleh kreditur. Padahal pesawat udara merupakan sarana inti dalam 

usaha penerbangan yang harus tetap dioperasikan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk dapat memilih lembaga 

jarninan yang tepat untuk pesawat udara, pembentuk undang-undang terlebih 

dahulu harus menggolongkan jenis benda apakah pesawat udara tersebut, 

dengan mengingat pesawat udara memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi 

sebagai modal dari perusahaan penerbangan, tepatlah kiranya pesawat udara 

dapat digolongkan sebagai benda bergerak yang khusus, para ahli hukum 

udara berpendapat bahwa pesawat udara adalab termasuk dalam kategori 

benda bergerak (moveable property) yang mempunyai exceptional status 

o sebagai benda bergerak yang diatur secara khusus atau dinamakan sebagai 

"moveable property sui generis "157
• Oleh karenanya lembaga yang tepat 

dapat dipakai untuk menjaminkan pesawat udara adalah dengan 

menggunakan lembaga hipotik, karena segala sesuatu yang dibutuhkan baik 

oleh kreditur maupun debitur dapat dipenuhi oleh lembaga hipot_.~ yang 

merniliki asas-asas yaitu dapat didahulukan kepentingannya dari kreditur 

lainnya (preference), pembebanan jarninan mengikuti bendanya (droit de 

157 Mieke Komar Kantaatmadja, op.cit., him. 47. 
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suite), pendaftaran (openbaarheid), spesialitas, kemutlakan hak jaminan, dan 

benda tetap dapat dikuasai dan dioperasikan oleh debitur. 

Pembebanan hak jaminan terhadap pesawat udara dengan meng-

gunakan lembaga hipotik memiliki beberapa keunggulan bagi kepentingan 

kreditur, karena selain hak hipotik dilekati sifat kebendaan ("zaaksgevolg "), 

yang didaftar dalam register umum, dibuat dalam akta otentik, dapat pula 

dirinci beberapa kemungkinan untuk mengadakan janji-janji kbusus pada 

waktu membuat akta hipotik, antara lain mengenai asuransi, janji untuk tidak 

disewakan, janji untuk memberikan kuasa menjual dan janji-janji lainnya 

yang tidak bertentangan dengan hukum. Dengan dimungkinkannyajanji-janji 

sebagai mana tersebut diatas, akan melindungi kreditur dari segala resiko 

yang timbul dari perjanjian penjaminan dengan obyek pesawat udara dan 

mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat. 

C. Perjanjian-Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Pesawat Udara di 

, Indonesia. 

Berbicara tentang Jaminan, umumnya selalu dihubungkan dengan 

pemberian kredit. Suatu lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, 

termasuk lembaga pembiayaan, didalam memberikan kredit tau pembiayaan 

umurnnya meminta jarninan kepada debitur. Jaminan yang dimaksud disini .. 
bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. 

Istilah Jaminan merupakan tetjemahan dari bahasa Belanda, yaitu 

"Zekerheid' atau "Cautie".Zekerheid atau Cautie mencakup secara umum 
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cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung 

jawaban tuntun debitur terhadap hutang-hutangnya. 158 

Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan istilah agunan. Istilah 

agunan dapat ditemukan didalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, agunan adalah : "Jaminan tambahan yang 

diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasiltas 

kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah". 

Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang 

diselenggarakan di Yogyakarta Juli 1977 disimpulakan pengertian Jaminan 

adalah : menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang 

yang timbul dari suatu perikatan huktun. Oleh karena itu huktun jaminan erat 

sekali hubungannya dengan huktun benda-benda. 159 

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat 1 (I) Surat Keputusan Direksi Bank 

Indobesia Nomor 23/69/KEP/DIR. tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan 

Pemberian menyatakan bahwa : "Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas 

, kesanggupan debitur untuk melunasi !credit sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Pendapat yang lain mengenai jarninan, dikemukakan oleh 

Hadisoeprapto sebagai berikut : ''jaminan !credit adalah segala sesuatu yang 

diberikan oleh kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan 

158 H, Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta. him. 21 

159 Mariam dams Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia, 
Aluni Bandung, 1987. him. 227-265. 
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memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu 

perikatan. 160 

Kartono menyatakan bahwa "Jaminan dalam suatu pemberian kredit 

merupakan suatu usaha dari kreditur untuk memperkuat kedudukannya 

sebagai kreditur dalam arti mendapat Jaminan yang lebih kuat walaupun hak-

hak kreditur pada umumnya sudah dijamin oleh kekayaan debitur baik yang 

telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan 

Pasal 1131 dan ketentuan 

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata". 161 Adapun 

selengkapnya dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata 

dirnaksud adalah sebagai berikut : 

Pasal 1131 KUH Perdata; Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak 
maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru 
akan ada dikemudian hari, menjad.i tanggungan untuk segala perikatan 
perseorangan. 

Pasal 1132 KUH Perdata ; Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama
sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya, pendapatan 
penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu 
menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara 
orangorang yang berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk 
didahulukan. 

Dari pengertian jaminan sebagaimana telah dikemukakan. di atas, 

maka dapat dipahami konsepsi jaminan sebagai berikut : difokuskan pada 

pemenuhan kewajiban kepada kreditur, wujud jaminan ini dapat dinilai .. 
dengan uang Gaminan materiil), tirnbulnya jaminan karena adanya perikatan 

160 Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty 
Yogyakarta, 1984. hlm 50. 

161 Kartono, Hak-hak Jaminan Kredit. Cetakan Kedua, PradnyaParamita, Jakarta, 1977. 
him. 11 
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antara kreditu dengan debitur, keyakinan kreditur atas kesanggupan debitur 

untuk melunasi hutangnya. 

Dalam konteks pemberian kredit, menurut Sutan Remy Sjahdeini, 

jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah untuk 

diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari 

hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan 

debitur. 162 Sesungguhnya keberadaan jaminan merupakan prasyarat untuk 

memperkecil risiko kreditur dalam penyaluran kredit. Sebagai langkah 

antisipatif dalam menarik kembali kredit atau pembiayaan yang telah 

diberikan kepada debitur, jaminan hendaknya dipertimbangkan dua faktor, 

yaitu: 

I. Secured, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis 

formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang~undangan. Jika 

kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki 

kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi. 

, 2. Marketable, artinya jaminan tersebut hila hendak dieksekusi, dapat segera 

dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.163 

Kredit yang diberikan selalu diamankan dengan jaminan kredit dengan 

tujuan untuk menghindarkan adanya risiko debitur tidak: membayar 

hutangnya. Apabila debitur oleh karena sesuatu sebab tidak mampu Ii'ielunasi 

162 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Azas-azas, Ketentuan- Ketentuan Pokak dan 
Masalahyang Dihadapi oleh Perbankan, Alumni, Bandung, 1999. him. 132. 

163 Johannes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian 
Kredit Bermasalah, RefikaAditama, Bandung, 2004, hbn. 71. 
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hutangnya maka kreditur dapat menjual atau menutup hutang dari hasil 

penjualan jaminan tersebut. 

Menurut Subekti, jarninan yang dapat dianggap baik (ideal), apabila 

1. Secara mudah dapat membantu perolehan kredit oleh yang 

memerlukan. 

2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pemberi kredit untuk 

melakukan (meneruskan) usahanya 

3. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa 

barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusiyaitu bila 

perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima 

(pengambil) kredit. I64 

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas maka fungsi jarninan 

adalah memberikan hak dan kekuasaan terhadap kreditur untuk mendapatkan 

pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitor 

tidak melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan. "Kredit yang 

, didukung dengan jarninandisebut secured loans sedangkan kredit yang tidak 

didukung dengan jaminan disebut unsecured loans". 165 Menurut Sutarno, 

jarninan kredit berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada 

kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang 

jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi utangnya pada wa!dU yang 

164 Soebekti, Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut 
Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. him. 73. 

"' Muhammad Djumhana, 1993, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1993.hlm. 76. 
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ditentukan. 166 Sementara Suyatno menyatakan bahwa kegunaan jaminan 

kredit adalah : 

I. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan 

pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk 

membayar kembali utangnya pada waktu yang ditetapkan dalam 

perjanjian. 

2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai 

usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau 

proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaan dapat dicegah 

atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat 

diperkecil. 

3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, 

khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat 

yang telah disetujui agar debitur danlatau pihak ketiga yang ikut menjamin 

tidak kehilangan kekayaan yang dijaminkan kepada bank. 167 

0 

Dengan demikian keberadaan jaminan mempunyai kedudukan dan 

manfaat yang sangat penting dalam menunujang pembangunan ekonomi. 

Keberadaan jaminan dapat memberikan manfaat baik bagi kreditur maupun 

debitur. Bagi debitur, dengan adanya benda jarninan itu dapat memperoleh 

fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam pengembangan usaha yang 

dijalankannya, karena sudah tersedia modal yang memadai sesuai dengan 

166 Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 
1999.hlm.32 

167 Ibid 
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kebutuhannya. Dengan modal yang diperoleh melalui fasilitas kredit itu 

debitur dapat menjalankan bisnisnya dengan !arrear. 

Sedangkan manfaat jaminan bagi kreditur, mencakup terwujudnya 

keamanan transaksi dagang yang ditutup dan memberikan kepastian hukum 

bagi kreditur. 168 Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum 

untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Apabila 

debitur tidak mampu dalam pengembalian pokok kredit dan bunga, maka 

bank dapat melakukan eksekusi terhadap benda jarninan 

Ada pun apa yang disebut sebagai sumber hukum jaminan 

mengandung banyak pengertian. 169 Sumberhukum dapat diartikan sebagai 

bahan-bahan yang digunakansebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus 

perkara170
• Ada jugayang memberi arti sumber hukum itu sebagai tempat 

asalnyahukumPada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi 

duarnacam, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukumfonni1.171 

Menurut Moch Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, bagiseorang srujana hukum 

yang penting adalah sumber hukum yangformal172 terutama yang berbentuk 

tertulis. 

Analog dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dalam tulisan ini 

adalah sumber hukum jaminan yang formal dalam bentuk tertulis. Yang 

168 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. 
Him 31. (se1anjutnya disebut Munir Fuady III). 

169 G.W. Paton, A Textbook of Jurisprudence, English Language Book Society, Oxford 
University Press, London, 1972. him. 188. 

170 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana, Jakarta, 1982. him. 301. 
171 92 Algra, dkk., Kamus lstilah Hukum Fochema Andrea/ Be/anda -Indonesia, Bina 

Cipta.Bandung, 197 5. hhn. 7 4 
172 Moch Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tala Negara Indonesia, 

Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 1988. him. 45. 
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dimaksud dengan sumber hukum jaminan yang tertulis adalah tempat 

ditemukannya kaedah-kaedah hukum jaminan berasal dari sumber hukum 

tertulis yaitu : 

I. Buku II KUH Perdata (Burgerlijke Wetboek). 

KUH Perdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk 

pemerintah kolonial Belanda, yang diundangkan pada tahun 1848. KUH 

Perdata (BW) ini diberlakukan eli Indonesia berdasarkan azas konkordansi. 

Tentang jaminan diatur dalam Buku II BW pada bagian yang mengatur 

tentang Hukum Benda. Pada Buku II BW diatur tentang lembaga jaminan 

gadai, dan hipotik. Untuk hipotik atas tanah tidak berlaku lagi, karena telah 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan dan masalah gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan 

pasal 1160 KUH Perdata. 

2. KUH Perdata (Wetboek Van Kophandell) 

KUH Dagang diatur dalam stb. 1847 Nomor 23. KUHDagang terdiri atas 2 

buku, yaitu Buku I tentang Dagang pada umurnnya dan Buku II tentang 

Hak-hak dan kewajiban yang timbu1 dalam pelayaran. Pasal-pasal yang 

erat kaitannya dengan jaminan adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan 

Hipotik Kapal Laut. Pasal-pasal yang mengatur tentang Hipotik Kapal 

Laut adalah pasal 314 sampai dengan pasal 316 KlJH Dagang. 
<• 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 

Undang-undang ini mencabut berlakunya Hipotik sebagaimana yang diatur 

dalam Buku II KUH Perdata, sepanjang mengenai tanah dan ketentuan 
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mengenai Creditverband dalam stb. 1908 - 542 sebagaimana telah diubah 

dalam stb. 1937 - 190. Tujuan pencabutan ketentuan yang tercantum 

dalam Buku II KUH Perdata dan stb. 1937- 190 adalah tidak sesuai lagi 

dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan 

perkembangan tata perekonomian Indonesia. 

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur 

tentang lembaga jaminan untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan 

hutang. Lembaga jaminan ini sebagai altematif dari gadai, ketika benda 

bergerak dijadikan jaminan hutang. Ada 3 (tiga) pertimbangan lahimya 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu : 

a. Kebutuhan yang sangat besar dan terns meningkat bagi dunia usaha atas 

tersedianya dana, perlu diirnbangi dengan adanya ketentuan hukum 

yangjelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembagajaminan. 

b. Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk 1embaga jaminan saat ini 

0 
masih didasarkan pada yurisprudensi dan belurn diatur dalam peraturan 

perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. 

c. Untuk memenuhi kebutuhan hukurn yang dapat lebih memacu 

pembangunan nasional dan untuk menjarnin kepastian hukum serta 

mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan, .. 
maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia 

dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran 

Fidusia.96 
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5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pe1ayaran. 

Ketentuan pasal49 Undang-Undang Nornor 21 Tahun 1992 menyatakan: 

a. Kapal yang telah didaftar dapat dibebani dengan Hipotik. 

b. Ketentuan sebagaimana yang dirnaksud dalarn ayat (1) diatur lebih 

lanjut dalarn Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) tentang 

penjabaran pasal ini sarnpai ini belurn ada, narnun didalarn penjelasan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 ditentukan substansi yang 

diatur dalarn Peraturan Pemerintah tersebut, yang meliputi syarat-syarat 

dan tata cara pembebasan hipotik. Sedangkan pelaksanaan pembebanan 

hipotik atas kapal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan

undangan. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang

undangan yang mengatur tentang jaminan rnaupun kajian terhadap berbagai 

literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 (lima) azas penting dalam 

hukurnjaminan, yaitu :173 

1. Asas publicitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak 

fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan 

supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut 

sedang dilaklikan pembebanan jarninan. Pendaftaran hak tanggungan di 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten!Kota, pendaftarafi'-fidusia 

dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Menteri Hukum Dan 

173 H. Salim HS, Op.Cit. hlm.77 
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Hak Asasi Manusia sedangkan pendaftaran hipotek kapallaut dilakukan di 

depan pejabat pendaftar dan pencatat balik nama, yaitu syahbandar. 

2. Asas specia/itet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek 

hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang sudah 

terdaftar atas nama orang tertentu. 

3. Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat 

mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan 

hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. 

4. Asas inbezittstelling, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada 

penerima gadai. 

5. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu 

kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah 

negara maupun tanah hak rnilik. Bangunannya milik dan yang 

bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, 

berdasarkan hak pakai. 

' Mariam Badrulzaman mengemukakan asas-asas hukum jaminan. 

Asas-asas itu meliputi asas filosofis, asas konstitusional, asas politis, dan asas 

operasional (konkret) yang bersifat umum. Asas operasional dibagi menjadi 

asas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas 

spesialitet, asas totalitas, asas asessi perlekatan, asas konsisten81, asas 

pernisahan horizontal, dan asas perlindungan hukum.174Pemaparan asas-asas 

174 Mariam Darus Badrulzaman, Benda-Benda Yang Dapal Diletakkan Sebagai Obyek 
Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan. Dalam Persiapan Pelaksanaan Hak , Tanggungan 
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, blm. 23. 
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hukurn yang dikemukakan oleh Mariam Darus tidak diberikan pengertian dan 

penjelasan yang lengkap, namun H. Salim HS, mencoba untuk menjelaskan 

dan mengartikan asas-asas yang berkaitan dengan asas filosofis 

konstitusional, politis, dan operasional. Keempat asas itu disajikan berikut ini: 

1. Asas filosofis, yaitu asas di mana semua peraturan perundangan-undangan 

yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh 

bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. 

2. Asas konstitusional, yaitu asas di mana semua peraturan perundang

undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus 

didasarkan pada hukum dasar (k:onstitusi). Hukum dasar yang berlaku di 

Indonesia, yaitu UUD 1945. Apabila undang-undang yang dibuat dan 

disahkan tersebut bertentangan dengan konstitusi, undang-undang tersebut 

harus dicabut. 

3. Asas politis, yaitu asas di mana segala kebijakan dan teknik di dalam 

penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada Tap MPR. 

4. Asas operasional (k:onkret) yang bersifat umum merupakan asas yang 

dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jarninan.175 

Salah satu prinsip yang dipegang oleh lembaga keuangan bank atau 

lembaga-lembaga pembiayaan yang memberikan kredit atau pembiayaan 

adalah mensyaratkan adanya jaminan yang harus diserahkan oleh .~ebitur. 

175 H. Salim HS, Op. Cit, him. I 0-11. 
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Jaminan yang dimaksud dalam hal ini adalah baik jaminan kebendaan dan 

jaminan perorangan. 176 

Menurut jenisnya, jaminan terbagi atas 2 ( dua) go Iongan, yaitu jaminan 

kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan (zakelijke 

zekerheidlsecurity right in rem) adalah jaminan berupa harta kekayaan (harta 

benda) dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan, baik dari debitur 

maupun pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban 

debitur yang bersangkutan cidera janji. Sedangkan jarninan perorangan 

(Borgtoch/Personal guarantiee) adalah jaminan berupa pemyataan 

kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin 

pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur 

yang bersangkutan ciderajanji (Wanprestasi). 

Untuk melindungi kepentingan kreditur agar dia mendapat hak preferen 

dalam pengembalian utang dan sebagai alat bukti yang sah serta untuk 

kepastian hukum, maka terhadap jaminan yang diberikan debitur haruslah 

"dilakukan pengikatan atau pembebanan hak. 177 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1163 KUH Perdata, hipotik pada 

hakekatnya tidak dapat dibagi-bagi dan diadakan atas semua barang tak 

bergerak, yang terikat secara kese1uruhan atas masing-masing barang itu dan 

atas tiap-tiap bagian dari barang itu. Barang-barang tersebut tetap memikul .. 
beban itu meskipun barang-barang itu berpindah tangan kepada siapapun 

176 Y. Sagar Simarnora, Tanggung Gugat Penanggung Da/am Lembaga Personal 
Guarantiee dan Corporate Guaranliee, Karya Abditama, Surabaya, 2000. him. 67. 

177 Djuhaendab Hasan, 1996, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain 
Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal, PT. Citra 
Aditya Bakti, Bandung, h. 236. 
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juga. Obyek-obyek yang dapat dibebankan hipotik dalam KUH Perdata 

adalah sebagai berikut : 

1. barang-barang tak bergerak yang dapat diperdagangkan, beserta semua 

yang termasuk bagiannya, sejauh yang terakhir ini disebut barang tak 

bergerak. 

2. hak pakai barang-barang itu dengan segala sesuatu yang termasuk 

bagiannya 

3. hak numpang karang dan hak usaha 

4. bunga tanah yang terutang dalarn bentuk uang maupun bentuk hasil tanah 

5. hak sepersepuluhan 

6. bazaar atau pekan raya yang diakui Pemerintah, beserta hak istimewanya 

yang melekat. 

Selain dalam KUH Perdata, ada benda-benda lain di luar ketentuan 

KUH Perdata yang dapat dijadikan hipotik, yaitu : 

1. bagian yang tidak dapat dibagi-bagi dalarn benda tak bergerak yang 

rnerupakan hak rnilik bersama bebas (vreije mede eigendom) 

2. kapal-kapal yang didaftar rnenurut Pasal 314 KUH Dagang 

3. hak konsensi pertambangan menurut Pasal 18 Indische Mijnswet 

4. hak konsensi menurut S.1918 No. 21 jo No. 20 juga dapat dijadikan 

j arninan hipotik. 

Sejak berlakunya undang-undang Nornor 4 Tahun 1996, tentang Hak 

Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah 

yang dikenal dengan Undang-undang Hak Tanggungan, maka hipotik atas 



136 

tanah menjadi tidak berlaku lagi, sehingga benda tidak bergerak yang masih 

dapat dijadikan hipotik adalah: 

1. kapal-kapal dalam bobot mati 20 m kubik 

2. kapallaut. 

D. Permasalahan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Pesawat Udara Di 

Indonesia. 

0 

Dalam melaksanakan pemberian kredit kepada masyarakat, bank 

selaku kreditur harus memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku. Salah 

satu ketentuan pemberian kredit adalah mesti dilakukan dengan pengikatan 

secara hukum, atau dengan membuat perjanjian kredit disertai dengan adanya 

suatu jaminan. Dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan dinyatakan dengan tegas bahwa Bank Umum tidak 

diperkenankan memberikan kredit tanpa suatu jaminan (agunan) kepada 

siapapun juga. 

Perjanjian kredit sendiri pertama kali diperintahkan melalui Instruksi 

Presidium Kabinet nomor 15/EK/1 0 tanggal 3 Oktoher 1966 jo Surat Edaran 

Bank Negara Indonesia unit I nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 

1966 yang menginstruksi kepada masyarakat perbankan bahwa dalam 

memberikan kredit dalam bentuk apapun, Bank-bank wajib memper~an 

akad perjanjian kredit. 

Berpatokan kepada instruksi dan surat edaran tersebut di atas, pihak 

perbankan selaku kreditur sampai hari ini memberlakukan pengikatan kredit 

melalui perjanjian kredit. Apalagi pembuatan perjanjian kredit merupakan 
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salah satu upaya untuk menjaga sifat prudential perbankan di dalam 

memberikan kredit kepada masyarakat. 

Dalam prakteknya, pemberian kredit selalu diikuti dengan pemberian 

jaminan oleh debitur. Jaminan atau collateral merupakan salah satu prinsip 

perbankan yang ikut menjadi penilaian dalam pemberian sebuah kredit 

kepada debitur. Jaminan yang diberikan oleh debitur pun harus dinilai oleh 

pihak kreditur atau bank sebelum kredit disetujui untuk dikucurkan. Jaminan 

yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga yang menjadi penjamin kredit 

debitur pun harus memenuhi syarat-syarat ekonomis. 

Secara umum, syarat-syarat ekonomis yang dipenuhi dari jaminan atas 

suatu kredit an tara lain 178
: 

1. Mempunyai nilai ekonomis (dapat dipeJjual-belikan) secara umum 
dan secara bebas. 

2. Nilai tersebut harus lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan. 
3. Barang jaminan tersebut harus mudah dipasarkan tanpa harus 

mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti. 
4. Nilai barang jaminan tersebut harus konstant dan akan lebih baik 

kalau nilainya juga ada kemungkinan akan mengalami 
pertambahan di kemudian hari. 

5. Kondisi dan lokasi barang jaminan tersebut cukup strategis. 
6. Secara fisik barang terse but tidak cepat mengalami penurunan nilai 

ekonornis. 
7. Barang jaminan terse but mempunyai nilai ekonornis dalam jangka 

waktu yang relatif lebih lama dari jangka waktu kredit yang 
dijaminnya 

Sedangkan secara yuridis, sebuah jaminan juga harus bisa memenuhi 

syarat -syarat secara yuridis, yaitu: 179 

178 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabet, Bandung, 2003, him. 

179Jbid 
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1. Ada dalam kekuasaan calon debitur yang bersangkutan. 
2. Tidak berada dalam persengketaan dengan pibak lain. 
3. Memiliki bukti-bukti pemilikan/sertifikat atas nama nasabah yang 

bersangkutan, yang masih berlaku. 
4. Bukti-bukti kepemilikan yang ada memenuhi syarat untuk 

diadakan pengikatan bank secara hipotik, creditverband, fidusia, 
kuasa menjual dan lain-lain ketentuan pengikatan yang telah 
ditetapkan secara yuridis/ perundang-undangan yang berlaku. 

5. Barang-barang jaminan tersebut bebas tidak ada ikatan jaminan 
dengan pihak lain. 

Kedua jenis syarat-syarat tersebut bagi pibak bank merupakan syarat 

yang cukup vital bagi suatu jaminan (collateral) karena bisa berpengaruh 

kepada performa kredit yang dikucurkan kelak. 

Pesawat udara dalam batasan hukum yang dikemukakan dalam bab 

sebelumnya dan terutama mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, 

dapat digunakan sebagai objek jaminan karena telah memenuhi hampir 

seluruh syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perbankan terhadap 

Jamman. 

Dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh perbankan dengan obyek 

pesawat udara sebagai jarninan kredit, pada saat ini masib menggunakan 

"lembaga jaminan fiducia, hal ini disebabkan karena prosedur penjaminan 

pesawat udara dengan fiducia adalah lebib mudah dan lebib murah, 

dibandingkan dengan bentuk jaminan yang lain. Dan alasan yang utama ialah 

karena penjaminan dengan fiducia yang digunakan untuk benda bergerak, 

debitur tetap berhak menguasai bendanya untuk dapat dipakai sehari-hari dan 

tujuannya memperoleh kredit tercapai. Pihak bank pun tidak keberatan untuk 

menerirnannya, cukup merasa aman dalam pemberian kredit. Meskipun secara 
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teoritis masih ada kemungkinan-kemungkinan kerugian dan resiko yang tidak 

menguntungkan bagi bank. 18° 

Perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi dan 

perkembangan perkreditan dalam masyarakat indonesia sekarang memerlukan 

bentuk-bentuk jaminan baru, disamping bentuk jaminan yang telab diatur 

dalam perundang-undangan, kebutuhan masyarakat memerlukan bentuk 

jaminan dimana debitur dapat memperoleh kredit dari kreditur dengan 

menjaminkan benda bergerak namun debitur tetap dapat menguasai benda dan 

memakainya untuk kepentingan usabanya. 

Jaminan kredit atas benda bergerak semakin pegang peranan yang 

penting di berbagai negara modem termasuk Indonesia. Jaminan kredit yang 

demikian tidak dapat ditampung dengan lembaga gadai yang tidak 

memungkinkan benda yang digadaikan ada pada penguasaan pemberi gadai. 

Lembaga jaminan yang memungkinkan benda bergerak yang menjadi jaminan 

dalam pemberian kredit tetap ada pada penguasaan debitur penerima kredit 

oadalab dengan fidusia. 

Lembaga fidusia dikenal di Indonesia pertama kali dengan adanya 

yurisprudensi dari keputusan Arrest Hooggerechtschof Tahun 1932 dan 

perkembangannya lebih lanjut disebabkan oleh rasa kebutuhan dari 

masyarakat atas lembaga jaminan yang prosedumya mudab, biayany~, murab, 

pelaksanaanya mudah dan dapat meliputi benda bergerak dan benda tak 

180 Sri Soedewi Masjchun So!Wan, Beberapa Masa/ah Pe/aksanaan Lembaga Jaminan 
Khususnya Fiducia dida/am Praktek dan perkembangannya di Indonesia, Fakultas Hukum 
Universitas Gajah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta,1977, hhn.76. 
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bergerale yang bukan tanah dan yang terpenting debitur rnasih tetap dapat 

rnengusai dan rnernaleai bendanya untuk kepentingan usahanya. 

Untuk rnengantisipasi kebutuhan rnasyarakat terhadap lembaga 

jaminan yang sederhana yaitu fidusia, rnalea pernerintah telah rnengatur 

lernbaga jarninan fidusia rnelalui Undang-undang Nornor 42 Tahun 1999 

tentang Jarninan Fidusia. Dalarn Pasal 1 undang-undang ini yang dirnaksud 

dengan: 

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepernilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hale kepernilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalarn penguasaan pernilik benda 

2. Jarninan Fidusia adalah hak jarninan atas benda bergerale baik yang 

berwujud maupun yang tidak bewujud dan benda tidak bergerak 

khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hale tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalarn Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hale Tanggungan yang tetap berada dalarn penguasaan Pernberi 

0 
Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang mernberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada Penerima fiducia terhadap kreditur 

lainnya. 

Selanjutnya Pasal3 Undang-undang 42 Tahun 1999 rnenyebutkan bahwa 

Fidusia tidak berlaku terhadap: -~ 

1. Hale Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang 

peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas 

benda-benda tersebut wajib didaftar; 
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2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isl kotor berukuran 20 ( dua 

puluh) M3 atau lebib; 

3. Hipotek atas pesawat terbang; dan 

4. Gadai. 

Melalui Undang-undang Nomor 42 Tabun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, inilab Pemerintab telab memberikan suatu model perikatan jaminan 

yang jelas dan memberikan rasa aman bagi bank. 

Praktek perbankan dewasa ini, jaminan fidusia pada dasamya adalah 

untuk menampung kebutuhan masyarakat sebagai salab satu sarana untuk 

membantu kegiatan usaba dan untuk memberikan kepastian hukum kepada 

para pihak yang berkepentingan, yang antara lain adalab bank selaku kreditur 

yang menurut undang-undang tersebut disebutkan sebagai pibak penerima 

fidusia (kreditur) diberikan hak yang didabulukan (preferent) terhadap 

kreditur lain untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda 

yang menjadi obyek jaminan fidusia dan yang paling penting lagi adalah hak 

iru tidak akan hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi 

fidusia. 

Penyeraban hak milik secara fidusia sebagi jaminan terhadap 

pemberian kredit, telab berkembang sedemikian rupa sehinga tidak hanya 

meliputi barang bergerak berupa inventaris perusabaan, barang perlliagaan, 

hasil pertanian, tetapi juga barang-barang rumab tangga, barang tetpa seperti 

tanab yang belum didaftar, bangunan di atas tanab sewa atau hak pakai dan 
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sebagainya. Tanah yang belum memenuhi persyaratan administratif sebagai 

hak atas barang (real right) juga dapat dijarninkan secara fidusia. 

Jarninan fidusia merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari suatu 

perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang menimbulkan kewajiban bagi 

debitur untuk menyerahkan hak milik secara kepercayaan kepada bank sebagai 

kreditur. Dengan demikian maka meskipun secara kepercayaan hak milik 

telah beralih kepada bank atau kreditur, barang yang menjadi obyek fidusia 

secara fisik tetap dikuasai oleh debitur ( constitutum poccessorium ), sehingga 

debitur rnasih dapat memanfaatkan benda tersebut181
• 

Keuntungan dengan adanya mekanisrne ini adalah jika benda obyek 

fidusia rnerupakan alat produksi rnaka debitur tetap dapat rnenggunakan 

sebagai sarana berproduksi, sehingga selain debitur tetap dapat rnenggunakan 

benda obyek fidusia, debitur juga dapat rnenghasilkan sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk rnelunasi kredit/utangnya kepada bank. Meskipun di satu 

sisi lembaga fidusia rnemberikan kemudahan dan keringanan bagi debitur 

,berupa penguasaan yang tetap berada pada debitur, narnun disisi lain lembaga 

fidusia juga rnengandung kelemahan. 

Kelernahan ada pada pihak kreditur karena dengan tetap dikuasainya 

benda obyek fidusia di tangan debitur rnasyarakat umum yang tidak 

mengetahui bahwa benda yang bersangkutan telah dipakai sebagai obyek 
<• 

fidusia atau telah dibebani dengan fidusia. Bagi masyarakat umum hanya 

mernandang bahwa benda yang bersangkutan merupakan milik debitur, 

sedangkan sebenarnya kepemilikan benda tersebut telah diserahkan secara 

181 Frieda Husni Hasbullah, op.cit., him. 49. 
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kepercayaan kepada kreditur sebagai jaminan. Oleh karena benda yang 

menjadi obyek fidusia tetap dikuasai oleh debitur maka membuka 

kemungkinan bagi nasabah yang beritikad buruk untuk menyalahgunakan 

wewenangnya dengan mengadakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga 

berkaitan dengan benda yang sama. 

Kelemahan dengan adanya benda yang menjadi obyek fidusia berada 

di tangan debitur adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang

undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa terhadap benda bergerak yang 

tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak hams dibayar kepada si 

pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemilik. 

Ketentuan tersebut menyebabkan keamanan bagi kreditur tidak terjamin, 

karena kreditur tidak dapat melakukan tindakan yang dapat memastikan 

bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur tanpa dialihkan 

kepada pihak lain. 

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit 

,harus dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan disebut dengan 

Akta Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia ini sekurang-kurangnya memuat 

data-data sebagai berikut: 

1. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, 

2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, 

3. Uraian mengenai benda yang menajadi obyek Jarninan Fidusia, 

4. Nilai Penjaminan dan 

5. Nilai Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. 
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Dalarn hal Jaminan Fidusia diberikan kepada: 

1. Lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit 

konsorsium atau, 

2. Orang yang mendapat 'kuasa khusus' dari Penerima Fidusia untuk 

mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Pemberi Fidusia 

dan Pemberi Fidusia atau, 

3. Orang yang secara hukum, dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam 

penerimaan Jaminan Fidusia misalnya: Wali Amanat dalam mewakili 

kepentingan pemegang obligasi, 

Hal-hal tersebut di atas harus tertuang jelas dalam Aleta Jaminan 

Fidusia dan harus ditegaskan pula bahwa Jaminan Fidusia lahir pada tanggal 

yang sarna dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar 

Fidusia. 

Adanya penyerahan hak milik suatu benda yang menjadi obyek 

fidusia secara kepercayaan dari debitur kepada bank sebagai pemberi 

kredit/utang tanpa adanya pendaftaran, hal tersebut membawa keuntungan 

bagi debitur. Keuntungan bagi debitur adalah dari segi finansial, bahwa 

debitur tidak perlu mengeluarkan biaya dalarn rangka pendaftaran, dari segi 

waktu debitur tidak perlu meluangkan waktu dalarn rangka pendaftaran dan 

nasabah dapat secara langsung menggunakan benda yang menjadi" obyek 

fidusia untuk menunjang kegiatan usahanya, dan keuntungan lainnya adalah 

sisi tenaga, bahwa debitur tidak perlu menghabiskan tenaga dalam rangka 

pendaftaran seringkali memerlukan proses yang berbelit-belil 
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Praktek perbankan dalam pemberian kredit dengan menggunakan 

jaminan secara fidusia, seringkali ditentukan dalam perjanjian bahwa hak 

milik benda yang menjadi obyek fidusia beralih kepada kreditur, dan apabila 

nasabah debitur tidak dapat melunasi kredit maka untuk melakukan eksekusi 

terhadap benda tersebut dilakukan dengan membuat suatu surat kuasa untuk 

melakukan eksekusi. 

Adanya praktek perbankan seperti itu menimbulkan pro dan kontra 

diantara para ahli hukurn dan penegak hukurn. Namun demikian, dalam 

perspektif perbankan kaitannya dengan jarninan berupa fidusia, terdapat 

faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan agar dalam pelaksanannya 

dapat memberikan kepastian, keamanan dan kemudahan terutama bagi 

kreditur. Dalam hal ini yang perlu mejadi perhatian bagi kreditur dalam 

memberikan kredit dengan jaminan berupa fidusia adalah adanya keamanan 

bagi kreditur terhadap barang jaminan yang berada di tangan debitur, adanya 

keniudahan dalam mengeksekusi hila debitur wanprestasi dan biaya yang 

tidak terlalu memberatkan bagi kreditur. 

Dalam kaitan tersebut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia telah menampung hal-hal tersebut. Berkenaan dengan faktor 

keamanan bagi kreditur Undang-undang Jarninan Fidusia telah memberikan 

jarninan keamanan yang pasti yaitu dengan adanya pendaftaran ___ barang 

jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18, yang 

mewajibkan adanya pendaftaran barang jarninan pada Kantor Pendaftaran 

Fidusia, yang direncanakan berada di bawah Departemen Kehakiman. 

Dengan adanya ketentuan wajib mendaftarkan barang jaminan akan 
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menghindarkan barang jarninan yang sarna dijarninkan ulang untuk kredit 

yang lain. Hal ini jelas sangat memberikan keamanan bagi perbankan 

sehingga tidak terjadi adanya jarninan ganda terhadap barang yang sarna. 

Adanya pendaftaran jarninan fidusia diharapkan akan memberikan 

perlindungan kepada bank sebagai kreditur. Perlindungan tersebut dapat 

dilakukan melalui ketentuan bahwa pihak yang melakukan pendaftaran 

jarninan fidusia adalah penerima fidusia, yaitu bank atau kreditur, dengan 

membawa dokumen yang membuktikan telah dilakukan pembebanan secara 

fidusia terhadap benda yang didaftarkan. Kewajiban pendaftaran fidusia 

terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang 

menyatakan: 

1. Pendaftaran Jarninan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

2. Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta 

dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik 

Indonesia. 

3. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada 

dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. 

4. Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk 

daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan K~putusan 

Presiden. 

Selanjutnya Pasal 13 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 

menyatakan bahwa pendaftaran fidusia dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima 

Fidusia, kuasa a1au wakilnya dengan melampirkan pemya1aan pendaftaran 

Jaminan Fidusia. 

2. Pemya1aan pendaftaran sebagairnana dimaksud dalam ayat ( 1) rnernuat: 

a. identitas pihak Pernberi dan Penerima Fidusia; 

b. tanggal, nornor ak1a Jarninan Fidusia, nama dan ternpat kedudukan 

no1aris yang rnernbuat ak1a Jaminan Fidusia; 

c. da1a peijanjian pokok yang dijamin fidusia; 

d. uraian rnengenai Benda yang rnenjadi objek Jaminan Fidusia; 

e. nilai penjaminan; dan 

f. nilai Benda yang rnenjadi objek Jaminan Fidusia. 

3. Kantor Pendaftaran Fidusia menca1at Jaminan Fidusia dalarn Buku Daftar 

Fidusia pada tanggal yang sarna dengan tanggal penerimaan permohonan 

pendaftaran. 

4. Ketentuan lebih lanjut rnengenai 1a1a cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan 

' 
biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Terhadap suatu benda dapat dilakukan pembebanan secara fidusia 

lebih dari satu kali apabila nilai benda tersebut dapat rneng-cover jumlah 

kredit a1au utang yang dijarnin dengan benda yang sama Oleh karena itu maka 

setiap kreditur pernegang fidusia wajib mendaftarkanjaminan fidusia tersebut, 

yang digunakan sebagai dasar penentuan kreditur mana yang lebih 

didahulukan dalam rangka pelunasan kredit, yang dilihat berdasarkan urutan 

tanggal pendaftarannya, dan sebagai bukti bahwa kreditur telah rnendaftarkan 
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Jarnman fidusia maka kepada kreditur yang bersangkutan diberikan bukti 

pendaftaran fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia. 

Dalam rangka eksekusi barang jaminan apabila debi1ur wanpestasi, 

maka dalam Undang-undang Jaminan Fidusia telah memberikan kemudahan, 

yaitu dengan dican1urnkarmya kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketubanan Yang Maha Esa" pada Bukti Pendaftaran Fidusia. Dengan adanya 

title tersebut dimaksud, maka bukti pendaftaran fidusia ini mempunyai 

kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang telah mem-

peroleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian apabila debi1ur wanprestasi, 

maka kreditur dapat menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia 

tersebut atas kekuasaarmya sendiri melalui pelelangan umum. 

Salah satu ciri jarninan fidusia adalah kemudahan dalarn pelaksanaan 

eksekusinya, yaitu apabi\a debitur tidak dapat melaksanakan pelunasan 

kreditnya yang telah diterimanya. Dengan demikian, agar ciri tersebut dapat 

dilaksanakan maka terhadap bukti pendaftaran fidusia yang dipegang oleh 

kreditur mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 
' 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kredi1ur dapat melaku-

kan penjualan atas kekuasaan sendiri terhadap benda yang menjadi obyek 

fidusia jika debi1ur wanprestasi, dan melalui pelelangan umum dan meng-

ambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pelaksanaan 

penjualan tersebut dikenal sebagai parate executie. 

Akan tetapi dalarn pelaksanaannya, menurut sifatnya, pesawat terbang 

merupakan barang bergerak (movable property). Pesawat udara tidak sama 

dengan tanah yang tidak dapat berpindah atau dipindahkan letaknya. Benar-
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benar menurut sifatnya tidak bergerak. Adapun kapal atau pesawat terbang, 

baik menurut sifat dan peruntukannya sendiri, bergerak dan berpindah-pindah 

dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan sifat dan peruntukan yang 

melekat pada pesawat terbang, sita eksekusi atas hipotik pesawat udara akan 

berhadapan dengan kendala yang ditimbulkan 2 ( dua) asas sita eksekusi, yaitu: 

I. Asas rijden beslag 

Mengenai pengertian asas rijden beslag, dikemukakan secara singkat 

oleh R. Subekti: "Sesungguhnya yang dimaksud adalah agar perusahaan 

tersebut tetap berjalan, jadi apabila menyangkut penyitaan terhadap 

toko, hanya lemari-lemari toko dan inventarisnya saja yang disita dan 

bukan barang-barang dagangannya". Selanjutnya dikatakan, apabila yang 

disita menyangkut perusahaan pengangkutan harus dibiar-kan agar mobil

mobil tetap bisa berjalan, dengan lain perkataan harus dilakukan Rijden 

Beslag. Memperhatikan prinsip rijden beslag yang dijelaskan di atas, 

sita eksekusi yang diletakkan Pada bab IV Bagian 7 Rv tentang Penyitaan 

' 
atas pesawat terbang (Pasal 763 ayat 1 dan Pasal 763 huruf k), tidak 

dijumpai ketentuan yang tegas tentang Rijden Beslag seperti yang diatur 

dalam Pasal 59 Rv terhadap kapal !aut. Namun demikian, jika 

diperhatikan pengertian asas Rijden Beslag yang dikemukakan Subekti di 

atas sita eksekusi terhadap pesawat terbang guna pemenuhan pel~sanaan 

eksekusi hipotik pesawat terbang, terbatas pada sarana pesawat udara 

saja, tetapi tidak boleh menghentikan atau mematikan kegiatan 

operasional perusahaan penerbangan debitor. Dapat dilihat, sesuai dengan 

prinsip Rijden Beslag terhadap pesawat terbang yang menjadi objek 
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hipotik pesawat terbang, dapat diletakkan sita eksekusi. Akan tetapi, 

kegiatan operasional pesawat itu tidak boleh dihentikan. Sita eksekusi 

tidak boleh menimbulkan akibat hukum berhentinya kegiatan 

operasional penerbangannya dari satu tempat ke tempat yang lain baik di 

dalam maupun di luar negeri. Asas ini jelas menghambat kemulusan 

pelaksanaan penjualan lelang. Oleh karena itu kegiatan operasionalnya 

tidak boleh dimatikan oleh sita eksekusi sesuai prinsip Rijden Beslag, 

meskipun Ketua Pengadilan Negeri atau kantor lelang telah menetapkan 

tanggal pelaksanaan eksekusi, kemungkinan besar eksekusi tidak bisa 

dilaksanakan apabila pesawat udara yang ber-sangkutan terbang dan 

berada di Iuar tempat pelaksanaan eksekusi pada tanggal eksekusi yang 

ditetapkan. 

Asas kebebasan menguasai dan mengusahai pesawat udara yang di sita. 

Pada hakikatnya, asas ini berkaitan juga dengan Rijden Beslag pada satu 

segi dan asas penjagaan benda sitaan berdasarkan Pasal 197 ayat (9) HIR 

pada segi yang lain, yaitu: Sesuai dengan asas Rijden Beslag, apabila 

objek sita eksekusi berbentuk benda yang dipergunakan untuk 

melaksanakan kegiatan perusahaan seperti mobil, kapal, pabrik, per

tarnbangan atau pertokoan, pengoperasian kegiatan usaha oleh debitor 

tidak boleh dihentikan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 197 ayat ~?) HIR 

penjagaan dan penguasaan atas objek barang sitaan, terutama penyitaan 

perusahaan tetap diserahkan dan berada di tangan tersita (debitor). Jika 

asas ini dikaitkan dengan sita eksekusi atas pesawat udara dalam 

rangka pelaksanaan eksekusi hipotik pesawat udara, penjagaan dan 
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penguasaannya harus diberikan kepada pemberi hipotik (debitor), dan 

tidak boleh diserahkan penjagaannya kepada kreditor untuk dikuasai dan 

diusahakan. Penegakan asas penguasaan dan mengusahai pesawat udara 

yang dibebani dengan sita eksekusi dapat menimbulkan kendala 

penjualan lelang apabila pada tanggal eksekusi yang ditentukan pesawat 

udara tersebut sedang dioperasikan debitor di luar tempat pelaksanaan 

penjualan lelang yang ditentukan. 

Jarninan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut, yaitu: 

1. karena hapusnya atau lunasnya hutang yang dijamin dengan fidusia; 

2. adanya pelepasan hak atas jarninan oleh penerima fidusia; 

3. musnahnya benda yang menjadi obyekjarninan fidusia. 

Dalam pemberian kredit tentunya bank memerlukan jaminan yang 

kiranya dapat menjarnin pelunasan hutang dari debitur atau minimal dapat 

meminimalisir resiko dalam pemberian kredit dimaksud. Adanya jarninan 

dalam pemberian kredit, merupakan tindakan preventif untuk mengamankan 
' 
hutang debitur yang telah diberikan oleh kreditur, yaitu dengan cara 

menjaminkan kekayaan debitur agar debitur dapat memenuhi kewajibannya 

untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya dari kreditur. 

Menurut R. Subekti dalam bukunya Jaminan-jaminan untuk Pep.berian 

Kredit, jarninan yang baik atau · ideal adalah jaminan yang memenuhi 

persyaratan 182: 

182 Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 1989, him. 67. 
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1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak 

yang memerlukan. 

2. Yang tidak me1emahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk 

me1akukan (meneruskan) usahanya. 

3. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa 

barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu 

dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima 

(pengambil) kredit. 

Dalam pemberian kredit kepada masyarakat, bank selaku kreditur 

harus memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku. Salah satu ketentuan 

pemberian kredit adalah mesti dilakukan dengan pengikatan secara hukum, 

atau dengan membuat peljanjian kredit. Perjanjian kredit sendiri pertama kali 

diperintahkan me1alui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal3 

Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit I Nomor 

2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksi kepada 

'masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, 

Bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit. 

Berpatokan kepada instruksi dan surat edaran tersebut di atas, pihak 

perbankan se1aku kreditur sampai hari ini memberlakukan pengikatan kredit 

me1alui perjanjian kredit. Apalagi pembuatan perjanjian kredit me;upakan 

salah satu upaya untuk menjaga sifat prudential perbankan di dalam 

memberikan kredit kepada masyarakat. 
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Dalam prakteknya, pemberian !credit selalu diikuti dengan pemberian 

jaminan oleh debitur. Jaminan atau collateral merupakan salah satu prinsip 

perbankan yang ikut menjadi penilaian dalam pemberian sebuah !credit kepada 

debitur. Jaminan yang diberikan oleh debitur pun harus dinilai oleh pihak 

kreditur atau bank sebelurn !credit disetujui untuk dikucurkan. J aminan yang 

diberikan oleh debitur atau pihak ketiga yang menjadi penjamin !credit debitur 

pun harus memenuhi syarat-syarat ekonomis. 

Telah disebutkan bahwa pesawat udara merupakan benda yang sangat 

mahal harganya, sehingga untuk memiliki benda tersebut tidak dapat dibeli 

secara tunai dan pada urnumnya diperoleh secara !credit atau melalui 

peijanjian leasing baik finance lease maupun operating lease. 

Pesawat udara yang dapat dijadikan obyek jaminan kebendaan dalam 

pemberian !credit adalah pesawat udara yang telah mempunyai tanda 

pendaftaran demikian bunyi Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009. 

Sedangkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan 

,Pesawat udara sipi1 yang dapat didaftarkan di Indonesia harus memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Tidak terdaftar di negara lain; dan 

2. dimi1iki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum 

Indonesia; 

3. dimi1iki o1eh warga negara asing atau badan hukurn asing dan 

dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau bada hukurn Indonesia 

untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus

menerus berdasarkan suatu peijanjian; 
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4. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah dan pesawat 

udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau 

5. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang pesawat 

udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu 

perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk 

kegiatan penyimpanan, penyewaan, dan/atau perdagangan pesawat udara 

Dalam praktek perbankan dewasa ini, pesawat udara yang dijadikan 

jaminan dalam pemberian kredit, diikat dengan memakai fidusia dan berlaku 

ketentuan lembaga fidusia, dikarenakan pesawat udara merupakan benda 

bergerak terdaftar apabila dijaminkan hanya dapat dengan mengunakan 

lembaga gadai atau fidusia dan yang lazim digunakan hanya dengan fidusia, 

hal ini dimungkinkan sebab obyek jaminan yaitu pesawat udara tetap berada 

dalam tangan debitur dan debitur masih dapat menggunakan obyek jaminan 

tersebut, untuk melaksanakan kegiatan opersionalnya 

Ketentuan peraturan tentang lembaga Fidusia meskipun sudah diatur 

"dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1998 masih merupakan masalah 

dalam praktek karena ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai dan kurang 

memberi kepastian hukum. Sehingga dalam praktek sering terjadi para pihak 

kembali berturnpu pada perjanjiannya dan tidak didaftar sehingga kedudukan 

kreditur tidak seperti yang diatur dalam undang-undang. 

Dalam Undang-undang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan, 

tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang lembaga apa yang digunakan 

untuk menjaminkan pesawat udara sebagai jaminan dalarn pemberian kredit. 
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Satu-satunya pasal yang menyatakan bahwa pesawat udara dapat dijadikan 

jaminan dalam pemberian kredit adalah Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Objek pesawat udara dapat dibebani 

dengan kepentingan intemasional yang timbul akibat peijanjian pemberian 

hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau 

perjanjian sewa guna usaha. 

lsi Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tersebut diatas, 

tidak menyebut lernbaga apa yang digunakan untuk pengikatan jaminan atas 

pesawat udara, apakah itu menggunakan fiducia atau hipotik, sehingga akan 

menirnbulkan keraguan dikalangan dunia perbankan apabila rnenjadikan 

pesawat udara sebagai jaminan kebendaan dalam pemberian kredit. Dalam 

Pasal 74 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, penerirna jaminan kebendaan 

(kreditur) atas obyek pesawat udara diberi kuasa oleh debitur untuk 

me1akukan deregrestrasi atau penghapusan pendaftaran pada Departemen 

Perhubungan Udara, atas kebangsaan pesawat udara apabi1a debitur cidera 

janji. 

Adanya "Surat Kuasa" yang diatur dengan lOERA (Irrevocable 

Deregistration and Export Request Authorization) tersebut, apabi1a debitur 

cidera janji kreditur dapat memohon kepada Menteri Perhubungan cq 

Departemen Perhubungan Udara untuk me1akukan penghapusan kebangsaan 
'~ 

pesawat udara dan penghapusan kepemilikan pesawat udara, sehingga debitur 

dapat memohon pendaftaran kembali kebangsaan pesawat dan kepemi1ikan 

pesawat akan tetapi sekarang untuk dan atas nama debitur pernegang hak 

jaminan, demikian penjabaran Pasal 29 Undang-undang Nornor 1 Tahun 
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2009183
, adapun sampai saat ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, belum 

dapat diberlakukan secara pasti mengingat belum ada peraturan pelaksanaan 

khusus mengenai tata laksana dalam penjaminan pesawat udara. 

Mengingat belum adanya kepastian mengenai peraturan mengenai 

penjaminan pesawat udara, maka pesawat udara sebagai benda yang 

mempunyai harga yang sangat tinggi apabila dibebani jaminan kebendaan 

hendaknya meng-gunakan lembaga jaminan kebendaan yang lebih pasti dan 

berlaku secara universal seperti hipotik atau mortgage. Akan tetapi untuk 

memberlakukan ketentuan hipotik Indonesia yang dewasa ini masib diatur 

dalam KUH Perdata yang berlaku bagi benda tidak bergerak (terdaftar) dan 

kapal !aut terdaftar yang diatur dalam KUHD yang dapat juga diberlakukan 

terhadap pesawat udara, haru terlebib dahulu mengubah ketentuan Pasal 1162 

KUH Perdata dengan menambah-kan kata benda tidak bergerak dan terdaftar, 

sehingga bunyi Pasal 1162 KUHPerdata menjadi: 184 

' 

"Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak dan 
benda terdaftar untuk mengambil penggantian daripadanya bagi 
pelunasan daripada hubungannya bagi pelunasan perikatan". 

Kebutuhan akan peraturan perundangan hipotek pesawat udara tidak 

dapat dengan mengambil over ketentuan hipotek dalam KUH Perdata dan 

KUHD saja karena bagi pesawat udara ada kekhususan dalam hubungan 

dengan negara lain serta pada ketentuan konvensi-konvensi internasio!!al baik 

183 Wawancara dengan Kepala Seksi Aeronotica, Departemen Perhubungan Udara, pada 
tanggal26 Juni 2009. 

184 Djuhaendab Hasan, Makalah pada "Seminar Jaminan atas pesawat Udara" 
diselenggarakan oleh Dept. Perhubungan Udara, Jakarta, Tahun 2007. 
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dalam operasionalnya, pendaftaran maupun penjaminannya. (Konvensi 

Jenewa 1948 memuat ketentuan tentang hipotek pesawat udara, dsb ). 

E. Kesimpulan 

Pembangunan hukum di Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan 

masyarakat di masa depan telah dicakup dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Rencana ini telah ditetapkan dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, yang memberikan 

visi, misi dan arahan mengenai pembangunan. Tujuan pembangunan nasional 

tahun 2005 dan 2025 adalah mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil dan 

makmur, seperti yang dikandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan 

Perubahannya. 

Dalam mencapai Indonesia yang diinginkan, dan memperkuat daya 

saing bangsa, telah ditetapkan pula untuk melaksanakan, antara lain, reformasi 

hukum dan birokrasi. Untuk itu, pembangunan hukum diarahkan untuk 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur 
' 
permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan 

dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan 

perlindungan hukum. Dalam kaitan ini, bank merupakan institusi yang 

berperan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, dan merupakan politik 
« 

hukum pemerintah, berarti pembangunan hukum seyogiyanya mencakup 

hukum perbankan. 

Pengembangan sistem ekonomi dilakukan dengan pemihakan kepada 

ekonomi rakyat, dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan menghapus 
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ketimpangan ekonomi dan sosial. Konsep ini sejalan dengan pengertian 

Ekonomi Pancasila, yang digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, 

sosial dan moral. Rangsangan sosial mempertimbangkan kepentingan sosial 

dan memerhatikan keadilan sosial. Rangsangan moral berupa usaha bersama 

yang berasaskan kekeluargaan. Pengejaran kepentingan pribadi harus 

diimbangi dengan ambisi untuk meningkatkan kesejahteraan umum 

masyarakat. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan pembangunan materi 

hukum, harus berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, yang dijadikan 

sebagai ideologis substansial, bukan sebagai ideologis dogmatis belaka. 

0 



BAB III 

PERJANJIAN JAMINAN DENGAN OBYEK PESAWAT 

UDARA DALAM TATANAN HUKUM LEMBAGA 

JAMINAN DI INDONESIA 

A. Perjanjian Jaminan Kebendaan Dalam Tatanan Hokum Jaminan Di 

' 

Indonesia 

Istilah hukum jaminan merupakan teijemahan dari istilah security of 

law, zekerheidsstelling, atau zekerheidsrechten, sehubungan dengan 

pengertian hukum jaminan, tidak banyak literature yang merumuskan 

pengertian hukum jaminan. Menurut J. Satrio hukum jaminan itu 

diartikanpengaturan hukurn yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang 

seorang kreditur terhadapseorang debitur. Ringkasannya hukum jaminan 

adalah hukum yang mengatur tentang jaminanutang sesorang. 185 Sementara 

itu, Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalahkeseluruhan 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan 

penerimajaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk 

mendapatkan fasilitaskredit186 

Hukum jaminan tidak memuat pengaturan mengenai perlindungan 
~ 

hukum terhadap kreditur, melainkan mengatur mengenai perlindungan hukum 

bagi debitur. Maksudnya hukum jaminan tidak mengatur tentang hak-hak 

185 J. Satrio. Op. Cit. , him .. 3. 
186 Salim HS,Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Sinar Grafika Offse~ Jakarta, 

2005, him. 6. Lihat juga Racbmadi Usman, SH, M. H, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2008, him I. 
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kreditur saja me1ainkan secara bersamaan mengatur mengenai hak-hak 

kreditur dan hak-hak debitur. Beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana 

yang diatur o1eh ketentuan-ketentuan KUHPerdata adalah sebagai berikut :187 

1. Kedudukan harta pihak peminjam 

2. Kedudukan pihak pemberi pinjaman 

3. Larangan memperjanjikan pemi1ikan obyek jaminan utang o1eh pihak 

pemberi pinjaman 

Isti1ah "jaminan" berasal dari isti1ah "zekerheid" atau " cautie 

"merupakan terjemahan bahasa Be1anda, yaitu kemampuan debitur untuk 

memenuhi atau me1unasi perutangannya kepada kreditur, yang di1akukan 

dengan cara menahan benda tertentu yang berni1ai ekonomis sebagai 

tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditur. 

Isti1ah "zekerheid" atau "cautie "mencakup secara umum cara-cara kreditur 

menjarnin kalau tagihan itu dapat terpenuhi, disamping itu juga memuat 

pertanggung jawaban debitur. Adapun isti1ah "agunan", ketentuan dalam 

' 
Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan 

atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan 

bahwa:tss 

"Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur 
kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah" 

187 31M. Bahsan, S. H,S. E, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. 
Rajagrafindo Persada, him. I 0. 

188 34Undang-Undang No. 10 Tahnn 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 
Tahnn 1992 tentang Perbankan 
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Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang 

menetapkan bahwa "segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada 

dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya" 

Agunan dalam konstruksinya merupakan jarninan tambahan demi 

mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Agunan memilik.i beberapa unsur di 

antaranya: 

1. Jaminan tambahan; 

2. Diserahkan oleh debitur kepada Bank; 

3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembayaran. 

Dalam perspektif hukum perbankan, agunan dibedakan atas 2 (dua) 

macam yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Hal ini disebutkan dalam 

penjelasan atas Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998. Agunan pokok adalah barang, surat berharga, atau garansi 

lang berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai dengan kredit yang 

bersangkutan, seperti barang yang dibeli dengan kredit yang dijaminkan, 

proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, maupun debitur; 

sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang 

tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai dengan kred!! yang 

bersangkutan, yang ditambahkan sebagai agunan.189 Mariam Darus 

merumuskan Jarninan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang 

debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjarnin kewajibannya 

189Rachmadi Usman,SH,M. H, Op. Cit him. 68 
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dalam suatu perikatan.190 Hal yang sama dikemukakan oleh Hartono. 

Hadisaputro, yang menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan 

debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan 

memnuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu 

perikatan. 191 

Sesuai dengan perumusan mengenai pengertian jaminan diatas maka 

dapat disimpulkan, jaminan itu merupakan suatu pertanggungan atas 

pinjaman fasilitas kredit yang diberikan debitur kepada kreditur hingga 

pinjaman tersebut lunas dibayar. Jaminan itu dapat berupa kebendaan dan 

perorangan dan apabila debitur tersebut wanprestasi maka jaminan yang 

berupa kebendaan tersebut dapat dinilai dengan uang sedangkan jaminan 

perorangan wajib mempertanggungjawabkan pinjaman tersebut, dengan kata 

lain, dapat dikatakan jaminan berfungsi sebagai sarana pemenuhan utang. 

Penjamin adalah pihak ketiga yang bukan merupakan debitur, bisa saja 

orang perorangan atau korporasi yang berbadan hukum maupun tidak 

berbadan hukum dengan mengadakan perjanjian dengan pihak kreditur agar 
' 
ia menjadi penjamin dalam pelunasan hutang debitur kepada kreditur apabila 

debitur tersebut melakukan wanprestasi. Tujuan adanya penjamin adalah 

untuk menjamin agar hutang yang telah diberikan kreditur kepada debitur 

dapat terjarnin pengembaliannya. Penjamin itu biasanya disebut juga dengan 
~ 

persona/guarantee atau jaminan perorangan. 

190 Mariam Darns Badrulzaman, Permasa/ahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bimis 
volume II, 2000, him 12. 

191/bid. , him 69 
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Mengenai pengertian penanggung ditegaskan dalam Pasal 1820 

KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: 

"Penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak 
ketiga, gunakepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi 
perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak 
memenuhinya. " 

Subekti mengartikan Jaminan Perorangan adalah:"Suatu perjanjian 

antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seseorang ketiga, yang menjamin 

dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan 

diluar (tanpa) siberhutang terse but. "192 

Pada umumnya jenis-jenis jaminan menurut Kitab Undang - Undang 

Hukum Perdata merupakan sumber hukum dalam bidang keperdataan yang 

mengatur jenis-jenis jaminan dan ada juga beberapa peraturan perundang-

undangan yang merupakan pembaruan dari Kitab Undang - Undang Hukum 

Perdata. Terdapat bermacam-macam benda yang dapat dijadikan sebagai 

obyek jaminan kredit. Dalam salah satu penggolongan benda dijelaskan 

mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sesuai ketentuan 

Undang-Undang ada bentuk jaminan yang berbeda sehingga analis kredit 

harus mengetahui jenis benda yang dapat dijadikan jaminan dan bentuk 

pengikatan atas benda itu. Untuk itu pada bagian ini akan dijelaskan bentuk 

pengikatan jaminan di antaranya Hak Tanggungan. 

Hak tanggungan adalah jaminan yang adanya karena pefianjian 

lebih dahulu antara kreditur dengan debitur. Jaminan yang adallahimya 

karena peijanjian ini akan menimbulkan jaminan khusus yang berupa 

192R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan 
Menurut Hukum Indonesia, CitraAdityaBakti, Bandung, 1996, him. 17. 
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jaminan kebendaan yaitu hak tanggungan/ hipotik. 193 Budi Harsono dalam 

buku Salim HS memberikan pendapat mengenai pengertian hak 

tanggungan, yaitu hak atas tanah, berisi kewenangan kreditur untuk 

berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan, tetapi bukan untuk 

dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika 

debitur cedera janji dan mengambil dari hasi!nya seluruhnya atau sebagian 

pembayaran lunas hutang debitur kepadanya. 194 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal1 Ayat 

(I) disebutkan pengertian hak tanggungan : 

"Hak tanggungan adalah hakjarninan yang dibebankan pada hak atas 
tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut 
atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan 
dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan 
kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap 
kreditur-kreditur lainnya . "195 

Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan menjelaskan : 

bahwa yang dapat dijadikan subyek hukum dalam hak tanggungan 
adalah pemberi hak tangggungan dan pemegang hak tanggungan, 
pemberi hak tanggungan dapat berupa perorangan dan badan hukum. 
mereka mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap 
obyek hak tanggungan atau biasa kita sebut sebagai Debitur. 
Pemegang hak tanggungan dapat berupa perorangan dan badan hukum 
juga. mereka berkedudukan sebagai pihak berutang atau Kreditur. 

193Sutamo, SH, MM,Aspek-Aspek Hulwm Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung 
,2005, him. 151. 

194H. Salim S. H,M. S,Op. Cit, him 104 
195 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
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Ada lima jenis hak tanah yang dapat dijadikan obyek hak 

tanggungan antara lain: 

1. Hak Milik 
2. Hak Guna Usaha 
3. Hak Guna Bangunan 
4. Hak Pakai, baik Hak milik maupun hak atas Negara 
5. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya 

yang telah ada atau akan ada merupakan satu kesatuan dengan 
tanah tersebut dan merupakan hak milik pemegang hak atas 
tanah yang pembebannya dengan tegas dan dinyatakan 
didalam akta pemberian hak atas tanah yang bersangkutan. 196 

Jarninan Fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. 

Sebagai jarninan kebendaan, dalam praktik perbankan, fidusia sangat 

digemari dan popular karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 197 

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu Fiducie, sedangkan dalam 

bahasa Inggris disebut dengan fidusiary transfer of ownership, yang 

artinya kepercayaan. Didalam berbagai literature, fidusia lazim disebut 

dengan istilah eigendom overdact (FEO), yaitu penyerahan hak milik 

berdasarkan kepercayaan. 198Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jarninan Fidusia pada Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: 

"Fidusia adalah pengalihan hak keperni1ikan suatu benda atas 
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 
kepernilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik 
benda. " 199 

Subyek dalam jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat 

dalarn pembuatan akta perjanjian jarninan fidusia yaitu pemberi <lidusia 

dan penerima fidusia. Pemberi fidusia yaitu orang atau korporasi pemilik 

196 H. Salim S. H,M. S, Op. Cit, him I 05 
197 Prof. H. Tan Kamelo,S. H,M. S, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang 

Didambakan, PT. Alumn~Bandung,2004, him 13. 
198H. Salim S. H,M. S, op. cit. him 55 
199 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999Tentang Jaminan Fidusia. 
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benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atau biasa disebut debitur. 

Penerima jaminan fidusia adalab orang perorangan atau korporasi yang 

mempunyai piutang yang pembayaranya dijarnin dengan jaminan fidusia 

atau biasa disebut dengan kreditur (pemberi pinjaman). Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 42 Tabun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka 

obyek jaminan fidusia menjadi lebih luas. Benda-benda yang dapat 

dijadikan obyekjaminan fidusia antara lain: 

1. Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. 

2. Benda tidak bergerak. 

3. Gadai. 

Ketentuan mengenai gadai sebagai lembaga jaminan diatur dalam 

Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata. Gadai adalah suatu 

hak yang dipero1eh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang 

diserabkan kepadanya oleh seseorang berhutang atau oleh seseorang lain 

atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang si berpiutan 

' itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didabulukan 

daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk 

melelang barang tersebut dan biaya yang telab dikeluarkan untuk 

menye1amatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang 

harus didabulukan (Pasal1150 KUHPerdata). 200 -
Subyek Gadai adalab pihak-pihak yang terlibat dalam pengikatan 

gadai yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Pemberi gadai adalab orang 

200 H. R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, BandWlg, 
2005, him 269. 



' 

167 

atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan 

perbuatan hukum terhadap obyek gadai atau disebut debitur. Penerima 

gadai adalah orang-perorang atau badan hukum sebagai pihak yang 

berpiutang atau biasa disebut kreditur. Apabila dilihat dari defmisi pada 

Pasal 1150 KUHPerdata, yang dapat dijadikan obyek gadai adalah benda 

bergerak ada juga benda yang dapat diterima antara lain benda bergerak 

tidak bersetubuh, sebagaiman terdapat pada Pasal 1152 dan Pasal 1153 

KUHPerdata. 

Obyek gadai juga dapat berupa benda bergerak berwujud dan 

benda bergerak tidak berwujud. 

Mengenai Borgcht berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa 

Indonesia diteijemahkan penanggung atau penjamin. Dalam bahasa lnggris 

disebut guarantyborgtocht atau Penjaminan adalah peijanjian dengan 

nama seseorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditur) 

mengika1kan diri untuk (debitur) tidak memenuhinya (wanprestasi). 

Demikian pengertian atau defmisi yang diberikan Pasal 1820 

KUHPerdata.201 Subyek jaminan perseorangan adalah pihak-pihak yang 

terlibat dalam pembuatan peijanjian penjaminan yaitu Kreditur dan 

Penjamin. Ikatan yang teijadi adalah antara kreditur dengan penjaminan 

sebagai pihak ketiga Tidak ada obyek dalam jaminan perorangan ini. 

Menurut Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata menyatakan Cessie 

adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan 

kebendaan tidak bertubuh lainnya dari seseorang berpiutang (kreditur) 

201 Sutarno S. H,M. M, op. cit, him 237 
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kepada orang lain, yang dilakukan dengan ak1a otentik atau akta di bawah 

tangan yang selanjutnya diberitahukan adanya pengahlian piutang tersebut 

kepada si berutang (debitur). 

J aminan kredit bank dapat digolongkan dalarn beberapa klasifikasi 

berdasarkan sudut pandang tertentu, misalnya cara terjadinya, sifatnya, 

kebendaan yang dijadikan obyekjarninan, dan lain sebagainya. 202 

Jarninan karena undang-undang yang karena perjanjian jarninan 

karena undang-undang adalah jarninan yang dilahirkan atau diadakan oleh, 

seperti jaminan wnwn, hak prevelege dan hak retensi (pasal 1132, pasal 

1134 ayat(1 ). Sedangkan jarninan karena perjanjian adalah jarninan yang 

dilahirkan atau diadakan oleh perjanjian yang diadakan para pihak 

sebe1urnnya, seperti gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. 

Pada prinsipnya, menurut hukum segala harta kekayaaan debitur 

akan menjadi jaminan bagi perutangannya dengan semua kreditur. Kitab 

Undang-Undang Hukwn Perdata pada Pasal 1131 KUH Perdata 

menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak 

maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di 

kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan. 

Dari pasal ini berarti seluruh harta kekayaan milik debitur akan menjadi 

jarninan pelunasan atas utang debitur kepada semua kreditur. Kekayaan -
kreditur dimaksud meliputi kebendaan bergerak maupun benda tetap, baik 

yang sudah ada pada saat perjanjian utang piutang diadakan maupun yang 

baru yang akan ada dikemudian hari yang akan menjadi milik debitur 

202Sutarno S. H,M. M, Lac. cit him. 287-292 
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setelah perjanjian utang piutang diadakan, dengan demikian, tanpa kecuali 

seluruh harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan umum atas 

pelunasan perutangannya, baik yang telah diperjanjikan maupun tidak 

diperjanjikanPasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

sebelumnya. Jaminan umum ini dilahirkan karena undang-undang, 

sehingga tidak perlu ada perjanjianjaminan sebelumnya. 

Pada jaminan yang bersifat umum ini, semua kreditur mempunyai 

kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur lain, tidak ada kreditur 

yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditur-kreditur lainnya. 

Pelunasan utangnya dibagi secara "seimbang" berdasarkan besar kecilnya 

jumlah tagihan masing-masing kreditur dibandingkan dengan jumlah 

keseluruhan utang debitur. Hal demikian ditegaskan dalam pasal 1132 

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa 

kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang 

mengutangkannya padanya; pendapatan pe~ualan benda-benda itu dibagi 

0 
menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya jumlah tagihan 

masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada 

alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi Pasal 1132 tersebut juga 

memberikan kemungkinan pengecualian adanya kedudukan diutamakan 

kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya, yaitu 
" 

pemegang hak privilege, gadai (pand) dan hipotik. Berarti kedudukan para 

kreditur ditentukan oleh jenis jarninan yang di pegangnya. 

Jaminan umum ini dalam praktek perkreditan tidak memuaskan 

kreditumya, kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang 
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diberikan. Dengan jaminan umum tersebut kreditur tidak mengetahui 

secara persis berapa jumlah harta kekayaan debitur yang ada sekarang dan 

dikemudian hari, serta kepada siapa saja debitur itu berutang, sehingga 

khawatir hasil penjualan harta kekayaan debitur nantinya tidak cukup 

untuk melunasi utang-utangnya. Untuk itu kreditur memerlukan adanya 

benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan 

piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditur tersebut. Dengan kata lain, 

perkataan memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya baik 

yang bersifat kebendaan maupun perorangan. Jaminan khusus ini timbul 

karena adanya perjanjian khusus diadakan antara kreditur dan debitur. 

Karena jaminan umum kurang menguntungkan bagi kreditur, maka 

diperlukanpenyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat secara khusus 

sebagai jaminan pelunasanutang debitur, sehingga kreditur yang 

bersangkutan mempunyai kedudukan yang diutamakanatau diistimewakan 

atau didahulukan daripada kreditur-kreditur lain dalam pelunasanutangnya. 

Jaminan yang seperti ini memberikan perlindungan kepada kreditur dan di 

dalamperjanjian akan diterangkan mengenai hal ini. 

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak 

mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai 

hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipe~ankan 

terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan 

( contoh hipotik, gadai, dan lain-lain) sedangkan jaminan perorangan 

adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan 

tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap 
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harta kekayaan debitur umurnnya ( contohnya borgtocht). Selain sifat-sifat 

tersebut, yang membedakan hak kebendaan dari hak perorangan ialah asas 

prioriteit yang dikenal pada hak kebendaan dan asas kesamaan pada hak 

perorangan. 

Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan 

benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah kebendaan yang karena 

sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang

undangdianggap sebagai benda bergerak, seperti hak-hak yang melekat 

pada benda bergerak. Benda bergerak dibedakan lagi atas benda 

bergerakberwujud atau bertubuh dan benda bergerak tidak berwujud atau 

bertubuh. 

Pengikatan jaminan benda bergerak berwujud dengan gadai dan 

fidusia, sedangkan pengikatan jaminan benda bergerak tidak berwujud 

dengan gadai, cessie dan account receivable. 

Benda dikatakan sebagai benda tidak bergerak atau tetap adalah 

kebendaan yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, 

karena peruntukannya, atau karena undang-undang yang menggolong

karmya sebagai benda tidak bergerak. 203 (Pasal 506, Pasal 507, Pasal 508 

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata). Pengikatan jaminan benda tidak 

bergerak dengan hipotik dan hak tanggungan. ,., 

Sedangkan jaminan perorangan dapat berupa borgtocht (personal 

guarantee), jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan bank garansi 

(bank guarantee), dalam borgtocht, pemberi jaminannya adalah pihak 

203 Pasal506, Pasal507, Pasal508 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. 
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ketiga secara perseorangan, sedangkan pada corporate guarantee, pemberi 

jaminannya adalah badan usaha yang berbadan hukum. Garansi bank 

diberikan oleh bank guna menjarnin pembayaran suatu jumlah tertentu 

apabila pihak yang dijarnin cidera janji. 

Jaminan pokok, jarninan utarna dan jarninan tarnbahan, kreditnya 

diberikan kepada debitur berdasarkan "kepercayaan" dari kreditur terhadap 

kesanggupan pihak debitur untuk membayar kembali utang-utangnya 

kelak. Karena dalam hukum diberlakukan suatu prinsip "kepercayaan" 

tersebut dipandang sebagai jaminan pokok dari pembayaran kembali 

utang-utangnya kelak. Sementara jarninan-jaminan lainnya yang bersifat 

kontraktual, seperti hak tanggungan atas tanah, gadai, hipotik,fidusia dan 

sebagainya hanya dianggap sebagai "jarninan tarnbahan" semata-mata , 

yakni tambahan atas jaminan utarnanya berupa jaminan atas barang yang 

dibiayai dengan kredit tersebut. 204 

Pembebanan jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak 

didasarkan pada obyek bendanya. Kalau yang dijadikan jaminan adalah 

tanah, maka pembebannya adalah dengan menggunakan hak tanggungan 

atas tanah, sedangkan kalau yang dijadikan jaminan adalah benda 

bergerak, maka pembebanannya dengan menggunakan gadai,fidusia, 

cessie dan account receivable. .. 
Jaminan regulatif adalah jarninan kredit yang kelembagaannya 

sendiri sudah diatur secara eksplisit dan sudah mendapat pengakuan dalam 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tergolong kedalam 

204 Munir Fuady, Loc. Cit, him 69-70. 
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jaminan regulative ini antara lain adalah hipotik, gadai, hak tanggungan, 

akta pengakuan utang. Sedangkan jaminan non regulatif adalah bentuk-

bentuk jaminan yang tidak diatur atau tidak khusus diatur dalam berbagai 

peraturan perundang- undangan, tetapi dikenal dan dilaksanakan dalam 

praktek. Jaminan non regulatif ini ada yang berbentukjaminan kebendaan, 

seperti pengahlian tagihan dagang, pengalihan tagihan asuransi, tetapi ada 

juga jaminan non regulaif yang sernata-rnata hanya bersifat kontraktual, 

seperti kuasa rnenjual dan lain-lain. 205 

Jaminan konvensional adalah jaminan yang pranata hukurnnya 

sudah lama dikenal dalam sistern hukurn kita, baik yang telah diatur dalam 

perundang-undangan, hukurn adat rnaupun yang tidak diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang bukan berasal dari hukurn adat, tetapi 

sudah lama dilaksanakan dalam praktek, seperti hipotik, hak tanggungan, 

gadai barang bergerak, gadai tanah, fidusia, garansi, dan akta pengakuan 

utang. Sementara itu bentuk-bentuk jaminan non konvensional adalah 

' 
bentuk-bentuk jaminan yang eksistensinya dalam sistem hukurn jarninan 

yang masih terbilang baru sungguh pun sudah dilaksanakan secara rneluas, 

sehingga pranatanya belum sernpat pula diatur secara rapi, antara lain 

seperti pengalihan hak tagih debitur (assignment of receivable for security 

purose), pengalihan hak tagih klairn (assignment of insurance proceeds), 
··-

kuasa menjual, danjaminan rnenutupi kekurangan biaya (cash deficiency). 

Saham bagi anggunan tarnbahan dalam rangka menunjang 

perkembangan pasar modal yang sehat, diperlukan peran serta perbankan 

205 Ibid, him 71-74 
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untuk membiayai kegiatan pasar modal, dengan tetap memperhatikan 

prinsip kehati- hatian. Sehubungan dengan hal itu, bank diperkenankan 

merninta anggunan tambahan berupa saham untuk memperoleh keyakinan 

terdapatnya jarninan pemberian kredit. Hal ini dituangkan dalam Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/69/KEP/DIR dan Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 26/1/UKU masing - masing tanggal 7 

September 1993 perihal Saham sebagai Anggunan Tambahan Kredit, yang 

menetapkan ketentuan saham sebagai angunan tambahan kredit. 

Sebelum hal yang sama diatur dalam Surat Keputusan Direksi 

Bank Indonesia Nomor 24/32/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia 

Nomor 24/1/UKU masing-masing tanggall2 Agustus 1991 tentang Kredit 

kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit dengan Angunan Saham. 

Ditegaskan bahwa bank diperkenankan untuk memberikan kredit dalam 

anggunan tambahan berupa saham perusahaan yang dibiayai delam rangka 

ekspansi atau akuisisi. 

' 
Berdasarkan ketentuan yang bam, bank juga diperbolehkan 

memberikan kredit dengan anggunan tambahan berupa saham, baik yang 

terdaftar maupun tidak terdaftar di bursa efek. Untuk pemberian kredit 

dalam rangka ekspansi atau akuisisi, bank diperbolehkan menerima 

angunan tambahan berupa saham yang terdaftar maupun tidak terdaftar di ., 

bursa efek. Apabila saham yang diagunkan termasuk saham yang terdaftar 

di bursa, maka saham yang bersangkutan tidak termasuk saham yang tidak 

mengalarni transaksi dalam waktu tiga bulan berturut-turut sebelum akad 

kredit ditandatangani dan saham dengan harga pasar dibawah nilai 
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nominal pada saat akad kredit akan di tandatangani. Sebaliknya jika saham 

yang diangunkan berupa saham yang tidak terdaftar di bursa efek, maka 

saham tersebut dibatasi hanya pada saham yang diterbitkan oleh 

perusahaan penerirna kredit yang bersangkutan. Nilai saham yang 

digunakan sebagai angunan tambahan kreditnya adalah maksimurn sebesar 

nilai nominal saham yang tercanturn dalam anggaran dasar atau anggaran 

rumah tangga perusahaan yang bersangkutan. 

Tujuan penyerahan agunan dalam suatu pemberian kredit adalah 

sebagai surnber pelunasan kredit usaha nasabah yang dibiayai. Apabila 

usaha nasabah yang dibiayai bank tidak dapat diharapkan, yaitu 

mengalami kegagalan, maka diharapkan saham yang dijadikan agunan 

tambahan tersebut dapat di konversi menjadi uang sebagai pelunasan 

kredit apabila terjadi kemacetan kredit. 206 

Para pihak yang terkait dalam jaminan antara lain : 

1. Pihak kreditur 

Dalam hal ini Pihak bank sebagai kreditur wajib melakukan 

analisa terhadap suatu permohonan yang diajukan pihak 

debitur. Pentingnya melakukan analisa agar menghindari kredit 

macet. Dalam pisau analisa di dunia perbankan, maka 

digunakan metode 5 C. 

2. Pihak debitur 

206 Bambang Setijoprodjo dan Yunus Husein, Kelembagaan Usaha dan Pengelolahan 
Bank, makalah ini disampaikan dalam Temu Ilmiah Perbankan dan Sistem Keuangan, Medan, 
Bank Indonesia dan Universitas Sumatera Utara, 1994, him. 22 
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Pihak debitur atau pihak yang menjadi pemohon kredit wajib 

menyampaikan permohonan kepada pihak kreditur atau bank 

sehingga pihak kreditur dapat menentukan kelayakan untuk 

permohonan kreditnya. Debitur tersebut harus memiliki jujur, 

beritikad baik dan tidak menyulitkan pihak kreditur 

dikemudian hari. Dalam praktek-praktek perbankan dikenal, 

setidaknya tiga macam nasabah: 

a. Nasabah Deposan. Yaitu nasabah yang memyimpan 

dananya pada suatu bank misalnya, dalam bentuk 

deposito atau tabungan lainnya 

b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, 

misalnya kredit usaha kecil, kredit kepemilikan rurnah, 

dan sebagainya 

c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain 

melalui bank. Misalnya antara importer sebagai pembeli 

dengan ekpsortir diluar negeri untuk transaksi semacam 

ini biasanya importer membuka letter of credit. 207 

3. Pemberi jaminan sebagai Pihak Ketiga 

Pihak pemberi jaminan atau penanggung hutang yang dikenal 

dengan bogrtocht atau jaminan perorangan. Seperti y~-~ telah 

diuraikan diatas, dalam hubungan hukum antara kreditur 

dengan debitur sebenamya personal guarantee berkedudukan 

207 http://caturretno. wordpress. com/2012/03/25/pihak-dalam-transaksi/ diakses pada 
tanggal 5 april2012 pukul 15. 00 



' 

177 

sebagai pihak ketiga,namun dernikian pernberi jarninan dengan 

sukarela telah rnengikatkan diri sebagai debitur kepada 

kreditur untuk prestasi yang sarna (paling tidak dengan nilai 

yang sarna dengan debitur). 

Apabila diperhatikan dari uraian tersebut di atas, rnaka jelaslah ada 

tiga pihak yang terkait dalam peijanjian personal guarantee yaitu pihak 

kreditur sebagai pernberi kredit atau orang berpiutang. Sedangkan debitur 

sebagai perninjarn kredit dari pihak pertarna. Dan pihak ketiga di sini 

adalah penjarnin adalah orang yang rnenjadi penanggung hutang antara 

debitur dan kreditur. Personal Guarantee berasal dari Bahasa Inggris atau 

lebih sering disebut dengan guaranty, yang orangnya dinarnakan 

guarantor. Sedangkan dalam Kitab Undang - Undang Hukurn Perdata 

digunakan istilah Borgtocht yang berasal dari bahasa belanda yang artinya 

penanggung atau penjarnin. Selain jarninan yang bersifat kebendaan 

(zakelijk) seperti yang telah diuraikan, ada juga djarninan yang bersifat 

perorangan (persoonlijk). Didalarn proses pernberian kredit, biasanya ada 

jarninan perorangan atau borgtocht dan/atau personal guarantee. Borgtoch 

tatau persona/guarantee diatur dalarn Kitab Undang - Undang Hukurn 

Perdata pada Buku III bab XVII Pasal 1820-1850. Maka sesuai dengan 

Pasal 1820 KUHPerdata: 
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"Penanggung adalah suatu perjanjian, dimana pihak ketiga, demi 

kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi 

perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatnnya. 208 

Menurut Soebekti, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk 

pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya 

seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung 

(penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal 

pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. 209 

Pada praktek biasanya yang menjadi borg atau penjamin adalah 

orang atau perusahaan yang ada hubungan kepentingan dibidang bisnis 

antara debitur dengan borg atau penjamin hutang tersebut. Misal Debitur 

PT. Argo Mulya maka yang menjadi penjamin adalah para pengurus 

perusahaan tersebut yaitu komisaris atau debitur atau salah satu pemegang 

saham mayoritas perusahan. Orang-orang yang menjadi penjamin itu ada 

hubungan kepentingan dibidang bisnis (ekonorni) dengan debiturnya PT. 

Argo Mulya. Jarang sekali terjadi seorang penjamin tidak mempunyai 

hubungan ataukepentingan dengan debitur. Tujuan adanya penjamin 

adalah untuk menjamin agar hutang yang telah diberikan kreditur kepada 

debitur dapat terjarnin pengembaliannya. 210 

Jarninan perorangan (personal gurantee) adalah jaminan berupa 
,., 

pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna 

208 KitabUndang-Undang HukumPerdata 
209Hukum jaminan:jaminan perorangan,http://kuliahade. wordpress. com/2010/04/18/ 

hukum-jaminan-pengertian-dan-macam-macam-jarninan/, diakses pada tanggal 25agustus 2012 
pukul16:30. 

210Sutarno op. cit him 236-237. 
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menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, 

apabila debitur yang bersangku1an, cidera janji (wanprestasi). 211Jarninan 

dalam bentuk perorangan (borgtocht) yang diatur untuk KUHPerdata 

mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : . 

1. Jaminan borgtocht mempunyai sifat accesoir. 

Seperti sifat-sifat jarninan pada umumnya, borgtoch1 bersifat 

accesoir (tarnbahan) artinya jaminan borgtocht bukan hak yang 

berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadanyaatau hapusnya 

tergantung dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau 

perjanjian hu1ang. Tidak mungkin ada borgtocht 1anpa adanya 

perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit yang menimbulkan 

kewajiban bagi debitur untuk melunasi hutangnya. 

2. Borgtocht tergolong Jaminan Perorangan. 

Borgtocht atau penjamin tergolong pada jaminan yang bersifat 

perorangan yaitu adanya pihak ketiga (orang pribadi atau badan 

hukum) yang menjamin untuk memenuhi atau melunasi u1ang 

debitur apabila debitur cidera janji. Karena borgtocht termasuk 

jaminan yang bersifat perorangan maka pemenuhan presentasi 

hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu yaitu 

debitur atau penjaminnya. Kalau dalam jarninan keb,:ndaan 

seperti gadai, fidusia dan hak tanggungan yang terjadi adalah 

ikatan antara kreditur dengan benda-benda tertentu sehingga 

kreditur memperoleh hak atas benda-benda tertentu yang 

211 H. R Daeng Naja, op. cit, him 210 
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dijaminkan. Sedangkan dalam jaminan perorangan ini ikatan 

antara kreditur dengan orangnya yang menjamin (ikatan orang). 

Orang yang menjamin inilah yang hams memenuhi atau melunasi 

hutang seseorang debitur cidera janji. Apabila seseorang penjamin 

yang telah mengikatkan diri untuk menjamin hutang debitur tidak 

memenuhi kewajibannya maka harta kekayaan orang itu yang 

akhirnya dijual untuk memenuhi hutang debitur. 

3. Borgtocht tidak memberikan hak preferent (diu1amakan). 

Borgtocht tidak memberikan hak preferent artinya apabila seorang 

Penjamin tidak dengan sukarela melunasi hutang debitur maka 

harta kekayaan penjamin itu yang harus dieksekusi. Tetapi har1a 

kekayaan si penjamin (borg) bukan semata-mata untuk menjamin 

hutang debitur kepada kreditur tertentu saja tetapi secara yuridis 

harta kekayaan penjamin menjadi jaminan atas hutang-hutang 

kepada semua kreditur. Kalau harta kekayaan si penjamin dilelang 

' 
maka hasilnya dibagi kepada para kreditur yang ada secara 

proposional, kecuali penjamin tidak memiliki kreditur lain. 

4. Besamya penjamin tidak melebihi atau syarat-syarat yang lebih 

berat perikatan pokok. 

Pasal 1822 KUH Perdata menentukan bahwa seorang penjamin •. , 

atau borg tidak dapat mengikatkan diri atau lebih, maupun dengan 

syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan si berutang 

(perjanjian kredit). Seorang penjamin dapat mengikatkan diri 

untuk menjamin sebagian hutang pokok debitur atau sebesar 
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hutang pokok saja atau hutang pokok dan sebagian bunga atau 

syarat-syarat yang lebih berat dari perjanjian pokok maka hanya 

sah untuk perjanjian pokok. 

Dalam praktek di perbankan seorang penjamin biasanya secara 

tegas menyatakan mengikatkan diri untuk menjamin pelunasan 

hutang debitur yang besarnya telah ditegaskan dalam perjanjian 

penjaminan. Misalnya sebesar hutang pokok saja, atau sebesar 

hutang pokok ditambah sebagian bunga atau hutang pokok atau 

seluruh hutang pokok dan seluruh bunganya. Adanya sifat ini 

adalah sebagai konsekuensi peijanjian penjaminan yang bersifat 

accesoir yang artinya penjanjian penjaminan sebagai perjanjian 

tambahan yang mengabdi pada petjanjian pokok yaitu perjanjian 

kredit, sehingga perjanjian penjaminan tidak bisa melebihi syarat

syarat dari perjanjian kreditnya. 

Penjamin memilik hak-hak istimewa dan tangkisan-tangkisan. 

Seorang penjamin adalah cadangan artinya seorang penjarnin itu 

baru membayar hutang debitur jika debitur tidak memiliki 

kemampuan lagi. Karena sifatnya sebagai cadangan maka 

undang-undang memberikan hak-hak istimewa kepada seorang 

penjamin yang tercantum dalam Pasal1832 KUHPerdata y~tu: 

a. Hak untuk menuntut agar harta kekayaan debitur disita 

dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. 

Bila basil eksekusi tidak cukup untuk melunasi hutangnya 
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maka barn kemudian harta kekayaan penjamin yang 

dieksekusi. 

b. Hak tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur 

secara tanggung menanggung, maksud hak ini adalah ada 

kemungkinan penjamin telah mengikatkan diri bersama

sama debitur dalarn satu perjanjian secara jarnin

menjamin. Ini disebut penjamin soldier (soldaire borg 

atau hoofdelijke borg). Penjamin yang telah mengikatkan 

diri brrsama-sama debitur dalarn satu akta perjanjian dapat 

dituntut oleh kreditur untuk tanggung-menanggung 

bersama debiturnya masing-masing untuk seluruh 

hutangnya. 

c. Hak untuk mengajukan tangkisan (pasal 1849, 1850 

KUHPerdata). Penjarnin mempunyai hak untuk 

mengajukan tangkisan yang dapat dipakai debitur kepada 

kreditur kecuali tangkisan yang hanya mengenai 

pribadinya debitur (1847 KUHPerdata). Hak mengajukan 

tangkisan merupakan hak penjamin yang lahir dari 

perjanjian penjarninan. Tangkisan dapat diajukan rnisalnya 

perjanjian terjadi karena kesesatan. 

d. Hak untuk membagi hutang. Bila dalam perjanjian 

penjaminan ada beberapa penjaminan yang mengikatkan 

diri untuk menjarnin satu debitur dan hutang yang sama 

maka masing-masing penjamin terikat untuk seluruh 
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hutang. Artinya penjarnin bertanggung jawab untuk 

menjamin seluruh hutang (1836 KUHPerdata). Namun 

undang-undang memberikan bagian masing-masing 

piutang yang dijamin oleh penjarnin (1837 KUHPerdata). 

Hak ini harus diajukan pertama kali pada saat penjamin 

menjawab tuntutan kreditur. 

e. Hak untuk diberhentikan dari penjamin. 

Seorang penjamin berhak minta kepada kreditur untuk 

diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukannya sebagai 

seorang penjamin jika ada alasan untuk itu. Alasan yang 

bisa digunakan sebagai dasar hukum meminta 

diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukan sebagai 

seorang penjamin ialah kemungkinan. Hak subrogasi 

timbul setelah penjamin marnbayar atas hutang debitur. 

Hak subrogasi tidak dapat dilaksanakan karena penjamin 

telah meneliti bahwa jaminan seperti hak tanggungan, 

hipotik, fidusia dan lainnya yang menjamin hutang 

tersebut telah hapus atau tidak ada lagi. Tidak adanya 

jaminan hipotik, hak tanggungan dikarenakan kreditur 

membiarkan debitur menjual atau menghilangkan j~inan. 

Dengan kata lain kreditur tidak mengarnankan jaminan

jaminan atas hutang debitur ittu sehingga hila penjarnin 

membayar hutang debitur, penjamin yang demi hukum 

menggantikan hak kreditur (subrogasi) tidak memperoleh 
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Jarnman hipotik, hak tanggungan dan jaminan lainnya 

(1848 KUHPerdata). 

6. Kewajiban penjarnin bersifat subside. 

Sifat perjanjian borgtocht seperti yang dijelaskan diatas bersifat 

accesoir tetapi dari sudut pemenuhan kewajiban bersifat subsider 

artinya bahwa kewajiban penjamin untuk memenuhi hutang 

debitur terjadi manakala debitur tidak memenuhi hutangnya. Bila 

debitur sendiri telah memenuhi kewajiban utangnya maka 

penjamin tidak perlu memenuhi kewajiban sebagai seorang 

penjamin (1820 KUHPerdata). 

7. Perjanjian borgtocht bersifat tegas, tidak dipersangkakan. 

Perjanjian borgtocht harus dinyatakan secara tegas artinya 

seorang penjarnin harus menyatakan secara tegas dalarn perjanjian 

borgtocht tidak dipersangkakan. Pernyataan secara tegas dari 

seorang penjarnin untuk menjarnin utang seseorang debitur adalah 

untuk melindungi kepentingan penjamin sendiri yaitu apa yang 

ditanggung atau dijarnin oleh penjamin dan berapa besarnya yang 

ditanggung penjarnin. Bagi kreditur tidak perlu ada pernyataan 

secara tegas tetapi yang penting kreditur menerirna peijanjian 

borgtocht. 

8. Penjarninan beralih kepada ahli waris. 

Seorang yang telah mengikatkan diri sebagai penjarnin hutang 

seorang debitur berkewajiban untuk melunasi hutang debitur 

manakala debitur tidak memenuhinya Kewajiban seorang 
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penjamin yang menjamin pelunasan hutang debitur akan 

berpindah kepada ahli waris manak:ala penjamin tersebut 

meninggal dunia. Ketentuan ini sesuai dengan azas hukum 

pewarisan yang menetukan bahwa ahliwaris akan mewarisi semua 

hutang-hutang (pasiva) dan hutang-hutang (aktiva) dari seorang 

pewaris. Kewajiban penjamin untuk memenuhi atau melunasi 

hutang debitur termasuk hutang (pasiva) dari seorang pewaris. 212 

Adapun syarat-syarat menjadi seorang guarantor adalah sebagai 

berikut: 

1. Mempunyai kecakapan untuk mengikatkan diri sebagai guarantor; 

2. Mempunyai kecakapan untuk memenuhi perikatannya;dan 

3. Berdiam diwilayah Indonesia. 

Unsur jaminan perorangan yaitu : 

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu; 

2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan 

3. Terhadap harta kekayaan debitur umurnnya. 

Menurut Subekti, oleh karena tuntutan kreditur terhadap seorang 

. penjamin tidak diberikan suatu previelege atau kedudukan istimewa 

dibandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditur lainnya, maka jarninan 

perorangan ini tidak ban yak dipraktekan dalam dunia perbankan. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan 

untuk melakukan pengikatan personal guarantee, namun dalam praktek 

perkreditan perbankan, pengikatan personal guarantee dilakukan secara 

212Sutarno op. cit him 238-239. 
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tegas dan tertulis. Hal ini dilakukan pihak bank agar memudahkan 

pembuktian jika teijadi wanprestasi. 

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya suatu jaminan personal 

guarantee adalah sebagai berikut : 

a. Hapusnya atau berakhimya peijanjian pokok. 

b. Peijanjian penanggungan dapat juga hapus sekalipun 

perjanjian pokok masih tetap ada. 

c. Peijanjian personal guarantee ini berakhir jika debitur telah 

membayar kepada kreditur sekalipun benda yang 

dibayarkan itu bukan rnilik debitur dan disita kembali oleh 

pihak ketiga (Pasall849 KUHPerdata). 

d. Guarantor dapat menutut agar debitur meyelesaikan 

pembayaran hutangnya dan memuntut agar guarantor dapat 

dibebaskan dari peijanjian ini. 

Hukum sebagai himpunan peraturan perundang-undangan yang 

' 
mengatur tata tertib suatu masyarakat dibuat untuk ditaati masyarakat derni 

terciptanya kepastian hukum yang dapat menjamin rasa keadilan dan 

perlindungan kepentingan didalam masyarakat. Dalam setiap memberikan 

kredit kepada nasabahnya, bank selalu menghadapi suatu resiko, yaitu 

tidak kembalinya uang yang dipinjamkan pada nasabah. Oleh karena itu, .. 
keadaan dan perkembangan usaha nasabah diikuti terus menerus mulai 

pada saat kredit diberikan sampai kredit lunas. Dalam hal menganalisis 

kredit, pertama-tama yang harus dilakukan adalah dilihat kemauan dan 

kemampuan dari nasabah itu untuk memenuhi kewajibannya. 
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Begitu besamya risiko yang mungkin diterima bank sebagai akibat 

dari penyaluran kredit, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan 

yang sehat, yaitu di antaranya : 

a. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat 

perjanjian tertulis; 

b. Bank tidak diperkenankan memberikan kepada usaha yang 

sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan 

membawa kerugian; 

c. Bank tidak diperkenankan memberi kredit untuk pembelian 

saham, dan modal keJja dalam rangka kegiatan jual beli 

usaha, atau 

d. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian 

kredit (legal lending limit). 

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis 

yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah 

debitur untuk melunasi utangnya dan I atau mengembalikan pembiayaan 

dimaksud sesuai dengan dipeJjanjikan. 

Pasal 8 Ayat (2) : 

"Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan 
dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketimtuan 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". 

Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan Pasal 8 Ayat (2) 

dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh bank Indonesia yang wajib dimiliki 
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dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah 

sebagai berikut : 

a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis: 

b. Bank hams memilik keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan nasabah debitur antara lain diperoleh dari 

penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal 

agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitur. 

c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur 

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

d. Kewajiban bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan Prinsip syariah dengan persyaratan yanbg berbeda 

kepada nasabah debitur dan/atau pihakpihak terafilasi. 

e. Penyelesaian sengketa. 

B. Perjanjian Jaminan Kebendaan dengan obyek Pesawat U dara 

Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 dan penjelasannya 

dapat disirnpulkan bahwa yang diatur oleh ketentuan ini adalah pesawat udara 

yang telah mempunyai tanda pendaftaran kebangsaan dapat dijadikan j~nan 

kebendaan tanpa menyebut lembaga apa yang dipakai untuk menjarninkan 

pesawat udara tersebut. Jika dibahas lebih lanjut lembaga apa yang tepat 

dipakai untuk menjarninkan pesawat udara berdasarkan sistem hukum 

jarninan di Indonesia, tidak satupun lembaga jarninan yang tepat dapat 
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dipakai dalam menjaminkan pesawat udara, karena dalam sistem hukum 

benda yang berlaku di Indonesia pesawat udara belum secara tegas diatur 

apakah termasuk benda bergerak atau benda tidak bergerak, dengan 

penjelasan lebih lanjut sebagai berikut : 

' 

I. Jika pesawat udara digolongkan menjadi benda tidak bergerak, maka 

lembaga hipotik213 yang cocok dipakai sebagai lembaga jaminan 

bagi pesawat udara, karena lembaga jarninan hipotik dipakai untuk 

menjarninkan benda-benda tidak bergerak, perjanjian 

pembebanannya harus didaftarkan pada Departemen Perhubungan 

Udara dan adanya kepastian hukum, karena pemegang hipotik 

mempunyai hak preference (dapat didahulukan) terhadap 

kepentingan kreditur lainnya. Jika lembagai fidusia yang dipakai, 

pesawat udara harus terlebih dahulu digolongkan menjadi benda 

bergerak, padahal pesawat udara akan berfungsi sebagai obyek 

jaminan jika pesawat udara tersebut telah memiliki tanda daftar 

kebangsaan, sedangkan ketentuan bagi benda bergerak menurut 

sistem hukum jarninan di Indonesia tidak perlu didaftar terlebih 

dahulu. Jika yang dipakai adalah lembaga gadai, jelas tidak mungkin 

dilaksanakan karena benda yang digadaikan harus diserahkan dan 

dikuasai oleh kreditur. Padahal pesawat udara merupakan sar~a inti 

dalam usaha penerbangan yang harus tetap dioperasikan. 

213 Menurut Pasa1 1162 KUH Perdata, hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda
benda tak bergerak untuk mengambil bagian daripadanya bagi pe1unasan suatu perikatan. 
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2. Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk dapat memilih lembaga 

jaminan yang tepat untuk pesawat udara, pembentuk undang-undang 

terlebih dahulu harus menggolongkan jenis benda apakah pesawat 

udara tersebut, dengan mengingat pesawat udara memiliki nilai 

ekonornis yang sangat tinggi sebagai modal dari perusahaan 

penerbangan, tepatlah kiranya pesawat udara dapat digolongkan 

sebagai benda bergerak yang khusus, para ahli hukurn udara 

berpendapat bahwa pesawat udara adalah termasuk dalarn kategori 

benda bergerak (moveable property) yang mempunyai exceptional 

status sebagai benda bergerak yang diatur secara khusus atau 

dinamakan sebagai "moveable property sui generis "214
• Oleh 

karenanya lembaga yang tepat dapat dipakai untuk menjarninkan 

pesawat udara adalah dengan menggunakan lembaga hipotik, karena 

segala sesuatu yang dibutuhkan baik oleh kreditur maupun debitur 

dapat dipenuhi oleh lembaga hipotik yang memiliki asas-asas yaitu 

dapat didahulukan kepentingarmya dari kreditur lainnya 

(preference), pembebanan jarninan mengikuti bendanya (droit de 

suite), pendaftaran (openbaarheid), spesialitas, kemutlakan hak 

jarninan, dan benda tetap dapat dikuasai dan dioperasikan oleh 

debitur. 
·~ 

3. Pembebanan hak jaminan terhadap pesawat udara dengan meng

gunakan lembaga hipotik memiliki beberapa keunggulan bagi 

kepentingan kreditur, karena selain hak hipotik dilekati sifat 

214 Mieke Komar Kantaatmadja, op. cit. , him. 47. 
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kebendaan ( "zaaksgevolg "), yang didaftar dalam register urn urn, 

dibuat dalam akta otentik, dapat pula dirinci beberapa kemungkinan 

untuk mengadakan janji-janji khusus pada waktu membuat akta 

hipotik, antara lain mengenai asuransi, janji untuk tidak disewakan, 

janji untuk memberikan kuasa menjual dan janji-janji lainnya yang 

tidak bertentangan dengan hukum. Dengan dimungkinkannya janji-

janji sebagai mana tersebut diatas, akan melindungi kreditur dari 

segala resiko yang timbul dari perjanjian penjaminan dengan obyek 

pesawat udara dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan 

mengikat. 

Berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Penerbangan, perjanjian 

pemberian hak jaminan kebendaan atas pesawat terbang dapat dibuat menurut 

hukum yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Konsekuensi 

hukumnya adalah adanya hak jaminan kebendaan atas pesawat terbang yang 

dilakukan baik berdasarkan hukum Indonesia maupun hukum asing. Namun 

dalam penelitian ini hanya akan dibahas mengenai perjanjian pemberian hak 
' 
jaminan kebendaan yang dibuat berdasarkan hukum Indonesia. 

Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa harta kekayaan 

debitur tidak hanya dapat digunakan untuk menjamin kewajiban melunasi 

utang yang timbul karena perjanjian antara kreditur dan debitur, tetagi juga 

untuk melunasi semua utang/ kewajiban debitur yang lahir dari perikatan 

yang dibuatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1233 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perikatan dapat 1ahir baik karena 

diperjanjikan oleh para pihak maupun lahir karena undang-undang. 
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Kewajiban debitur tersebut dapat dalam bentuk memberi sesuatu, berbuat 

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang lebih dikenal dengan istilah prestasi. 

Debitur dalam satu waktu dapat saja memiliki lebih dari satu 

kreditur, dalam hal ini harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan 

secara bersama-sama untuk para kreditur. Pada kondisi seperti ini hasil 

penjualan atas seluruh harta kekayaan debitur akan dibagi kepada para 

kreditur secara proporsional menurut besamya piutang mereka, kecuali 

apabila diantara kreditur tersebut ada yang merniliki alasan yang sah untuk 

didahulukan. Pada akhir pasal 1132 KUHPerdata tersisip kata-kata, 

" ... kecuali apabila di antara para berpiutang (kreditur) itu ada alasan-alasan 

yang sah untuk didahulukan. " Pengecualian tersebut bisa terjadi baik karena 

undang-undang maupun atas dasar kesepakatan para pihak. Pengecualian 

tersebut dapat diberikan oleh undang-undang rnisalnya berupa hak 

istimewa215 dan dapat pula lahir karena dipeljanjikan oleh para pihak berupa 

hak jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. 

' 
Hak jarninan khusus adalah hak jaminan yang ditentukan secara 

khusus dibebankan atas obyek tertentu untuk utang tertentu pula. Menurut 

ilmu pengetahuan penggolongan hak jaminan khusus dibagi menjadi Hak 

Jaminan Kebendaan (zakelifke zekerheidsrechten) dan Hak Jaminan 

Perorangan (persoonlijke zekerheidsrechten). Hak Jarninan Kebendaan"~dalah 

hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik 

karena: 

215 Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang 
berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata 
berdasarkan sifat piutangnya. (Pasal 1134 KUHPerdata). 
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a. K.reditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan 

atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok 

benda tertentu milik debitur; dan/ atau 

b. Ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur atau 

terikat kepada · hak kreditur, yang berharga bagi debitur dan dapat 

memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitur untuk 

memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur. 216 

Ciri-ciri Hak Jaminan Kebendaan antara lain: 

a. Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda, yaitu dimana hak 

itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat 

dipertahankan terhadap siapapun juga. 

b. K.reditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu 

milik debitur karena antara debitur dan kreditur telah mengikatkan diri 

dengan suatu perjanjian penjaminan. 

c. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap tuntutan dari pihak 

' 
mana pun. 

d. Hak tersebut selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda 

tersebut berada (droit de suite/ zaaksgevolg). 

e. Hak tersebut mengandung asas prioritas yaitu hak kebendaan yang 

lahir lebih dulu, lebih diutamakan daripada yang lahir kemudi~ (droit 

de preference). 

216 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2007, hbn. 12. 



194 

f. Hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain yang dilakukan dengan 

cara mengalihkan perjanjian pokoknya. 

g. Hak tersebut lahir dari perjanjian tarnbahan (acessoir), dengan 

demikian perjanjian jaminan tidak akan ada apabila tidak ada 

perjanjian pokoknya, perjanjian pokok ini dapat berupa perjanjian 

kredit, perjanjian sewa beli, perjanjian sewa guna usaha, dan 

sebagainya. 217 

Sedangkan Hak Jaminan Perorangan adalah hak yang memberikan 

kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih baik karena adanya lebih dari 

seorang debitur yang dapat ditagih. Pengertian lebih baik dalam konteks ini 

adalah lebih baik daripada kreditur yang tidak mempunyai hak jaminan 

(khusus) atau lebih baik dari jaminan umum. 218 Ciri-cirinya adalah: 

0 

a. Kreditur hanya mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu, 

yaitu orang-orang yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian 

jaminan tersebut. 

b. Karena hanya mengikat orang-orang tertentu maka hak jaminan 

tersebut hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. 

c. Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan utang. 

d. Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung asas persarnaan 

dan keseimbangan (konkruen) artinya tidak membedakan" mana 

piutang yang terjadi lebih dahulu dan mana piutang yang terjadi 

211 Bandingkan dengan Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak yang 
Memberikan Jaminan, Jakarta: Ind Hil-Co, 2002, him. 17. 

218 Satrio, op. cit. 
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kemudian karena semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama 

terhadap harta kekayaan debitur; 

e. Jika suatu saat terjadi kepailitan maka hasil penjualan dari benda-

benda jaminan dibagi diantara para kreditur seimbang dengan 

besamya piutang masing-masing. 219 

Jaminan yang baik menurut R. Subekti adalah jaminan yang memenuhi 

syarat -syarat berikut yai tu: 

0 

a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang 

memerlukannya. 

b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk 

melakukan atau meneruskan usahanya. 

c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti 

bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu 

bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si 

penerima (pengambil) !credit. 220 

Pesawat udara ketika diterima sebagai jaminan kredit memiliki resiko-

resiko yang harus diketahui oleh Kreditur diantaranya: 

1. Berkurangnya nilai susut teknis suatu pesawat udara karena 

penggunaan yang terns menerus, yang menyebabkan harga pesawat 

udara bergantung sekali pada perawatan dan perbaikan (main!~nance 

and repair) pesawat secara teratur; 

219 Hasbullah, op. cit. , him. 16. 
220 Subekti, R. Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, 

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, him. 
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2. Pesawat udara sangat peka terhadap berbagai bahaya dan 

kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan suatu hal yang 

tidak ada kaitannya langsung dengan pesawat udara. Misalnya akibat 

cuaca buruk, tindakan terorisme, dan lain-lain. Obyek jaminan dapat 

musnah seketika atau mengalami kerusakan berat sehingga untuk 

menutup kerugian tersebut selalu dibutuhkan penutupan polis asuransi 

yang tidak keciljumlahnya; 

3. Suatu pesawat udara selalu berpindah tempat terutama pesawat yang 

digunakan untuk pengangkutan internasional, sehingga dapat 

menyulitkan pihak pemberi modal (kreditur), maupun pemegang hak 

lainnya yang akan mengadakan eksekusi atas pesawat udara tersebut; 

4. Terbatasnya pasaran (market) untuk pesawat-pesawat udara bekas di 

negara yang bersangkutan; 

5. Belum diaturnya kewajiban pendaftaran perdata (recordation) dari 

hak-hak kebendaan yang diletakkan pada suatu pesawat udara di 

berbagai negara. Hal ini menyebabkan pemegang suatu hak jaminan 

dapat dihadapkan pada suatu keadaan di mana menurut hukum 

setempat haknya tidak diakui ataupun kedudukan hukum dari hak

haknya itu dianggap bertingkat lebih rendah daripada pemegang hak 

yang sebangun dalam negara tersebut; 

6. Khususnya penjarninan suku cadang, terutama engines (motor 

propulsi) pesawat udara, dapat menimbulkan permasalahan sendiri. 

Antara lain kesulitan menjarnin suku cadang dengan hak jarninan yang 

sama yang telah dilekatkan pada pesawat udara yang bersangkutan, 
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pengaturan penyimpanan suku cadang terpisah dari pesawat udara 

serta pendaftaran perdata suku cadang. 221 

Alasan-alasan tersebut turut mendukung menjadikan pesawat udara 

sebagai suatu obyek jaminan (collateral) yang tidak terlalu diminati oleh 

pihak bank dan lembaga keuangan pada umwnnya. Hal ini didukung oleh 

suatu kenyataan bahwa di mayoritas negara, pemberian kredit dengan 

jaminan pesawat udara dianggap sebagai spesialisasi dari beberapa bank dan 

lembaga keuangan tertentu karena besarnya resiko. 

Dengan kata lain suatu obyek jaminan (collateral for security) yang 

diterima harus memberikan garansi apabila dibutuhkan, benda tersebut harus 

tersedia, mudah dicairkan/ direalisasi dan bernilai cukup untuk dapat 

menggantikan jumlah uang yang terutang. Obyek jarninan yang diterima 

harus setiap saat mempunyai nilai cukup (adequate value) dan beralas hak 

yang kuat (watertight title). Oleh sebab itu untuk mendukung industri 

penerbangan (aircraft industry) nasional dan intemasional dibutuhkan 

pengaturan tentang penjarninan pesawat udara dengan fasilitas proses 

penanganan yang mudah dan cepat, baik dalarn prosedur pelaksanaan, 

pencairan, dan realisasi jarninan tersebut. W alaupun resiko-resiko yang 

melekat pada pesawat udara sudah cukup besar, tetapi hal ini tidak 

mengurangi adanya kebutuhan penggunaan pesawat udara sebagai cogateral, 

terutama karena para kreditur tidak selalu dapat mengandalkan diri pada 

garansi yang disediakan Pemerintah. 222 

221 Kantaadmadja, op. cit. , him. 87-88 
222 Ibid, him. 89-90. 



198 

Berbicara mengenai lembaga jaminan kebendaan terlebih dabulu harus 

dimengerti pembagian hukum benda di Indonesia, batasan uraian hukum 

benda Penulis fokuskan pada benda pesawat udara Sampai saat ini hukum 

benda Indonesia masih mengacu pada ketentuan dalam KUHPerdata. Dalam 

KUHPerdata dikenal berbagai macam penggolongan benda antara lain benda 

berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda 

habis dipakai dan benda tidak habis dipakai, benda yang dapat 

diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan, benda yang sudab ada dan 

benda yang akan ada, benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti. 223 

Dari penggolongan-penggolongan tersebut, penggolongan benda yang 

terpenting adalah penggolongan benda sebagai benda bergerak dan benda 

tidak bergerak. Karena penggolongan benda sebagai bergerak dan tidak 

bergerak dapat memiliki akibat hukum yang berbeda pada lima hal yaitu, 

kedudukan berkuasa atas barang ( bezit), cara penyerahan barang (levering), 

jangka waktu daluarsa (verjaring), lembaga jaminan (bezwaring), dan cara 

penyitaan (be,slag). Penggolongan benda sebagai benda tidak bergerak dapat 

karena ditentukan oleh undang-undang, contohnya pekarangan-pekarangan 

dan segala yang didirikan di atasnya, penggilingan-penggilingan, pohon-

pohon yang akarnya menancap dalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik 

dari pohonnya, barangbarang tambang yang belum tergali dari tanah, kayu-.. 
kayu yang belum dipotong, pipa-pipa dan got-got penyalur air. 224 Selain itu 

juga bisa karena peruntukannya yang melekat pada tanah, seperti pada 

223 Mochamad Isnaeni, Hipotik Pesawat Terbang, Strrabaya: CV. Dharma Muda, 1996, 
him. 114-115. 

224 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, op. cit , psi. 506 
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perusahaan pabrik serta mesin-mesin di dalamnya, alat-alat produksi dalam 

pabrik dan barang-barang hasil produksi pabrik; rumah beserta perabotan 

yang terpasang pada bagian rumah seperti dinding dan pagar; bahan 

bangunan yang akan digunakan untuk mendirikan bangunan. 225 Lalu benda 

tidak bergerak karena pemanfaatannya yang melekat dengan tanah, seperti 

hak pakai atas tanah, hak pengabdian tanah, hak menumpang karang, dan hak 

usaha 226 

Sistematika hukum benda dalam Buku II KUHPerdata bersifat 

tertutup, artinya tidak dapat diadakan hak-hak kebendaan baru diluar yang 

telah diatur dalam undang-undang.227 Oleh karena itu bentuk-bentuk hak 

kebendaan dalam KUHPerdata bersifat mutlak dan limitatif. Dalam 

KUHPerdata ditemukan dua istilah yaitu benda (zaak) dan barang (goed). 

Pada umumnya yang diartikan dengan benda (zaak) ialah segala sesuatu 

yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi obyek hukum atau 

menjadi hak milik (pasal 499 KUHPerdata)228
• Benda (zaken) terdiri atas 

~arang!benda dan hak-hak kebendaan. Pengertian Benda secara luas adalah 

segala sesuatu yang dapat dimiliki dengan hak milik (Eigendom) atau segala 

sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, dengan demikian semua benda 

hidup atau mati, benda tanah atau bukan tanah, bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang dapat dikuasai dengan hak .. 
milik adalah benda. Pembedaan atas benda terdaftar dan tidak terdaftar 

225 Ibid. , psi. 507. 
226 Ibid. , psi. 508 
227 Mariam Darns Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, 

Bandunf,, 1977,hbn.5. 
2 'Ibid, hbn. 9. 
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merupakan perkembangan yang terjadi pada negara-negara maju seperti 

Be!anda, Inggris, Amerika dan sebagainya. 

Dalam BW Belanda Baru disebutkan benda terdaftar adalah benda 

yang terdaftar pada tempat pendaftaran urnum atau register urnum (openbare 

register), pendaftaran merupakan unsur mutlak bagi benda tersebut karena 

memiliki aspek publisitas dan merupakan pembuk:tian kepemilikan atas 

benda tersebut. Meskipun KUHPerdata tidak mengenal pembedaan benda 

terdaftar dan tidak terdaftar, namun di Indonesia dalam praktek dikenal 

adanya benda terdaftar seperti tanah, kapal !aut yang lebih dari 20 M3 dan 

pesawat udara. 

Hak kebendaan memiliki sifat absolut (right in rem) yaitu mengikat 

setiap orang dengan ciri-ciri sebagai berikut: dapat dipertahankan terhadap 

siapa saja, orang yang bersangkutan dengan benda mempunyai hak dan 

kewenangan terhadap bendanya dan orang lain harus menghormati hak itu. 

Peraturan hukurn benda bersifat dualistis artinya peraturan hukum 

~enda masih memberlakukan dua peraturan yaitu masih berlakunya Hukum 

Adat dan masih berlakunya KUH Perdata beserta peraturan perundangan 

lain. Di dalam hukurn adat dan UUP A benda dibedakan atas 229
: 

3. Benda Tanah (diatur dalam UUPA dan peraturan perundangan lain) 

hukum adat menempatkan tanah sebagai benda utama, karena itu .. 
dalam hukurn adat tanah mempunyai kedudukan yang sangat 

istimewa karena mempunyai aspek spiritual. 

229Sri Soedewi Masychun Sofwan, Hukum Benda, Liberty, Y ogyakarta, 1975, blm. 36. 
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4. Benda lain selain tanah (secara urnum diatur dalarn Buku II KUH 

Perdata beserta undang-undang dan peraturan perundangan lain) 

Dalarn KUHPerdata mengenal berbagai jenis pembedaan benda yaitu 

bahwa benda dapat dibedakan antara lain: 

7. Benda berwujud dan tidak berwujud. 

8. Benda bergerak dan tidak bergerak. 

9. Benda yang ada dan benda yang akan ada. 

10. Benda dalarn perdagangan dan benda diluar perdagangan. 

11. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. 

12. Benda yang habis karena pemakaian dan benda yang tidak habis 

karena pemakaian. 

Dalarn perkembangannya di negara maju terdapat pembedaan antara 

benda atas nama dan tidak atas nama dan benda terdaftar dan benda tidak · 

terdaftar. Dari kesemuanya itu KUHPerdata dan konsep negara maju mem-

bedakan benda yang sangat penting adalah terdiri atas230
: 

'6. Benda bergerak (roerend goed) 

c. Benda bergerak berwujud 

d. Benda bergerak tidak berwujud 

7. Benda tidak bergerak ( onroerend goed) 

8. Benda tidak bergerak (immovables). 

9. Benda terdaftar 

230 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda lain yang 
melekat pada Tanah da/am Konsepsi, Penerapan Asas Horisontal, Citra Aditya, Bandung, 1996, 
blm. !00. 
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10. Benda tidak terdaftar. 

Keberadaan pesawat udara sebagai suatu benda apabila hendak dikaji 

dari pembagian benda yang dikenal oleh BW, khususnya yang rnenyangkut 

pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai salah satu 

pembagian jenis benda, dapat dikualifikasi sebagai jenis benda bergerak. Hal 

ini memang tepat kalau sekedar dilihat dan diamati dari segi lahiriah, narnnn 

bilamana ukuran ini yang dipakai, maka setiap pesawat udara akan dianggap 

sebagai benda bergerak dan dapat dikenai ketentuan-ketentuan tentang benda 

bergerak. Padahal pesawat udara sebagai benda modal dalam ruang lingkup 

industri penerbangan, baru bisa berfungsi kalau pesawat udara tersebut 

didaftar terlebih dahulu dalarn register penerbangan. Sedang pesawat udara 

yang belum atau tidak didaftar tidak dapat berfungsi sebagai benda dalarn 

pengertian komersial. Oleh karena itu, mengingat keberadaan pesawat ndara 

dalam bidang industri penerbangan memerlukan pendaftaran sebagaimana 

diharuskan oleh nndang-nndang, menjadi tidak relevan lagi jika hanya 

dikatagorikan sebagai benda bergerak, sehingga lebih tepat pesawat udara 

dikategorikan sebagai benda ter<iaf'ta?l1
, sedangkan para ahli hukum udara 

berpendapat bahwa pesawat udara adalah termasuk dalam kategori benda 

bergerak (moveable property) yang mempnnyai exceptional status sebagai 

231 Moch Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996, 
hlrn.l46. 
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benda bergerak yang diatur secara khusus atau dinarnakan sebagai 

"moveable property sui generis"232 

Sedangkan penggolongan benda sebagai benda bergerak dapat 

ditentukan oleh sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan, seperti 

kapal-kapal, perahuperahu, dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di 

perahu serta benda-benda lain yang sejenis. 233 Kemudian benda bergerak 

yang ditentukan undang-undang seperti hak pakai atas benda bergerak, hak 

atas bunga yang diperjanjikan, tagihan-tagihan, saharn-saharn dalam 

perseroan, obligasi. 234 

Pesawat udara sebagai alat yang digunakan untuk penerbangan dan 

transportasi menurut sifatnya yang dapat berpindah dan dipindabkan adalah 

benda bergerak. Akan tetapi sifat hukum pesawat udara berbeda dari benda 

bergerak lainnya dalarn dua hal, yaitu: 

1. Pesawat udara harus didaftarkan; 

2. Pesawat udara mempunyai kebangsaan. 235 

0 
Melihat pada sifat dan hakekatnya, suatu pesawat udara merupakan 

suatu benda bergerak (moveable property). Oleh sebab itu yang pertarna-tama 

menguasai suatu pesawat udara adalah pengaturan hukwn keperdataan 

mengenai benda bergerak. Narnun demikian untuk berbagai kepentingan 

khusus, perundangundangan temyata menyimpang dari aturan urnurn dan , .• 

232 Mieke Komar Kantaatmadja, Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia, 
Ditinjau dari Hukum Udara, Alumni, Bandung, 1989, him. 47. 

233 Ibid., psi. 510. 
234 Ibid. , psi. 511. 
235 Badan Pembinaan. Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Naskah Ilmiah Persiapan 

Rancangan Undang-undang (Academic Draft) Tentang Hipotik Pesawat Udara, Jakarta: BPHN, 
1981, him. 9. 
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memberlakukan pada pesawat udara berbagai aturan hukum yang lazim 

diberlakukan pada benda tidak bergerak. Kecendrungan ini menimbulkan 

pendapat di kalangan ahli hukum untuk memberikan suatu exceptional status 

sebagai benda bergerak yang diatur secara khusus dan menamakannya 

moveable property sui generis. Sui generis ini menunjuk pada suatu sifat 

tersendiri dari keberadaan pesawat udara. 236 

Sifat karakteristik dari pesawat udara adalah karena pesawat udara 

diberi tanda nasionalitas suatu negara tertentu. Dengan memenuhi 

persyaratan-persyaratan hukum nasional tentang pendaftaran publik, suatu 

negara akan memberikan suatu tanda bukti nasionalitas, yang dikenal dengan 

Tanda Kebangsaan (nationality marks) dan Tanda Registrasi (registration 

marks) kepada pesawat udara tersebut Nasionalitas pesawat udara menunjuk 

kepada adanya hubungan khusus antara pesawat udara tersebut dengan negara 

tertentu. Konsekuensi hukumnya ialah bahwa negara tersebut berhak 

menerapkan hak-hak khusus yang dapat dinikmati pesawat udara tersebut 

hukum intemasional 237 . . 

Beberapa ahli hukum perdata berpendapat bahwa klasifikasi 

kebendaan dalam benda bergerak dan tidak bergerak sudah tidak sesuai lagi 

dengan kenyataan dan kebutuhan saat ini. Kecenderungannya adalah 

penggolongan benda dalam benda terdaftar dan tidak terdaftar. Hal ini .. 
dikarenakan perkembangan kewajiban untuk mendaftarkan beberapa benda 

tertentu, salah satunya adalah pesawat terbang, sehingga pesawat terbang 

236 Mieke Komar Kantaadmadja, Lembaga Jaminan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau 
dari Hukum Udara, Bandung: Alumni, 1989, him. 47. 

237 Ibid., him. 35. 
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dapat dikelompokkan dalam register moveable property atau benda bergerak 

terdaftar. Alasannya adalah: 

1. Pada suatu pesawat udara diberikan suatu tanda nasionalitas, 
disertai kewajiban didaftarkan pada negara tertentu; 

2. Untuk tujuan kepentingan perdata, pesawat udara tunduk pada 
persyaratan dapat didaftarkan dalam suatu register umum yang 
bersifat perdata; 

3. Pada pesawat udara ditetapkan ketentuan khusus tentang 
perolehan (acquisition) dan pengasingan (alienation) yang tidak 
berlaku pada benda bergerak lainnya; 

4. Pesawat udara dapat dijaminkan dengan suatu hipotik atau 
mortgage; 

5. Pesawat udara lazim tunduk pada pengaturan hukum tentang 
penahanan dan penyitaan (attachment) yang berbeda dengan 
benda bergerak lainnya; 

6. Berlakunya aturan hukum tentang bantuan (assistance) 
penyelamatan (salvage) pesawat udara yang menimbulkan hak 
bersifat kebendaan yang ditetapkan oleh undang-undang dan hak 
ini mempunyai kedudukan mendahulukan hak jarninan lain yang 
sudah terdaftar. 238 

Status hukum suatu pesawat udara dalam hukum publik yang oleh J. C. 

Cooper disebut legal quasi-personality terbukti dengan diberikannya suatu 

tanda kebangsaan atau nasionalitas dan tanda registrasi kepada pesawat udara 

menurut hukum nasional negara tertentu yang menandakan pula adanya izin 

~tuk membawa bendera negara tersebut. Suatu tanda nasionalitas diperoleh 

setelah dipenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh negara yang 

bersangkutan dan setelah didaftarkannya pesawat udara tersebut dalam daftar 

umum (register yang bersifat publik) yang dipergunakan bagi keperluan itu. 

Menurut hukum internasional publik, konsep nasionalitas yang dimiliia oleh 

perseorangan berintikan adanya suatu ikatan antara seorang individu dengan 

238 Ibid., hlm. 49-50. 
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suatu negara di mana individu tersebut memperoleh nasionalitasnya atau 

kewarganegaraannya. 239 

Pesawat udara adalah benda bergerak (moveable property). Namun 

demikian tidak semua peraturan yang berlaku terhadap benda bergerak, 

berlaku sepenuhnya pada pesawat udara. Pesawat udara sebagai benda 

bergerak mempunyai kebangsaan (national and registration mark). Sebagai 

konsekuensi pendaftaran dan kebangsaan, maka negara wajib membuat buku 

pencatatan (recordation) pesawat udara yang terbuka untuk umum. Masalah 

pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara diatur dalam Konvensi Chicago 

194427, dan semua negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil 

lntemasional (International Civil Aviation Organization) mengakui status 

hukum pesawat udara sebagai benda bergerak yang mempunyai kekhususan 

(sui generis). Ketentuan demikian juga diatur dalam Konvensi Jenewa 1948. 

Menurut Konvensi Jenewa 1948, Negara anggota wajib mengakui hak-hak 

perdata dalam pesawat udara yang dikategorikan sebagai benda bergerak, 

tetapi dapat dibebani mortgage. Beberapa negara termasuk Belanda, Perancis 

maupun Italia telah mengeluarkan hukum nasional yang mengatur pesawat 

udara sebagai benda sebagai benda bergerak, tetapi dalam hukum nasional 

mereka memperlakukan kekhususan (sui generis). 240 

Ketentuan yang mewajibkan pesawat udara harus didaftarkan terdapat .. 
dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 dimana setiap pesawat 

udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. 

239 Ibid., him. 36. 
240 H. K. Martono (a), Pengantar Hukum Udara Nasional dan lnternasional, Jakarta:PI. 

Raja Grafindo Persada, 2007, him. 259-260. 
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Tanda pendaftaran tersebut dapat berupa tanda pendaftaran Indonesia atau 

tanda pendaftaran asing. Tanda pendaftaran ini dikeluarkan oleh otoritas 

penerbangan yang berwenang untuk: itu di tiap negara, di Indonesia 

kewenangan itu dimiliki oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, 

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. 241 

Setiap pihak yang akan mengajukan permohonan pendaftaran harus 

dapat menunjukkan bukti kepemilikan atau bukti penguasaan pesawat udara 

yang berupa bukti pembelian, akta hibah atau bentuk: lain yang dapat diterirna 

oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara; menunjukkan bukti penghapusan 

pendaftaran atau tidak didaftarkan di negara lain; memenuhi ketentuan 

persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan Menteri, menunjukkan. 

242 Setiap pihak yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransikan: 

1. Pesawat yang dioperasikan; 
2. Personel pesawat udara yang dioperasikan; 
3. Tanggungjawab kerugian pihak kedua; 
4. Tanggung jawab kerugian pihak ketiga; dan 
5. Kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara. 

0 
Apabila pesawat udara dirniliki oleh lebih dari satu pihak maka 

harus ditunjuk salah satu pihak yang akan mewakili sebagai pemilik untuk: 

mendaftarkan pesawat udara tersebut. 34 Pesawat udara yang telah 

memenuhi persyaratan tersebut akan mendapat sertifikat pendaftaran yang 

241 Departemen Pehubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Tentang 
Peraturan Keselamatan Penerhangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulation Part 49) 
Tentan~ Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration), Nomor KM. 49 Tabun 2009,psl. 47. 3. 

42 Pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayab Indonesia untuk transportasi 
angkutan penumpang adalab yang bernsia tidak lebih dari 35 (tiga puluh lima) tabun atau pesawat 
udara yang mempunyai jumlab pendaratan (cycle) tidak lebih dari 70. 000 (tujuh puluh ribu) kali. 
(Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2008 Tentang Perubaban Atas Peraturan 
Menteri Nomor KM 5 Tabun 2006 Tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Kategori 
Transport Untuk Angkutan Udara Penumpang, psi. 4). 
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berlaku selama tiga tahun. 243 Direktur Jenderal Perhubungan Udara juga 

dapat mengeluarkan sertfikat pendaftaran sementara untuk pesawat udara 

selarna melakukan penerbangan uji terbang produksi, demonstrasi, 

pemasaran atau penerbangan pengirirnan pesawat udara baru yang 

diproduksi manufaktur Indonesia atau pengiriman pesawat udara ke 

Indonesia. 

Sertifikat sementara terse but berlaku tidak lebih dari tiga bulan dan 

sertifikat tersebut tidak berlaku untuk penerbangan niaga. 244 Kemudian 

terhadap pesawat terbang dan helikopter Indonesiapsl. 26 ayat (2) dan (3). 

yang telah mendapat sertifikat pendaftaran Indonesia akan diberikan tanda 

kebangsaan Indonesia. Dengan demikian pesawat udara yang mempunyai 

tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia akan menjadi 

pesawat udara Indonesia 245 

Konsep hak milik atas pesawat udara merupakan suatu konsep 

pemilikan yang merniliki ciri-ciri khas. Khusus mengenai hak rnilik atas 

pesawat udara (aircraft ownership), F. N. Videla Escalada berpendapat 

bahwa hak ini merupakan suatu fenomena modem yang bermula dari 

perkembangan aktivitas aeronotika. 

Hak milik atas pesawat udara merupakan suatu species modem 

yang mendasar pada konsep246 modem tentang hak rnilik. B,~rbagai 

pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Hukum Udara 

243 Indonesia (a), op. cit., psi. 26 ayat (2) dan (3). 
244 Departemen Perhubungan Republik Indonesia, op. cit. psi. 47. 15. 
245 Departemen Perhubungan Republik Indonesia, op. cit. psi. 47. 15. 
246 Indonesia (a), op. cit. , psi. 1 ayat (7). 
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(Aeronautical Law) sengaja diadakan untuk memenuhi fungsi sosial dari 

pemilik pesawat udara. Di sarnping adanya keterlibatan Pemerintah dalarn 

penguasaan dan pengaturan aktivitas-aktivitas pesawat udara, juga sejak 

awal dalarn pembuatan pesawat udara dan selarna jangka guna pesawat 

udara. 247 

Videla Escalada selanjutnya membedakan antara konsep pemilikan 

sempuma (foil ownership) dan pemilikan tidak sempuma (imperfoct 

ownership) atas pesawat udara. Pemilikan tidak sempuma merupakan 

suatu hal yang biasa dalarn industri penerbangan, dimana pihak pemilik 

yang terdaftar sesungguhnya bukan merupakan pihak pemegang hak milik 

sempuma menurut ketentuan umum yang dikenal dalarn hukum perdata. 

Seperti hak kepemilikan yang timbul karena suatu conditional sale, sewa 

beli, maupun perjanjian lainnya. 248 

C. Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Pesawat Udara dan Kepastian 

Jlukum Perjanjian Jaminan dengan Obyek Pesawat Udara. 

Pesawat udara sebagai benda yang memiliki kekhususan tersendiri (movable 

property sui generis. 249
) dalarn penggolongan jenis benda, dapat digunakan 

baik sebagai benda jarninan untuk pelunasan suatu hutang maupun untuk 

perjanjian lain yang sifatnya memberi jarninan. Pesawat udara dapat dij_adikan 

sebagai obyek jarninan, baik untuk pelunasan hutang bagi pembayaran harga 

247 Kantaadmadja, op. cit , him. 94. 
248 Ibid. ' him. 95 
249 Fockema Abdreae, kamus Istilah Hukum Belanda - Indonesia, teljemaban Saleh 

Adiwinata cs, Bioa Cipta !983, him. 553, Sui Generis diartikan mempunyai sifat sendiri; tidak 
dapat dimasukkan ke dalam uraian urn urn, rumusan atau susunan go Iongan dan lain lain, 
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perolehan pesawat itu sendiri maupun untuk pelunasan hutang lain. 

Dikarenakan harga pesawat udara sangat tinggi, maka hampir tidak 

memungkinkan untuk memperolehnya dengan cara pembelian tunai. Salah 

satu cara untuk memperoleh pesawat udara adalah dengan bantuan suatu 

perjanjian kredit antara pihak pembeli dan pihak bank atau lembaga keuangan 

lainnya. Pesawat udara dapat pula diperoleh dengan konstruksi yuridis lain 

dimana pihak pembeli (atau penyewa) dapat memperoleh pesawat udara tanpa 

diharuskan membayar harga pesawat udara itu secara sekaligus. Di dalam 

dunia penerbangan sipil komersial dikenal suatu datil "Aircraft pay itsejf50
" 

yang berarti hutang harus dibayar kembali dari hasil pendapatan/eksplotasi 

pesawat udara itu sendiri. 

Di dunia intemasional terlihat bahwa pesawat udara dapat dijadikan 

' 

sebagai obyekjaminan sebagai berikut: 

1. Pesawat Udara beserta seluruh Perlengkapannya dan suku cadangnya 

2. Suku cadang secara terpisah dari pesawat udara 

3. Pesawat udara yang masih dalam konstruksi (in a bouw/in 

construction) 

4. Seluruh armada pesawat udara yang dimiliki suatu perusahaan (jleet 

mortgage) 

5. Seluruh asset perusahaan penerbangan termasuk pesawat ud3!:fa dan 

peralatan lainnya (jloating chargei51
• 

250 Priyatna Abdul Rasyid, Beberapa Pandangan Terhadap Bentuk Hak-Hak Dan Jaminan 
Alas Pesawat Udara, Kertas Kerja pada Seminar BPHN tentang Hipotik dan Lembaga-Lembaga 
Jaminan lainnya, Jakarta 1977, blm.284. 

251 Philips M. Lewin, "Secured Landing" , dalam Bank Credit, edisi Herbert. 



211 

Obyek jaminan pesawat udara juga mempunyai resiko sebagai obyek 

jaminan yaitu 252
: 

1. Berkurangnya susut teknis pesawat udara, dikarenakan penggunaan 

yang terus menerus yang menyebabkan harga pesawat udara 

bergantung sekali pada perawatan dan perbaikan (maintenance dan 

repair) pesawat secara teratur. 

2. Pesawat udara sangat peka terhadap bemagai bahaya dan 

kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan suatu hal yang 

tidak ada kaitannya langsung dengan pesawat udara. Misalnya akibat 

cuaca buruk, tindakan-tindakan teroris dan lain-lain. Sehingga untuk 

menutup kerugian tersebut selalu dibutuhkan penutupan polis asuransi 

yangjumlahnya cukup besar. 

3. Suatu pesawat udara selalu berpindah tempat terutama pesawat udara 

yang digunakan untuk pengangkutan intemasional, sehingga dapat 

menyulitkan pihak pemberi modal!Banklkreditur, maupun pihak 

0 
pemegang hak lainnya yang akan mengadakan eksekusi atas pesawat 

udara tersebut. 

4. Terbatasnya pasaran (market) untuk pesawat-pesawat udara bekas. 

5. Belum diatumya kewajiban pendaftaran perdata (recordation) dari 

hak-hak kebendaan yang diletakkan pada suawat udara eli berbagai 
-~ 

negara. Hal ini menyebabkan pemegang suatu hak jaminan dapat 

dihadapkan pada suatu keadaan dimana menurut hukum setempat 

252 Thomas Colon, The Aircraft Mortgage Convention, The United Kingdom Moves 
towards Ratification, JALC. Vo. 43, 19, him. 738-740. 



212 

haknya tidak diakui ataupun kedudukan hukum dari hak-hak itu 

dianggap bertingkat lebih rendah daripada pemegang hak sebangun 

dalam negara tersebut. 

6. Khususnya penjarninan suku cadang, terutama engines (motor) 

pesawat udara dapat minimbulkan permasalahan sendiri. Antara lain 

menjamin suku cadang dengan hak jarninan yang sama yang telah 

diletakkan pada pesawat udara yang bersangkutan, pengaturan 

penyimpanan suku cadang terpisah dari pesawat udara serta 

pendaftaran perdata suku cadang. 

Alasan-alasan umum diatas turut menyebabkan pesawat udara 

merupakan suatu obyek jarninan (collateral) yang tidak terlalu diminati oleh 

pihak bank dan lembaga keuangan pada umumnya. Hal ini didukung oleh 

suatu kenyataan bahwa di mayoritas negara, pemberian kredit dengan 

jarninan pesawat udara dianggap sebagai spesialisasi dari beberapa bank dan 

lembaga keuangan tertentu. Hal diatas dapat dimaklumi mengingat bank 

terutama terikat pada ketentuan-ketentuan umum yang mewajibkan seorang 
' 
debitur memenuhi persayaratan esesnsial seperti : 

a. Dapat dipercaya 

b. Mempunyai pengalaman cukup dalam bidang usaha untuk mana 

diperlukan pinjaman terse but 
"' 

c. Tujuan pinjaman hams jelas dan dapat disetujui 

d. Adanya keyakinan bahwa pinjaman tersebut akan digunakan 

sedmikian rupa sehingga pembayaran kembali hutang tersebut 

dapat ditaati pada waktu yang ditetapkan. 
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Dengan kata lain suatu obyek jaminan (collateral for security) yang 

diterima harus memnerikan jaminan apabila dibutuhkan, benda tersebut harus 

tersedia, mudah dicairkanldiraelisasikan dan bemilai cukup untuk dapat 

menggantikan jumlah uang yang terhutang. Obyek jaminan yang diterima 

harus setiap saat mempunyai nilai cukup (adequate value) dan beralas hak 

yang kuat (watertight title).253 Oleh karena itu untuk mendukung industri 

penerbangan (aircraft industry) nasional dan intemasional dibutuhkan 

peraturan tentang penjaminan pesawat udara dengan fasilitas proses 

penanganan yang mudah dan cepat, baik dalam prosedur pelaksanaan, 

pencairan dan realisasi jaminan tersebut. Walaupun resiko-resiko yang timbul 

dan melekat dalam pesawat udara sebagaimana tersebut diatas cukup besar, 

tetati hal ini tidak mengurangi adanya kebutuhan penggunaan pesawat udara 

sebagai collateral, terutama karena para kreditur tidak selalu dapat 

mengandalkan diri pada garansi yang telah disediakan oleh pemerintah. 

Perangkat hukurn intemasional tentang pengakuan hak-hak kebendaan 

.atas pesawat udara sudah tersedia, tetapi yang paling penting adalah 

kesediaan setiap negara untuk meratifikasi dan menyediakan perangkat 

hukum nasional yang selaras dengan ketentuan hukurn intemasional tersebut. 

Di Indonesia setelah diberlakukannya Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 pada tanggal 20 Pebruari 2007, yang 
<-

meratifJ.kasi Konvensi tentang Kepentingan Intemasional dalam Peralatan 

Bergerak (Convention on International Interest in Mobile Equipment) beserta 

Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Intemasional dalam Peralatan 

253 Mieke Komar Kantaatmadja, Laporan Akhir Penelitian 1985, him. 43 . 
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Bergerak Mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara 

(Convention on International Interest in Mobile Equipment on Matters 

Specific to Aircraft Equipment) atau lebih di kenai dengan nama "Cape Town 

Convention 2001", memberikan sudut pandang baru bagi pembiayaan dalam 

industri penerbangan di Indonesia bahwa Indonesia telah mengikatkan diri ke 

hukum intemasional yang mempunyai hukum perdata yang je1as khususnya 

untuk jenis benda bergerak pesawat udara. 

Dengan adanya "Cape Town Convention 2001" yang telah diratifikasi 

o1eh Indonesia dengan PP Nomor 8 Tahun 2007 dan menjadi dasar 

pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, 

khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai "kepentingan intemasional" 

yang diartikan sebagai kepentingan pihak-pihak yang mempunyai hak tagih 

(debitur), maka seharusnya persoalan pengikatan jaminan dengan obyek 

pesawat udara dalam pemberian kredit telah tetjawab dan dunia perbankan 

pada saat ini tidak 1agi menggunakan 1embaga fidusia sebagai pengikatan 

jaminan pesawat udara, karena dengan adanya "Cape Town Convention 

2001" pihak-pihak yang bergerak dibidang industri penerbangan baik itu 

kreditur maupun debitur memperoleh manfaat antara lain: 

5. Didapatnya kepercayaan dari investor luar negeri terhadap 

pengadaan pesawat udara dan perlengkapannya. 
<. 

6. Memberikan jaminan kepada para kreditur bahwa perusahaan 

angkutan udara di Indonesia tidak akan menyalahgunakan 

kepercayaan para kreditur karena terikat dengan petjanjian yang 



215 

mempunyai landasan hukum yang jelas dan dilindungi oleh hukum 

internasional. 

7. Didapatnya jaminan hukum atas pengadaan pesawat udara yang 

menyebabkan meningkatnya perkembangan industri angkutan udara 

di Indonesia. 

D. Lembaga Jaminan (Hipotik) dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan 

Pesawat Udara 

Pengikatan Jaminan atas pesawat terbang melalui pembebanan 

Hipotik sebagairnana diamanatkan oleh UU No. 15 tahun 1992 tentang 

Penerbangan belum dapat dilaksanakan sampai saat ini dan pembebanan 

me1alui Fidusia bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 42 

tahun 1999 tentang Fidusia yang secara tegas menyebutkan bahwa Fidusia 

tidak berlaku terhadap Hipotik atas pesawat terbang. Suatu Bank telah 

menyalurkan fasilitas kredit kepada debiturnya dengan menerima barang 

jarninan kredit yang satu diantaranya adalah pesawat udara. Pengikatan yang 

dilakukan o1eh Bank terhadap 2 (dua) unit pesawat udara dirnaksud adalah 

secara Fidusia Notariil. Hal tersebut selanjutnya menjadi temuan Tim Audit 

Internal Bank yang bersangkutan dan berdasarkan hasil audit tersebut, Tim 

Audit memberikan rekomendasi agar pengikatan terhadap pesawat udara ._ 

dimaksud . dilakukan secara Fidusia dan mendaftarkannya ke Kantor 

Pendaftaran Fidusia akan tetapi Kantor Pendaftaran Fidusia menolak untuk 

mendaftarkannya karena ada larangan yang terdapat dalam pasal 3 ayat 3 

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. 
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Berdasarkan asas dan prinsip hukurn perdata di Indonesia khususnya 

dan yang dianut oleh mayoritas negara-negara di dunia, pesawat udara 

digolongkan sebagai benda tidak bergerak. Prinsip hukurn ini berpengaruh 

pada penetapan aturan hukum keperdataan yang berlaku bagi pesawat udara 

sebagai obyek jaminan, yaitu antara lain dapat mempunyai hubungan dengan 

lembaga jaminan berupa Hipotik (Hypotheek). Dibeberapa negara maju, 

lembaga jaminan pesawat udara telah dilaksanakan melalui ketentuan 

Mortgage. Lembaga jaminan hipotik di Indonesia diatur dalam Buku II 

KUHPerdata mulai dari Pasal1162 sarnpai dengan Pasal1232 

Ketentuan mengenai 1embaga jaminan pesawat udara diatur dalam 

Pasal 9, 10, dan 12 UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan mengenai 

pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara serta lembaga jaminan pesawat 

udara. Pasal 9 UU Penerbangan diatur bahwa pesawat udara yang akan 

dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran Indonesia. 

Dalam hal ini, tidak semua pesawat udara dapat mempunyai tanda 

yendaftaran Indonesia, kecuali pesawat udara Sipil yang tidak didaftarkan di 

negara lain dan memenuhi salah satu ketentuan dan syarat dibawah ini : 

1. Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau dimiliki oleh Badan 

Hukum Indonesia; 

2. Dimiliki oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukurn As~g dan 

dioperasikan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum 

Indonesia untuk jangka waktu pemakaian minimal 2 (dua) tahun 

secara terus menerus berdasarkan suatu peijanjian sewa beli, sewa 

guna usaha, atau bentuk peijanjian lainnya; 
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3. Dimiliki oleh instansi pemerintah; 

4. Dimiliki oleh lembaga tertentu yang diizinkan pemerintah. 

Secara khusus ketentuan mengenai pendaftaran pesawat udara 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan pendaftaran pesawat udara sipil 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Selain tanda pendaftaran 

Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 UU Penerbangan, pesawat 

udara dan helikopter yang akan dioperasikan di Indonesia wajib pula 

roempunyai tanda kebangsaan Indonesia. Tanda kebangsaan Indonesia 

dimaksud hanya akan diberikan kepada pesawat udara dan helikopter yang 

telah mempunyai tanda pendaftaran Indonesia. Persyaratan dan tata cara 

memperoleh dan mencabut tanda kebangsaan Indonesia bagi pesawat udara 

dan helikopter dan jenis-jenis tertentu dari pesawat udara dan helikopter yang 

dapat dibebaskan dari kewajiban merniliki tanda kebangsaan Indonesia, akan 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 

Diterapkannya pendaftaran terhadap Pesawat Udara, maka 

memberikan sifat hak kebendaan yang kuat kepada pernilik dan hak itu 
' 
mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada. Dalam praktek, hal 

ini memberikan perlindungan yang kuat kepada pernilik, karena pernilik dapat 

mempertahankan haknya terhadap khalayak umum (publik). Secara yuridis 

pesawat terbang atau helikopter merupakan benda yang dapat dijadikan 
<-

sebagai jarninan pelunasan suatu utang (agunan) sepanjang pesawat terbang 

atau helikopter tersebut telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan 

Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 15 tahun 

1992 tentang Penerbangan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : 
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a. Pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda 

pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani Hipotik. 

b. Pembebanan Hipotik pada pesawat terbang dan helikopter 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus didaftarkan. 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran hipotik pesawat udara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengikatan pesawat terbang dan helikopter dilaksanakan 

melalui pembebanan hipotik. Lalu timbul pertanyaan bagaimanakah tata cara 

pendaftaran hipotik pesawat terbang dan helikopter dan lembaga manakah 

yang berwenang mencatat pendaftaran dan menerbitkan sertipikat Hipotik 

atas pesawat udara dan helikopter. 

Berdasarkan penelitian, Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai 

pembebanan hipotik atas pesawat udara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

} 3 Ayat (3) UU No. 15 tahun 1992 ten tang Penerbangan sampai saat ini 

belum direalisasikan, sehingga pelaksanaan pembebanan Hipotik atas 

Pesawat udara masih belum jelas dan belum bersifat nasional, yang artinya 

tidak semua Dinas Perhubungan (yang nantinya diharapkan sebagai badan 

yang melakukan registrasi terhadap pembebanan Hipotik atas pesaw~~ udara 

dapat menerima atau bersedia melakukan pencatatan terhadap pembebanan 

Hipotik atas pesawat udara, atau dengan kata lain belum ada badan yang 

ditunjuk secara resmi sebagai badan yang berwenang melakukan registrasi 

terhadap pembebanan Hipotik atas pesawat udara, sebagaimana Kantor 
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Pendaftaran Fidusia dalam hal pembebanan Fidusia, Kantor Pertanahan 

(BPN) dalam hal pembebanan Hak Tanggungan atau Kantor Syahbandar 

da!am hal pembebanan Hipotik atas kapal. 

Mengingat peraturan pemerintah belum ada, lalu apakah pengikatan 

pesawat udara dapat diterobos dengan melakukan pengikatan Fidusia dan 

mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan mengingat pengikatan 

fidusia dapat dilaksanakan terhadap benda-benda jaminan yang tidak dapat 

diikat Hak Tanggungan maupun hipotik. Walapun dalam ketentuan urnurn 

dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Fidusia, pada Pasal 1 Ayat 

4 menyebutkan, bahwa yang dapat dibebani Fidusia salah satunya adalah 

benda yang terhadapnya tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik, 

namun pasalJklausul tersebut tidak serta merta berlaku bagi pesawat udara, 

mengingat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 42 tahun 1999 tentang 

Fidusia telah secara tegas menyebutkan bahwa UU Fidusia tidak berlaku 

terhadap Hipotik atas pesawat terbang. 

0 
Berbagai keunggulan yang melekat pada lembaga jaminan hipotik, 

telah memaksa banyak pihak memliki persepsi yang hampir sama, bahwa 

Jembaga jaminan hipotik secara demensional memang perlu dipertahankan 

dalam tatanan hukum jaminan di Indonesia Karena pada kenyataannya, 

Jembaga jarninan hipotik perperan aktif selaku pendukung kredit yang 
~·-.. 

dikucurkan oleh perbankan sehingga pantas dipertahankan eksistensinya 

dalam bidang Hukum Jaminan. Para pelaku usaha sudah cukup akrab dengan 

1embaga jarninan Hipotik sebagai salah satu perangkat hukum yang tangguh 

dalam membentengi kepentingan dunia usaha, sehingga sekarang tinggal 
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bagaimana kalangan orang hukum untuk tetap mempertahankan lembaga 

hipotik , menegakkan ketentuan-ketentuan hipotik sebagai perangkat hukum 

khususnya hipotik dengan obyek pesawat udara. 

Pesawat udara dapat dijadikan obyek jaminan, secara internasional 

sudah lama diakui, dalam Konvensi Genewa 1948 antara lain mengatur : 

a. Perlindungan pihak kreditur yang meminjarnkan uang dengan 

jaminan pesawat udara, dengan melindungi pihak ketiga terhadap 

jaminan-jaiman hutang yang tersembunyi; melindungi kreditur 

dengan memberikan hak untuk didahulukan piutangnya terhadap 

pihak ketiga; memudahkan proses balik nama pesawat udara dari 

pendaftaran di suatu negara ke negara lain. 

b. Hak-bak yang dilindungi oleh Konvensi adalab : 

1. Mortgage, hipotik dan jarninan-jarninan lain yang serupa 

2. Hak pemilikan; 

3. Hak menguasai pesawat udara dengan sewa yang lebib dari 6 

bulan 254 

Sebagai pembanding di Negara Belanda apabila sebuab pesawat udara 

dijadikan jaminan butang akan dibebani dengan lembaga jaminan hipotik, 

seperti dikemukankan oleh Marian Darus Badrulzaman babwa: Sesuai dengan 

Konvensi Genewa 1948, di Nederland disediakan pendaftaran pesawa!_udara. 

Pejabat pendaftar berkedudukan di Den Haag, Pesawat udara terdaftar dapat 

254 K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Alumni Bandung, 
1987, hlm., 59. 
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dibebani hypotheek Pesawat udara yang tidak terdaftar tidak dapat dibebani 

dengan hypotheek. 255 

Sri Soedewi menyatakan dalam bukunya "Kapal-Kapal Terbang 

(luchtvaatuigen )" yang telah terdaftar dalam register kapal terbang, di 

Nederland dapatmenjadi obyek hipotik dan tidak dapat digadaikan atau 

difidusiakan. 256 

Dari urain diatas kelihatan nyata bahwa lembaga jaminan hipotik dalam 

kerangka Tatanan Hukurn Jaminan di Indonesia telah memperoleh dasar 

pijakan yang kuat. Akan tetapi harus diakui bahwa ada berbagai ketentuan 

yang perlu dirubah agar sesuai dengan perkembangan zaman seperti 

ketentuan dalam Pasal 1162 KUHPerdata bahwa obyek hipotik bukan lagi 

benda tidak bergerak tetapi harus dirubah menjadi benda terdaftar dan 

terlebih dahulu hams merubah ketentuan dalam Pasal 1167 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa benda bergerak tidak dapat dijadikan obyek hipotik 

sebaiknya dihapuskan. 

' 
Pemerintah seyogyanya memperhatikan permasalahan ini, karena 

kebutuhan akan penggunaan pesawat terbang dalam perkembangarmya 

dewasa ini sudah bukan merupakan hal yang exclusive, namun sudah 

merupakan kebutuhan primer bagi mobilitas umat manusia, sehingga 

pembiayaan kredit bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di ,.~idang 

usaha air traffic carrier sangat terbuka luas dan memberikan tantangan 

255 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Hypotheek, Citra Aditya Bakti, 
BandunJ:, 1991. blm., 86 

6 Sri Soedewi Masjchoen Sofan , Beberapa Masa/ah Pelaksanaan Lembaga Jaminan 
Khususnya Fidusia Di Da/am Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Liberty, Y ogjakarta, 
1977, blm., 34-35 
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peluang usaha kedepan. Sehingga pemerintah dituntut untuk segera 

mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang tata cara pengikatan pesawat 

terbang dan helikopter. Demikian pula untuk pelaku usaha perbankan di 

tanah air, agar segera mendapatkan kepastian dalam mengakomodir tantangan 

dan peluang kedepan dalarn melakukan pembiayaan terhadap usaha air traffic 

carrier sehingga kedepan tidak ada hambatan regulasi untuk membiayai 

kredit jasa air traffic carrier tersebut. 

E. Penjaminan Pesawat Udara menurut Cape Town Convention 

Penjarninan Pesawat Udara telah diatur dalam Cape Town Convention, 

Kepemilikan pesawat udara yang dikuasai maupun dirniliki memerlukan 

proses perjanjian dengan pihak kedua sebagai penyedia pesawat udara atau 

penyedia dana yang banyak melibatkan perusahaan luar negeri. Perjanjian 

antara maskapai penerbangan dan lessor sebagai pihak yang memberikan 

pembiayaan dengan cara leasing kepada pihak yang membutuhkan dapat 

dibebani dengan kepentingan Intemasional yang tirnbul akibat perjanjian 
' 
pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat 

dan/atau perjanjian sewa guna usaha. Pengaturan tersebut mengacu pada 

Konvensi Intemasional dalarn peralatan bergerak (Convention on 

international interest in mobile equipment) atau yang lebih -~ikenal 

Convention Cape Town dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada 

peralatan pesawat udara (Protocol to the convention on interest in mobile 

equipment on matters specifictoAircraftequipment). 
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Minda Mora (Peneliti Badan Litbang) memaparkan konvensi tentang 

kepentingan intemasioal peralatan bergerak dan protokol pada Konvensi 

tentang Kepentingan Intemasional dalam Peralatan Bergerak mengenai 

masalah-masalah khusus pada peralatan pesawat udara yang tercantum dalam 

Cape Town Treaty telah diratifikasi oleh 49 negara termasuk Indonesia. 

"Kepentingan Intemasional" atas obyek pesawat udara dalam Cape Town 

Treaty yang termasuk didalamnya adalah Airframes yang disertifikasi untuk 

membawa paling sedikit 8 orang (termasuk kru) atau lebih dari 2750 kg (6063 

lbs) kargo, helikopter yang disertifikasi untuk membawa paling sedikit 5 

orang (termasuk kru) atau lebih dari 450 kg (992 lbs) kargo, dan jet engines 

yang memiliki setidaknya 1750 pounds thrust atau turbine/piston engines 

yang memi1iki setidaknya 550 rated takeoff shaft horsepower, "jelas Minda. 

Lebih lanjut Minda menyebutkan The Cape Town Treaty telah diratifikasi 

oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 dan UU No. 

I Tahun 2009 tentang Penerbangan bab IX yang membahas Kepentingan 

Jntemasional atas Obyek Pesawat Udara. 

Wismono Nitihardjo (INACA) menyebutkan dengan diratifikasinya 

Cape Town Convention dan Protocol pada tanggal 20 Februari 2007 melalui 

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2007 serta diundangkan dalam UU No. 1 

Tahun 2009 tentang Penerbangan telah memberikan jaminan dan kegastian 

hukum bagi para pihak dalam komvensi ini. Hal ini berakibat pada 

penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investor di industri angkutan 

udara Nasional yang ditandai dengan pertumbuhan industri angkutan udara 
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nasional, baik dari sisi perturnbuhan jumlah pesawat maupun 

pertumbuhan jumlah penumpang dan cargo. 

Penyelesaian masalah intemasional atas obyek pesawat udara 

berdampak positif terhadap pengadaan jumlah pesawat udara dan 

pertumbuhan industri jasa angkutan udara di Indonesia. Untuk itulah 

regulator perlu melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang penerbangan 

khususnya terkait Cape Town Convention terhadap ahli hukum di Indonesia 

terutama saijana bam yang belum menguasai dan perlu melakukan 

penyempurnaan terhadap peraturan kepentingan Indonesia atas obyek 

pesawat lainnya. Selain itu juga ratifikasi Cape Town Convention yang telah 

ditindaklanjuti dengan PP Nomor 8 tahun 2007 dan ditampung dalam UU 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan berdampak positif terhadap 

kelancaran penyelesaian sewa guna pesawat udara. 

Kepala Badan Litbang Denny Siahaan menyebutkan bahwa sejak 

pulihnya ekonomi Indonesia pada tahun 2000, jumlah maskapai penerbangan 

,yang beroperasi di Indonesia semakin banyak dan terus mengalami 

peningkatan jumlah pesawat udara yang dioperasikan. Diperkirakan 

pertumbuhan pesawat udara oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

dalam kurun waktu lima tahun ke depan, jumlah populasi pesawat udara yang 

terdaftar di Indonesia diperkirakan sebesar 1. 282 unit pada tahun 2011 dan ,., 

diperkirakan sebesar 2. 308 unit pada tahun 2015. Selanjutnya pesawat udara 

yang beroperasi di bawah Aircraft Operation Certificate (AOC) 121 

diperkirakan sebesar 501 unit armada. 
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Peningkatan jumlah armada pesawat udara dibawah sertifikat operator 

penerbangan AOC 121 menunjukkan keseriusan maskapai penerbangan untuk 

mematubi regulasi yang telah ditetapkan o!eh Pemerintah bahwa kepemilikan 

atas pesawat udara oleh maskapai penerbangan sebanyak 1 0 unit yang 

meliputi 5 unit pesawat udara dikuasai dan 5 unit dimiliki. Menteri 

Perhubungan Hatta Radjasa mengatakan, pemerintah akan mengusulkan 

kepada DPR agar Indonesia meratifikasi konvensi intemasional cape town. 

Ratifikasi yang diterbitkan tahun 2001 ini diperlukan untuk meningkatkan 

kepercayaan kreditur dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan 

penerbangan nasional. 

Ratifikasi ini dapat membantu pembiayaan murah dan memberikan 

kepastian hukum kepada kreditur karena adanya jaminan pesawat udara. 

Malaysia, telah meratifikasi konvensi ini sehingga mendapatkan perlakuan 

khusus dalam mengajukan pinjaman ke pihak kreditur asing. Sebab, dengan 

ratifikasi ini, setiap kreditur mempunyai kepastian hukum dan hak atas 

,iaminan kredit yang diberikan yaitu apabila debitur yang bersangkutan 

wanprestasi. Oleh karenanya tidak ada lagi yang bisa menahan pesawat yang 

dijamiukan jika sebuah maskapai ingkar terhadap krediturnya. Ratiftkasi ini 

disambut baik oleh perusahaan penerbangan nasional karena dapat 

memperkuat posisi karena dukungan Pemerintah atas jaminan benda-benda 
<• 

bergerak dalam proses pengajuan kredit ke pihak asing. Hal ini juga 

memperkecil biaya jaminan resiko pesawat udara Kepercayaan investornya 

juga akan meningkat dan terlindungi haknya dalam memberikan pinjaman 
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kepada perusahaan penerbangan nasional. Industri penerbangan nasional 

mengharapkan ratiflkasi ini bisa selesai. 

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 71 menyatakan 

bahwa Obyek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan 

internasional yang timbul akibat peijanjian pemberian hak jaminan 

kebendaan, peijanjian pengikatan hak bersyarat, danlatau perjanjian sewa 

guna usaha Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 71 Undang-undang Nomor 

I Tahun 2009 menyatakan bahwa: 

' 

5. Yang dirnaksud dengan dimaksud dengan "kepentingan 

internasional" adalah suatu kepentingan yang diperoleh kreditur 

yang timbul akibat pe!janjian pemberian hak jaminan kebendaan, 

pe!janjian pengikatan hak bersyarat dan!atau pe!janjian hak sewa 

guna usaha yang tunduk pada konvensi tentang kepentingan 

internasional dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai 

masalah-rnasalah khusus pada peralatan udara (Protocol to the 

Convention on Interests in MobileEquipment on Matters Specific to 

Aircraft Equipment). 

6. Yang dirnaksud dengan "pemberian hak jaminan kebendaan" 

(security agreement) adalah suatu pe!janjian di mana pemberi hak 

jaminan kebendaan ( chargor) memberikan atau menyetuj~- untuk 

memberikan kepada penerima hak jaminan kebendaan (chargee) 

suatu kepentingan (termasuk kepentingan kepernilikan) atas obyek 

pesawat udara untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang te!jadi 
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atau yang akan teljadi dari pemberi hak jaminan kebendaan atau 

pihak ketiga. 

7. Yang dimaksud dengan "peijanjian pengikatan hak bersyarat" (title 

reservation agreement) adalah suatu perjanjian penjualan 

obyekpesawat udara dengan ketentuan bahwa kepernilikan tidak 

akanberalih sarnpai terpenuhinya persyaratan yang tercantum 

dalampeljanjian. 

8. Yang dirnaksud dengan "perjanjian sewa guna usaha" (leasing 

agreement) adalah suatu perjanjian di mana seseorang (pemberi 

sewaguna usaha!lessor) memberikan hak kepada orang lain 

(penerirnasewa guna usaha/lessee) untuk menguasai suatu obyek 

pesawatudara ( dengan atau tanpa opsi untuk rnembeli) dengan 

kompensasi berupa uang sewa atau pembayaran lainnya. 

Menurut Peter Thorne, yang di maksud dengan Kepentingan 

Internasional (international interesti57 adalah : 

' 8. Peijanjian keamanan (security agreement), perjanjian penjualan 
bersyarat (conditional sale agremeent), peljanjian leasing (leasing 
agreement) peljanjian penjualan obyek pesawat udara. 

9. Debitur harus berada di negara peserta Konvensi pada waktu 
peljanjian diadakan (airframe dan helicopter) disetujui untuk 
didaftarkan di negara peserta. 

10. Obyek pesawat udara harus sesuai dengan difinisi konvensi dan 
protokol. 

11. Negara sudah meratifikasi konvensi dan protokol. 
12. Kesepakatan penciptaan kepentingan internasional harus : 

(iv) tertulis dalarn arti luas; 

,., 

(v) obyek pesawat dapat diidentifikasi antara lain pabrik (misalnya 
747-400 atau A340-500) dan momor seri pabrikan atas nama 

257 Peter Thome, The Cape Town CorTVention Its Impact in Rea/lion to Interests in aircraft 
Object, Norton Rose: 2006.hlm . .4. 
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charger, penjual bersayarat, lessor, atau seller mempunyru 
kekuasaan untuk melepaskan; 

(vi) peijanjian kemanan memuat informasi yang cukup mengenai 
kewajiban yang dijamin. 

13. Kreditur tidak perlu dari Negara Peserta. 
14. Konvensi dan protokol tidak berlaku surut, tetapi perjanjian bisa 

mengalami perubahan, misalnya perluasan sewa, pembaharuan 
sewa, sub lease, mortgage baru dan perubahan pendaftaran. 

Dengan demikian, diperoleh grunbaran bahwa konvensi dan protokol 

bertujuan memberi kemudahan perolehan dan pembiayaan barang yang 

berpindah-pindah seperti pesawat udara dengan mengatur penciptaan 

internasional; memberi kreditur hak, dengan batasan kelalaian (default) dan 

cara penyelesaian insolvensi, cara menyiapkan bukti kelalaian dan tindakan 

cepat terhadap tuntutannya; membentuk pendaftaran internasional elektronik 

untuk pendaftaran kepentingan internasional; kebutuhan sektor industri 

terpenuhi; memberi kreditur kepercayaan dalrun pemberian kredit peralatan, 

memekan biaya peminjaman dan keutungan semua pihak. 

Konvensi Cape Town dibuat atas prakarsa International Air Transport 

Association (lATA), International Civil Aviation Organization (ICAO), dan 

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) yang 

pembahasan akhirnya dilakukan di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 

29 Oktober sampai dengan 16 November 2001. Konvensi Cape Town mulai 

berlaku pada tanggal 1 Maret 2006 dan srunpai saat ini negara peserta 

Konvensi Cape Town adalah sebanyak 35 negara 258 , .. 

Konvensi Cape Town adalah suatu konvensi yang dibentuk dalrun 

rangka menyeragarnkan (standardize) secara universal transaksi pembiayaan 

258 www. unidroit. org, diakses tanggal20 April20 I 0. 
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yang terkait dengan benda bergerak, khususnya pesawat udara dan mesin 

pesawat. Ini mengingat dalam transaksi pembiayaan dan penyewaan lintas 

negara (crossborder) kerap ditemui masalah eksekusi (enforcement) dari 

barang jarninan. Dalam konteks demikian dan untuk memfasilitasi cara 

pembiayaan yang didasarkan pada asset (asset-based financing) dan leasing 

maka diatur ketentuan yang ada dalam Konvensi. 259 

Konvensi Cape Town dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dalam 

memperoleh dan menggunakan peralatan bergerak yang bernilai tinggi atau 

merniliki nilai ekonorni yang sangat berarti serta untuk memfasilitasi 

pendanaan atas penguasaan dan penggunaan peralatan tersebut secara efisien. 

Memanfaatkan asset-based fmancing dan sewa guna usaha untuk tujuan 

memperoleh dan menggunakan peralatan bergerak yang bernilai tinggi serta 

untuk memfasilitasi transaksi-transaksi tersebut dengan cara membuat aturan 

yang jelas. Memastikan kepentingan atas peralatan bergerak yang bernilai 

tinggi diakui dan dilindungi secara universal. Memberikan manfaat ekonomi 

~ecara timbal balik bagi para pihak yang berkepentingan. Memastikan 

pengaturan-pengaturan tersebut mencerrninkan prinsip-prinsip umum yang 

mendasari asset-based financing dan sewa guna usaha serta meningkatkan 

kebebasan berkontrak para pihak. Menciptakan suatu sistem pendaftaran 

intemasional yang melindungi peralatan bergerak tersebut. Membentuk .. 
unifikasi hukum (intemasional) tentang hak jarninan intemasional. 

Memberikan kepastian hukum dan kepastian hak kepada kreditur atau pernilik 

259 Hikmabanto Juwana, Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian 
\Internasional ke Dalam Peraturan Perundang-undangan: Studi Kasus Pasca Keikutsertaan 
Dalam Cape Town Cor<Vention, Jurnal Hukum Bisnis: Volume 28 Nomor 24 Tabun 2009, him. 51-
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barang modal atas jaminan kredit atau pembiayaan yang diberikan dalam hal 

debitur wanprestasi. Sehingga kreditur/ pemilik barang modal dapat 

merealisasikan hak-haknya atas barang jaminan atau barang modal bergerak 

(termasuk pesawat) yang menjadi jaminan sebagaimana diatur dalam Protocol. 

Konvensi Cape Town pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan umum yang 

berkaitan dengan hak kebendaanl jaminan yang diakui secara internasional 

(international interest) atas beberapa jenis barang bergerak diantaranya 

pesawat udara, kereta api dan satelit. Atau dengan kata lain international 

interest adalah jaminan yang dipegang kreditur berdasarkan Konvensi. 

Konvensi Cape Town juga mengatur ketentuan-ketentuan tentang 

prosedur pengambilalihan barang modal oleh kreditur atau pemilik barang 

yang disewagunakan dalam hal debitur atau lessee wanprestasi. Selain itu 

Konvensi Cape Town juga menciptakan lembaga-lembaga tertentu 

diantaranya otoritas pendaftaran hak yang berlaku secara internasional 

(international registry authority). International Registry adalah sebuah 

grganisasi intemasional yang dibentuk berdasarkan Konvensi Cape Town 

sebagai tempat pendaftaran agar kreditur dapat memegang hak jaminan 

dengan kategori international interest. 260 

Otoritas pendaftaran surat kuasa untuk menghapus pendaftaran dan 

eksport (irrevocable deregistration and export request authorization) dalam 
""-

bentuk yang ditentukan dalam Protokol. Otoritas pendaftaran surat kuasa 

terbentuk di masing-masing Negara Peserta yang bertanggung jawab untuk 

260 Ibid. 
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mencatat surat kuasa untuk menghapus pendaftaran dan mengeksport pesawat 

udara dalam hal debitur/ lessee wanprestasi. 261 

Ratifikasi suatu konvensi internasional oleh suatu negara membawa 

kewajiban bagi negara tersebut untuk mentransformasikanl menteijemahkan 

peijanjian internasional tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan 

nasionalnya. UU Nomor 1 Tahun 2009 pada Bab IX dari pasa1 71 sampai 

dengan pasal 82 berusaha mentransformasikan ketentuan dalam Konvensi 

Cape Town tersebut. Hal yang paling penting dari pengaturan tersebut adalah 

dengan menjadikan ketentuan dalam Konvensi Cape Town sebagai ketentuan 

hukum khusus (lex specialis). 262 Arti dari ketentuan hukum khusus (lex 

specialis) tersebut yaitu apabila teijadi pertentangan atau perbedaan 

pengaturan antara ketentuan dalam Konvensi, Protoko1 atau Deklarasi dengan 

peraturan perundang-undangan Indonesia maka ketentuan-ketentuan dalam 

Konvensi, Protokol dan Deklarasi yang berlaku. 

Beberapa ketentuan dalam Konvensi Cape Town memungkinkan 

~egara-negara Peserta untuk melakukan suatu pernyataan (declaration) atas 

ketentuan-ketentuan tertentu dalam Konvensi tersebut. Indonesia melalui 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 telah rnemberikan penyataan 

terhadap ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Cape Town dan Protokol Cape 

Town yaitu:263 

1. Pasal 39 (1) huruf (a) Konvensi Cape Town (Rights Having 
Priority without Registration) Indonesia menyatakan bahwa 

261 Enny Purnomo Ahyani, Dampak Disahkani'IJ'a Konvensi Cape Town 2001 Terhadap 
Pe/aksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Pesawat Indonesia di Indonesia, Depok 
Fakultas Hukwn Universitas Indonesia, 2007. 

262 Indonesia (a), op. cit. , psi. 82 
263 Pernyataan (Declaration) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman 
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terhadap hak-hak non-konsensual sebagai berikut mempunyai 
prioritas atas suatu kepentingan intemasional dalam suatu obyek 
pesawat udara yang terdaftar, baik di dalam atau di luar proses 
kepailitan sebagai berikut: 
a. Tagihan-tagihan yang harus didahulukan yang berkenaan 

dengan upah-upah para pegawai perusahaan penerbangan 
yang belum dibayarkan yang timbul sejak saat wanprestasi 
yang dinyatakan berdasarkan suatu kontrak pendanaan atau 
penyewaan suatu obyek pesawat udara. 

b. Tagihan-tagihan yang harus didahulukan atau hak-hak lain 
dari suatu instansi yang berwenang di Indonesia berkaitan 
dengan pajak-pajak, tagihan-tagihan yang belum dibayar 
lainnya yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan 
obyek pesawat udara tersebut yang tirnbul atau penafsiran 
mengenai suatu ketentuan dalam peijanjian intemasional, 
yang dibuat ketika menandatangani, · menerima, menyetujui, 
atau mengesahkan perjanjian intemasional yang bersifat 
multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan 
tidak dirnaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban 
negara dalam perjanjian intemasional. (Pasal 1 huruf (f) 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perj~ian 
Intemasional). Sejak saat wanprestasi yang dinyatakan 
berdasarkan suatu kontrak untuk pendanaan atau penyewaan 
o byek pesawat tersebut. 

c. Tagihan-tagihan yang harus didahulukan atau hak-hak lain 
yang berkenaan dengan biaya perbaikan suatu obyek pesawat 
atas jasa hingga jasa-jasa yang dilaksanakan atas dan nilai 
tambah terhadap obyek pesawat tersebut. 

2. Pasal 39 (1) huruf (b) Konvensi Cape Town (Rights Having 
Priority without Registration) Indonesia menyatakan ratifikasi 
tersebut tidak menghalangi hak-hak pihak lain, termasuk penyedia 
jasa swasta bagi pelayanan publik di Indonesia, untuk menangkap 
atau menahan suatu obyek pesawat guna pemenuhan kewajiban 
pembayaran jumlah yang terhutang terhadap penyedia jasa 
tersebut yang berkaitan langsung dengan jasa atau layanan yang 
diberikannya yang berhubungan dengan obyek tersebut atau obyek 
lainnya. 

3. Pasal 40 Konvensi Cape Town (Registrable Non-consensual 
Rights or Interest) Indonesia menyatakan hak-hak non-kons-ensual 
berikut dapat didaftar sebagai kepentingan intemasional terhadap 
setiap kategori pesawat dan perlengkapannya dan karenanya akan 
diatur lebih lanjut. Hak-hak nonkonsensual dirnaksud adalah 
sebagai berikut: 
a. Tagihan-tagihan yang hams didahulukan berkenaan dengan 

upah para pegawai perusahaan penerbangan atas yang belum 
dibayarkan, yang timbul sebelum wanprestasi yang 
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dinyatakan atas suatu kontrak pendanaan atau penyewaan 
suatu obyek pesawat udara. 

b. Tagihan-tagihan yang harus didahulukan atau hak lain dari 
suatu instansi yang berwenang di Indonesia berkaitan dengan 
pajak-pajak atau tagihan-tagihan yang bel urn dibayarkan lain 
yang tirnbul dari atau berkaitan dengan penggunaan suatu 
obyek pesawat tersebut yang tirnbul sebelurn saat wanprestasi 
yang dinyatakan berdasarkan suatu kontrak terhadap 
pendanaan atau penyewaan obyek pesawat. 

c. Hak-hak dari seseorang untuk mendapat penetapan!keputusan 
pengadilan untuk mengijinkan adanya penyitaan suatu obyek 
pesawat guna memenuhi suatu keputusan pengadilan secara 
penuh atau sebagian. 

4. Pasal 53 Konvensi Cape Town (Determination of Courts) 
Indonesia menyatakan bahwa semua pengadilan yang berwenang 
menurut peraturan perundang-undangan Indonesia berwenang 
untuk menangani hal-hal yang diatur dalam Pasal 1 Konvensi 
Cape Town (Definitions) dan Bab XII Konvensi Cape Town 
(Jurisdiction). 

5. Pasal 54 (2) Konvensi Cape Town (Declarations regarding 
Remedies) Indonesia menyatakan bahwa setiap upaya yang 
ditentukan dalam konvensi terhadap kreditur yang tidak ditentukan 
harus dengan bantuan pengadilan, da~at dilaksanakan tanpa 
bantuan atau pemberitahuan pengadilan. 2 

6. Pasal VIII Protokol Cape Town (Choice of Law) Indonesia 
menyatakan bahwa para pihak bebas untuk menyetujui ketentuan
ketentuan pokok dan undang-undang yang berlaku sehubungan 
dengan hak dan kewl\iiban masing-masing pihak dalam peijanjian 
yang mereka buat. 

7. Pasal XXX (1) Protokol Cape Town (Decalrations Relating to 
Certain Provisions) sehubungan dengan Pasal XII Protokol Cape 
Town (Insolvency Assistance) Indonesia menyatakan pengadilan 
di Indonesia wajib bekeija sama dengan pengadilan asing dan 
kurator asing (foreign insolvency administrator) dalam 
melaksanakan ketentuan Pasal XII Protokol (Insolvency 
Assistance). 

8. Pasal XXX (1) Protokol Cape Town (Decalrations Relating to 
Certain Provisions) sehubungan dengan Pasal XIII Protokol Cape 
Town (Deregistration and Export Request AuthoriZation) 

264 Indonesia (d), Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Convention on International 
Interests in Mobile Equipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional Dalam Peralatan 
Bergerak) beserta Protocol to The Convention on International Interests in Mobile Equipmen on 
Matters Specific to Aircraft Equipment (Protokol pada Konvensi Tentang Kepentingan 
Internasional Dalam Pera\atan Bergerak Mengenai Masalah-masa\ah Kbusus pada Peralatan 
Pesawat Udara), Perpres Nomor 8 Tahun 2007. 
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Indonesia menyatakan bahwa instansi ya.'l.g berwenang melakukan 
pencatatan wajib: 
a. Mencatat surat k:uasa yang tidak dapat dicabut untuk 

memohon deregistrasi dan ekspor (Irrevocable Deregistration 
And Export Request Authorization/IDERA) dalam bentuk 
yang dilampirkan pada Protokol yang disampaikan kepadanya 
untuk dicatat; 

b. Mengakui pihak yang diberi kuasa adalah satu-satunya pihak 
yang berwenang; 

c. Melaksanakan upaya yang ditentukan berdasarkan Pasal IX( I) 
Protokol Cape Town (Remedies on Insolvency) dan 
berdasarkan k:uasa yang diberikan (dalam IDERA); dan 

d. Meminta penghapusan dari buku daftar pesawat. 
Instansi yang berwenang mencatat pesawat dan instansi 
lainnya harus bekeija sama dan membantu pihak yang diberi 
kuasa dalam melaksanakan upaya (hak-haknya) sebagaimana 
disebut dalam Pasal IX Protokol Cape Town (Remedies on 
Insolvency). 

9. Pasal XXX (2) Protokol Cape Town (Decalrations Relating to 
Certain Provisions) sehubungan dengan Pasal X Protokol Cape 
Town (Modification of Provisions regarding Relief Pending Final 
Determination) Protokol dalam pemberlakukan Pasal X Protokol 
Cape Town (Modification of Provisions regarding Relief Pending 
Final Determination) secara keseluruhan. Indonesia menyatakan 
memberlakukan Pasal X Protokol Cape Town secara keseluruhan 
sehubungan dengan jangka waktu yang diatur dalam Pasal X (2) 
Protokol Cape Town adalah sebagai berikut: 
a. Sepuluh (I 0) hari kalender sehubungan dengan upaya yang 

ditentukan dalam Pasal 13 (I) huruf (a), (b), dan (c) dari 
Konvensi Cape Town (sehubungan dengan penjagaan terhadap 
obyek-obyek pesawat udara dan nilai mereka; pemilikan, 
pengawasan atau penjagaan atas obyek-obyek pesawat udara; 
dan penahanan terhadap obyek pesawat); dan 

b. Tiga puluh (30) hari kalender sehubungan dengan upaya yang 
ditentukan dalam Pasal 13 (d) dan (e) Konvensi Cape Town 
(sehubungan dengan sewa atau pengurusan obyek pesawat dan 
pendapatannya, dan penjualan serta penggunaan hasil obyek 
pesawat). 

c. Pasal XXX (3) sehubungan dengan Pasal XI ProtokOl Cape 
Town (Modification of Provisions regarding Relief Pending 
Final Determination) menetapkan berlakunya altematif A 
terhadap semua tipe kepailitan. Indonesia menyatakan 
memberlakukan Pasal XI Protokol Cape Town, altematif A 
Protokol Cape Town secara keseluruhan terhadap semua tipe 
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kepailitan dan menetapkan waktu tunggu sehubungan den~an 
Pasal XI (3) Protokol Cape Town adalah 60 hari kalender. 2 5 

Kepentingan Intemasional dalam peralatan bergerak menurut 

Konvensi Cape Town adalah suatu kepentingan (hak ) atas obyek tertentu 

yang: 

' 

a. Diberikan oleh pihak Pemberi Hak Tagih (Chargor) berdasarkan 
suatu Pemberian Hak Jaminan Kebendaan (Security Agreement), 
yaitu suatu peijanjian di mana pemberi hak jarninan kebendaan 
(chargor) memberikan atau menyetujui untuk memberikan kepada 
penerima hak jaminan kebendaan (chargee) suatu kepentingan 
(termasuk kepentingan kepernilikan) atas obyek pesawat udara 
untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang teijadi atau yang 
akan teijadi dari pemberi hak jarninan kebendaan atau pihak 
ketiga; 

b. Dilekatkan pada diri seorang sebagai Penjual (Conditional Seller) 
dalarn Peijanjian Pengikatan Hak Bersyarat (Title Reservation 
Agreement), yaitu suatu peijanjian penjualan obyek pesawat udara 
dengan ketentuan bahwa kepernilikan tidak akan beralih sampai 
terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalarn peijanjian; atau 

d. Dilekatkan pada diri seorang sebagai Pemberi Sewa (Lessor) 
menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing Agreement), yaitu 
peijanjian dirnana seseorang (pemberi sewa guna usaha/ lessor) 
memberikan hak kepada orang lain (penerima sewa guna usaha/ 
lessee) untuk menguasai suatu obyek pesawat udara (dengan atau 
tanpa opsi untuk membel~ dengan kompensasi berupa uang sewa 
atau pembayaran lainnya. 66 

Agar tidak menirnbulkan kerancuan maka Konvensi memberikan 

penegasan bahwa suatu kepentingan yang tergolong ketentuan huruf (a) tidak 

tergolong ketentuan huruf (b) atau huruf (c). 267 Sedangkan Kepentingan 

Intemasional menurut Undang-undang Penerbangan adalah suatu kepentingan 

(hak) yang diperoleh kreditur yang tirnbul akibat peijanjian pembedim hak 

jaminan kebendaan, peijanjian pengikatan hak bersyarat dan/ atau peijanjian 

265 Indonesia (d), Ibid. 

266 Indonesia (a), op. cit., penjelasan psi. 71. 
267 Konvensi, pasal 2 ayat (2). 
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hak sewa guna usaha yang tunduk pada Konvensi Cape Town dan Protokol 

CapeTown. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Konvensi Cape Town maka dapat 

disimpulkan bahwa kaitan antara hak jaminan kebendaan atas pesawat udara 

dan Konvensi Cape Town adalah perjanjian pemberian hak jaminan 

kebendaan dari debitur kepada kreditur yang dibuat secara sah merupakan 

salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan sebagai kepentingan 

intemasional berdasarkan Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town. 

Suatu kepentingan dapat ditetapkan sebagai suatu kepentingan 

intemasional menurut Konvensi Cape Town apabila perjanjian yang 

menciptakan atau yang memberikan kepentingan tersebut: 

' 

1. Dibuat secara tertulis; 
2. Berkaitan dengan obyek dimana chargor (pemberi hak tagih), 

penjual bersyarat atau lessor memiliki kekuasaan untuk 
mengalihkan; 

3. Memungkinkan suatu obyek yang diidentifikasi sejalan dengan 
Protokol Cape Town; 

4. Dalam suatu persetujuan jaminan, memungkinkan ditentukannya 
kewajiban yang dijarnin tanfa perlu menentukan jumlah atau nilai 
maksimum yang dijamin. 26 

Obyek dari kepentingan intemasional pada peralatan bergerak menunrt 

Konvensi Cape Town adalah: 

1. Badan pesawat udara, mesin pesawat udara dan helikopter; 

2. Lokomotif, gerbong serta unit dari rangkaian; dan 

3. Harta kekayaan yang ditempatkan di ruang angkasa. 269 

268 Konvensi, pasal 7. 
269 Konvensi, pasal 2 ayat (3). 
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Sedangkan dalam Undang-undang Penerbangan hanya menyebutkan 

bahwa obyek dari kepentingan intemasioal adalah Obyek Pesawat Udara 

yang berupa Rangka Pesawat Udara, Mesin Pesawat Terbang, mesin pesawat 

udara yang dipasang pada rangka pesawat udara disebut Pesawat Terbang dan 

Helikopter. 270 

Rangka Pesawat Udara yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah 

rangka pesawat udara (selain rangka pesawat udara yang digunakan untuk 

dinas kemiliteran, bea cukai atau kepolisian) yang apabila dipasang mesin-

mesin pesawat udara yang sesuai pada rangka pesawat udara itu, disertifikasi 

oleh lembaga penerbang yang berwenang untuk mengangkut: 

a. Paling sedikit 8 (delapan) orang termasuk awak pesawat; atau 
b. Barang-barang yang lebih dari 2750 kg beserta seluruh 

perlengkapan, komponen dan peralatan yang terpasang 
dimasukkan atau terkait (selain mesin pesawat udara) dan seluruh 
data buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu. 271 

Mesin Pesawat Udara yang dimaksud adalah mesin pesawat udara 

(selain mesin pesawat udara yang digunakan dalam dinas kemiliteran, bea 

pukai atau kepolisian) yang digerakkan oleh tenaga propulasi jet atau turbin 

atau teknologi piston; 

a. Dalarn hal mesin pesawat udara dengan propulsi jet mempunyai 
paling sedikit gaya dorong sebesar 1750 lbs atau yang setara; dan 

b. Dalam hal mesin-mesin pesawat udara yang diberi tenaga oleh 
turbin atau piston mempunyai paling sedikit 550 tenaga kuda yang 
digunakan untuk lepas landas rata-rata atau yang setara, beserta 
seluruh modul dan perlengkapan, komponen dan peralatin lain 
yang terpasang, dimasukan atau terkait dan seluruh data, buku 
petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu. 272 

270 Indonesia (a), op. cit. , psi. 71. 
271 Ibid. , penjelasan psi. 71. 
272Ibid 
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Helikopter yang dimaksud adalah helikopter tertentu (yang tidak 

digunakan dalam dinas-dinas militer, bea cukai atau kepolisian) yang disertai 

oleh lembaga penerbangan yang berwenang untuk mengangkut: 

a. Paling sedikit 5 orang termasuk awak; atau 
b. Barang yang lebih dari 450 kg beserta seluruh perlengkapan, 

komponen dan peralatan yang terpasang, dimasukkan atau terkait 
(termasuk rotor-rotor) dan seluruh data, buku petunjuk dan 
catatan yang berhubungan dengan itu. 273 

Konvensi Cape Town berlaku terhadap debitur yang berkedudukan di 

Negara Peserta Konvensi pada saat disetujuinya peijanjian yang menciptakan 

kepentingan intemasional (international interest). Dalam hal ini, apabila 

secara faktual kedudukan kreditur tidak di Negara Peserta Konvensi maka 

tidak mempengaruhi penerapan Konvensi ini. 274 

Selanjutnya Konvensi juga menetapkan batasan mengenai arti 

wanprestasi. Pada dasarnya para pihak bebas menentukan dalam peijanjian 

yang telah disepakati tentang peristiwa-peristiwa yang menimbulkan 

wanprestasi atau peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan timbulnya hak 

pihak lainnya untuk melaksanakan hak-haknya sebagai akibat wanprestasi 

yang diberikan oleh Konvensi Cape Town. Namun apabila teijadi 

ketidaksepakatan tentang peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai 

wanprestasi, maka wanprestasi adalah peristiwa! keadaan yang pada 

pokoknya menghilangkan hak kreditur yang sepatutnya dih~apkan 

berdasarkan peijanjian. 275 

273Ibid 
274Konvensi, Pasal3 
275Konvens~ Pasal II 
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Konvensi Cape Town juga mengatur upaya pemulihan yang dapat 

dilakukan oleh kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Terkait 

dengan Pemberian Hak Jaminan Kebendaan, upaya pemulihan yang dapat 

dilakukan penerima hak tagih/ kreditur dengan persetujuan pemberi hak tagih/ 

debitur adalah: 

a. Menguasai atau mengendalikan obyek yang dibebani kepentingan 
intemasional; 

b. Menjual atau menyewagunausahakan obyek yang dibebani 
kepentingan intemasional; 

c. Menerima pembayaran atau keuntungan dari pengelolaan obyek 
yang dibebani kepentingan intemasional. 276 

Bagi Penjual dalam Peijanjian Pengikatan Hak Bersyarat (Title 

Reservation Agreement) atau lessor dalam Peijanjian Sewa Guna Usaha 

(Leasing Agreement) apabila teijadi wanprestasi maka dapat melaksanakan 

hak-haknya sebagai berikut: 

0 

a. Mengakhiri peijanjian dan menguasai atau mengendalikan obyek 
yang dibebani kepentingan intemasional yang terkait; atau 

b. Meminta pengadilan memberi penetapan untuk memberi 
kewenangan atau perintah kepada penjual atau lessor untuk 
melaksanakan salah satu tindakan tersebut. 277 

Berdasarkan pemyataan (declaration) yang dilakukan oleh Pemerintah 

Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 bahwa semua upaya 

pemulihan yang tersedia bagi kreditur berdasarkan Konvensi Cape Town 

tersebut dapat dilaksanakan tanpa perlu tindakan pengadilan dan tanpa perlu 

memberitahukan pengadilan. 278 Selain upaya-upaya pemulihan tersebut, 

dalam Konvensi Cape Town ditentukan bahwa kreditur/ lessor dapat 

276Konvensi, pasal8 ayat (I). 
277 Konvensi, pasal!O. 
278 Indonesia (d), op. cit., lampiran bagian A nomor (v) 
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menetapkan upaya pemulihan lainnya dalam petjanjian atau berdasarkan 

ketentuan hukum nasional yang dipilih para pihak dalam petjanjian sepanjang 

hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dari 

Konvensi Cape Town sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Konvensi Cape 

Town. Ketentuan-ketentuan yang memaksa dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Kewajiban untuk melaksanakan pemulihan dengan cara bisnis yang layak; 

b. Kewajiban untuk memberitahukan sebelumnya kepada orang-orang yang 

berkepentingan sebelum melaksanakan pemulihan; 

c. Setiap jumlah yang diterima sebagai hasil pelaksanaan upaya pemulihan 

akan mengurangi kewajiban debitur/ lessee kepada kreditur/ lessor;279 

d. Apabila jumlah yang diterima kreditur melebihi kewajiban debitur dan 

biaya-biaya yang layak, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan 

kepada orangorang yang berkepentingan dan membayar sisanya (kalau 

ada) kepada debitur;280 

e. Pengadilan dalam mengabulkan permohonan kreditur wajib 

' 
mempertimbangkan apakah jumlah tagihan seirnbang dengan nilai obyek 

yang dibebani kepentingan internasional;281 

f. Setiap saat setelah tetjadi wanprestasi dan sebelum obyek yang dibebani 

kepentingan internasional dijual atau disewagunakan, maka dapat 

dilakukan pelunasan baik oleh debitur atau pihak lain. Apabila pe!_!lllasan 

dilakukan oleh pihak lain selain debitur, maka pihak yang melakukan 

279 Pas a! 8 ayat ( 5) Konvensi 
280 Pas a! 8 ayat ( 6) Konvensi 
281 Pasal 9 ayat (3) Konvensi 
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pelunasan tersebut menggantikan hak-hak kreditur;282 Suatu upaya 

pemulihan harus dianggap dilaksanakan menurut cara bisnis yang layak 

apabila dilaksanakan sejalan dengan ketentuan Petjanjian Jaminan kecuali 

apabila ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara layak. (Pasal 8 

ayat (3) Konvensi) Orang yang berkepentingan adalah (i) Debitur; (ii) 

Setiap orang yang memberikan atau mengeluarkan surat jarninan atau 

jaminan permintaan atau suatu surat kredit berdokumen siaga atau bentuk 

lain dari asuransi kredit dengan tujuan memastikan pelaksanaan dari setiap 

kewajiban terhadap kreditur; (iii) Setiap orang lain yang memiliki hak 

pada atau terhadap obyek tertentu, yang telah memberitahukan mengenai 

hak-hak mereka kepada penerima hak tagihlkreditur dalam jangka waktu 

yang layak sebelum menjual atau menyewakan. (Pasal 1 huruf (m) 

Konvensi jo. Pasal 8 ayat (4) Konvensi) 

g. Dalam memberikan keputusan sela hakim dapat memberikanjangka waktu 

tertentu untuk melindungi kepentingan pihak lain;283 

g. Semua upaya pemulihan yang diatur dalam Bab III Konvensi Cape Town 

(Default Remedies) wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan hukum nasional dimana upaya tersebut akan dilaksanakan. 284 

F. Kesimpulan ..• 
Berdasarkan pembahasan pada bab III mengenai Petjanjian Dengan 

Jarninan Obyek Pesawat Udara Dalam Hukum Jarninan Indonesia Dikaitkan 

282 Pasal 9 ayat ( 4) Konvensi. 
283 Pasal 13 ayat (2) Konvensi 
284 Pasal 14 Konvensi 
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Dengan IDERA, maka peneliti berkesimpulan bahwa hukum jaminan tidak 

memuat pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap debitur 

melainkan hanya kepada kreditur, sehingga kreditur memperoleh hak nya 

apabila debitur wanprestasi melalui eksekusi jaminan. 

Mengenai perjanjian penjaminan pesawat udara dalam tatanan hukum 

jaminan di Indonesia dalam ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2009 dan penjelasanya dapat disimpulkan bahwa yang diatur oleh 

ketentuan ini adalah pesawat udara yang telah mempunyai tanda pendaftaran 

kebangsaan dapat dijadikan jaminan kebendaan tanpa menyebut lembaga apa 

yang dipakai untuk menjaminkan pesawat udara tersebut. 

Di Indonesia setelah diberlakukannya Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 pada tanggal 20 Pebruari 2007, yang 

meratifikasi Konvensi tentang Kepentingan Intemasional dalam Peralatan 

Bergerak (Convention on International Interest in Mobile Equipment) beserta 

Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Intemasional dalam Peralatan 

l3ergerak Mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara 

(Convention on International Interest in Mobile Equipment on Matters 

Specific to Aircraft Equipment) atau lebih di kenai dengan nama "Cape Town 

Convention 200 I", memberikan sudut pandang baru bagi pembiayaan dalam 

industri penerbangan di Indonesia bahwa Indonesia telah mengikatkan diri .. 
kedalam hukum internasional yang mempunyai hukum perdata yang jelas 

khususnya untuk jenis benda bergerak pesawat udara, bahwa pesawat udara 

adalah benda bergerak terdaftar yang mempunyai ciri khusus (moveable 

property sui generis) 
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Dengan adanya "Cape Town Convention 2001" yang telah diratifikasi 

oleh Indonesia dengan PP Nomor 8 Tahun 2007 dan menjadi dasar 

pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, 

khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai "kepentingan intemasional" 

yang diartikan sebagai kepentingan pihak-pihak yang mempunyai hak tagih 

(debitur), maka seharusnya persoalan pengikatan jaminan dengan obyek 

pesawat udara dalam pemberian kredit telah terjawab dan dunia perbankan 

pada saat ini tidak lagi menggunakan lembaga fidusia sebagai pengikatan 

jaminan pesawat udara 

Ketentuan yang mewajibkan pesawat udara harus didaftarkan terdapat 

pula di dalam Pasal 24 Undang-undang No 1 Tahun 2009, di mana setiap 

pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda 

pendaftaran. Tanda pendaftaran tersebut dapat berupa tanda pendaftaran 

Indonesia maupun tanda pendaftaran asing. Tanda penerbangan dikeluarkan 

oleh otoritas yang berwenang untuk itu di setiap negara di mana di Indonesia 

gitetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian 

Perhubungan Indonesia. Dengan diratifikasinya Cape Town Convention dan 

Protocol pada tanggal 20 Februari 2007 melalui Peraturan Presiden No. 8 

Tahun 2007 serta diundangkan dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan telah memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak 
~ 

dalam komvensi ini. Hal ini berakibat pada penciptaan iklim investasi yang 

kondusif bagi investor di industri angkutan udara Nasional yang ditandai 

dengan pertumbuhan industri angkutan udara nasional, baik dari sisi 
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pertumbuhan jumlah pesawat maupun pertumbuhan jumlah penumpang, dan 

cargo. 

Penyelesaian masalah intemasional atas perjanjian jaminan dengan 

obyek pesawat udara berdampak positif terhadap industri penerbangan di 

Indonesia, hal ini terlihat dengan meningkatnya pengadaan jumlah pesawat 

dan pertumbuhan industri jasa angkutan udara di Indonesia. Untuk itulah 

regulator perlu melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang penerbangan 

khususnya peraturan terkait dengan Cape Town Convention 2001 kepada 

masyarakat penerbangan dan para ahli hukum di Indonesia terutama saijana 

baru yang belum menguasai dan perlu dilakukan penyempumaan terhadap 

peraturan tersebut, sehingga kepentingan Negara Republik Indonesia atas 

perjanjian jarninan dengan obyek pesawat udara di dalam dunia penerbangan 

intemasional mendapat kepastian hukum dan dapat didiakui. Selain itu juga 

ratifikasi Cape Town Convention yang telah ditindaklanjuti dengan Keppres 

No. 8 tahun 2007 dan ditampung dalarn UU No. 1 Tahun 2009 tentang 

penerbangan berdampak positif terhadap kelancaran penyelesaian sewa guna 

pesawat udara. 



BABIV 

PENJAMINAN PESA WAT UDARA DALAM PERJANJIAN 

KREDIT DIKAITKAN DENGAN IDERA DAN 

IMPLIKASINYA D1 INDONESIA 

A. Pengikatan Jaminan Dengan Obyek Pesawat Udara dalam Praktik 

Perbankan di Indonesia 

Pemberian kredit selalu diikuti dengan pemberian jaminan oleh debitur. 

Jaminan atau collateral merupakan salah satu prinsip perbankan yang ikut 

menjadi penilaian dalam pemberian sebuah kredit kepada debitur. Jaminan 

yang diberikan oleh debitur pun harus dinilai oleh pihak kreditur atau bank 

sebelum kredit disetujui untuk dikucurkan. Jaminan yang diberikan oleh 

debitur atau pihak ketiga yang menjadi penjamin kredit debitur pun harus 

memenuhi syarat-syarat ekonornis. 

Secara umum, syarat-syarat ekonomis yang dipenuhi dari jarninan atas 
0 

suatu kredit antara lain285
: 

1. Mempunyai nilai ekonornis (dapat diperjual-belikan) secara umum 
dan secara bebas. 

2. Nilai tersebut harus lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan. 
3. Barang jarninan tersebut harus mudah dipasarkan tanpa harus 

mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti. 
4. Nilai barang jarninan tersebut harus konstant dan akan lebih baik 

kalau nilainya juga ada kemungkinan akan mengalarni 
pertambahan di kemudian hari. 

5. Kondisi dan lokasi barang jarninan terse but cukup strategis. 
6. Secara fisik barang tersebut tidak cepat mengalarni penurunan nilai 

ekonornis. 

28'Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pad a Bank, Alfabet, Bandung, 2003, him. 108. 

245 
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7. Barang jaminan tersebut mempunyai nilai ekonomis dalarn jangka 
waktu yang relatif lebih lama dari jangka waktu kredit yang 
dijarninnya. 

Sedangkan secara yuridis, sebuah jaminan juga harus bisa memenuhi 

syarat-syarat secara yuridis, yaitu:286 

1. Ada dalam kekuasaan calon debitur yang bersangkutan. 
2. Tidak berada dalam persengketaan dengan pihak lain. 
3. Memiliki bukti-bukti pemilikan/sertifikat atas nama nasabah yang 

bersangkutan, yang masih berlaku. 
4. Bukti-bukti kepemilikan yang ada memenuhi syarat untuk diadakan 

pengikatan bank secara hipotik, creditverband, fidusia, kuasa 
menjual dan lain-lain ketentuan pengikatan yang telah ditetapkan 
secara yuridis/ perundang-undangan yang berlaku. 

5. Barang-barang jaminan tersebut bebas tidak ada ikatan jaminan 
dengan pihak lain. 

Kedua jenis syarat-syarat tersebut bagi pihak bank merupakan syarat 

yang cukup vital bagi suatu jarninan (collateral) karena bisa berpengaruh 

kepada performa kredit yang dikucurkan kelak. 

Pesawat udara dalam batasan hukurn yang dikemukakan dalam bab 

sebelurnnya dan terutama mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, 

dapat digunakan sebagai obyek jarninan karena telah memenuhi hampir 

'seluruh syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perbankan terhadap 

jarninan. 

Dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh perbankan dengan obyek 

pesawat udara sebagai jaminan kredit, pada saat ini masih menggunakan 

lembaga jaminan fidusia, hal ini disebabkan karena prosedur penj'iiminan 

pesawat udara dengan fidusia adalah lebih mudah dan lebih murah, 

dibandingkan dengan bentuk jaminan yang lain. Dan alasan yang utama ialah 

286Jbid 



247 

karena penjaminan dengan fidusia yang digunakan untuk benda bergerak, 

debitur tetap berhak menguasai bendanya untuk dapat dipakai sehari-hari dan 

tujuannya memperoleh kredit tercapai. Pihak bank pun tidak keberatan untuk 

menerimannya, cukup merasa aman dalam pemberian kredit. Meskipun 

secara teoritis masih ada kemungkinan-kemungkinan kerugian dan resiko 

yang tidak menguntungkan bagi bank. 287 

Perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi dan 

perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang 

memerlukan bentuk-bentuk jaminan baru, disamping bentuk jaminan yang 

telah diatur dalam perundang-undangan, kebutuhan masyarakat memerlukan 

bentuk jaminan dimana debitur dapat memperoleh kredit dari kreditur dengan 

menjaminkan benda bergerak namun debitur tetap dapat menguasai benda 

dan memakainya untuk kepentingan usahanya. 

Lembaga jaminan yang memungkinkan benda bergerak yang menjadi 

jaminan dalam pemberian kredit tetap ada pada penguasaan debitur penerima 

,kredit adalah dengan fidusia Lembaga fidusia dikenal di Indonesia pertama 

kali dengan adanya yurisprudensi dari keputusan Arrest Hooggerechtschof 

Tahun 1932 dan perkembangannya lebih lanjut disebabkan oleh rasa 

kebutuhan dari masyarakat atas lembaga jaminan yang prosedumya mudah, 

biayanya murah, pelaksanaanya mudah dan dapat meliputi benda bergerak -
dan benda tak bergerak yang bukan tanah dan yang terpenting debitur masih 

tetap dapat mengusai dan memakai bendanya untuk kepentingan usahanya. 

287 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, op. cit., him. 76. 
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Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat terhadap lembagajaminan 

yang sederhana yaitu fidusia, maka pemerintab telah mengatur lembaga 

jaminan fidusia melalui Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

0 

1. Fidusia adalah pengaliban hak kepemilikan suatu benda atas dasar 
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak 
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik 
benda. 

2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 
berwujud maupun yang tidak bewujud dan benda tidak bergerak 
khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 
sebagairnana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 
Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima fidusia 
terhadap kreditur lainnya. 

Selanjutnya Pasal 3 Undang-undang 42 Tahun 1999 menyebutkan 

bahwa Fidusia tidak berlaku terhadap: 

1. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, 
sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku 
menentukanjaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar; 

2. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isl kotor berukuran 20 
( dua puluh) M3 atau lebih; 

3. Hipotik atas pesawat terbang; dan 
4. Gadai. 

Melalui Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, Pemerintab telah memberikan suatu model perikatan jaminan yang 

jelas dan memberikan rasa aman bagi bank untuk benda bergerak. 

Dalam praktek perbankan dewasa ini, penjaminan pesawai' udara 

dilakukan dengan jaminan fidusia pada dasarnya adalah untuk menampung 

kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan 

usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pibak yang 
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berkepentingan, yang antara lain adalah bank selaku kreditur yang menurut 

undang-undang tersebut disebutkan sebagai pihak penerima fidusia (kreditur) 

diberikan hak yang didahulukan (preferent) terhadap kreditur lain untuk 

rnengambil pelunasan piutangnya atas basil eksekusi benda yang rnenjadi 

obyekjaminan fidusia dan yang paling penting lagi adalah hak ini tidak akan 

hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. 

Penyerahan hak rnilik secara fidusia sebagi jaminan terhadap 

pernberian kredit, telah berkernbang sedemikian rupa sehinga tidak hanya 

rneliputi barang bergerak berupa inventaris perusahaan, barang perniagaan, 

hasil pertanian, tetapi juga barang-barang rurnah tangga, barang tetpa seperti 

tanah yang belurn didaftar, bangunan di atas tanah sewa atau hak·pakai dan 

sebagainya. Tanah yang belurn memenuhi persyaratan administratif sebagai 

hak atas barang (real right) juga dapat dijarninkan secara fidusia. 

Jaminan fidusia merupakan peljanjian ikutan (accessoir) dari suatu 

perjanjian pokok (peljanjian kredit) yang menimbulkan kewajiban bagi 

,debitur untuk menyerahkan hak rnilik secara kepercayaan kepada bank 

sebagai kreditur. Dengan demikian maka meskipun secara kepercayaan hak 

rnilik telah beralih kepada bank atau kreditur, barang yang rnenjadi obyek 

fidusia secara fisik tetap dikuasai oleh debitur ( constitutum poccessorium ), 

sehingga debitur masih dapat memanfaatkan benda tersebur88
• 

Keuntungan dengan adanya mekanisrne ini adalah jika benda obyek 

fidusia rnerupakan alat produksi maka debitur tetap dapat menggunakan 

sebagai sarana berproduksi, sehingga selain debitur tetap dapat menggunakan 

288 Frieda Husni Hasbullah, op. cit., him. 49. 
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benda obyek fidusia, debitur juga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk melunasi kredit/utangnya kepada bank. Meskipun di satu 

sisi lembaga fidusia memberikan kemudahan dan keringanan bagi debitur 

berupa penguasaan yang tetap berada pada debitur, namun disisi lain lembaga 

fidusia juga mengandung kelemahan. 

Kelemahan ada pada pihak kreditur karena dengan tetap dikuasainya 

benda obyek fidusia di tangan debitur masyarakat umum yang tidak 

mengetahui bahwa benda yang bersangkutan telah dipakai sebagai obyek 

fidusia atau telah dibebani dengan fidusia. Bagi masyarakat umum hanya 

memandang bahwa benda yang bersangkutan merupakan milik debitur, 

sedangkan sebenarnya kepemilikan benda tersebut telah diserahkan secara 

kepercayaan kepada kreditur sebagai jaminan. Oleh karena benda yang 

menjadi obyek fidusia tetap dikuasai oleh debitur maka membuka 

kemungkinan bagi nasabah yang beritikad buruk untuk menyalahgunakan 

wewenangnya dengan mengadakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga 

o berkaitan dengan benda yang sama. 

Kelemahan dengan adanya benda yang menjadi obyek fidusia berada 

di tangan debitur adalah sejalan dengan ketentuan Pasall977 Kitab Undang

undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa terhadap benda bergerak yang 

tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar keE_ada si 

pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemilik. 

Ketentuan tersebut menyebabkan keamanan bagi kreditur tidak teijamin, 

karena kreditur tidak dapat melakukan tindakan yang dapat memastikan 
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bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur tanpa dialihkan 

kepada pihak lain. 

Dengan adanya penyerahan hak milik suatu benda yang menjadi 

obyek fidusia secara kepercayaan dari debitur kepada bank sebagai pemberi 

kredit/utang tanpa adanya pendaftaran, hal tersebut membawa keuntungan 

bagi debitur. Keuntungan bagi debitur adalah dari segi fmansial, bahwa 

debitur tidak perlu mengeluarkan biaya dalam rangka pendaftaran, dari segi 

waktu debitur tidak perlu meluangkan waktu dalam rangka pendaftaran dan 

nasabah dapat secara langsung menggunakan benda yang menjadi obyek 

fidusia untuk menunjang kegiatan usahanya, dan keuntungan Jainnya adalah 

sisi tenaga, bahwa debitur tidak perlu menghabiskan tenaga dalam rangka 

pendaftaran seringkali memerlukan proses yang berbelit-belit. 

Praktek perbankan dalam pemberian kredit dengan menggunakan 

jarninan secara fidusia, seringkali ditentukan dalam perjanjian bahwa hak 

milik benda yang menjadi obyek fidusia beralih kepada kreditur, dan apabila 

,nasabah debitur tidak dapat melunasi kredit maka untuk melakukan eksekusi 

terhadap benda tersebut dilakukan dengan membuat suatu surat kuasa untuk 

melakukan eksekusi. 

Adanya praktek perbankan seperti itu menimbulkan pro dan kontra 

diantara para ahli hukurn dan penegak hukurn. Namun demikian," dalam 

perspektif perbankan kaitannya dengan jarninan berupa fidusia, terdapat 

faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan agar dalam pelaksanarmya 

dapat memberikan kepastian, keamanan dan kemudahan terutama bagi 

kreditur. Dalam hal ini yang perlu mejadi perhatian bagi kreditur dalam 
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memberikan kredit dengan jaminan berupa fidusia adalah adanya keamanan 

bagi kreditur terhadap barang jaminan yang berada di tangan debitur, adanya 

kemudahan dalam mengeksekusi hila debitur wanprestasi dan biaya yang 

tidak terlalu memberatkan bagi kreditur. 

Dalam kaitan tersebut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia telah menampung hal-hal tersebut. Berkenaan dengan faktor 

keamanan bagi kreditur Undang-undang Jaminan Fidusia telah memberikan 

jaminan keamanan yang pasti yaitu dengan adanya pendaftaran barang 

jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18, yang 

mewajibkan adanya pendaftaran barang jaminan pada Kantor Pendaftaran 

Fidusia, yang direncanakan berada di bawah Departemen Kehakiman. 

Dengan adanya ketentuan wajib mendaftarkan barang jaminan akan 

menghindarkan barang jaminan yang sama dijaminkan u1ang untuk kredit 

yang lain. Hal ini je1as sangat memberikan keamanan bagi perbankan 

sehingga tidak terjadi adanyajaminan ganda terhadap barang yang sama. 

0 
Adanya pendaftaran jaminan fidusia diharapkan akan memberikan 

perlindungan kepada bank sebagai kreditur. Perlindungan tersebut dapat 

dilakukan melalui ketentuan bahwa pihak yang melakukan pendaftaran 

jaminan fidusia adalah penerima fidusia, yaitu bank atau kreditur, dengan 

membawa dokumen yang membuktikan telah dilakukan pembebanan secara 
-~ 

fidusia terhadap benda yang didaftarkan. Kewajiban pendaftaran fidusia 

terdapat dalam Pasal12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999. 

Terhadap suatu benda dapat dilakukan pembebanan secara fidusia 

lebih dari satu kali apabila nilai benda tersebut dapat meng-cover jumlah 
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kredit atau utang yang dijamin dengan benda yang sama. Oleh karena itu 

maka setiap kreditur pemegang fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia 

tersebut, yang digunakan sebagai dasar penentuan kreditur mana yang lebih 

didahulukan dalam rangka pelunasan kredit, yang dilihat berdasarkan urutan 

tanggal pendaftarannya, dan sebagai bukti bahwa kreditur telah mendaftarkan 

jarninan fidusia maka kepada kreditur yang bersangkutan diberikan bukti 

pendaftaran fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia. 

Dalam rangka eksekusi barang jarninan apabila debitur wanpestasi, 

maka dalam Undang-undang Jaminan Fidusia telah memberikan kemudahan, 

yaitu dengan dicanturnkannya kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa" pada Bukti Pendaftaran Fidusia. Dengan adanya 

title tersebut dimaksud, maka bukti pendaftaran fidusia ini mempunyai 

kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang telah mem-

peroleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian apabila debitur wanprestasi, 

maka kreditur dapat menjual benda yang menjadi obyek jarninan fidusia 

,tersebut atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan urnurn. 

Salah satu ciri jarninan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan 

eksekusinya, yaitu apabila debitur tidak dapat melaksanakan pelunasan 

kreditnya yang telah diterimanya. Dengan demikian, agar ciri tersebut dapat 

dilaksanakan maka terhadap bukti pendaftaran fidusia yang dipegang oleh 
"' 

kreditur mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukurn tetap. Kreditur dapat melaku-

kan penjualan atas kekuasaan sendiri terhadap benda yang menjadi obyek 

fidusia jika debitur wanprestasi, dan melalui pelelangan urnurn dan meng-
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ambit pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pelaksanaan 

penjualan terse but dikenal sebagai par ate executie. 

Sehubungan dengan praktek perbankan yang menggunakan lembaga 

jaminan fidusia untuk obyek pesawat udara, menimbulkan ketidak pastian 

hukum, karena lembaga fidusia diperuntukan bagi benda-benda bergerak, 

sedangkan pesawat udara menurut sifatnya merupakan barang bergerak 

(movable property) dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. 

Akan tetapi status hukurnnya merupakan benda bergerak yang mempunyai 

kekhususan tersendiri (movable property sui generic). Berdasarkan hal 

tersebut, sita eksekusi atas fidusia pesawat udara akan berhadapan dengan 

kendala yang ditimbulkan 2 ( dua) asas sita eksekusi, yaitu: 

I. Asas rijdende beslag 

Sesuai dengan prinsip Rijden Beslag terhadap pesawat udara yang 

menjadi obyek hipotik pesawat udara, dapat diletakkan sita eksekusi. 

Akan tetapi, kegiatan operasional pesawat itu tidak boleh dihentikan. 

Sita eksekusi tidak boleh menimbulkan akibat hukum berhentinya 

kegiatan operasional penerbangannya dari satu tempat ke tempat 

yang lain baik di dalarn maupun di luar negeri. Asas ini jelas 

menghambat kemulusan pelaksanaan penjualan lelang. Oleh karena 

itu kegiatan operasionalnya tidak boleh dimatikan oleh sita e~sekusi 

sesuai prinsip Rijden Beslag, meskipun Ketua Pengadilan Negeri 

atau kantor lelang telah menetapkan tanggal pelaksanaan eksekusi, 

kemungkinan besar eksekusi tidak bisa dilaksanakan apabila pesawat 
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udara yang ber-sangkutan terbang dan berada di luar tempat 

pelaksanaan eksekusi pada tanggal eksekusi yang ditetapkan. 

2. Asas kebebasan menguasai dan mengusahai pesawat udara yang di 

sita. Pada hakikatnya, asas ini berkaitan juga dengan Rijden Beslag 

pada satu segi dan asas penjagaan benda sitaan berdasarkan Pasal 

197 ayat (9) HIR pada segi yang lain, yaitu: Sesuai dengan asas 

Rijden Beslag, apabila obyek sita eksekusi berbentuk benda yang 

dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan seperti 

mobil, kapal, pabrik, per-tambangan atau pertokoan, pengoperasian 

kegiatan usaha oleh debitur tidak boleh dihentikan. Selanjutnya 

berdasarkan Pasal 197 ayat (9) HIR penjagaan dan penguasaan atas 

obyek barang sitaan, terutama penyitaan perusahaan tetap diserahkan 

dan berada di tangan tersita ( debitur). Jika asas ini dikaitkan dengan 

sita eksekusi atas pesawat udara dalam rangka pelaksanaan eksekusi 

hipotik pesawat udara, penjagaan dan penguasaannya harus diberikan 

' 
kepada pemberi hipotik ( debitur), dan tidak boleh diserahkan 

penjagaannya kepada kreditur untuk dikuasai dan diusahakan. 

Penegakan asas penguasaan dan mengusahai pesawat udara yang 

dibebani dengan sita eksekusi dapat menimbulkan kendala penjualan 

lelang apabila pada tanggal eksekusi yang ditentukan pesawat udara ,., 

tersebut sedang dioperasikan debitur di luar tempat pelaksanaan 

penjualan lelang yang ditentukan. 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pesawat udara yang di jadikan 

obyek jaminan dalam rangka pemberian kredit pada saat ini dilakukan oleh 

dunia perbankan dengan cara memakai lembaga fidusia atas bagian-bagian 

pesawat seperti mesin-mesin, baling-baling dan interior pesawat udara jadi 

tidak merupakan pesawat udara sebagai benda yang utuh dan tidak 

didaftarkan pada Kemetrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

B. Pengikatan Jaminan Dengan Obyek Pesawat Udara dalam Praktik 

Diberbagai Negara 

Siapa pun juga sebagai individu maupun badan hukum atau institusi 

atau lembaga mengakui bahwa pesawat udara adalah benda bergerak movable 

property), namun dernikian tidak semua peraturan yang berlaku terhadap 

benda bergerak, berlaku sepenuhnya pada pesawat udara Pesawat udara 

sebagai benda bergerak mempunyai kebangsaan (national and registration 

mark). 289 Sebagai konsekuensi pendaftaran dan kebangsaan, maka negara 

~ajib membuat buku pencatatan (recordation) pesawat udara yang terbuka 

untuk umum. Masalah pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara juga diatur 

dalam Konvensi Chicago 1944290 dan semua negara anggota Organisasi 

Penerbangan Sipil Intemasional mengakui status hukum pesawat udara 

sebagai benda bergerak yang mempunyai kekhususan (sui generis). KeJ_entuan 

dernikian juga diatur dalam hukum perdata intemasional sebagaimana diatur 

289 J.P.Honig, The legal Status of Aircraft, (The Hague: Martinus Nijhofl; 1956), hlm. 58. 
290 'Convention on International Civil Aviation, Signed at Chicago on December 7"', 1944. 
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dalam Konvensi Jenewa 1948.291 Menurut Konvensi Jenewa 1948 negara 

anggota wajib mengakui hak-hak perdata dalam pesawat udara yang 

dikategorikan sebagai benda bergerak, tetapi dapat dibebani mortgage. 

Beberapa negara, termasuk Be1anda, Prancis maupun Italia te1ah -

menge1uarkan hukum nasional yang mengatur pesawat udara sebagai benda 

bergerak yang bersifat khusus (sui generis). Secara alarniah pesawat udara 

sebagai benda bergerak, tetapi dalam hukum nasional mereka memperakukan 

kekhususan (sui generis). Beberapa negara yang te1ah mengakui pesawat 

udara yang mempunyai sifat suigeneris dan dapat dibebani dengan Hipotik 

atau Mortgage adalah : 

1. Prancis 

Dalam Pasal 528 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (the Civil 

Code) Prancis te1ah memperlakukan pesawat udara sebagai benda bergerak 

yang mempunyai kekhususan, tetapi tidak berlaku sebagai peralihan 

(transfer of title). Dalarn peraturan terse but pesawat udara dapat dibebani 

, hipotik. Hal ini dianalogikan dengan kapa11aut di mana kapal laut dengan 

berat tertentu yang didaftarkan dan mempunyai kebangsaan dapat dibebani 

dengan hipotik. Berdasarkan peraturan tersebut, pesawat udara di Prancis 

sebagai benda bergerak mempunyai status hukum khusus (sui generis), 

karena pesawat udara mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan yang ,., 

tercantum dalam daftar register pesawat udara untuk kepentingan hukum 

publik di samping pencatatan (recordation) untuk keperluan hukum 

191 'The Convention on the International Recognition of Right in Aircraft, Signed at Geneve 
on Junel9thl948 
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perdata. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut hanya berlaku terhadap 

pesawat udara Prancis dan tidak berlaku terhadap pesawat udara asing. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Prancis, registrasi 

bermakna ganda berlaku sebagai hukum publik dan hukum perdata. 

2. Italia 

Pesawat udara sebagai benda bergerak secara tegas disebutkan 

dalam Pasal 864 dan 865 Code de Ia Navigation. Menurut kedua pasal 

tersebut, pesawat udara sebagai benda bergerak, tetapi berlaku secara 

khusus. Semua pembebanan, peralihan, perubahan, pembatalan hak-hak 

atas pesawat udara harus dilakukan secara tertulis dengan ancaman batal 

derni hukum (null and void) dan diadakan pencatatan (recordation). 

Seperti halnya di Prancis, menurut hukum ltalia, registrasi pesawat udara 

berfungsi ganda masing-masing untuk keperluan hukum publik dan hukum 

perdata. 

~· Belanda 

Dalam Pasal 565 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Civil 

Code) Belanda tidak mengatur pesawat udara sebagai benda bergerak. 

Sesuai dengan hukum penerbangan di Belanda, pesawat udara harus di 

registrasi. Registrasi pesawat udara tersebut dilakukan oleh Departemen ..• 
Penerbangan Sipil di the Hague. Registrasi pesawat udara tersebut bersifat 

publik dan hanya berlaku terhadap pesawat udara Belanda. Berdasarkan 

registrasi pesawat udara tersebut, pesawat udara mempunyai kebangsaan 

Belanda. Ini berarti bahwa pesawat udara menurut hukum Belanda, 
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diperlakukan sebagai benda bergerak seperti benda-benda bergerak 

lainnya, namun demikian menurut Pasal 770 (h-k) Hukum Acara Perdata 

(Code of Civil Procedure) pesawat udara diperlakukan ketentuan khusus 

berdasarkan Konvensi Roma 1933. 

Dalam hal pemberian bantuan pertolongan, ketentuan pemberian 

bantuan pertolongan yang berlaku terhadap kapal !aut berlaku juga untuk 

pemberian bantuan pertolongan terhadap pesawat udara. Hal ini secara 

tegas diatur dalam Pasal 571 Kitab Undang-undang Hukum Dagang 

(theDutch Commercial Code). 

Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (NBW) selain digo1ongkan 

benda bergerak dan tidak bergerak, benda juga dikenal benda terdaftar dan 

juga benda tidak terdaftar. Dalam Pasal 3:10 NBW Harta Kekayaan 

Terdaftar adalah harta kekayaan yang pengalihannya membutuhkan 

pendaftaran pada pencatatan publik, dimana pendaftaran pada kantor 

pendaftaran pub1ik merupakan suatu persayaratan yang ditentukan. Harta 

kekayaan terdaftar adalah semua benda tidak bergerak (pasal 3:89 NBW), 

kapal berlayar dan kapal navigasi di darat yang terdaftar (pasa1 8: 199 

NBW), pesawat udara terdaftar (pasal 8:1306 paragraf 1 NBW). Dengan 

demikian berarti Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (NBW) juga 

memi1iki baik benda terdaftar dan tidak terdaftar dan hak terdaftar !Haupun 

tidak terdaftar dan telah mengatur mengenai 1embaga jarninan untuk 

pesawat udara dengan 1embaga jaminan Hipotik, 

Berbicara mengenai status hukurn pesawat udara, Be1anda juga 

mengakui bahwa pesawat udara adalah benda bergerak mempunyai 
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kekhususan (sui generis). Lebih jelas lagi status hukum pesawat udara 

merupakan benda bergerak yang khusus (sui generis) setelah Parlemen 

Belanda mengesahkan undang-undang yang bermaksud untuk meratifikasi 

Konvensi Jenewa 1948 yang berjudul Convention on the International 

Recognition of Rights in Aircraft yang ditandatangani tanggal 19 Juni 

1948. Konsekuensi pengesahan tersebut semua ketentuan dalam Konvensi 

tersebut berlaku terhadap pesawat udara Belanda sehingga pesawat udara 

dapat dibebani dengan chattle mortgage, tetapi tidak berlaku terhadap hak 

gadai. 

4. Amerika Serikat 

' 

Negara yang menganut Common Law System lainnya adalah 

Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Seksi 501 dan 503 Undang-undang 

Penerbangan Sipil 193 8 mengatur registrasi dan pencatatan (recordation) 

pesawat udara. Seperti benda bergerak pada umumya, pesawat udara dapat 

dijaminkan dengan chattel atau chattel mortgage. Bentuk hukum yang lain 

seperti jual beli, perjanjian jual-beli, sewa guna usaha (leasing) dan 

peralatan pesawat udara sepenuhnya berlaku terhadap pesawat udara, 

tetapi juga berlaku terhadap benda-benda bergerak lainnya. Sepanjang 

menyangkut pesawat udara, tidak ada perlaknan atau aturan khusus. 

Registrasi tersebut tidak berlaku terhadap pesawat udara asilig. Di 

Amerika Serikat, walaupun tidak ada peraturan khusus seperti halnya di 

Prancis dan Italia, bukan berarti pesawat udara di Amerika Serikat tidak 

mempunyai sifat khusus sui generis) sebagai benda bergerak. Pesawat 
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udara di Amerika Serikat juga merupakan benda bergerak yang bersifat 

khusus (sui generis). 

5. Inggris 

' 

Inggris merupakan salab satu negara yang menganut common law 

system. lnggris tidak ada peraturan yang khusus mengatur karakteristik 

pesawat udara, tetapi menurut hukum Inggris pesawat udara dapat 

dibebani jarninan (chattel) atau jaminan mortgage (chattel mortgage). 

Seperti hukum Prancis dan Italia, dalam hal pemberian penyelamatan 

pesawat udara berlaku kentuan penyelamatan terhadap kapal laut atau 

perabu. Hal ini secara tegas tercantum dalam Undang-undang Penerbangan 

Tabun 1949, namun demikian ketentuan tersebut terbatas untuk 

penyelamatan. Buku registrasi pesawat udara yang tersedia hanya untuk 

keperluan hukum publik dan tidak ada kaitannya dengan transaksi hukum 

perdata. Sepanjang berkenaan dengan peralihan hak (transfer of title) di 

Inggris tidak ada peraturan yang khusus. Dalam hal demikian berlaku 

ketentuan umum mengenai jaminan (chattel) tanpa ada perbedaan dengan 

pesawat udara dengan benda-benda bergerak lainnya, pesawat udara dapat 

dibebani chattel mortgage atau bentuk jaminan lainnya. Sepanjang hak

hak kebendaan terhadap pesawat udara, hukum lnggris berbeda dengan 

hukum di Prancis dan ltalia. Di Inggris tidak ada aturan khusu8' status 

hukum pesawat udara, sedangkan mengenai konstruksi dan 

penggunaannya, pesawat udara mempunyai registrasi kebangsaan nasional 

yang terbuka untuk umum, namun demikian Shawcross and Beaumon: 
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berpendapat bahwa pesawat udara merupakan sui generis. Pesawat udara 

tidak dapat disamakan dengan kapal !aut, perahu rnaupun kendaraan 

mobil. Hal sernacam ini juga didukung oleh penulis-penulis yang lain. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disirnpulkan bahwa baik 

hukurn intemasional rnaupun hukurn nasional Prancis, Italia, Inggris. Arnerika 

Serikat rnaupun Belanda, secara tegas maupun diam-diam rnengakui bahwa 

status hukurn pesawat udara adalah sebagai benda bergerak yang rnernpunyai 

khususan (sui generis) yang berbeda dengan benda-benda bergerak lainnya. 

C. lOERA (Irrevocable Deregrestration and Export Request Authorization) 

Sebagai Sarana Pendukung Penjaminan Pesawat Udara Dalam 

Perjanjian Kredit 

Pengertian pesawat udara rnenurut Undang-undang Nornor 1 Tahun 

2009 Tentang Penerbangan adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di 

atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi 

iidara terhadap permukaan burni yang digunakan nntuk penerbangan. 292 

Selain pesawat udara, istilah lain yang dignnakan dalam Undang-undang 

Penerbangan adalah pesawat terbang dan helikopter. Pesawat terbang adalah 

pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan dapat terbang 

dengan tenaga sendiri. 293 Sedangkan helikopter adalah pesawat ud~-~ yang 

lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotomya digerakkan oleh rnesin. 

292Indonesia (a), op. cit. , psi. I ayat (3). 
293 Ibid., psi. I ayat {4). 
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294Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan babwa pesawat terbang dan 

helikopter merupakan bagian dari pesawat udara. 

Konvensi Cape Town dibuat atas prakarsa International Air Transport 

Association (IATA), International Civil Aviation Organization (ICAO), dan 

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) yang 

pembabasan akhirnya dilakukan di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 

29 Oktober sampai dengan 16 November 2001. Konvensi Cape Town mulai 

ber!aku pada tanggal 1 Maret 2006 dan sampai saat ini negara peserta 

Konvensi Cape Town adalab sebanyak 35 negara. 295 

Konvensi Cape Town adalab suatu konvensi yang dibentuk dalam 

rangka menyeragamkan (standardize) secara universal transaksi pernbiayaan 

yang terkait dengan benda bergerak, khususnya pesawat udara dan mesin 

pesawat. Ini mengingat dalam transaksi pembiayaan dan penyewaan lintas 

negara (crossborder) kerap ditemui masalab eksekusi (enforcement) dari 

barang jarninan. Dalam konteks demikian dan untuk memfasilitasi cara 

~mbiayaan yang didasarkan pada asset (asset-based financing) dan leasing 

maka diatur ketentuan yang ada dalam Konvensi. 296 

Konvensi Cape Town dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dalam 

mempero1eh dan menggunakan peralatan bergerak yang bernilai tinggi atau 

merniliki nilai ekonomi yang sangat berarti serta untuk mernfasilitasi ,., 

pendanaan atas penguasaan dan penggunaan peralatan tersebut secara efisien. 

294 Ibid. , psi. I ayat ( 5). 
295 www. unidroit. org, diakses tangga\20 Apri\2010. 
296 Hikmahanto Juwana, Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian 

\lnternasional Ice Da/am Peraturan Perundang-undangan: Studi Kasus Pasco Keikutsertaan 
Dalam Cape Town Convention, Jurna\ Hukum Bisnis: Volume 28 Nomor 24 Tahun 2009, him. 51-
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Memanfaatkan asset-based financing dan sewa guna usaha untuk tujuan 

memperoleh dan menggunakan peralatan bergerak yang bemilai tinggi serta 

untuk memfasilitasi transaksi-transaksi tersebut dengan cara membuat aturan 

yang jelas. Memastikan kepentingan atas peralatan bergerak yang bemilai 

tinggi diakui dan dilindungi secara universal. Memberikan manfaat ekonomi 

secara timbal balik bagi para pihak yang berkepentingan. Memastikan 

pengaturan-pengaturan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip umum yang 

mendasari asset-based fmancing dan sewa guna usaha serta meningkatkan 

kebebasan berkontrak para pihak. Menciptakan suatu sistem pendaftaran 

internasional yang melindungi peralatan bergerak tersebut. Membentuk 

unifikasi hukum (intemasional) tentang hak jaminan intemasional. 

Memberikan kepastian hukum dan kepastian hak kepada kreditur atau pemilik 

barang modal atas jaminan kredit atau pembiayaan yang diberikan dalam hal 

debitur wanprestasi. Sehingga kreditur/ pemilik barang modal dapat 

merealisasikan hak-haknya atas barang jaminan atau barang modal bergerak 

~termasuk pesawat) yang menjadi jaminan sebagaimana diatur dalam Protocol. 

Konvensi Cape Town pada dasamya memuat ketentuan-ketentuan umum yang 

berkaitan dengan hak kebendaanl jaminan yang diakui secara intemasional 

(international interest) atas beberapa jenis barang bergerak diantaranya 

pesawat udara, kereta api dan satelit. Atau dengan kata lain interl_!~tional 

interest adalahjaminan yang dipegang kreditur berdasarkan Konvensi. 

Konvensi Cape Town juga mengatur ketentuan-ketentuan tentang 

prosedur pengambilalihan barang modal oleh kreditur atau pemilik barang 

yang disewagunakan dalam hal debitur atau lessee wanprestasi. Selain itu 
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Konvensi Cape Town juga menciptakan lembaga-lembaga tertentu 

diantaranya otoritas pendaftaran hak yang berlaku secara internasional 

(international registry authority). International Registry adalah sebuah 

organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan Konvensi Cape Town 

sebagai tempat pendaftaran agar kreditur dapat memegang hak jaminan 

dengan kategori international interest. 297 

Otoritas pendaftaran surat kuasa untuk menghapus pendaftaran dan 

eksport (irrevocable deregistration and export request authorization) dalam 

bentuk yang ditentukan dalam Protokol. Otoritas pendaftaran surat kuasa 

terbentuk di masing-masing Negara Peserta yang bertanggung jawab untuk 

mencatat surat kuasa untuk menghapus pendaftaran dan mengeksport pesawat 

udara dalam hal debitur/ lessee wanprestasi. 298 

Konvensi Cape Town dibuat atas prakarsa International Air Transport 

Association (lATA), International Civil Aviation Organization (ICAO), dan 

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) yang 

l?embahasan akhirnya dilakukan di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 

29 Oktober sampai dengan 16 November 2001. Konvensi Cape Town mulai 

berlaku pada tanggal 1 Maret 2006 dan sampai saat ini negara peserta 

Konvensi Cape Town adalah sebanyak 35 negara. 299 

Konvensi Cape Town adalah suatu konvensi yang dibentuk"'dalam 

rangka menyeragarnkan (standardize) secara universal transaksi pembiayaan 

297 Ibid. 
298 Enny Pumomo Ahyani, Dampak Disahkancya Konvensi Cape Town 2001 Terhadap 

Pe/aksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Pesawa/ Indonesia di Indonesia, Depok: 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007. 

299 www. unidroit. org, diakses tanggal20 April2010. 
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yang terkait dengan benda bergerak, khususnya pesawat udara dan mesm 

pesawat. Ini mengingat dalam transaksi pembiayaan dan penyewaan lintas 

negara (crossborder) kerap ditemui masalah eksekusi (enforcement) dari 

barang jaminan. Dalam konteks demikian dan untuk memfasilitasi cara 

pembiayaan yang didasarkan pada asset (asset-based financing) dan leasing 

maka diatur ketentuan yang ada dalam Konvensi. 300 

Konvensi Cape Town dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dalam 

memperoleh dan menggunakan peralatan bergerak yang bemilai tinggi atau 

memiliki nilai ekonomi yang sangat berarti serta untuk memfasilitasi 

pendanaan atas penguasaan dan penggunaan peralatan tersebut secara efisien. 

Memanfaatkan asset-based financing dan sewa guna usaha untuk tujuan 

memperoleh dan menggunakan peralatan bergerak yang bemilai tinggi serta 

untuk memfasilitasi transaksi-transaksi tersebut dengan cara membuat aturan 

yang jelas. Memastikan kepentingan atas peralatan bergerak yang bernilai 

tinggi diakui dan dilindungi secara universal. Memberikan manfaat ekonomi 

~ecara timbal balik bagi para pihak yang berkepentingan. Memastikan 

pengaturan-pengaturan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip umum yang 

mendasari asset-based fmancing dan sewa guna usaha serta meningkatkan 

kebebasan berkontrak para pihak. Menciptakan suatu sistem pendaftaran 

intemasional yang melindungi peralatan bergerak tersebut. Membentuk 

unifikasi hukum (intemasional) tentang hak jarninan intemasional. 

Memberikan kepastian hukum dan kepastian hak kepada kreditur atau pemilik 

300 Hikmahanto Juwana, Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian 
\Internasiona/ ke Dalam Peraturan Perundang-undangan: Studi Kasus Pasca Keikutsertaan 
Dalam Cape Town CorTVention, Jurnal Hukum Bisnis: Volume 28 Nomor 24 Tahun 2009, him. 51-
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barang modal atas jaminan kredit atau pembiayaan yang diberikan dalam hal 

debitur wanprestasi. Sehingga kreditur/ pemilik barang modal dapat 

merealisasikan hak-haknya atas barang jaminan atau barang modal bergerak 

(termasuk pesawat) yang menjadi jaminan sebagaimana diatur dalam Protocol. 

Konvensi Cape Town pada dasamya memuat ketentuan-ketentuan umum yang 

berkaitan dengan hak kebendaan/ jaminan yang diakui secara internasional 

(international interest) atas beberapa jenis barang bergerak diantaranya 

pesawat udara, kereta api dan satelit. Atau dengan kata lain international 

interest adalah jaminan yang dipegang kreditur berdasarkan Konvensi. 

Konvensi Cape Town juga mengatur ketentuan-ketentuan tentang 

prosedur pengambilalihan barang modal oleh kreditur atau pemilik barang 

yang disewagunakan dalam hal debitur atau lessee wanprestasi. Selain itu 

Konvensi Cape Town juga menciptakan lembaga-lernbaga tertentu 

diantaranya otoritas pendaftaran hak yang berlaku secara internasional 

(international registry authority). International Registry adalah sebuah 

organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan Konvensi Cape Town 
0 

sebagai tempat pendaftaran agar kreditur dapat memegang hak jaminan 

dengan kategori international interest. 301 

Otoritas pendaftaran surat kuasa untuk menghapus pendaftaran dan 

eksport (irrevocable deregistration and export request authorization~-dalam 

bentuk yang ditentukan dalam Protokol. Otoritas pendaftaran surat kuasa 

terbentuk di masing-masing Negara Peserta yang bertanggung jawab untuk 

301 Ibid. 
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mencatat surat kuasa untuk menghapus pendaftaran dan mengeksport pesawat 

udara dalam hal debitur/ lessee wanprestasi. 302 

Pasal XXX (1) Protokol Cape Town (Decalrations Relating to Certain 

Provisions) sehubungan dengan Pasal XIII Protokol Cape Town 

(Deregistration and Export Request Authorization) Indonesia menyatakan 

bahwa instansi yang berwenang melakukan pencatatan wajib: 

' 

a. Mencatat surat kuasa yang tidak dapat dicabut untuk memohon 
deregistrasi dan ekspor (Irrevocable Deregistration And Export 
Request Authorization!IDERA) dalam bentuk yang di!ampirkan 
pada Protokol yang disampaikan kepadanya untuk dicatat; 

b. Mengakui pihak yang diberi kuasa adalah satu-satunya pihak yang 
berwenang; 

c. Melaksanakan upaya yang ditentukan berdasarkan Pasal IX(l) 
Protokol Cape Town (Remedies on Insolvency) dan berdasarkan 
kuasa yang diberikan (dalam IDERA); dan 

d. Meminta penghapusan dari buku daftar pesawat. 

Instansi yang berwenang mencatat pesawat dan instansi lainnya bekerja 

sama dan membantu pihak yang diberi kuasa dalarn melaksanakan 

upaya (hak-haknya) sebagairnana disebut dalarn Pasal IX Protokol Cape 

Town (Remedies on Insolvency). 

Pasal XXX (2) Protokol Cape Town (Decalrations Relating to Certain 

Provisions) sehubungan dengan Pasal X Protokol Cape Town (Modification of 

Provisions regarding Relief Pending Final Determination) Protokol dalarn 

pemberlakukan Pasal X Protokol Cape Town (Modification of Provisions 

regarding Relief Pending Final Determination) secara keseluruhan. Indonesia 

menyatakan memberlakukan Pasal X Protokol Cape Town secara keseluruhan 

302 Enny Pumomo Ahyani, Dampak Disahkannya Konvensi Cape Town 2001 Terhadap 
Pe/aksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Pesawat Indonesia di Indonesia, Depok: 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007. 
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sehubungan dengan jangka waktu yang diatur dalam Pasal X (2) Protokol 

Cape Town adalah sebagai berikut: 

1. Sepuluh (10) hari kalender sehubungan dengan upaya yang ditentukan 

dalarn Pasal 13 (1) huruf (a), (b), dan (c) dari Konvensi Cape Town 

(sehubungan dengan penjagaan terhadap obyek-obyek pesawat udara dan 

nilai mereka; pemilikan, pengawasan atau penjagaan atas obyek-obyek 

pesawat udara; dan penahanan terhadap obyek pesawat); dan 

2. Tiga puluh (30) hari kalender sehubungan dengan upaya yang ditentukan 

dalarn Pasal 13 (d) dan (e) Konvensi Cape Town (sehubungan dengan 

sewa atau pengurusan obyek pesawat dan pendapatannya, dan penjualan 

serta penggunaan hasil obyek pesawat). 

Pasal XXX (3) sehubungan dengan Pasal XI Protokol Cape Town 

(Modification of Provisions regarding Relief Pending Final Determination) 

menetapkan berlakunya alternatif A terhadap semua tipe kepailitan. Indonesia 

menyatakan rnernberlakukan Pasal XI Protokol Cape Town, alternatif A 

P,fotokol Cape Town secara keseluruhan terhadap sernua tipe kepailitan dan 

menetapkan waktu tunggu sehubungan dengan Pasal XI (3) Protokol Cape 

Town adalah 60 hari kalender. 303 

Selanjutnya Konvensi juga menetapkan batasan mengenai arti 

wanprestasi. Pada dasarnya para pihak bebas menentukan dalarn peQanjian 

yang telah disepakati tentang peristiwa-peristiwa yang menimbulkan 

wanprestasi atau peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan timbulnya hak pihak 

303 Indonesia (d), Ibid. 
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lainnya untuk melaksanakan hak-haknya sebagai akibat wanprestasi yang 

diberikan oleh Konvensi Cape Town. Namun apabila tetjadi ketidaksepakatan 

tentang peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai wanprestasi, maka 

wanprestasi adalah peristiwa/ keadaan yang pada pokoknya menghilangkan 

hak kreditur yang sepatutnya diharapkan berdasarkan petjanjian. 304 

Konvensi Cape Town juga mengatur upaya pemulihan yang dapat 

dilakukan oleh kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Terkait 

dengan Pemberian Hak Jaminan Kebendaan, upaya pemulihan yang dapat 

dilakukan penerima hak tagih/ kreditur dengan persetujuan pemberi hak tagih/ 

debitur adalah: 

a. Menguasai atau mengendalikan obyek yang dibebani kepentingan 
internasional; 

b. Menjual atau menyewagunausahakan obyek yang dibebani 
kepentingan internasional; 

c. Menerima pembayaran atau keuntungan dari pengelolaan obyek 
yang dibebani kepentingan internasional. 305 

Bagi Penjual dalam Petjanjian Pengikatan Hak Bersyarat (Title 

Reservation Agreement) atau lessor dalam Petjanjian Sewa Guna Usaha 

(Leasing Agreement) apabila tetjadi wanprestasi maka dapat melaksanakan 

hak-haknya sebagai berikut: 

a. Mengakhiri petjanjian dan menguasai atau mengendalikan obyek 
yang dibebani kepentingan intemasional yang terkait; atau 

b. Meminta pengadilan memberi penetapan untuk memberi 
kewenangan atau perintah kepada penjual atau lessor untuk 
melaksanakan salah satu tindakan tersebut. 306 

"' 

304Konvensi, Pasal II 
305Konvensi, pasal 8 ayat (I). 
306 Konvensi, pas a! I 0. 
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Berdasarkan pemyataan (declaration) yang dilakukan oleh Pemerintah 

Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 bahwa semua upaya 

pemulihan yang tersedia bagi kreditur berdasarkan Konvensi Cape Town 

tersebut dapat dilaksanakan tanpa perlu tindakan pengadilan dan tanpa perlu 

memberitahukan pengadilan. 307 Selain upaya-upaya pemulihan tersebut, 

dalam Konvensi Cape Town ditentukan bahwa kreditur/ lessor dapat 

menetapkan upaya pemulihan lainnya dalam peijanjian atau berdasarkan 

ketentuan hukum nasional yang dipilih para pihak dalam peijanjian sepanjang 

hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dari 

Konvensi Cape Town sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Konvensi Cape 

Town. Ketentuan-ketentuan yang memaksa dimaksud adalah sebagai berikut: 

0 

a. Kewajiban untuk melaksanakan pemulihan dengan cara bisnis yang 
layak; 

b. Kewajiban untuk memberitahukan sebelumnya kepada orang-orang 
yang berkepentingan sebelum melaksanakan pemulihan; 

c. Setiap jumlah yang diterima sebagai hasil pelaksanaan upaya 
pemulihan akan mengurangi kewajiban debitur/ lessee 
kepada kreditur/lessor;308 

d. Apabila jumlah yang diterima kreditur melebihi kewajiban debitur 
dan biayabiaya yang layak, maka kelebihan tersebut wajib 
dikembalikan kepada orangorang yang berkepentingan dan 
membayar sisanya (kalau ada) kepada debitur;309 

e. Pengadilan dalam mengabulkan permohonan kreditur wajib 
mempertimbangkan apakah jumlah tagihan seimbang dengan nilai 
obyek yang dibebani kepentingan intemasional;310 

f. Setiap saat setelah teijadi wanprestasi dan sebelum obyek yang 
dibebani kepentingan intemasional dijual atau disewagunakan, 
maka dapat dilakukan pelunasan baik oleh debitur atau pihak lain. 
Apabila pelunasan dilakukan oleh pihak lain selain debitu!, maka 
pihak yanf melakukan pelunasan tersebut menggantikan hak-hak 
kreditur;31 Suatu upaya pemulihan harus dianggap dilaksanakan 

307 Indonesia (d), op. cit. , Iampiran bagian A nomor (v) 
308 Pasal8 ayat (5) Konvensi 
309 Pas a! 8 ayat ( 6) Konvensi 
310 Pasal 9 ayat (3) Konvensi 
311 Pasal9 ayat (4) Konvensi. 
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menurut cara bisnis yang layak apabila dilaksanakan sejalan 
dengan ketentuan Perjanjian Jarninan kecuali apabila ketentuan 
tersebut tidak dapat dilaksanakan secara layak. (Pasal 8 ayat (3) 
Konvensi) Orang yang berkepentingan adalah (i) Debitur; (ii) 
Setiap orang yang memberikan atau mengeluarkan surat jarninan 
atau jarninan permintaan atau suatu surat kredit berdokumen siaga 
atau bentuk lain dari asuransi kredit dengan tujuan memastikan 
pelaksanaan dari setiap kewajiban terhadap kreditur; (iii) Setiap 
orang lain yang merniliki hak pada atau terhadap obyek tertentu, 
yang telah memberitahukan mengenai hak-hak mereka kepada 
penerima hak tagihlkreditur dalarn jangka waktu yang layak 
sebelum menjual atau menyewakan. (Pasal I huruf (m) Konvensi 
jo. Pasal 8 ayat (4) Konvensi) 

g. Dalam memberikan keputusan sela hakim dapat memberikan 
jangka waktu tertentu uutuk melinduugi kepentingan pihak lain;312 

h. Semua upaya pemulihan yang diatur dalam Bab III Konvensi Cape 
Town (Default Remedies) wajib dilaksanakan sesuai dengan 
prosedur yang diteta~kan hukum nasional dirnana upaya tersebut 
akan dilaksauakan. 31 

Selain hak-hak kreditur/ lessor dalam Bab III Konvensi Cape 

Town (Default Remedies) sebagaimana yang telah diuraikan, Bab II Protokol 

Cape Town (Default Remedies, Priorities, and Assignment) menetapkan 

bahwa kreditur dapat dengan persetujuan debitur kapan saja (dapat 

berdasarkan perjanjian yang dibuat sebelurnnya): 

' 
a. Mengupayakan penghapusan pendaftaran pesawat udara; dan 

b. Mengupayakan ekspor dan pernindahan fisik obyek pesawat dari 

wilayah di mana pesawat itu berada 314 

Namun demikian kreditur tidak boleh menjalankan upaya-upaya 

pemulihan sebagaimana tersebut tanpa izin tertulis sebelurnnya dari peTegang 

312 Pasal 13 ayat (2) Konvensi 
313 Pasal 14 Konvensi 
314 Pasal IX ayat (I) Protokol 
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kepentingan terdaftar manapun yang mempunyai peringkat prioritas diatas 

kreditur tersebut. 315 

Konvensi Cape Town menetapkan bahwa Negara Peserta menjamin 

kreditur yang dapat membawa cukup bukti adanya wanprestasi debitur, sambil 

menunggu keluarnya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tuntutannya 

dan sepanjang disetujui oleh debitur, maka dapat mendapatkan Putusan Sela 

dari Pengadilan dalam bentuk penetapan berikut apabila kreditur memintanya: 

a. Perlindungan terhadap obyek dan nilainya; 
b. Penguasaan, pengendalian atau pengawasan atas obyek; 
c. Larangan memindahkan obyek; dan 
d. Menyewa guna usahakan atau mengelola obyek dan penghasilan 

yang dihasilkannya. 316 

Adapun Dasar Hukum dikeluarkannya Surat Kuasa untuk memohon 

penghapusan pendaftaran dan ekspor yang tidak dapat dicabut kembali 

' 

(IDERA) adalah: 

1. Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 

tanggal 20 Pebruari 2007 untuk meratifikasi Konvensi pada Kepentingan 

Intemasional dalam Peralatan Benda Bergerak (Konvensi Cape Town) 

dan Protokol pada Konvensi Kepentingan Intemasional dalam Peralatan 

Benda Bergerak Mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan 

Pesawat Udara. Komponen dari konvensi dan Protokol tersebut telah 

dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 ~ntang 

Penerbangan. 

315 Pasal IX ayat (2) Protokol. 
316 Pasal 13 ayat (l) Konvensi. 
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2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam Pasal 

71 menjelaskan bahwa pesawat udara adalah suatu objek yang dapat 

diperlakukan oleh kepentingan intemasional sesuai suatu persetujuan 

jarninan, persetujuan pengikatan hak atau persetujuan sewa guna usaha 

3. Undang-undang Nomor l Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 74 

ayat (1) menjelaskan bahwa Debitur dapat mengeluarkan "Kuasa untuk 

Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat 

Dicabut Kembali (IDERA)" untuk pesawat udara yang memiliki Tanda 

Kebangsaan dan Pendaftaran Indonesia. 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 74 

ayat (2) menjelaskan bahwa "Kuasa untuk Memohon Penghapusan 

Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut Kembali (IDERA)" 

seperti yang disebutkan pada Pasal 74 Ayat (1) harus diketahui dan 

dicatat oleh Menteri Perhubungan dan tidak dapat dihapus tanpa izin dari 

Kreditur. 

' 
Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, Cape Town 

~onvention 2001 dan IDERA, masalah pengikatan jaminan dengan obyek 

pesawat udara telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 

diharapkan dapat memenuhi unsur kepastian hukurn dalam pelaksanaannya 

dan tidak terjadi tum pang tindih dalam penerapan hukurn yang berlaku .• _ 
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D. Permasalahan Pengikatan Jaminan Dengan Obyek Pesawat Udara di 

Indonesia dikaitkan dengan IDERA 

Dalam UU No. 1 Tahun 2009 tersebut dibedakan antara pengertian 

pesawat udara dengan pesawat terbang, yaitu sebagai berikut. 

- Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfir 

karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena bukan reaksi 

udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 

- Pesawat terbang adalah pesawat udara yang 1ebih berat dari udara, bersayap 

tetap, dapat terbang dengan tenaga sendiri. 

- He1ikoter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar 

yang rotomya digerakkan o1eh mesin. 

Memperhatikan definisi pesawat udara yang diatur dalam Undang

Undang Penerbangan tersebut, jauh lebih luas daripada pesawat terbang, 

yang di dalanmya termasuk satelit, pesawat ultra! light, gantole, dan lain 

sebagainya Oleh karena itu, pesawat udara yang bukan pesawat terbang 

'secara harfiah tidak dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Namun demikian, 

diyakini bahwa maksud para penyusun undang-undang tidak membedakan 

mengenai pengikatan agunan untuk pesawat terbang dan pesawat udara dan 

hal itu hanya kesalahan teknis semata 

Lahimya UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mencabut 

berlakunya UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan tidak secara tegas 

mengatur jenis pengikatan agunan terltadap pesawat terbang dan helikopter. 
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Namun demikian, secara implisit mengenai lembaga penjaminan untuk 

pesawat terbang ini diatur sebagai berikut. 

Pasal 71: objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan 

intemasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jarninan 

kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, danlatau perjanjian sewa 

guna usaha. 

- Pasal 72: perjanjian sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 71 dapat dibuat 

berdasarkan hukurn yang dipilih oleh para pihak pada perjanjian tersebut 

UU No. 1 Tahun 2009 hanya rnengatur secara implisit jenis pengikatan 

agunan terhadap pesawat terbang, yaitu dapat dibebani dengan kepentingan 

intemasional yang timbul akibat perjanjian pernberian hak jaminan kebendaan. 

Ketentuan tersebut hanya rnenjelaskan bahwa pesawat udara dapat diberikan 

dapat dengan hak jarninan kebendaan, tanpa menyebut jenis jarninan 

kebendaan, apakah termasuk jaminan fidusia atau hipotek dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu, untuk rnendudukan pengikatan agunan atas pesawat terbang 

' secara tepat, harus rnernperhatikan pesawat terbang tersebut termasuk benda 

bergerak atau tidak bergerak. Hal ini dapat memperrnudah penggolongan dan 

konstruksi hukurn awal sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang utuh dan 

tepat rnengenai pernbebanan atas pesawat udara. 
« 

Dalam KUHPerdata pengklasifikasian atas suatu jenis benda antara 

lain ditentukan karena sifatnya, sepanjang tidak secara tegas ditunjuk oleh 

undang-undang (seperti kapal !aut yang berbobot 7 ton ke atas, walaupun 

sifatnya benda tersebut bergerak, tetapi undang-undang rnenyebutkan bahwa 
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kapal !aut demikian ditetapkan sebagai benda tidak bergerak) maka pesawat 

udara yang karena sifatnya tersebut memang bergerak dan tidak terdapat 

ketentuan yang menyebutkan bahwa pesawat udara sebagai benda tidak 

bergerak, maka dapat dinyatakan maka pesawat udara adalah termasuk benda 

bergerak. 

Memperhatikan bahwa pesawat udara adalah sebagai benda bergerak 

maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pesawat udara d.apat 

dibebani dengan jarninan fidusia atau gadai. Dengan memperhatikan sifat 

agunan berupa pesawat udara yang tidak mungkin dikuasai oleh kreditor, 

maka lembaga yang tepat untuk mengikat pesawat udara sebagai agunan 

kredit adalah menggunakan lembaga jarninan fidusia. Dengan demikian, 

tepatlah bahwa dalam Pasal 3 UU No. 42 Tahun 1999 tentang jarninan fidusia 

secara tegas menyebutkan bahwa pesawat terbang dan helikopter sebagai 

objek dari jaminan fidusia. 

Berbicara mengenai jarninan Dalam seminar Badan Pembinaan Hukmn 

Nasional yang diselenggarakan di Y ogyakarta Juli 1977 disimpulakan 
0 

pengertian Jarninan adalah: menjarnin dipenuhinya kewajiban yang dapat 

dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu 

hukum jaminan erat sekali hubungannya dengan hukum benda-benda. 317 

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat I (1) Surat Keputusan Direksl Bank 

Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jarninan 

317Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia, 
Alumni Bandung, 1987. him. 227-265. 
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menyatakan bahwa: "Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan 

debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Pendapat yang lain mengenai jaminan, dikemukakan oleh 

Hadisoeprapto sebagai berikut: "jaminan kredit adalah segala sesuatu yang 

diberikan oleh kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan 

memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu 

perikatan3Is. 

Kartono menyatakan bahwa "Jaminan dalam suatu pemberian kredit 

merupakan suatu usaha dari kreditur untukrnemperkuat kedudukannya sebagai 

kreditur dalam arti mendapat jaminan yang lebih kuat walaupun hak-hak 

kreditur pada umumnya sudah dijamin oleh kekayaan debitur baik yang telah 

ada maupun yang akan ada dikemudian hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 

1131 dan . ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata".319 Adapun selengkapnya dari ketentuan Pasal 1131 danPasal 1132 

KUH Perdata dimaksud adalah sebagai berikut : 

0 
Pasal 1131 KUH Perdata; Segala kebendaan siberutang, baik yang 
bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun 
yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala 
perikatan perseorangan. 

Pasal 1132 KUH Perdata; Kebendaan tersebut menjadi jaminan 
bersama-sama bagisemua orang yang menghutangkan kepadanya, 
pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut 
keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnyapiutang masing-masing, 
kecuali apabila diantara orang orang yang berpiutang itu ada 3.iasan
alasan yang sah untuk didahulukan. 

318Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok Hu!rum Perikotan dan Hulrum Jaminan, Liberty 
Yogyakarta, 1984. him 50. 

319Kartono, Hak-hak Jaminan Kredit. Cetakan Kedua, PradnyaParamita, Jakarta, 1977. 
him. II 
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Dari pengertian jaminan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dipahami konsepsi jaminan sebagai berikut: difokuskan pada 

pemenuhan kewajiban kepada kreditur, wujud jaminan ini dapat dinilai 

dengan uang Gaminan materiil), timbulnya jaminan karena adanya perikatan 

antara kreditur dengan debitur, keyakinan kreditur atas kesanggupan debitur 

untuk melunasibutangnya. 

Dalam konteks pemberian kredit, menurut Sutan Remy Sjabdeini, 

jaminan kredit adalab segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudab untuk 

diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jarninan untuk pembayaran dari 

hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan 

debitur.320 Sesungguhnya keberadaan jarninan merupakan syarat untuk 

memperkecil risiko kreditur dalam penyaluran kredit. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, 

tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang lembaga apa yang digunakan 

untuk menjaminkan pesawat udara sebagai jaminan dalam pemberian kredit. 

Satu-satunya pasal yang menyatakan bahwa pesawat udara dapat dijadikan 
0 

jarninan dalam pemberian kredit adalah Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2009 yang menyatakan babwa Objek pesawat udara dapat dibebani 

dengan kepentingan intemasional yang timbul akibat perjanjian pemberian 

hak jarninan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, d~atau 

perjanjian sewa guna usaba. 

320Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Azas-azas, Ketentuan- Ketentuan Pokak dan 
Masalahyang Dihadapi o/ehPerbankan, Alumni, Bandung, 1999. him. 132. 
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Dalam isi Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tersebut 

diatas, tidak menyebut 1embaga apa yang digunakan untuk pengikatan jaminan 

atas pesawat udara, apakah itu menggunakan fiducia atau hipotik, sehingga 

akan menimbulkan keraguan dikalangan dunia perbankan apabila menjadikan 

pesawat udara sebagai jaminan kebendaan dalam pemberian kredit. Dalam 

Pasal 74 Undang-undang Nomor l Tahun 2009, penerima jaminan kebendaan 

(kreditur) atas obyek pesawat udara diberi "Surat Kuasa" oleh debitur untuk 

melakukan deregrestrasi atau penghapusan pendaftaran pada Departemen 

Perhubungan Udara, atas kebangsaan pesawat udara apabila debitur cidera 

janji. 

Dengan adanya "Surat Kuasa" yang diatur dengan IDERA 

(Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization) tersebut, 

apabila debitur cidera janji kreditur dapat memohon kepada Menteri 

Perhubungan cq Departemen Perhubungan Udara untuk melakukan 

penghapusan kebangsaan pesawat udara dan penghapusan kepernilikan 

pesawat udara, sehingga debitur dapat memohon pendaftaran kembali 

kebangsaan pesawat dan kepernilikan pesawat akan tetapi sekarang untuk dan 

atas nama debitur pemegang hak jaminan, dernikian penjabaran Pasal 29 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009321
• Adapun sampai saat ini Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2009, belum dapat diberlakukan sec~ pasti 

mengingat belum ada peraturan pelaksanaan khusus mengenai tata laksana 

dalam penjaminan pesawat udara. 

321Wawancara dengan Kepala Seksi Aeronotica, Departemen Perhubungan Udara, pada 
tanggal26 Juni 2009. 
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Mengingat belum adanya kepastian mengenai peraturan mengenai 

penjaminan pesawat udara, maka pesawat udara sebagai benda yang 

mempunyai harga yang sangat tinggi apabila dibebani jaminan kebendaan 

hendaknya meng-gunakan lembaga jaminan kebendaan yang lebih pasti dan 

berlaku secara universal seperti hipotik atau mortgage. Akan tetapi untuk 

memberlakukan ketentuan hipotik Indonesia yang dewasa ini masih diatur 

dalam KUH Perdata yang berlaku bagi benda tidak bergerak (terdaftar) dan 

kapal !aut terdaftar yang diatur dalam KUHD yang dapat juga diberlakukan 

terhadap pesawat udara, haru terlebih dahulu mengubah ketentuan Pasal 1162 

KUH Perdata dengan menambahkan kata benda tidak bergerak dan terdaftar, 

sehingga bunyi Pasalll62 KUHPerdata menjadi:322 

"Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak dan 
benda terdaftar untuk rnengambil penggantian daripadanya bagi 
pelunasan daripada hubungannya bagi pelunasan perikatan". 

Debitur dapat menerbitkan kuasa rnemohon deregistrasi kepada 

kreditor untuk mernohon penghapusan pendaftaran dan ekspor atas pesawat 

)ldara atau helikopter yang telah rnemperoleh tanda pendaftaran Indonesia dan 

tanda kebangsaan Indonesia Kuasa pernohon diregistrasi tersebut harus diakui 

dan dicatat oleh rnenteri (perhubungan) dan tidak dapat dibatalkan tanpa 

persetujuan kreditor. Pencatatan dernikian sedikit rnenyirnpang dari ketentuan 

yang diatur dalam jarninan fidusia, yaitu jika dalam jaminan fidusia, 
~ 

pendaftarantersebut wajib dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia seternpat, 

322Djuhaendah Hasan, Maka/ah padn "Seminar Jaminan atas pesawat Udara" 
diselenggarakan oleh Dept. Perlmbungan Udara, Jakarta, Tahun 2007. 
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tetapi dalarn hal jarninan fidusia untuk pesawat terbang dan helikopter, wajib 

dilakukan pendaftaran dan dicatat oleh kementerian perhubungan. 

Sarnpai saat ini, belum terdapat prosedur yang baku mengenai tata cara 

pendaftaran dan pencatatan pada kementerian perhubungan dan oleh karena 

itu seyogianya diperlukan adanya regulasi yang cukup memberikan kepastian 

hukum. Di sarnping itu, prinsip utama dalarn pemberian agunan adalah bahwa 

akta pemberian agunan tersebut wajib dilakukan oleh pemilik benda tersebut. 

Dengan demikian, akan timbul permasalahan jika pesawat terbang atau 

he!ikopter tersebut secara hukum dimiliki oleh pihak ketiga (bukan milik 

debitur). Karena dengan demikian, akta pemberian jaminan fidusia tersebut 

wajib diberikan oleh pernilik pesawat terbang dan helikopter. Hal ini perlu 

dikemukakan karena sangat jarang lembaga penerbangan (debitur) memiliki 

pesawat udara dan helikopter sendiri. 

Kreditor merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk 

mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran pesawat terbang atau 

helikopter tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kuasa memohon 
' 
deregistrasi tersebut. Dalarn hal debitur cidera janji, kreditor dapat 

mengajukan permohonan kepada menteri (perhubungan) sesuai dengan kuasa 

memohon deregistrasi tersebut untuk meminta penghapusan pendaftaran dan 

ekspor pesawat terbang atau helikopter. Berdasarkan permohonan kreditor 
<. 

tersebut, menteri (perhubungan) wajib menghapus tanda pendaftaran dan 

kebangsaan pesawat terbang atau helikopter paling lama 5 (lima) hari kerja 

setelah permohonan diterima. 
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Dalam hal debitur cidera janji, kreditor dapat meminta penetapan dari 

pengadilan negeri untuk memperoleh tindak sementara berdasarkan peijanjian 

kredit dan agunan, tanpa didahului pengajuan gugatan pada pokok perkara 

untuk melaksanakan tuntutannya di Indonesia dan tanpa para pihak mengikuti 

mediasi yang diperintahkan oleh pengadilan. Penetapan pengadilan negeri 

tersebut dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam 

dek.larasi yang dibuat oleh pemerintah sehubungan dengan konvensi dan 

protokol. Pengadilan, kurator, pengurus kepailitan dan/atau debitur harus 

menyerahkan penguasaan objek pesawat udara kepada kreditor yang berhak 

dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Tagihan-tagihan 

tertentu memiliki prioritas terhadap tagihan-tagihan dari pemegang 

kepentingan internasional yang terdaftar atas objek udara. 

Sangat disayangkan bahwa dalam undang-undang No. 1 Tahun 2009 

tidak menjelaskan fungsi pendaftaran dan pencatatan "Surat Kuasa" pada 

Kementerian Perhubungan, sehingga penggunaan atas "Surat Kuasa" tersebut 

gelum memberikan kenyamanan bagi kreditor dalam pemberian kredit dengan 

agunan pesawat terbang dan helikopter. Sekalipun kreditor memegang tanda 

bukti pendaftaran di Kementerian Perhubungan, tetapi tidak secara jelas 

memberikan hak kepada kredit untuk dapat rnelakukan tindakan hukum agar 

utang yang dijamin dengan agunan berupa pesawat terbang dan he~ikopter 

terse but dapat kembali dengan mudah dan aman serta menguntungkan. 

Di samping itu, dalam ketentuan tersebut juga belum mengatur 

mengenai prosedur eksekusi agunan berupa pesawat udara dan helikopter 

secara khusus, mengingat jika eksekusi pesawat terbang menggunakan 
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lembaga jaminan fidusia saja, yaitu menggunakan irah-irah "Demi Keadilan 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tercantum dalam sertifikat 

jarninan fidusia, maka hal tersebut belum cukup karena adanya kaitan dengan 

pendaftaran pada Kementerian Perhubungan yang tentunya terkait dengan tata 

cara pencabutan deregistrasi. 

Sebagai informasi hukum yang dapat dijadikan sebagai masukan 

dalarn penyusunan peraturan pelasakanaan dari UU No. I Tahun 2009, dalarn 

bagian ini dikemukakan prosedur yang telah dilakukan oleh lembaga 

perbankan dan instansi terkait dalarn praktik pengikatan agunan berupa 

pesawat terbang dan helikopter adalah : beberapa kantor pendaftaran fidusia 

yang menerirna pendaftaran pesawat terbang dan helikopter sebagai agunan 

kredit yang diikat dengan jaminan fidusia. Pendaftaran demikian dapat penulis 

temukan di wilayah Provinsi Banten. Narnun demikian, untuk wilayah DKI 

Jakarta, pesawat terbang dan helikopter tidak dapat didaftarkan sebagai objek 

jarninan fidusia, tetapi dicatatkan pada Kementerian Perhubungan, dalam hal 

!ni Direktorat Jenderal Hubungan Udara. Ketidakseragaman pendapat notaris 

dan kantor pendaftaran fidusia dalarn pengikatan pesawat terbang dan 

helikopter tersebut karena adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan 

yang diatur dalam UU nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. 

Dengan adanya perbedaan penafsiran sebagairnana dikemukakan di ., 
atas, maka dalam praktik pengikatan pesawat terbang dan helikopter terdapat 

ketidak seragaman dan oleh karena itu, tidak terdapat kepastian hukum. Bagi 

lembaga perbankan, hal ini akan sangat menyulitkan karena apabila hendak 

memberikan fasilitas kredit kepada maskapai penerbangan, maka akan 
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mengalami kesulitan untuk dapat mengikat agunan berupa pesawat terbang 

dan helikopter yang dimiliki, sehingga akan dapat berengaruh terhadap rasio 

agunan yang mungkin sulit dipenuhi oleh maskapai penerbangan tersebut. 

Terdapat juga kantor pendaftaran fidusia yang menolak untuk 

mendaftar pengikatan agunan berupa pesawat terbang dan helikopter ini, 

termasuk pejabat notaris menolak untuk membuat akta pembebanan hipotek 

untuk pesawat terbang dan helikopter ini. Hal lain yang menarik, terdapat 

terobosan yang unik atas agunan pesawat terbang dan helikopter ini yang tidak 

dapat dihipotekkan dan tidak dapat difidusiakan, Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara Jl. Merdeka Barat No. 88 Gedung Karya Lt 21 Jakarta, 

hanya menerima pencatatan atas pengikatan agunan atas pesawat terbang dan 

helikopter. Mengingat model pengikatan agunan pesawat terbang yang 

dicatatkan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, tidak diatnr dalam 

peratnran perundang-undangan, maka sebagai informasi prosedurnya adalah 

sebagai berikut. 

! . Setelah dilakukan perjanjian kredit antara bank sebagai kreditor dan 

perusahaan penerbangan sebagai debitnr, maka dibuat akta kuasa 

memasang hipotek atau akta kuasa untuk menjual dibuat secara notariil. 

2. Berdasarkan akta-akta tersebut, kreditor mengirimkan surat kepada 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan menjelaskan bahwa : telah ·-
dijaminkan ...... unit pesawat terbang terdiri dari ....... oleh debitnrkepada 

Kreditor untuk menjarnin fasilitas kredit dengan limit ..... sebagaimna 

temyata dalam surat Perjanjian Kredit Nomor .... tanggal ..... 

3. Berdasarkan surat dari kreditor terse but, Direktorat Jenderal Perhubungan 
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Udara membalas surat tersebut, dengan melampirkan Surat Pendaftaran 

Pesawat Udara yang Dijarninkan berdasarkan Utang-piutang yang isinya: 

a. - berdasarkan permohonan pencatatan penjaminan .... unit pesawat 

terbang atas nama (debitur), telah dicatat dalam buku pendaftaran 

pesawat udara yang dijadikan jarninan utang piutang pada Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara; 

4. pencatatan tersebut berdasarkan dokumen-dokurnen fasilitas kredit dalarn 

perjanjian kredit.. ... nomor ..... tanggal ..... 

Dengan adanya permasalahan hukum sebagaimana dikemukakan di 

atas, antara lain adanya prosedur yang belum baku dan belum adanya 

harmonisasi antara ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 dan 

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jarninan Fidusia, maka seyogianya dibuat 

aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut untuk dapat memberikan 

kepastian hukurn atas adanya pengikatan agunan berupa pesawat udara dan 

atau helikopter. 

' 

E. Kesimpulan 

Adapun kesirnpulan dalarn bab IV yang membahas mengenai 

Penjarninan Pesawat Udara Dalarn Peijanjian Kredit Dikaitkan Dengan 

IDERA Dalam Tatanan Hukum Jarninan Nasional Dan Implikasmya di 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, telah menyebut 

kata "kepentingan intemasional" yang diartikan sebagai suatu kepentingan 
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yang diperoleh kreditur yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan 

kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat dan/atau perjanjian hak sewa 

guna usaha yang tunduk pada konvensi tentang kepentingan intemasional 

dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus 

pada peralatan udara (Protocol to the Convention on Interests in 

MobileEquipment on Matters Specific to Aircraft Equipment)", oleh 

karenanya dalam pembuatan aturan pelaksananya yang sampai saat ini bel urn 

ada terutama mengenai masalah pelaksanaan penjaminan, lembaga 

penjaminan dan prosedur penjarninan harus mengacu pada Konvensi 

Intemasional dalam peralatan bergerak (Convention on international interest 

in mobileequipment) dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada 

peralatan pesawat udara (Protocol to the convention on interest inmobile 

equipment on matters specific to Aircraft equipment), sebagai konsekuensi 

diratifikasinya konvensi dan protokol yang biasa disebut "Cape Town 

Convention 2001 & Aircraft Protocol 

' 
Adapun pesawat udara yang dapat dijadikan obyek jaminan kebendaan 

dalam pemberian !credit adalah pesawat udara yang telah mempunyai tanda 

pendaftaran demikian ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2009. Sedangkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa Pesawat udara sipil yang dapat didaftarkan di Indonesia harus 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1. tidak terdaftar di negara lain; dan 

2. dirniliki oleh warga negara Indonesia atau dimi1iki o1eh badan hukum 

Indonesia; 
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3. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan 

dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia 

untuk: jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus

menerus berdasarkan suatu perjanjian; 

4. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah dan pesawat 

udara tersebut tidak dipergunakan untuk rnisi penegakan hukum; atau 

5. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang pesawat 

udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu 

perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk 

kegiatan penyimpanan, penyewaan, dan/atau perdagangan pesawat udara. 

Pengikatan jaminan atas pesawat udara pertarna kali diatur dalam 

Konvensi Geneva 1948 tentang Convention on the International Recognition 

of Rights in Aircrafts. Dalam Konvensi ini dengan tegas diakui mengenai 

jaminan dalam bentuk hipotik atau dikenal dengan istilah mortgages, atas 

pesawat udara. Akan tetapi Indonesia belum meratifikasi Konvensi Geneva 

1948 tersebut, sehingga ketentuan tentang penjaminan pesawat udara pada saat 

ini masih memberlakukan ketentuan fiducia pada KUH Perdata dan Undang

undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia. 

Setelah diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

8 Tahun 2007 pada tanggal 20 Pebruari 2007, yang meratifikasi Konvensi 

tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak (Convention on 

International Interest in Mobile Equipment) beserta Protokol pada Konvensi 

tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak Mengenai 
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Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara (Convention on 

International Interest in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft 

Equipment) atau lebih di kenai dengan nama "Cape Town Convention 2001 ", 

memberikan sudut pandang baru bagi pembiayaan dalam industri penerbangan 

di Indonesia bahwa Indonesia telah mengikatkan diri ke hukum intemasional 

yang mempunyai hukum perdata yang jelas khususnya untuk jenis benda 

bergerak pesawat udara. 

Dengan adanya "Cape Town Convention 2001" yang telah diratiflkasi 

oleh Indonesia dengan PP Nomor 8 Tahun 2007 dan menjadi dasar 

pembentukan Undang-undang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan, 

khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai "kepentingan intemasional" 

yang diartikan sebagai kepentingan pihak-pihak yang mempunyai hak tagih 

(debitur), maka seharusnya persoalan pengikatan jaminan dengan obyek 

pesawat udara dalam pemberian kredit telah terjawab dan dunia perbankan 

pada saat ini tidak lagi menggunakan lembaga fldusia sebagai pengikatan 

jl;~Illinan pesawat udara, karena dengan adanya "Cape Town Convention 2001 ". 

Dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh perbankan dengan obyek 

pesawat udara sebagai jarninan kredit, pada saat ini masih menggunakan 

lembaga jaminan flducia, hal ini disebabkan karena prosedur penjaminan 

pesawat udara dengan flducia adalah lebih mudah dan lebih }nurah, 

dibandingkan dengan bentuk jaminan yang lain. Dan alasan yang utama ialah 

karena penjarninan dengan flducia yang digunakan untuk benda bergerak, 

debitur tetap berhak menguasai bendanya untuk dapat dipakai sehari-hari dan 

tujuannya memperoleh kredit tercapai. Pihak bank pun tidak keberatan untuk 
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menerimannya, cukup merasa aman dalam pemberian kredit. Meskipun secara 

teoritis masih ada kemungkinan-kemungkinan kerugian dan resiko yang tidak 

menguntungkan bagi bank. Adapun proses pengikatan jaminan dengan obyek 

pesawat udara dalam praktek pada saat ini yang dilakukan dengan 

menggunakan lembaga jaminan fiducia melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Pembuatan Perjanjian kredit (perjanjian pokok) antara Kreditur dan 

debitur. 

2. Pengikatan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (accessoir) 

dari suatu perjanjian kredit. Pengikatan ini dibuat Akta Notaris dalam 

Bahasa Indonesia dan disebut dengan Akta Jaminan Fidusia. 

3. Permohonan pendaftaran Jarninan Fidusia dilakukan oleh Penerima 

Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pemyataan pendaftaran 

Jaminan Fidusia. 

4. Pencatatan jarninan fidusia sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang

undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah dicatat dalam Buku Daftar Fidusia. 

' 
Menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, 

fungsi Kantor Pendaftaran Fidusia adalah menerima permohonan 

pendaftaran jarninan fidusia, menerbitkan sertifikat jarninan fidusia, dan 

menyerahkan sertifikat jarninan fidusia. 

Implikasi jaminan kredit dengan obyek pesawat udara di In~onesia 

adalah, pertarna harus merubah hukum benda dalam KUHPerdata Indonesia 

yang hanya mengenal penggolongan jenis benda bergerak dan tidak bergerak 

ditambahkan dengan penggolongan jenis benda bergerak terdaftar dan benda 
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bergerak tidak terdaftar, kedua membentuk lembaga jaminan hipotik untuk 

pesawat udara yang dapat melakukan : 

1. Pendaftaran publik untuk memperoleh tanda kebangsan dan; 

2. Pendaftaran privat/perdata untuk memperoleh tanda haklkepemilikan. 

Kepentingan penjaminan obyek pesawat udara hams didaftar adalah 

untuk memenuhi asas publisitas ( openbaarheid). Dengan adanya pengumuman 

kepada masyarakat luas kreditur memperoleh kepastian huk.'11Ill atas hak 

preference (hak yang didahulukan) terhadap pihak ketiga yang mempunyai 

kepentingan atas obyekjarninan. 

' 



BABY 

PERJANJIAN JAMINAN DENGAN OBYEK PESA WAT 

UDARA DALAM PERJANJIAN KREDIT DIKAITKAN 

DENGAN IDERA DALAM TUJUAN NEGARA 

KESEJAHTERAAN 

A. Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Dengan Obyek Pesawat Udara Dalam 

Perjanjian Kredit 

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri 

nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, 

hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dalarn upaya 

mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara 

serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional 

yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat 
' 
hubungan antar bangsa, dan memperkukuh kedaulatan negara. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, diperlukan sistem transportasi 

yang tertata khususnya transportasi udara udara. Penerbangan merupakan 

bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik marnpu 

bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, 

manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan 

yangoptimal, perlu dikembangkan potensi dan peranannya yang efektif dan 
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efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan 

dinamis. 

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan intemasional 

menuntut penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, 

perlindungan konsurnen, ketentuan intemasional yang disesuaikan dengan 

kepentingan nasional, akuntabilitas penyelenggaraan negara, dan otonomi 

daerah. Pandangan diatas tertulis dalam pembukaan Undang-Udang Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menggambarkan pentingnya 

transportasi udara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 

banyak kepulauan. 

Dalam Industri penerbangan Indonesia, kebutuhan armada pesawat 

udara masih tergantung pada industri pesawat udara luar negeri. Hal terse but 

dapat diketahui dari jurnlah 534 pesawat udara dalam industri angkutan udara 

nasional, terdapat 305 pesawat udara milik badan hukum asing atau status 

jj:epemilikan yuridis pesawat udara ada pada pihak asing dan diperkirakan 

jumlahnya akan terus meningkat.323 The Global Market Forecast 1999 yang 

diterbitkan Industri Airbus dan Carrent Market Autlook Boeing Corporation 

memberikan proyeksi permintaan pesawat udara jet sampai sampai tahun 

2018, mencapai 15.500 sampai 20.150 unit.324 Se1ain itu kebutuh~ jasa 

323 PT. GIA memesan 10 unit B.777.2000ER (extended Range) dan 50 unit B.737NG (Next 
Generation), PT. Lion Air Air memesan 56 unit B.777.2000ER (extended Range). PT. Indonesia 
Air Asia memesan 4 unit Air Bus A320 dan PT. Mandala Air Lines menambah 30 Unit Airbus 
A320 sampai akhir tahnn 2012, Harlan Sinar Harapan 20 Februari 2008, Indo Pos21 Februari 
2008, Kompas I April2008, dan Media hndonesia 2 Mei 2008. 

324 Krupski, Jan A. Conflict of Laws in Aircraft Securitization, dalam Annals of Air and 
Space Law, Volume XXIV, Montreai:ICASL McGill University, 1999. Hal3. 
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angkutan udara domestik dan internasional terlihat meningkat sangat 

signifikan, hal tersebut dapat diketahui dari produksi angkutan udara, 

khususnya penumpang dalarn sepuluh tahun terakhir meningkat 45,51% 

sesuai pengumuman IA T A di bulan Maret 2011.325 

Dengan data dan informasi tersebut diatas, memberikan garnbaran 

bahwa pesawat udara sangat dibutuhkan dalam industri angkutan udara 

nasional dan akan terus meningkat mengingat pesawat udara komersial 

merupakam jenis pesawat udara harganya sangat mahal untuk dimiliki oleh 

perusahaan di bidang penerbangan sehingga dibutuhkan hubungan sinergy 

antara Bank sebagai 1embaga pembiayaann dan Perusahaan yang bergerak 

dalam bidang angkutan Udara untuk pengadaan pesawat udara sebagai modal 

kerja. 

Upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor pemberdayaan industri 

penerbangan nasional, adalah selaku regulator atas industri pengangkutan 

udara dan perusahaan pengangkutan udara yang menggunakan pesawat udara, 

telah mengesahkan undang-undang tentang penerbangan dengan 
' 
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, 

dengan maksud Penerbangan diselenggarakan dengan tujuan: 326 

1. mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selarnat, 

aman, nyarnan, dengan harga yang wajar, dan menghindari Eraktek 

persaingan usaha yang tidak sehat; 

325Harian Investor Daily, Jakarta 5 Mei 2011. 
326 Pasal 3 Undang-Undang Nomor I Tahun 2009 tentang penerbangan 
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2. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara 

dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka 

memperlancar kegiatan perekonomian nasional; 

3. membinajiwa kedirgantaraan; 

4. menjunjung kedaulatan negara; 

5. menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri 

angkutan udara nasional; 

6. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan 

pembangunan nasional; 

7. memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan 

Wawasan Nusantara; 

8. meningkatkan ketahanan nasional; dan 

9. mempererat hubungan antar bangsa. 

Tingginya tingkat kebutuhan pesawat udara di Indonesia baik untuk 

penumpang atau kargo, terutama dengan adanya ketentuan undang-undang 

dkana pemegang izin usaha angkutan udara niaga betjadwal (scheduled 

airlines) wajib paling sedikit mempunyai 10 (sepuluh) unit pesawat udara 

dimana 5 (lima) unit pesawat udara dimiliki dan 5 (lima) unit pesawat udara 

dikuasai dengan jenis pesawat udara yang dapat mendukung kelangsungan 

usaha sesuai dengan rute yang dilayani oleh angkutan niaga betjadwal tersebut. 

Sedangkan angkutan udara niaga tidak beijadwal (non-scheduled airlines) 

harus memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai paling 

sedikit 2 (dua) unit pesawat udara, dengan jenis yang dapat mendukung 
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kelangsungan usaha sesuai dengan daerah operasi yang dilayani. Badan usaha 

atau perusahaan angkutan udara niaga khusus mengangkut kargo wajib 

memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai paling 

sedikit 2 (dua) unit pesawat udara denganjenis yang mendukung kelangsungan 

usaha sesuai dengan rute atau daerah operasi yang dilayani. 

Dengan adanya aturan tersebut diatas dan harga pesawat udara yang 

mahal membuat hampir tidak mungkin perusahaan penerbangan membeli 

pesawat udara secara tunai, sehingga cara yang dapat ditempuh untuk dapat 

memiliki pesawat udara adalah dengan kredit, sewa beli atau sewa guna usaha 

Mengingat pembelian secara tunai sangatlah berat, maka dibutuhkan bantuan 

pihak ketiga baik lembaga perbankan atau non perbankan untuk dapat 

memberikan pinjaman kredit yang dapat mendukung kelancaran usaha 

perusahaan penerbangan tersebut. 

Konsep Negara hukum yang dipelopori oleh Immanuel Kant 

dihubungkan dengan konsep "Welfare State" atau Negara Kesejahteraan dapat 

dj jabarkan sebagai berikut bahwa tujuan Negara Hukum menurut Kant, ialah 

menegakkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan warganya. Rakyat tidak usah 

tunduk pada undang-undang yang tidak lebih dulu mendapat persetujuan dari 

rakyat sendiri dan bahwa rakyat dan pemerintah bersama-sama merupakan 

subjek hukum dan bahwa hidup rakyat sebagai manusia dalam _l}egara, 

bukanlah karena kemurahan hati pemerintah tapi adalah berdasarkan hak-hak 

kekuatan sendiri.327 Kant membentangkan suatu teori tentang negara hukum 

dalam arti sempit (rechts staat in enge zin) dan teorinya menjadi dasar 

327 Solly Lubis, 1/mu Negara, Bandung,:Mandar Maju, 2007, him. 49. 
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kenegaraan bagi ekonomi liberal (merdeka) yang dilakukan diseluruh dunia 

Barat selama abad ke-19328 sampai sekarang. Meskipun negara Indonesia juga 

merupakan negara hukum329
, namun tentu saja dalam konsep negara hukum 

yang dianut adalah negara hukum berdasarkan Pancasila330 dan UUD 1945 

yang secara khusus mengenai perekonomian tercantum pada Bab XIV tentang 

Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 33 UUD 1945 

inilah yang akan membedakan konsep perekonomian bangsa k.ita dengan 

konsep perekonomian negara liberal yang dimaksudkan oleh Kant. 

Konsep Negara Kesejahteraan (welfare state) atau yang disebut sebagai 

negara hukum modem331
. Seperti yang digambarkan oleh George Jellinek 

bahwa antara negara dan rakyatnya merupakan hubungan positif-aktif dalam 

urusan kenegaraan, dimana negara menyelenggarakan soal-soal kemakmuran 

rakyat dan rakyat aktif berpartisipasi dalam pemerintahan332
. Dalam garis 

besar, Negara Kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal 

pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan pada 

~mberian peran yang lebih penting kepada Negara dalam memberikan 

pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Spieker 

misalnya menyatakan bahwa Negara Kesejateraan " ... stands for a develop 

'"Idem., him. 50. 
329 Pasall ayat 3, UUD 1945. 
330 Sjachran Basah, Eksistensi dan To/ok ulcur Badon Peradi/an Administrasi di Indonesia, 

Bandon~ : Alumni, 1985, him. 11. 
3 1 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Hulcum Internsional Bunga Rampai, Bandung : Alumni 

2003: him .57. 
332 A. Mukthie Fajar, Tipe Negara Hulcum, Malang :Bayumedia Publishing, 2005. him. 2. 
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ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best 

possible standarM33
. 

Konsep Negara Kesejahteraan ini pada dasarnya menempatkan peran 

Negara dalam setiap aspek kehidupan rakyatnya demi terwujudnya 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat334
• Pemerintah dalam Negara 

kesejahteraan diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai 

lapangan (bestuurzorg) dengan konsekuensi pemberian kemerdekaan pada 

adrninistrasi Negara dalam menjalankannya.335 Pemerintah tidak boleh pasif 

berlaku sebagai "penjaga malam", melainkan hams aktif melaksanakan upaya-

upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara membangun 

kehidupan ekonorni dan sosial masyarakat. Tugas Negara dengan demikian 

tidak terbatas pada pemeliharaan ketertiban serta melindungi jiwa dan harta 

kekayaan rakyatnya ("police state") , melainkan juga Negara bertugas 

mewakili kepentingan bei:sama, menjadi lebih leluasa dalam mengusahakan 

peningkatan kemakmuran yang adil dan merata. 

' 
Menempatkan konteks teori Negara Kesejahteraan sebagai grand theory 

dalam identifikasi masalah pertarna dalam desertasi ini dipandang peneliti 

sangat tepat dengan dihubungkan dengan teori Negara Hukum, karena teori 

Negara Kesejahteraan ini berawal dari teori yang nyatakan oleh Kant tentang 

negara hukum yang disebut dengan Teori Negara Hukum Murni atau negara 
"• 

hukum dalam arti sempit. Para ahli hukum berusaha untuk menyempurnakan 

333 Spiker, Paul , Social Policy. Themes and Approaches, London; Pretince Hall, 1955. him 

334 Mustamin Dg, Matutu, Selayang Pandang Tentang Perkembangan Tipe -Tipe Negara 
Modem, Orasi llmiah, FH UNHAS, Ujung Pandang 1972, him. 15. 

"' Astim Riyanto, Teori Konsitusi, Yapemdo, Bandung: 2000, him. 280. 
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teori negara hukurn dalam arti sempit tersebut, yang kemudian munculah suatu 

teori baru, yaitu teori negara hukurn dalam arti luas atau lebih dikenal dengan 

teori negara kesejahteraan (Welfare State), dimana salah satu penganut aliran 

teori ini adalah Kranenburg, bahwa tujuan negara bukan sekedar memelihara 

ketertiban hukum semata, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan 

warganya. Sehingga campur tangan pemerintah sebagai otoritas negara harus 

intensif dalam mengupayakan kepentingan masyarakat dalam segala bidang 

termasuk dalam bidang perekonomian. 

Salah satu masalah hukurn yang masih belum tuntas penanganannya 

dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan. 

Hukurn jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan 

perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan 

yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu 

usahanya adalah memberikan kredit. Selain itu, bagi pembangunan ekonomi 

negara, kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan bidang 

,ekonomi. 1ni berarti perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai 

aspek pembangunan seperti bidang perdagangan, perindustrian, perumahan, 

transportasi, dan sebagainya. 

Pemberian kredit oleh lembaga keuangan juga memberikan 

perlindungan kepada golongan ekonomi lemah dalam pengembangan 
·~ 

usahanya Sektor perkreditan merupakan salah satu sarana pemupukan modal 

bagi masyarakat bisnis. Bagi kaum pengusaha, mengambil uang (kredit atau 

pinjaman) sudah merupakan faktor yang tidak papat dipisahkan dari 

kehidupan bisnis. 
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Bagi perbankan, setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada 

pengusaha selalu mengandung risiko. Oleh karena itu, perlu unsur 

pengarnanan dalarn pengembaliannya. Unsur pengarnanan (safoty) adalah 

salah satu prinsip dasar dalarn peminjarnan kredit selain unsur keserasian 

(suitability) dan keuntungan (profitabilityi36
• Bentuk pengamanan kredit 

dalarn praktik perbankan dilakukan dengan adanya ketentuan mengenai 

pengikatan suatu jarninan. 

Hukum Jaminan di Indonesia diatur dalarn KUH Perdata, dimana 

KUHPerdata membagi Hukum Jarninan menjadi dua macam yaitu jaminan 

umum dan jarninan khusus.337 Jarninan umum diatur dalam Pasal 1131 

KUHPerdata yang menyebutkan : 

"Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang 
tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di 
kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 
perseorangan". 338 

Ketentuan da1am pasal ini mengatur bahwa segala harta kekayaan 

Debitur baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari 

'menjadi jaminan dari perjanjian utang piutang yang dibuat oleh Debitur. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan perjanjian yang 

demikian terjadi karena undang-undang. Ada kemungkinan debitur 

mempunyai lebih dari seorang kreditur dan tanpa adanya perjanjian yang 

diadakan para pihak lebih dahulu, para kreditur konkuren semuanya-secara 

336 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 2005, him. 105. 
337 Supramono, Op.Cit him. 197-200. 
338 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131 
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bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-

undang itu. 339 

Demikian pula dalam Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan sebagai 

berikut: 

'Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua 
orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda
benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecil 
piutang masing-masing, kecuali apabila diantara ftara berpiutang itu 
ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan. ' 3 0 

Untuk pembayaran utang dimaksud dengan cara mengikuti ketentuan 

Pasal 1132 KUHPerdata yaitu hasil penjualan barang-barang jaminan 

dibagikan kepada para kreditur menurut keseimbangan, dengan 

memperhitungkan besar kecilnya piutang masing-masing kreditur, kecuali 

diantara para kreditur ada yang mempunyai hak untuk didahulukan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Soedewi mengatakan jaminan yang 

demikian dalam praktik perkreditan tidak memuaskan bagi kred!tur, kurang 

menimbulkan rasa arnan dan kurang terjamin bagi kredit yang 

,bersangkutan341 karena dengan jaminan seperti itu kreditur tidak mengetahui 

secara persis berapa jumlah harta kekayaan debitur yang ada sekarang dan 

berapa yang akan ada di kemudian hari, serta kepada siapa saja debitur 

membuat utang. Hal ini tidak jelas bagi kreditur, sehingga wajar apabila 

kreditur merasa khawatir hasil penjualan harta kekayaan debitur n.1~ntinya 

tidak cukup untuk melunasi semua hutang-hutangnya 

339 Soedewi, op.cit, hlm.45. 
340 Indonesia, Op.Cit, Pasal 1132 
341 Soedewi, Loc.Cit 
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Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan urnurn 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Kedudukan kreditur terhadap debitur bersifat konkuren, artinya para 

kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap debitur. 

2. Jarninan umum mencakup benda yang telah ada maupun benda yang akan 

ada dikemudian hari. 

3. Jaminan umum timbul karena undang-undang artinya antara para pihak 

tidak diperjanjikan terlebih dahulu?42 Jarninan tersebut lahir demi hukum 

pada saat terjadinya utang piutang. 

Jarninan khusus yang diatur di dalam KUHPerdata dari segi obyeknya 

dapat berupa hak kebendaan maupun hak perorangan. Untuk jaminan berupa 

barang, debitur menyediakan barang-barang tertentu yang kemudian dibuat 

perjanjian jarninannya. Apabila debitur wanprestasi, barang jarninan dijual 

untuk pembayaran utangnya. Sedangkan jaminan perorangan adalah ada 

pihak ketiga baik orang maupun badan hukum yang menanggung utang 

'debitur, dikenal dengan personal guarantee dan corporate guarantee. 

Jaminan tersebut akan dieksekusi bilamana debitur wanprestasi dan jaminan 

yang diberikan oleh debitur tidak mencukupi maka jaminan pihak ketiga 

tersebut akan dieksekusi. 

Pada dasarnya inti, pokok perjanjian kredit adalah kepercayaan 

342 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata 'Hak-hak yang Memberi 
Jaminan',(Jakarta: Ind.Hil-Co, 2002), hal!O 
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(credereei43
, di mana debitur seharusnya tanpa syarat dengan kesadarannya 

sendiri merasa wajib memenuhi janji yang telah dibuat (pacta sunt servanda) 

untuk membayar lunas kredit yang diperolehnya dari bank. Jika debitur pada 

umumnya dapat melaksanakan dengan rela dan tanpa susah payah 

pembayaran pembayaran utang kepada kreditur, sebenamya tidak akan 

teJjadi masalah. Akan tetapi, kenyataannya tidak selalu demikian. Budaya 

hukum kita belum sampai disitu. Dengan demikian, yang menjadi masalah 

adalah bagaimana menjamin utang terse but kern bali, dan bagaimana pula jika 

debitur !alai? Dalam hal ini diperlukan aturan-aturan hukum, khususnya 

hukum jaminan, untuk memberikan keseimbangan dan perlindungan kepada 

kreditur jika teJjadi wanprestasi. 

"Hukum jaminan adalah seluruh perangkat "peraturan"344 yang 

mengatur tentang jaminan dalam hukum nasional kita dikemudian hari". 

Artinya, hukum jaminan yang diharapkan adalah hukum yang merupakan 

produk nasional, seperti yang telah kita miliki berupa Undang-Undang 

Nomor Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang 
' 
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan 

perorangan dan jarninan kebendaan. Jaminan yang paling di sukai bank 

adalah jaminan kebendaan karena jaminan yang bersifat kebendaan adalah .. 
jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-

343 Kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi "credere" artinya percaya, (Belanda : 
vertrouwen, Inggris : believe, trust or confidence). H.M.A. Savelberg, De crediet hypothee, diss., 
1885. him 33, dikutip dari Mariam Darns Badrulzaman. Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1991, hlm. 23 

344 Dimuat dalam seminar Hukum Jaminan, BPHN, Departemen Hukum, tanggal 9 sampai 
dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta, cetakan I, thn 1981 
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ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan 

terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan ( contoh 

hipotik, gadai, dan lain-lain) sedangkan jaminan perorangan adalah jaminan 

yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat 

dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur 

umumnya ( contohnya borgtocht). Selain sifat-sifat terse but, yang 

membedakan hak kebendaan dari hak perorangan ialah asas prioriteit yang 

dikenal pada hak kebendaan dan asas kesamaan pada hak perorangan. 

Jaminan kebendaan dapat berupa jarninan benda bergerak dan benda 

tidak bergerak. Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat 

berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai 

benda bergerak, seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak. Benda 

bergerak dibedakan lagi atas benda bergerakberwujud atau bertubuh dan 

benda bergerak tidak berwujud atau bertubuh. 

Benda dikatakan sebagai benda tidak bergerak atau tetap adalah 

kebendaan yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, 
' 
karena peruntukannya, atau karena undang-undang yang menggolong-kannya 

sebagai benda tidak bergerak345 (Pasal 506, Pasal 507, Pasal 508 Kitab 

Undang- Undang Hukum Perdata). 

Istilah Benda Terdaftar dan Benda Tidak Terdaftar, secara yuridis .. 
formal sebenarnya baru dikenal dalam sistem hukum kebendaan kita sejak 

disahkannya Undang-Undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999. Namun 

demikian, Undang-Undang ini tidak memberikan definisi atas kedua Benda 

34' Pasal506, Pasal 507, Pasal 508 Kitab Undang- Undang Hukurn Perdata. 
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ini, dan dalam penjelasan hanya disebutkan "cukup jelas". 

Dalam praktik, baik profesi hukurn maupun dunia perbankan, tidak 

mendapatkan penerangan apapun yang cukup memadai tentang benda 

terdaftar maupun benda tidak terdaftar.Akan tetapi, kenyataannya kedua jenis 

benda tersebut menjadi bagian penentu dan dijadikan jaminan utama dalam 

perjanjian pemberian kredit Bank. 

Terjemahan bebas dari "Benda terdaftar" adalah benda yang oleh 

undang-undang atau oleh ketentuan yang berlaku dan/atau oleh yang 

berkepentingan diwajibkan danlatau diperlukan untuk mendaftarkannya pada 

instansi atau pejabat yang ditunjuk, seperti : mobil, sepeda motor pada 

Kantor Polisi, sebaliknya, "Benda tidak terdaftar" dapat diartikan sebagai 

benda yang menurut undang-undang atau ketentuan yang berlaku danlatau 

oleh yang. berkepentingan tidak memerlukan untuk mendaftarkannya, seperti 

stok benda dagangan, tagihan dan sebagainya. Benda-benda yang tidak 

diwajibkan untuk didaftarkan ini, pada umumnya adalah berhubungan dengan 

,Benda-benda yang diproduksi dan diperdagangkan baik bahan baku, Benda 

yang sedang diproses maupun Benda jadi (raw material, work in procces dan 

finished good), atau tagihan usaha, hasil kebun, yang didalam dunia 

perbankan pada umumnya dijadikan sebagai jaminan utama (prime 

collateral), ada juga Benda lain seperti alat berat, peralatan prod~i yang 

termasuk obyek pemberian kredit. 

Menurut Djuhendah Hasan ditinjau dari aspek perdata khususnya 

hukurn benda Indonesia, pesawat udara merupakan benda bergerak, akan 

tetapi dalam praktik pesawat udara merupakan benda terdaftar yang diberi 



306 

tanda pendaftaran dan tanda nasionalitas untuk memperoleh hak beroperasi 

serta pendaftaran perdata untuk memperoleh bukti kepemilikan pesawat 

udara, sehingga secara hukum pesawat udara dapat dikategorikan sebagai 

benda bergerak terda.f'tli?46
, untuk memperoleh perlindungan dan kepastian 

hukum baik dari aspek publik maupun aspek perdata. 

Keberadaan pesawat udara sebagai suatu benda khususnya pesawat 

terbang dan helikopter dalam pembagian benda yang dikenal dalam 

KUHPerdata dapat digolongkan sebagai benda bergerak akan tetapi pesawat 

udara sebagai benda modal dalam industri penerbangan, baru bisa berfungsi 

kalau pesawat udara tersebut telah didaftarkan demikian bunyi Pasal 24 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009. Sedangkan pesawat udara yang tidak 

didaftar, tidak akan berfungsi sebagai benda dalam pengertian komersi1?47 

Oleh karena itu pesawat udara sebagai benda diberikan suatu exceptional 

status sebagai "benda bergerak" yang diatur secara khusus dan menamakan-

nya dengan "movable property sui generic". 

0 
Sebelum membahas penjaminan pesawat udara dalam peijanjian 

kredit perlu diketahui terlebih dahulu status hukum pesawat udara dalam 

tatanan hukum jaminan nasional. Dalam bab-bab sebelurnnya telah dibahas 

status hukum pesawat udara meliputi nasionalitas (kebangsaan) pesawat 

udara atau aspek hukum publik pesawat udara dan aspek hukum J:lerdata 

pesawat udara. Pesawat udara ditinjau dari segi hukum publik menyangkut 

346 Djuhendah Hasan, Pesawat Udara Sebagai Obyek Jaminan Utang dan 
Pengaturannya, ( makalah dalam Seminar di Jakarta tanggal13 Oktober 2004), him 4. 

347 Moch. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, CV. Dharma Muda, Surabaya: 
1996, hlm.l39. 
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hubungan hukurn antara pesawat udara dengan suatu negara dan ditinjau dari 

hukum perdata menyangkut hubungan hukum pesawat udara sebagai obyek 

hukum dengan pesawat udara lainnya dan dengan subyek hukum perorangan 

terteritu. 348 

Status hukurn pesawat udara dari aspek publik biasanya dikaitkan 

dengan nasionalitas (kebangsaan) pesawat udara (nationality of aircraft). 

Para Ahli hukurn menyimpulkan bahwa bahwa nasionalitas (kebangsaan) 

yang diberikan kepada pesawat udara dalarn hukum publik tidak sarna dengan 

konsep personalitas hukum legal (legal personality) yang diberikan kepada 

seorang individu sebagai subyek hukum, karena sifat dan hakekat pesawat 

udara merupakan benda.349 J.C Cooper seperti disitir oleh Mieke Komar 

Kantaatmadja, menyebut status hukum pesawat udara sebagai legal quasi 

personality seperti yang diberikan pada kapallaut, mengingat pesawat udara 

dan kapal !aut dalarn hukum international dianggap kesatuan-kesatuan yang 

berdiri sendiri (are regarded for purposes in international law as entities in 

themselves/50
. Sifat karakteristik pesawat udara, karena diberi tanda 

0 

nasionalitas suatu negara yang diatur sesuai hukurn nasional, yang dikenal 

dengan tanda pendaftaran dan tanda nasionalitas (registration marks and 

nationality marks) kepada pesawat udara tersebut menunjukkan adanya 

hubungan khusus antara pesawat udara dengan negara pendaftar dan p!mberi 

nasionalitas. Konsekuensi hukum terhadap hal tersebut bahwa negara berhak 

348 Mieke Komar Kantaatmadja. Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia 
Ditinjau Dari Hukum Udara, Bandung, Alumni, 1989. him. 30. 

349 I d. him. 3 5 
350 Ibid. 
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menerapkan hak-hak khusus yang dapat dinikmati pesawat udara menurut 

hukum intemasional (to make effective the previleges to which such aircraft 

may by treaty or international law be entitled) negara bertindak sebagai 

pelindung (protector), penjarnin (guarantor) menurut hukum intemasional 

dan atas dasar resiprositas, bertanggung jawab atas good conduct pesawat 

udara terse but. 351 

Dengan demikian pesawat udara ditinjau dari aspek hukum publik 

merniliki tanda nasionalitas (kebangsaan) yang sama dengan negara 

pendaftamya dan pengaturannya sesuai hukum nasional negara pendaftar. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum intemasional Konvensi Chicago 

1944, sehingga setiap negara dapat mengatur pendaftaran nasionalitas 

pesawat udara dalarn hukum nasionalnya sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingan nasitmal masing-masing negara dengan mempertimbangkan 

hak-hak atau kepentingan internasional pada pesawat udara. 

Keberadaan pesawat udara sebagai suatu benda kalau ditarik dan 

,dihubungkan dengan pola pembagian dari aspek hukurn perdata khususnya 

hukum benda, 352 diklasifikasikan sebagai benda bergerak karena pesawat 

udara secara lahiriah dapat berpindah dari satu tempat ketempat lainnya 

Umumnya benda dibedakan dari (a) benda bergerak (movables) dan benda 

tidak bergerak (imoveables) (b) berujud dan tidak berujud, sedangka!!_ dalam 

dalam KUH Perdata dikenal pembedaan (a) benda bergerak (roerend goed) 

351 Ibid. 
352 Djuhaendah Hasan, Kap11a Selekta Hukum Perdata (bahan kuliah program Doktor (S3) 

Ilmu Hukurn Universitas Padjajaran 2003).hlm. 18 
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dan (b) benda tidak bergerak (onroeren goed) dan lain-lain. 353 Benda 

bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan 

tanpa merubah wujud, fungsi dan hakekatnya, sedangkan benda bergerak 

tidak bergerak adalah benda yang apabila dipindahkan akan mengubah 

wujud, fungsi dan hakekatnya atau karena tujuannya atau benda bergerak 

karena undang-undang seperti hak-hak atas benda bergerak, saham dan 

sebagainya, sedangkan benda tidak bergerak, adalah benda yang apabila 

dipindahkan akan mengubah wujud, fungsi dan hakekatnya atau karena 

tujuannya (mesin pabrik) atau karena undang-undang seperti hak-hak atas 

benda tidak bergerak dan hampir semua negara mengenal benda bergerak 

dan tidak bergerak. 354 

Pada negara-negara maju seperti Belanda dalam Nieuw Nederlands 

Burgerlijk Wetboek (NBW) selain digolongkan benda bergerak dan tidak 

bergerak, benda juga dikenal benda terdaftar dan juga benda tidak terdaftar. 

Dalam Pasal 3:10 NBW Harta Kekayaan Terdaftar adalah harta kekayaan 

yang pengaliliannya membutuhkan pendaftaran pada pencatatan publik, 

dirnana pendaftaran pada kantor pendaftaran pub1ik merupakan suatu 

persayaratan yang ditentukan. Harta kekayaan terdaftar adalah semua benda 

tidak bergerak (pasal 3:89 NBW), kapal berlayar dan kapal navigasi di darat 

yang terdaftar (pasal 8: 199 NB W), pesawat udara terdaftar (pasal <~: 1306 

paragraf 1 NBW). Dengan demikian berarti Nieuw Nederlands Burgerlijk 

353 Ibid, hlm.l9 
'"ibid 
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Wetboek (NBW) juga memi1iki baik benda terdaftar dan tidak terdaftar dan 

hak terdaftar maupun tidak terdaftar. 

Pesawat udara sebagai benda karena mempunyai status benda khusus, 

jika akan dijadikan obyek jarninan dalam pemberian kredit harus diatur secara 

khusus, karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tidak mengatur 

mengenai 1embaga penjaminan yang tersedia, sehingga sangat dirasa be1um 

menimbu1kan suatu hak istimewa yang menjadi harapan pihak bank se1aku 

kreditur pemegang jaminan, untuk pengembalian pinjarnan debitur kepada 

kreditur. Karena Undang-undang Penerbangan tersebut tidak mengatur 

mengenai 1embaga jarninan apa yang dapat dibebankan atas pesawat udara 

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, 

dimana disebutkan bahwa atas pesawat udara dapatdibebankan dengan hipotik, 

narnun sayangnya, sampai akhirnya undang-undang tersebut dicabut tidak 

pemah diterbitkan peraturan pemerintah yang mengatur 1ebih 1anjut mengenai 

hipotik atas pesawat udara. 

' 
Pengikatan Jarninan atas pesawat terbang me1alui pembebanan Hipotik 

sebagaimana diarnanatkan o1eh UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan 

be1um dapat di1aksanakan sampai saat ini dan pembebanan me1alui Fidusia 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 42 tahun 1999 tentang 

Fidusia yang secara tegas menyebutkan bahwa Fidusia tidak berlaku terhadap 
e, 

Hipotik atas pesawat terbang. 

Ketentuan mengenai 1embaga jaminan pesawat terbang diatur dalam 

Pasal 9, 10, dan 12 UU No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan mengenai 

pendaftaran dan kebangsaan pesawat terbang serta 1embaga jarninan pesawat 
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terbang. Pasal 9 UU No.IS Tahun 1992 diatur bahwa pesawat terbang yang 

akan dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran Indonesia. 

Dalam hal ini, tidak semua pesawat terbang dapat mempunyai tanda 

pendaftaran Indonesia, kecuali pesawat terbang Sipil yang tidak didaftarkan di 

negara lain dan memenuhi salah satu ketentuan dan syarat dibawah ini: 

1. Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau dimiliki oleh Badan Hukum 

Indonesia; 

2. Dimiliki oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing dan 

dioperasikan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia 

untuk jangka waktu pemakaian minimal 2 ( dua) tahun secara terns menerus 

berdasarkan suatu perjanjian sewa beli, sewa guna usaha, atau bentuk 

perjanjian lainnya; 

3. Dirniliki oleh instansi pemerintah; 

4. Dirniliki oleh lembaga tertentu yang diizinkan pemerintah. 

Secara khusus ketentuan mengenai pendaftaran pesawat terbang 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan pendaftaran pesawat terbang 

sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Selain tanda pendaftaran 

Indonesia , sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 UU No.IS Tahun 1992, 

pesawat terbang dan helikopter yang akan dioperasikan di Indonesia wajib pula 

mempunyai tanda kebangsaan Indonesia Tanda kebangsaan Indonesia 

dimaksud hanya akan diberikan kepada pesawat terbang dan helikopter yang 

telah mempunyai tanda pendaftaran Indonesia. Persyaratan dan tata cara 

memperoleh dan mencabut tanda kebangsaan Indonesia bagi pesawat terbang 
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dan helikopter dan jenis-jenis tertentu dari pesawat terbang dan helikopter yang 

dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki tanda kebangsaan Indonesia, akan 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. 

Diterapkannya pendaftaran terhadap Pesawat Terbang, maka 

memberikan sifat hak kebendaan yang kuat kepada pemilik dan hak itu 

mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada. Dalam praktek, hal ini 

memberikan perlindungan yang kuat kepada pemilik, karena pemilik dapat 

mempertahankan haknya terhadap khalayak umum (publik). Secara yuridis 

pesawat terbang atau helikopter merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai 

jarninan pelunasan suatu utang (agunan) sepanjang pesawat terbang atau 

helikopter tersebut telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan 

Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 15 tahun 

1992 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: 

' 

(1) Pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda 
pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani Hipotek. 

(2) Pembebanan Hipotek pada pesawat terbang dan helikopter 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus didaftarkan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran hipotek pesawat 
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengikatan pesawat terbang dan helikopter dilaksanakan 

melalui pembebanan hipotik. Lalu timbul pertanyaan bagaimanakah ~? cara 

pendaftaran hipotik pesawat terbang dan helikopter dan lembaga manakah 

yang berwenang mencatat pendaftaran dan menerbitka sertipikat Hipotik atas 

pesawat terbang dan helikopter. 
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Berdasarkan penelitian, Peraturan Pemerintah yang mengatur 

mengenai pembebanan hipotek atas pesawat terbang sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 13 Ayat (3) UU No. 15 tahun 1992 sampai saat ini belum 

direalisasikan, sehingga pelaksanaan pembebanan Hipotik atas Pesawat 

Terbang masih belum jelas dan belum bersifat nasional, yang artinya tidak 

semua Dinas Perhubungan (yang nantinya diharapkan sebagai badan yang 

melakukan registrasi terhadap pembebanan Hipotik atas Pesawat Terbang) 

dapat menerima atau bersedia melakukan pencatatan terhadap pembebanan 

Hipotik atas pesawat terbang, atau dengan kata lain belum ada badan yang 

ditunjuk secara resmi sebagai badan yang berwenang melakukan registrasi 

terhadap pembebanan Hipotik atas pesawat terbang, sebagaimana Kantor 

Pendaftaran Fidusia dalam hal pembebanan Fidusia, Kantor Pertanahan (BPN) 

dalam hal pembebanan Hak Tanggungan atau Kantor Syahbandar dalam hal 

pembebanan Hipotek atas kapal. 

Mengingat peraturan pemerintah be1urn ada, 1alu apakah pengikatan 

p~sawat terbang dapat diterobos dengan me1akukan pengikatan Fidusia dan 

mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan mengingat pengikatan fidusia 

dapat dilaksanakan terhadap benda-benda jaminan yang tidak dapat diikat 

dengan Hak Tanggungan maupun hipotik. Walapun dalam ketentuan umum 

dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Fidusia, pada Pasal 1,.:\Yat 4 

menyebutkan, bahwa yang dapat dibebani Fidusia salah satunya adalah benda 

yang terhadapnya tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik, namun 

pasallklausul tersebut tidak serta merta berlaku bagi pesawat terbang, 

mengingat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 42 tahun 1999 tentang 
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Fidusia telah secara tegas menyebutkan bahwa UU Fidusia tidak berlaku 

terhadap Hipotik atas pesawat terbang. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sebagai langkah pengamanan bagi 

Bank, masukan agar terhadap jaminan berupa pesawat terbang diperlakukan 

sebagai jaminan tambahan dan bukan sebagai jaminan pokok atas suatu hutang 

(fasilitas kredit). Namun demikian apabila jaminan pesawat terbang tersebut 

harus diterima oleh Bank, maka Peneliti menyarankan agar Bank memperkirakan 

dan meyakinkan bahwa tidak ada kreditur lain yang mempunyai hubungan utang 

piutang dengan pihak debitur yang menyerahkan pesawat terbang sebagai 

jaminan kredit. 

Pemerintah seyogyanya memperhatikan permasalahan ini, karena 

kebutuhan akan penggunaan pesawat terbang dalam perkembangannya dewasa 

ini sudah bukan merupakan hal yang exclusive, namun sudah merupakan 

kebutuhan primer bagi mobilitas umat manusia, sehingga pembiayaan kredit bagi 

perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha air traffic carrier sangat 

tt;,rbuka luas dan memberikan tantangan peluang usaha kedepan. Sehingga 

pemerintah dituntut untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang 

tata cara pengikatan pesawat terbang dan helikopter. Demikian pula untuk pelaku 

usaha perbankan di tanah air, agar segera mendapatkan kepastian dalam 

mengakomodir tantangan dan peluang kedepan dalam melakukan pembiayaan ·-
terhadap usaha air traffic carrier sehingga kedepan tidak ada hambatan regu!asi 

untuk membiayai kredit jasa air traffic carrier terse but. 

Dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh perbankan dengan obyek 

pesawat udara sebagai jaminan kredit, pada saat ini masih menggunakan 
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lernbaga jarninan fidusia, hal ini disebabkan karena prosedur penjaminan 

pesawat udara dengan fidusia adalah lebih rnudah dan lebih rnurah, 

dibandingkan dengan bentuk jaminan yang lain. Dan alasan yang utama ialah 

karena penjarninan dengan fidusia yang digunakan untuk benda bergerak, 

debitur tetap berhak menguasai bendanya untuk dapat dipakai sehari-hari dan 

tujuannya rnernperoleh kredit tercapai. Pihak bank pun tidak keberatan untuk 

rnenerirnannya, cukup merasa aman dalam pernberian kredit. Meskipun secara 

teoritis rnasih ada kemungkinan-kernungkinan kerugian dan resiko yang tidak 

rnenguntungkan bagi bank.355 

Perkernbangan kebutuhan rnasyarakat, perkernbangan ekonorni dan 

perkernbangan perkreditan dalam rnasyarakat indonesia sekarang 

rnernerlukan bentuk-bentuk jarninan baru, disamping bentuk jaminan yang 

telah diatur dalam perundang-undangan, kebutuhan masyarakat mernerlukan 

bentuk jaminan dirnana debitur dapat rnernperoleh kredit dari kreditur dengan 

rnenjarninkan benda bergerak namun debitur tetap dapat rnenguasai benda dan 

rnernakainya untuk kepentingan usahanya. 
' 

Freies Ermessen (Jerman), pouvoir discretionnaire (Perancis), 

discretionary power(Inggris) atau diskresi rnenurut Kuntjoro Purbopranoto356 

adalah kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah dalam 

rnenghadapi situasi yang konkrit (kasustis). Dalam pandangan Kuntjoro, 
, .• 

freies ermessen harus didasarkan pada asas yang lebih luas yaitu asas 

"' Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan 
Khususnya Fidusia didalam Praktek dan perkembangannya di Indonesia, Fakultas Hukum 
Universitas Gajah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta,1977, him. 76. 

356Kuntjoro Purbopranoto, Op.cit .• (1981 
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kebijaksanaan, yang menghendaki bahwa pemerintah dalam segala tindak 

tanduknya itu harus berpandangan luas dan selalu dapat menghubungkan 

dalam menghadapi tugasnya itu gejala-gejala masyarakat yang harus 

dihadapinya, serta pandai memperhitungkan lingkungan akibat-akibat tindak 

pemerintahannya itu dengan penglihatan yang jauh ke depan. 

Sedangkan menurut SF. Marbun dan Ridwan357 menyatakan diskresi 

merupakan kewenangan bebas (vri.fe bevoegheid) yang melekat pada 

pemerintah atau administrasi negara. Diskresi muncul secara insidental, 

terutama ketika peraturan perundang-undangan belum ada/ mengatur atau 

rumusan peraturan tertentu bersifat multitafsir atau bersifat samar, dan 

diskresi tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di negara hukum modem 

(welfare state), Pemerintah dilekati dengan kebebasan yang meliputi 

kebebasan menginterpretasi terhadap undang-undang, kebebasan 

mempertimbangkan, yang muncul ketika undang-undang menampilkan 

!\)tematif kewenangan terhadap persyaratan tertentu yang pelaksanaannya 

dapat dipilih organ pemerintah, dan kebebasan mengambil kebijakan yang 

lahir ketika pembuat undang-undang memberikan kewenangan organ 

pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaannya melakukan inventarisasi 

dan mempertimbangkan berbagai kepentingan. Menurut Marbun dan gidwan 

masalah diskreasi tidak perlu diatur dalam ketentuan formal. Freies 

Ermessen lahir untuk melengkapi dan mengisi penerapan asas legalitas. Bagi 

357SF. Marbun dan Ridwan,"Tinjauan Umum Atas RUU Administrasi Pemerintahan", 
makalah, 2005 
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negara welfare state, asas legalitas tidak cukup dalam melayani kepentingan 

masyarakat yang berkembang pesat dan menghendaki organ pemerintahan 

mengambil keputusan cepat dan ruang gerak leluasa. Namun dalam kerangka 

negara hukumfreies ermessen ini tidak dapat tanpa batas. Sjachran Basah 

mengemukakan unsur-unsur freies ermessen, yaitu: a) ditujukan untuk 

melaksanakan tugas servis publik; b) merupakan tindakan yang aktif dari 

administrasi negara; c) tindakan tersebut dimungkinkan oleh hukum; d) 

tindakan tersebut diambil atas inisiatif sendiri; e) tindakan tersebut 

dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penting yang secara tiba-tiba; f) 

sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada 

Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukurn. 

Lembagajaminan yang memungkinkan benda bergerak yang menjadi 

jaminan dalam pemberian kredit tetap ada pada penguasaan debitur penerima 

kredit adalah dengan fidusia. Lembaga fidusia dikenal di Indonesia pertama 

kali dengan adanya yurisprudensi dari keputusan Arrest Hooggerechtschof 

"I;ahun 1932 dan perkembangarmya lebih lanjut disebabkan oleh rasa 

kebutuhan dari masyarakat atas lembaga jaminan yang prosedurnya mudah, 

biayanya murah, pelaksanaanya mudah dan dapat meliputi benda bergerak 

dan benda tak bergerak yang bukan tanah dan yang terpenting debitur masih 

tetap dapat mengusai dan memakai bendanya untuk kepentingan usahanya . .. 
Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat terhadap lembaga 

jaminan yang sederhana yaitu fidusia, maka pemerintah telah mengatur 

lembaga jaminan fidusia melalui Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 
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tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 undang-undang ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya 

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak bewujud dan benda tidak bergerak 

khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi 

Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada Penerima fidusia terhadap kreditur 

lainnya. 

Selanjutnya Pasal 3 Undang-undang 42 Tahun 1999 menyebutkan 

bahwa Fidusia tidak berlaku terhadap: 

1. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang 
0 

peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas 

benda-benda tersebut wajib didaftar; 

2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isl kotor berukuran 20 (dua 

puluh) M3 atau lebih; 
"' 

3. Hipotek atas pesawat terbang; dan 

4. Gadai. 
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Melalui Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, inilah Pemerintah telah memberikan suatu model perikatanjaminan 

yang jelas dan memberikan rasa aman bagi bank. 

Dalam praktek perbankan dewasa ini, jaminan fidusia pada dasarnya 

adalah untuk menampung kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sarana 

untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum 

kepada para pihak yang lierkepentingan, yang antara lain adalah bank selaku 

kreditur yang menurut undang-undang tersebut disebutkan sebagai pihak 

penerima fidusia (kreditur) diberikan hak yang didahulukan (preferent) 

terhadap kreditur lain untuk mengambil pelunasan piutangnya a1as hasil 

eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan yang paling penting 

lagi adalah hak ini tidak akan hapus karena adanya kepailitan dan atau 

likuidasi pemberi fidusia. 

Penyerahan hak milik secara fidusia sebagi jaminan terhadap 

pemberian kredit, telah berkembang sedemikian rupa sehinga tidak hanya 

IIJeliputi barang bergerak berupa inventaris perusahaan, barang perniagaan, 

hasil pertanian, tetapi juga barang-barang rumah tangga, barang tetap seperti 

tanah yang belum didaftar, bangunan di a1as tanah sewa atau hak pakai dan 

sebagainya. Tanah yang belum memenuhi persyaratan administratif sebagai 

hak atas barang (real right) juga dapat dijaminkan secara fidusia. 

Jarninan fidusia merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari suatu 

perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang menimbulkan kewajiban bagi 

debitur untuk menyerahkan hak milik secara kepercayaan kepada bank 

sebagai kreditur. Dengan demikian maka meskipun secara kepercayaan hak 
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milik telah beralih kepada bank atau kreditur, barang yang menjadi obyek 

fidusia secara fisik tetap dikuasai oleh debitur (constitutum poccessorium), 

sehingga debitur masih dapat memanfaatkan benda tersebut358
• 

Keuntungan dengan adanya mekanisme ini adalah jika benda obyek 

fidusia merupakan alat produksi maka debitur tetap dapat menggunakan 

sebagai sarana berproduksi, sehingga selain debitur tetap dapat menggunakan 

benda obyek fidusia, debitur juga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk melunasi kreditlutangnya kepada bank. Meskipun di satu 

sisi lembaga fidusia memberikan kemudahan dan keringanan bagi debitur 

berupa penguasaan yang tetap berada pada debitur, namun disisi lain lembaga 

fidusiajuga mengandung kelemahan. 

Kelemahan ada pada pihak kreditur karena dengan tetap dikuasainya 

benda obyek fidusia di tangan debitur masyarakat umum yang tidak 

mengetahui bahwa benda yang bersangkutan telah dipakai sebagai obyek 

fidusia atau telah dibebani dengan fidusia. Bagi masyarakat umum hanya 

memandang bahwa benda yang bersangkutan merupakan rnilik debitur, 
0 

sedangkan sebenarnya kepemilikan benda tersebut telah diserahkan secara 

kepercayaan kepada kreditur sebagai jaminan. Oleh karena benda yang 

menjadi obyek fidusia tetap dikuasai oleh debitur maka membuka 

kemungkinan bagi nasabah yang beritikad buruk untuk menyalah~akan 

wewenangnya dengan mengadakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga 

berkaitan dengan benda yang sama. 

"'Frieda Husni Hasbullah, op.cit., him. 49. 
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Kelemahan dengan adanya benda yang menjadi obyek fidusia berada 

di tangan debitur adalah sejalan dengan ketentuan Pasall977 Kitab Undang

undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa terhadap benda bergerak yang 

tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si 

pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemilik. 

Ketentuan tersebut rnenyebabkan keamanan bagi kreditur tidak teijamin, 

karena kreditur tidak dapat rnelakukan tindakan yang dapat rnemastikan 

bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur tanpa dialihkan 

kepada pihak lain. 

Dengan adanya penyerahan hak rnilik suatu benda yang menjadi 

obyek fidusia secara kepercayaan dari debitur kepada bank sebagai pemberi 

kredit/utang tanpa adanya pendaftaran, hal tersebut membawa keuntungan 

bagi debitur. Keuntungan bagi debitur adalah dari segi fmansial, bahwa 

debitur tidak perlu mengeluarkan biaya dalam rangka pendaftaran, dari segi 

waktu debitur tidak perlu rneluangkan waktu dalam rangka pendaftaran dan 

~asabah dapat secara langsung menggunakan benda yang menjadi obyek 

fidusia untuk menunjang kegiatan usahanya, dan keuntungan lainnya adalah 

sisi tenaga, bahwa debitur tidak perlu menghabiskan tenaga dalam rangka 

pendaftaran seringkali memerlukan proses yang berbelit-belit. 

Praktek perbankan dalam pemberian kredit dengan meng&;';_ll1akan 

jaminan secara fidusia, seringkali ditentukan dalam peijanjian bahwa hak 

milik benda yang menjadi obyek fidusia beralih kepada kreditur, dan apabila 

nasabah debitur tidak dapat melunasi kredit maka untuk melakukan eksekusi 
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terhadap benda tersebut dilakukan dengan membuat suatu surat kuasa untuk 

melakukan eksekusi. 

Adanya praktek perbankan seperti itu menimbulkan pro dan kontra 

diantara para ahli hukurn dan penegak hukurn. Namun demikian, dalam 

perspektif perbankan kaitannya dengan jaminan berupa fidusia, terdapat 

faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan agar dalam pelaksanannya 

dapat memberikan kepastian, keamanan dan kemudahan terutama bagi 

kreditur. Dalam hal ini yang perlu mejadi perhatian bagi kreditur dalam 

memberikan kredit dengan jaminan berupa fidusia adalah adanya keamanan 

bagi kreditur terhadap barang jaminan yang berada di tangan debitur, adanya 

kemudahan dalam mengeksekusi hila debitur wanprestasi dan biaya yang 

tidak terlalu memberatkan bagi kreditur. 

Dalam kaitan tersebut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jarninan Fidusia telah menampung hal-hal tersebut. Berkenaan dengan faktor 

keamanan bagi kreditur Undang-undang Jaminan Fidusia telah memberikan 

jaminan keamanan yang pasti yaitu dengan adanya pendaftaran barang 
0 

jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18, yang 

mewajibkan adanya pendaftaran barang jaminan pada Kantor Pendaftaran 

Fidusia, yang direncanakan berada di bawah Departemen Kehakiman. 

Dengan adanya ketentuan wajib mendaftarkan barang jamin~- akan 

menghindarkan barang jarninan yang sama dijaminkan ulang untuk kredit 

yang lain. Hal ini jelas sangat memberikan keamanan bagi perbankan 

sehingga tidak terjadi adanya jaminan ganda terhadap barang yang sama. 
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Adanya pendaftaran jaminan fidusia diharapkan akan memberikan 

perlindungan kepada bank sebagai kreditur. Perlindungan tersebut dapat 

dilakukan melalui ketentuan bahwa pihak yang melakukan pendaftaran 

jaminan fidusia adalah penerima fidusia, yaitu bank atau kreditur, dengan 

membawa dokumen yang membuktikan telah dilakukan pembebanan secara 

fidusia terhadap benda yang didaftarkan. Kewajiban pendaftaran fidusia 

terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang 

menyatakan: 

1. Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 

dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

2. Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan 

wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 

3. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada 

dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. 

4. Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah 

lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden. 
0 

Selanjutnya Pasal 13 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 

menyatakan bahwa pendaftaran fidusia dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, 

kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran J~an 

Fidusia. 

2. Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat: 

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; 
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b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris 

yang membuat akta Jaminan Fidusia; 

c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 

d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; 

e. nilai penjaminan; dan 

f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. 

3. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar 

Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan 

pendaftaran. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan 

biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Terhadap suatu benda dapat dilakukan pembebanan secara fidusia 

lebih dari satu kali apabila nilai benda tersebut dapat meng-cover jumlah kredit 

atau utang yang dijamin dengan benda yang sama. Oleh karena itu maka setiap 

kreditur pemegang fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut, yang 

digunakan sebagai dasar penentuan kreditur mana yang lebih didahulukan 
' 

dalam rangka pelunasan kredit, yang dilihat berdasarkan urutan tanggal 

pendaftarannya, dan sebagai bukti bahwa kreditur telah mendaftarkan jarninan 

fidusia maka kepada kreditur yang bersangkutan diberikan bukti pendaftaran 

fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia. 

Dalam rangka eksekusi barang jaminan apabila debitur wanpestasi, 

maka dalam Undang-undang Jaminan Fidusia telah memberikan kemudahan, 

yaitu dengan dicanturnkannya kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa" pada Bukti Pendaftaran Fidusia Dengan adanya 
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title tersebut dimaksud, maka bukti pendaftaran fidusia ini mempunyai 

kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang telah mem

peroleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian apabila debitur wanprestasi, 

maka kreditur dapat menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia 

tersebut atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum. 

Salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan 

eksekusinya, yaitu apabila debitur tidak dapat melaksanakan pelunasan 

kreditnya yang telah diterimanya. Dengan demikian, agar ciri tersebut dapat 

dilaksanakan maka terhadap bukti pendaftaran fidusia yang dipegang oleh 

kreditur mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kreditur dapat melaku-kan 

penjualan atas kekuasaan sendiri terhadap benda yang menjadi obyek fidusia 

jika debitur wanprestasi, dan melalui pelelangan umum dan meng-ambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pelaksanaan penjualan 

terse but dikenal sebagai parate executie. 

' 
Akan tetapi dalam pelaksanaannya, menurut sifatnya, pesawat terbang 

merupakan barang bergerak (movable property). Pesawat udara tidak sama 

dengan tanah yang tidak dapat berpindah atau dipindahkan letaknya. Benar

benar menurut sifatnya tidak bergerak. Adapun kapal atau pesawat terbang, 

baik menurut sifat dan peruntukannya sendiri, bergerak dan berpindah:pindah 

dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan sifat dan peruntukan yang melekat 

pada pesawat terbang, sita eksekusi atas hipotik pesawat udara akan 

berhadapan dengan kendala yang ditirnbulkan 2 ( dua) asas sita eksekusi, yaitu: 

1. Asas rijdende beslag 
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Mengenai pengertian asas rijden bes/ag, dikemukakan secara 

singkat oleh R. Subekti: "Sesungguhnya yang dimaksud adalah agar 

perusahaan tersebut tetap berjalan, jadi apabila menyangkut penyitaan 

terhadap toko, hanya lemari-lemari toko dan inventarisnya saja yang 

disita dan bukan barang-barang dagangannya". Selanjutnya dikatakan, 

apabila yang disita menyangkut perusahaan pengangkutan harus dibiarkan 

agar mobil-mobil tetap bisa berjalan, dengan lain perkataan harus dilakukan 

Rijden Beslag. 

Memperhatikan prinsip rijden bes/ag yang dijelaskan di atas, 

sita eksekusi yang diletakkan Pada bab IV Bagian 7 Rv tentang Penyitaan 

atas pesawat terbang (Pasal 763 ayat 1 dan Pasal 763 huruf k), tidak 

dijumpai ketentuan yang tegas tentang Rijden Beslag seperti yang diatur 

dalam Pasal 59 Rv terhadap kapallaut. Namun demikian, jika diperhatikan 

pengertian asas Rijden Beslag yang dikemukakan Subekti di atas sita 

eksekusi terhadap pesawat terbang guna pemenuhan pelaksanaan eksekusi 

" hipotik pesawat terbang, terbatas pada sarana pesawat udara saja, tetapi tidak 

boleh menghentikan atau mematikan kegiatan operasional perusahaan 

penerbangan debitur. Dapat dilihat, sesuai dengan prinsip Ri;den Beslag 

terhadap pesawat terbang yang menjadi objek hipotik pesawat terbang, dapat 

diletakkan sita eksekusi. Akan tetapi, kegiatan operasional pesawat itu tidak ,._ 

boleh dihentikan. Sita eksekusi tidak boleh menirnbulkan akibat hukum 

berhentinya kegiatan operasional penerbangannya dari satu tempat ke tempat 

yang lain baik di dalarn maupun di luar negeri. Asas ini jelas menghambat 

kemulusan pelaksanaan penjualan lelang. Oleh karena itu kegiatan 
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operasionalnya tidak boleh dimatikan oleh sita eksekusi sesuai prinsip 

Rijden Beslag, meskipun Ketua Pengadilan Negeri atau kantor lelang telah 

menetapkan tanggal pelaksanaan eksekusi, kemungkinan besar eksekusi 

tidak bisa dilaksanakan apabila pesawat udara yang her -sangkutan terbang 

dan berada di luar tempat pelaksanaan eksekusi pada tanggal eksekusi yang 

ditetapkan. 

2. Asas kebebasan menguasai dan mengusahai pesawat udara yang di sita. 

' 

Pada hakikatnya, asas ini berkaitan juga dengan Rijden Beslag pada 

satu segi dan asas penjagaan benda sitaan berdasarkan Pasal 197 ayat (9) 

HIR pada segi yang lain, yaitu: Sesuai dengan asas Rijden Beslag, apabila 

objek sita eksekusi berbentuk benda yang dipergunakan untuk melaksanakan 

kegiatan perusahaan seperti mobil, kapal, pabrik, pertambangan atau 

pertokoan, pengoperasian kegiatan usaha oleh debitur tidak boleh 

dihentikan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 197 ayat (9) HIR penjagaan dan 

penguasaan atas objek barang sitaan, terutama penyitaan perusahaan tetap 

diserahkan dan berada di tangan tersita (debitur). Jika asas ini dikaitkan 

dengan sita eksekusi atas pesawat udara dalam rangka pelaksanaan 

eksekusi hipotik pesawat udara, penjagaan dan penguasaannya harus 

diberikan kepada pemberi hipotik (debitur), dan tidak boleh diserahkan 

penjagaannya kepada kreditur untuk dikuasai dan diusahakan. Pe~~gakan 

asas penguasaan dan mengusahai pesawat udara yang dibebani dengan sita 

eksekusi dapat menimbulkan kendala penjualan lelang apabila pada tanggal 

eksekusi yang ditentukan pesawat udara tersebut sedang dioperasikan 

debitur di luar tempat pelaksanaan penjualan lelang yang ditentukan. 
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Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut, yaitu: 

1. karena hapusnya atau lunasnya hutang yang dijarnin dengan fidusia; 

2. adanya pelepasan hak atas jaminan oleh penerima fidusia; 

3. musnahnya benda yang menjadi obyekjaminan fidusia. 

Dalarn pemberian kredit tentunya bank memerlukan jarninan yang 

kiranya dapat menjarnin pelunasan hutang dari debitur atau minimal dapat 

meminimalisir resiko dalam pemberian kredit dimaksud. Adanya jaminan 

dalam pemberian kredit, merupakan tindakan preventif untuk mengamankan 

hutang debitur yang telah diberikan oleh kreditur, yaitu dengan cara 

menjaminkan kekayaan debitur agar debitur dapat memenuhi kewajibannya 

untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya dari kreditur. 

Menurut R. Subekti dalam bukunya Jaminan-jarninan untuk Pemberian 

Kredit, jarninan yang baik atau ideal adalah jarninan yang memenuhi 

persyaratan359
: 

' 

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak 
yang memerlukan. 

2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk 
melakukan (meneruskan) usahanya. 

3. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti 
bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu 
bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si 
penerima (pengarnbil) kredit. 

Dalarn pemberian kredit kepada masyarakat, bank selaku kreditur 

harus memperhatikan berbagai ketentuan yang berlaku. Salah satu ketentuan 

pemberian kredit adalah mesti dilakukan dengan pengikatan secara hukum, 

atau dengan membuat peijanjian kredit. Peijanjian kredit sendiri pertama kali 

"'Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 1989, him. 67. 
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diperintahkan melalui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 

Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit I Nomor 

2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksi kepada 

masyarakat perbankan bahwa dalarn memberikan kredit dalarn bentuk apapun, 

Bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit. 

Berpatokan kepada instruksi dan surat edaran tersebut di atas, pihak 

perbankan selaku kreditur sarnpai hari ini memberlakukan pengikatan kredit 

melalui perjanjian kredit. Apalagi pembuatan perjanjian kredit merupakan 

salah satu upaya untuk menjaga sifat prudential perbankan di dalarn 

memberikan kredit kepada masyarakat. 

Dalarn prakteknya, pemberian kredit selalu diikuti dengan pemberian 

jarninan oleh debitur. Jarninan atau collateral merupakan salah satu prinsip 

perbankan yang ikut menjadi penilaian dalam pemberian sebuah kredit kepada 

debitur. Jarninan yang diberikan oleh debitur pun harus dinilai oleh pihak 

kreditur atau bank sebelum kredit disetujui untuk dikucurkan. Jarninan yang 

diberikan oleh debitur atau pihak ketiga yang menjadi penjarnin kredit debitur 
' 

pun harus memenuhi syarat-syarat ekonomis. Pesawat udara yang dapat 

dijadikan obyek jarninan kebendaan dalam pemberian kredit adalah pesawat 

udara yang telah mempunyai tanda pendaftaran demikian bunyi Pasal 24 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009. Sedangkan Pasal 25 Undang-undang 
<-

Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan Pesawat udara sipil yang dapat didaftarkan 

di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1. Tidak terdaftar di negara lain; dan 
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2. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum 

Indonesia; 

3. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan 

oleh warga negara Indonesia atau bada hukum Indonesia untuk jangka waktu 

pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan 

suatu perjanjian; 

4. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah dan pesawat udara 

tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau 

5. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang pesawat 

udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu perjanjian 

yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan 

penyimpanan, penyewaan, danlatau perdagangan pesawat udara. 

Dalam praktek perbankan dewasa ini, pesawat udara yang dijadikan 

jaminan dalam pemberian kredit, diikat dengan memakai fidusia dan berlaku 

ketentuan lembaga fidusia, dikarenakan pesawat udara merupakan benda 

b,ergerak terdaftar apabila dijaminkan hanya dapat dengan mengunakan 

lembaga gadai atau fidusia dan yang lazim digunakan hanya dengan fidusia, hal 

ini dimungkinkan sebab obyek jaminan yaitu pesawat udara tetap berada dalam 

Iangan debitur dan debitur masih dapat menggunakan obyek jaminan tersebut, 

untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. ,_ 

Ketentuan peraturan tentang lembaga Fidusia meskipun sudah diatur 

dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1998 masih merupakan masalah 

dalam praktek karena ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai dan kurang 

memberi kepastian hukum. Sehingga dalam praktek sering terjadi para pihak 
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kembali bertumpu pada perjanjiannya dan tidak didaftar sehingga kedudukan 

kreditur tidak seperti yang diatur dalam undang-undang. 

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, 

tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang 1embaga apa yang digunakan 

untuk menjaminkan pesawat udara sebagai jaminan dalam pemberian kredit. 

Satu-satunya pasal yang menyatakan bahwa pesawat udara dapat dijadikan 

jaminan dalam pemberian kredit adalah Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Objek pesawat udara dapat dibebani 

dengan kepentingan intemasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak 

jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau perjanjian 

sewa guna usahaSe1anjutnya dalam penjelasan Pasal 71 undang-undang 

tersebut diatas, dinyatakan bahwa: 

1. "Yang dimaksud dengan "kepentingan intemasional" adalah suatu 

kepentingan yang diperoleh kreditur yang timbul akibat perjanjian 

pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat 

, dan/atau perjanjian hak sewa guna usaha yang tunduk pada konvensi tentang 

kepentingan intemasiona1 dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai 

masalah-masalah khusus pada peralatan udara (Protocol to the Convention 

on Interests in MobileEquipment on Matters Specific to Aircraft Equipment). 

2. Yang dimaksud dengan "pemberian hak jaminan kebendaan"(~~curily 

agreement) adalah suatu perjanjian di mana pemberi hak jaminan kebendaan 

(chargor)memberikan atau menyetujui untuk memberikan kepada penerima 

hakjaminan kebendaan (chargee) suatu kepentingan (termasuk kepentingan 

kepemilikan) atas objek pesawat udara untuk menjamin pemenuhan 
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kewajiban yang terjadi atau yang akan terjadi dari pemberi hak jaminan 

kebendaan atau pihak ketiga. 

3. Yang dimaksud dengan "perjanjian pengikatan hak bersyarat" (title 

reservation agreement) adalah suatu perjanjian penjualan objekpesawat 

udara dengan ketentuan bahwa kepemilikan tidak akanberalih sampai 

terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalamperjanjian. 

4. Yang dimaksud dengan "perjanjian sewa guna usaha"(leasing agreement) 

adalah suatu perjanjian di mana seseorang (pemberi sewaguna usahal/essor) 

memberikan hak kepada orang lain (penerimasewa guna usahallessee) untuk 

menguasai suatu objek pesawatudara (dengan atau tanpa opsi untuk 

membeli) dengan kompensasi berupa uang sewa atau pembayaran lainnya. 

Dalam isi Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tersebut 

diatas, tidak menyebut lembaga apa yang digunakan untuk pengikatan jaminan 

atas pesawat udara, apakah itu menggunakan fidusia atau hipotik, sehingga 

akan menimbulkan keraguan dikalangan dunia perbankan apabila menjadikan 

~sawat udara sebagai jaminan kebendaan dalam pemberian kredit. Dalam 

Pasal 74 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, penerima jarninan kebendaan 

(kreditur) atas obyek pesawat udara diberi kuasa oleh debitur untuk melakukan 

deregrestrasi atau penghapusan pendaftaran pada Departemen Perhubungan 

Udara, atas kebangsaan pesawat udara apabila debitur cidera janji. 

Dengan adanya "Surat Kuasa" yang diatur dengan IDERA 

(Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization) tersebut, 

apabila debitur cidera janji kreditur dapat memohon kepada Menteri 

Perhubungan cq Departemen Perhubungan Udara untuk melakukan 
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penghapusan kebangsaan pesawat udara dan penghapusan kepemilikan pesawat 

udara, sehingga debitur dapat memohon pendaftaran kembali kebangsaan 

pesawat dan kepemilikan pesawat akan tetapi sekarang untuk dan atas nama 

debitur pemegang hak jaminan, demikian penjabaran Pasal 29 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2009360
. Adapun sampai saat ini Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2009, belum dapat diberlakukan secara pasti mengingat belum ada 

peraturan pelaksanaan khusus mengenai tata laksana dalam penjaminan 

pesawat udara 

Mengingat belum adanya kepastian mengenai peraturan mengenai 

penjaminan pesawat udara, maka pesawat udara sebagai benda yang 

mempunyai harga yang sangat tinggi apabila dibebani jaminan kebendaan 

hendaknya meng-gunakan lembaga jaminan kebendaan yang lebih pasti dan 

berlaku secara universal seperti hipotik atau mortgage. Akan tetapi untuk 

memberlakukan ketentuan hipotik Indonesia yang dewasa ini masih diatur 

dalam KUH Perdata yang berlaku bagi benda tidak bergerak (terdaftar) dan 

lqlpal !aut terdaftar yang diatur dalam KUHD yang dapat juga diberlakukan 

terhadap pesawat udara, haru terlebih dahulu mengubah ketentuan Pasal 1162 

KUH Perdata dengan menambah-kan kata benda tidak bergerak dan terdaftar, 

sehingga bunyi Pasal 1162 KUHPerdata menjadi:361 

<• 

360Wawancara dengan Kepala Seksi Aeronotica, Departemen Perhubungan Udara, pada 
tanggal26 Juni 2009. 

361Djubaendab Hasan, Makalah pada "Seminar Jaminan atas pesawat Udara" 
diselenggarakan oleb Dept. Perbubungan Udara, Jakarta, Tabun 2007. 
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"Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak dan 

dan benda bergerak terdaftar untuk mengambil penggantian daripadanya bagi 

pelunasan daripada hubungannya bagi pelunasan perikatan". 

Kebutuhan akan peraturan perundangan hipotek pesawat udara tidak 

dapat dengan mengambil over ketentuan hipotek dalam KUH Perdata dan 

KUHD saja karena bagi pesawat udara ada kekhususan dalam hubungan 

dengan negara lain serta pada ketentuan konvensi-konvensi internasional baik 

dalam operasionalnya, pendaftaran maupun penjarninannya. 

B. Kepastian Hokum Penjaminan Pesawat Udara di Indonesia dalam 

·.· 
Kontrak Intemasional Melalui IDERA 

Penetapan dan peraturan hukum suatu negara tentang status hukum 

pesawatnya, dan keterkaitannya dengan pendaftaran yang bersifat publik dan 

perdata yang bersifat internasional belum dimiliki oleh negara Indonesia, 

khususnya tentang tata laksana penjaminan pesawat udara, masalah 

pelaksanaan penjaminan pesawat udara dan lembaga penjaminannya , 

sehingga dalam praktek terdapat banyak kesimpang siuran pendapat dan 

sekaligus pelaksanaan penjaminan pesawat udara sebagai obyek jaminan dan 

menimbulkan ketidak pastian bagi pemegang hak jarninan kebendaan. Hal ini 

disebabkan antara lain oleh karena: 

I. Belumjelasnya pengolongan jenis benda pesawat udara. 

Pada sebagian mayoritas negara-negara di dunia, berpandangan bahwa 

pesawat terbang digolongkan sebagai benda tidak bergerak. Prinsip hukum 

ini berpengaruh pada penetapan aturan hukum keperdataan yang berlaku 
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bagi pesawat terbang sebagai objek jaminan, yaitu antara Jain dapat 

mempunyai hubungan dengan Jembaga jaminan berupa Hipotik 

(Hypotheek). Dibeberapa negara maju, Jembaga jaminan pesawat terbang 

telah dilaksanakan melalui ketentuan Mortgage. 

Pada sebagian sarjana hukum lainnya menyimpulkan bahwa pesawat 

udara khususnya pesawat terbang dan helikopter dapat diberikan suatu 

exceptional status sebagai "benda bergerak" yang diatur secara khusus dan 

menamakannya dengan movable property sui generic. Prinsip hukum ini 

berpengaruh pada penetapan aturan hukum keperdataan yang berlaku bagi 

pesawat terbang sebagai objekjaminan, yaitu antara lain dapat mempunyai 

hubungan dengan lembagajaminan berupa fidusia. 

2. Bel urn tuntasnya pengaturan hukum tentang hukum jaminan. 

' 

Ketentuan-ketentuan hukum jaminan di Indonesia perlu diselaraskan 

dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh hukum udara nasional 

dan intemasional dan sejauh mungkin memuat ketentuan-ketentuan hukum 

intemasional yang telah diterima dalarn konvensi Jenewa 1948. 

3. Belum ada peraturan yang khusus yang mengatur cara pendaftaran 

pesawat terbang sebagai obyek jaminan dan belum tersedianya pengaturan 

yang pasti tentang pendaftaran publik dan pendaftaran perdata atas 

pesawat udara. 

4. Konsitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1954, belum mengatur 

mengenai ruangangkasa dan benda-benda yang ada dan beroperasi di 

ruang angkasa 
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Beberapa hal yang telah disebutkan diatas, timbul akibat dari 

berkembangnya masyarakat Indonesia menuju masyarakat ekonomi dalam era 

globalisasi, sehingga berpengaruh pula pada berkembangnya kebutuhan-

kebutuhan hukum yang dapat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, 

sehingga tercipta adanya suatu kepastian hukum terutama yang dibahas dalam 

penulisan ini adalah kebutuhan pengaturan hukum benda atas pesawat udara, 

hukum jarninan atas pesawat udara dan tata laksana penjaminan atas pesawat 

udara. 

Kontinuitas perkembangan ilmu hukum yang dibutuhkan oleh 

masyarakat sebagaimana telah disebut diatas, selain bergantung pada 

metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh 

teori hukumdari Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum sebagai sarana 

pembangunan dan pembaharuan masyarakat (law is a tool of social 

enginnering), memberikan suatu araban dalam pembangunan bidang hukum, 

bahwa hukum harus mampu tampil kedepan dalam memberikan arab 

pembaharuan362
. Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa 

hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, didasarkan atas anggapan 

bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau 

pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang 

mutlak perlu. 363 

"' 

Kemudian konsep Roscoe Pound tentang pembaharuan hukum, 

mengatakan agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan 

362 Mochtar Kusumaatmadja, foe. cit 
363 Mochtar Kusumaatmadja, foe. cit. 
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untuk pembaharuan dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya sesuai 

dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi, mencerminkan nilai-nilai 

yang hidup dalarn masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan 

tersebut akan tidak dapat dilaksanakan (bekerja) dan akan mendapat 

tantangan-tantangan. 364 

Fungsi teori hukum dari Mochtar Kusumaatmadja dan Roscoe 

Pound dalarn penulisan ini, menjadi pisau analisis untuk memberikan 

arahanlpetunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini 

merupakan penelitian hukum yuridis normatif, kerangka teori diarahkan secara 

kbas ilrnu hukum. Maksudnya, penelitian ini berusaha untuk memahami 

segala sesuatu yang menjadi obyek penulisan yaitu pesawat udara yang 

dijadikan jarninan kredit, sehingga dapat digunakan sebagai acuan tuntuk 

membahas dan menerapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

masalah hukum jarninan, sistem hukum benda dan perjanjian kredit bank. 

Teori hukum Mochtar Kusumaatmadja dan Roscoe Pound di dasarkan 

~;>ada adagium bahwa perubahan masyarakat harus diikuti oleh perubahan 

hukum. Hukum berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

masyarakat. Perubahan masyarakat dibidang hukum yang berkaitan dengan 

penjarninan pesawat udara sebagai jarninan kebendaan dalam pemberian 

kredit harus berjalan dengan teratur dan diikuti dengan pembentukan ~orma

norma sehingga dapat berlangsung secara harmonis. 

Dalarn bab ini, penulis akan membahas secara khuS_us ketentuan

ketentuan hukum Indonesia yang berkaitan dengan hak jaminan, lembaga 

364 Erick Sihombing, lac. it. 
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jaminan dan proses pengikatan jaminan kebendaan atas pesawat udara dan 

pelaksanaannya dalarn kontrak intemasional dihubungkan dengan IDERA, 

pembahasan dalarn desertasi ini memakai analisa dengan menggunakan 

landasan teori yang dapat mendukung teori utamalgrand theory "Negara 

Kesejahteraan" yaitu landasan teori applied theory dari Mochtar 

Kusumaatmadja, hukum adalah sebagai alat pembangunan masyarakat dan 

bahwa hukum harus marnpu tampil kedepan dalarn memberikan arah 

pembaharuan. 

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya 

dan meminta perhatian sarnpai sekarang adalah bidang hukum jaminan. 

Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan 

perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan 

yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu 

usahanya adalah memberikan kredit. Selain itu, bagi pembangunan ekonomi 

negara, kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan bidang 

~konomi. Ini berarti perkreditan mempunyai arti penting dalarn berbagai aspek 

pembangunan seperti bidang perdagangan, perindustrian, perumahan, 

transportasi, dan sebagainya. 

Pemberian kredit oleh lembaga keuangan juga memberikan 

perlindungan kepada golongan ekonomi lemah dalarn pengem.?angan 

usahanya Sektor perkreditan merupakan salah satu sarana pemupukan modal 

bagi masyarakat bisnis. Bagi kaum pengusaha, mengarnbil uang (kredit atau 

pinjaman) sudah merupakan faktor yang tidak papat dipisahkan dari 

kehidupan bisnis. 
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Bagi perbankan, setiap pernberian kredit yang disalurkan kepada 

pengusaha selalu rnengandung risiko. Oleh karena itu, perlu unsur 

pengarnanan dalarn pengernbaliannya. Unsur pengarnanan (safety) adalah 

salah satu prinsip dasar dalam perninjarnan kredit selain unsur keserasian 

(suitability) dan keuntungan (profitability). Bentuk pengarnanan kredit dalarn 

praktik perbankkan dilakukan dengan adanya ketentuan mengenai pengikatan 

suatu jarninan. 

Adapun pesawat udara yang dapat dijadikan obyek jarninan kebendaan 

dalarn pernberian kredit adalah pesawat udara yang telah mempunyai tanda 

pendaftaran demikian ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2009. Selanjutnya Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 

rnenyebutkan bahwa Pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 25 diajukan oleh pernilik atau yang diberi kuasa dengan persyaratan: 

1. rnenunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan pesawat udara; 

2. menunjukkan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didaftarkan di 

0 
negara lain; 

3. memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetap

kan oleh Menteri; 

4. bukti asuransi pesawat udara; dan 

5. bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan pesawat udara. 

Pesawat udara yang telah rnemenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 25 dapat diberikan sertifikat pendaftaran. Sertifikat 

pendaftaran sebagaimana dimaksud berlaku selarna 3 (tiga) tahun. Dan 

Pesawat terbang, helikopter, balon udara berpenurnpang dan kapal udara 
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(airship) yang telah mempunyai sertiflkat pendaftaran Indonesia akan 

diberikan tanda kebangsaan Indonesia demikian ketentuan Pasal 27 Undang

undang Nomor 1 Tahun 2009. 

Dengan mencermati Pasal-pasal tersebut diatas dan dihubungkan 

dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 serta penjelasanya 

dapat disimpulkan bahwa hanya pesawat udara yang telah mempunyai 

"sertiftkasi pendaftaran" dan "tanda kebangsaan" dapat dijadikan jaminan 

kebendaan. 

Dalam praktek perbankan dewasa ini, untuk mengikat pesawat udara 

sebagai jaminan dalam pemberian kredit, mengingat tidak ada satupun 

ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjaminan pesawat 

udara, maka digunakanlah lembaga jaminan fldusia. Dan untuk itu ber!aku 

ketentuan-ketentuan umum mengenai fidusia sebagaimana yang telah dibahas 

dalam bab-bab terdahulu. 

Pengikatan jarninan atas pesawat udara pertama kali diatur dalam 

.[<.onvensi Geneva 1948 tentang Convention on the International Recognition 

of Rights in Aircrafts. Dalam Konvensi ini dengan tegas diakui mengenai 

jarninan dalam bentuk hipotik atau dikenal dengan istilah mortgages, atas 

pesawat udara. Akan tetapi Indonesia belum meratifikasi Konvensi Geneva 

1948 tersebut, sehingga ketentuan tentang penjaminan pesawat udar~- masih 

memberlakukan ketentuan fldusia pada KUHPerdata dan Undang-undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Setelah diberlakukannya Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 pada tanggal 20 Pebruari 

2007, yang meratifikasi Konvensi tentang Kepentingan Intemasional dalam 
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Peralatan Bergerak (Convention on International Interest in Mobile 

Equipment) beserta Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan 

lnternasional dalarn Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-rnasalah Khusus 

pada Peralatan Pesawat Udara (Convention on International Interest in Mobile 

Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment) atau lebih di kenal 

dengan nama "Cape Town Convention 2001 ", memberikan sudut pandang 

baru bagi pembiayaan dalam industri penerbangan di Indonesia, namun 

konvensi ini tidak mengatur mengenai lembaga jaminan apa yang tepat dapat 

digunakan untuk menjaminkan pesawat udara sebagau jarninan kredit, 

aberbeda dengan Konvensi Geneva 1948 tentang Convention on the 

International Recognition of Rights in Aircrafts. Dalam Konvensi ini dengan 

tegas diakui mengenai jaminan dalam bentuk hipotik atau dikenal dengan 

istilah mortgages, atas pesawat udara, sehingga konvensi ini dirasa bel urn 

cukup untuk menjawab persoalan penjaminan pesawat udara dalam perjanjian 

kredit dan menimbulkan ketidak pastianlkepastian hukum terhadap lembaga 

jaminannya 

Mengacu kepada kepastian hukum dalam perjanjian pesawat udara, 

dimana pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Republik 

Indonesia Dr. Hassan Wirajuda pada tanggal 27 Pebruari 2007 telah 

menandatangani "Piagam Aksesi" pada protokol pesawat udara seba&~ hasil 

dari konferensi diplomatik yang diprakarsai oleh International Institute for the 

Unification of Private Law (UN/DROIT) dan International Civil Aviation 

Organisation (ICAO) di Cape Town, pada tanggal 16 November 2001, sesuai 

dengan ketentuan Pasal XXVI ayat 3 dari Protokol Pesawat Udara 
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Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan yang terkait 

dengan Protokol, membuat Deklarasi dan akan dengan sungguh-sungguh 

memenuhi segala kewajiban serta tanggung jawab yang tercantum dalam 

ketentuan-ketentuan Protokol tersebut. 

Selain pananda tanganan piagam aksesi oleh Menteri Luar Negeri yang 

mewakil Pemerintah Indonesia terdapat juga Siaran Pers yang dikeluarkan 

oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Roroa dengan 

Nomor Siaran Pers. No. 20/PEN-RP/IIV2007 pada tanggal 16 Maret 2007 

tentang Penyerahan Piagarn Aksasi Indonesia kepada UNIDROIT : "Konvensi 

tentang Kepentingan Internasional dalarn Peralatan Bergerak" Serta "Protokol 

Pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalarn Peralatan Bergerak 

Khusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peralatan Pesawat Udara" 

yang antara lain terdiri dari:365 

1. Pada tanggal 16 Maret 2007, bertempat di Sekretariat Internasional 

Institute for The Unification of Private Law (UNIDROIT) di 

' 
Roma, Italia, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian 

Internasional (HPI), Departemen Luar Negeri, Eddy Pratoroo, dan 

Direktur Jenderal Adrninistasi Hukum Umurn (AHU), Departemen 

Hukurn dan HAM, Syamsuddin Sinaga, serta didampingi oleh 

DCM, KBRI Roma, Djafar Husein, telah menyampaikan ~iagam 

Aksesi Indonesia pada "Konvensi tentang Kepentingan 

Intemasional dalarn Peralatan Bergerak" serta "Protokol Pada 

365Roma, Siaran Pers Duta Besar Roma mengenai kesepakatan Kepentingan Konvensi 
Internasional dalam Peralatan Bergerak serta Protokolnya Roma: 16 Maret 2007 him. I - 2 
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Konvensi tentang Kepentingan Intemasional dalam Peralatan 

Bergerak Khusus tenang hal-hal yang Berkaitan dengan Peralatan 

Pesawat Udara" kepada Sekretaris Jenderal UNIDROIT, Prof 

Herbert Kronke. 

2. Pada kesempatan tersebut Dixjen HPI menyampaikan bahwa aksesi 

Indonesia pada Konversi dan Protokol Konversi yang mengatur 

mengenai hak-hak kepernilikan atas alat pengangkut udara ini, 

mempunyai arti penting bagi pembangunan sistem transfortasi di 

Indonesia. Khususnya transfortasi udara. Aksesi Indonesia lDl 

sangat "timely" mengingat pada beberapa bulan terakhir ini 

Indonesia mengalarni berbagai bencana dalam sistem pengakutan 

baik itu darat, !aut, maupun udara. 

3. Sementara itu, Dixjen AHU menyampaikan bahwa dengan aksesi 

Indonesia pada Konvensi dan Protokol Konvensi yang lebih 

dikenal sebagai Konvensi Cape Town ini, harga pesawat dan biaya 

angkutannya akanjauh lebih murah. 

4. "Kepercayaan investor akan meningkat dan haknya terlindungi 

dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan penerbangan 

nasional dengan adanya jarninan kepastian hukum ini, sehingga 

memungkinkan dilakukannya peremajaan dan penambahan jumlah 

armada angkutan udara, yang pada gilirannya akan tercipta sistem 

angkutan udara yang lebih lebih aman dan lebih texjarnin eli 

Indonesia". Demikian disampaikan Dixjen AHU. 

5. Dalam kesempatan penyerahan Piagam aksesi ini, Sekretaris 
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Jenderal UNIDROIT, Herbert Kronke menyampaikan harapannya 

agar aksesi ini, yang merupakan aksesi Indonesia pertama pada 

konvensi yang dihasilkan oleh lembaga independen yang didirikan 

pada tahun 1940 ini. Dapat menjadi awal kerjasama yang lebih erat 

antara Indonesia dan UNIDROIT. 

6. Walaupun Indonesia belum menjadi anggota UNIDROIT, namun 

wakil Indonesia telah berpatrisipasi dan terlibat secara aktif baik 

dalam berbagai pertemuan pembahasan dan persiapan berbagai 

instrument priduk hukum, maupun dalam kegiatan pengembangan 

kapasitas yang ditawarkan UNIDROIT. 

7. UNIDROIT, adalah lembaga independen Intemasional 

berkedudukan di Roma, Italia yang berdiri pada tahun 1926 

sebagai aktif baik dalam berbagai pertemuan pembahasan dan 

persiapan berbagai instrument produk hukum, maupun dalam 

kegiatan pengembangan kapasitas yang ditawarkan UNIDROIT. 

' 
8. Produk-produk hukum yang dihasilkan oleh UNIDROIT telah 

banyak mewarnai perkembangan sistem hukum perdagangan 

. transnasional. Dalam era globalisasi sekarang ini, harmonisasi di 

bidang hukum perdata, khususnya di bidang hukum perdagangan. 

9. Diijen AHU menyampaikan bahwa Depkumham bekerjasama .. 
dengan Deplu akan mengadalan sosialisasi Konvensi dan Protokol 

Konvensi Cape Town kepada para pemangku kepentingan di 

Indonesia sepanjang tahun 2007. Terkait kegiatan sosialisasi ini 

UNIDROIT telah menyarnpaikan komitrnennya untuk 
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mengirimkan ahlinya dalam kegiatan ini. 

Pengadaan pesawat udara (demikian juga "railway rolling stocks" dan 

"space assets") dilakukan dengan perjanjian yang pada umumnya mengarnbil 

3 (tiga) bentuk: 

a). Loan secured by a security interest in the object. The interest granted by 

the chargor (debtor) and held by the chargee (creditor). 

b). Title reservation sale agreement. The interest held by the conditional 

seller. 

c). Leasing agreement. A finance lease or operating lease, and may or may 

not include an option to purchase. The interest held by the lessor. 

Tiga bentuk perjanjian tersebut juga disebut "asset based financing 

agreement", karena yang dijadikan sebagai hak jaminan yang dipegang para 

kreditur (chargee, conditional seller dan lessor) melekat pada asset itu. Dan 

karena asset itu semuanya benda bergerak, tetapi yang punya nilai keuangan 

sangat tinggi disebut juga "very high value mobile equipment". 

' 
UNIDROIT ( International Institute for the Unification of Private 

Law) sejak 1988 sudah membahas kebutuhan akan satu ketentuan hukum 

(uniform rules) yang diakui negara-negara dalam mengatur hak jarninan 

(interest) yang timbul dari perjanjian pengadaan pesawat udara (dan kereta 

api serta satelit), secara cross-border. Tanpa adanya "uniform rules;_' yang 

berlaku secara internasional, maka peijanjian cross-border semacam itu akan 

tunduk pada "conflict of law" rules, yang memberlakukan prinsip lex rei 

sitae, yang sering menempatkan para kreditur, pemegang hak jarninan 

terse but, pada posisi tidak pasti. 
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UNIDROIT kemudian bekerjasama dengan ICAO dan lATA, di bantu 

oleh Aviation Working -oroup (AWG) merumuskan satu "uniform rules 

governing security interests in cross-border transactions" khusus dalam 

aviation financing. Melalui serangkaian konperensi Negara-negara disponsori 

oleh UNIDROIT dan ICAO, 1999 di Roma dan 2000 di Montreal; maka pada 

2001 diadakan Diplomatic Conference di Cape Town, atas undangan 

pemerintah Africa Selatan, dan ditandatanganilah : 

0 

1. Convention on International Interest in Mobile Equipment ("Cape Town 

Convention"); 

2. Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment 

on Matters Specific to Aircraft Equipment(" Aircraft Protocol'? keduanya 

pada 16 November 2001. 

Convention dan Aircraft Protocol mempunyai tujuan : 

1. Pendayagunaan system "asset-based financing" untuk pengadaan pesawat 

udara secara intemasional dengan menciptakan satu aturan (uniform rules) 

yang menunjang sistem itu. 

2. Menciptakan kepastian hukum bagi kreditur, meredusir biaya kredit dan 

membuka peluang lebih luas bagi debitur (chargor, conditional buyer, 

lessee) untuk rnemperoleh sumber pembiayaan pengembangan industri 

penerbangan. 
<• 

3. Menetapkan satu rezirn intemasional untuk membentuk (creation), 

pendaftaran (registration), penegakan ( enforcement) dan perlindungan 

(protection) dari kepentingan intemasional (international interests) yang 

dilekatkan pada pesawat udara (aircraft object). 
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Kepentingan internasional (International Interest) yang dibentuk dan 

diatur dalarn Convention dan Aircraft Protocol adalah kepentingan (interest) 

yang timbul dari satu persetujuan (agreement) yang bisa berbentuk 

(1). Persetujuanjarninan (Security Agreement) 

(2). Persetujuan pengikatan hak (The reservation agreement), atau 

(3). Persetujuan sewa guna usaha (leasing agreement). 

International interest seperti tersebut di atas hanya sepanjang yang 

dilekatkan pada peralatan bergerak (mobile equipment) dalam kategori 

"aircraft objects" yang mencakup (1) airframes (rangka pesawat udara); (2) 

aircraft engines (mesin pesawat udara) dan (3) helicopters (helikopter). Pasal 

1 Air Craft Protocol memberi batasan-batasan teknis lebih lanjut dari ke-tiga 

macaw "aircraft objects". 

Article 3 Convention menetapkan sifat intemasional dari transaksi 

bahwa debitur harus berkedudukan di Negara Anggota Convention dan 

Aircraft Protocol, sedangkan kreditur boleh dari pihak yang berkedudukan di 

,Juar anggota konvensi/protocol. 

Artikel 7 Convention menetapkan persyaratan formal dan 3 (tiga) 

macarn agreement yang melahirkan international interest yang akan 

dilindungi oleh Convention. Dengan demikian international interest 

diciptakan oleh Convention dan Aircraft Protocol itu sendiri sebagai satu 
-~ 

aturan yang sui generis, tidak terikat dengan aturan hukum privat sesuatu 

negara (national law). 

Sebagai bagian dari pembentukan aturan Kepentingan Intemasional 

yang sui generis, Convention dan Aircraft Protocol menyediakan ketentuan 
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enforcement dalarn bentuk serangk:aian ketentuan pemulihan bila terjadi wan 

prestasi (default remedies) bagi kepentingan kreditur. Rangk:aian ketentuan 

pemulihan ini dibuat effisien, dengan tenggang waktu yang dipercepat 

dibandingk:an dengan prosedur hukurn yang umumnya berlaku dalarn proses 

kepailitan (insolvency) secara domestic. Karena itu negara-negara penyusun 

Konvensi dan Protokol menyadari, bisa jadi akan timbul rasa bahwa tradisi 

dan kebanggaan hukum mereka terlangk:ahi oleh aturan intemasional itu 

maim diciptakanlah aturan Pemyataan (Declaration) dan Negara-Negara 

sewaktu meratifikasi Konvensi dan Protokol apakah mau bergabung dengan 

regim yang sui generis itu atau tetap pada aturan nasional mereka. 

Upaya pemulihan atas wan prestasi (Default Remedies) terdapat dalam 

Bab III Convention. Article 8 dan 9 mengatur pemulihan untuk kepentingan 

Kreditur pada transaksi "Persetujuan Jarninan" (security agreement). 

Sedangk:an Article 10 mengatur pemulihan untuk kepentingan penjual 

bersyarat atau pemberi sewa guna ( dalarn conditional sale atau leasing). 

p). Bagi pemegang hak tagih (chargee) dalarn suatu security agreement, 

pemulihan bisa mencakup penguasaan atau pengendalian obyek yang 

dibebani hak tagih; menjual atau melangsungkan sewa; atau memungut 

pemasukan dan pengelolaan objek yang dibebani hak tagih. (Tunduk 

pada pemyataan (Declaration Opt-In) yang dibuat Negara anggota sesuai 
"' 

Article 54). 

(2). Bagi conditional seller atau lessor, upaya pemulihan diatur dalam Article 

10; yaitu mengakhiri persetujuan dan menguasai atau mengendalikan 

obyek yang terkait persetujuan (tunduk pada Declaration sesuai Article 
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54). 

Selain upaya pemulihan atas wan prestasi tersebut, dalam Article 13 

diatur pemberian putusan sela menunggu putusan tetap (Relief Pending Final 

Determination), yaitu kreditur bisa mendapatkan putusan sela dan pengadilan 

dalam salah satu atau lebih penetapan : 

a). Perlindungan terhadap objek dan nilainya. 

b). Penguasaan pengendalian atau pengawasan atas objek; 

c). Larangan memindahkan objek 

d). Menyewa guna usahakan. 

(Tunduk pada Deklarasi berdasarkan Article 55). 

Article 13 Convention bersama Article X Aircraft Protocol dinilai arnat 

penting dari sisi pertimbangan ekonornis. Tetapi bisa menimbulkan issue 

politik, karenanya Negara-Negara diberi diskresi untuk menerima klausula 

putusan sela itu atau tidak menerima melalui sistem Deklarasi (Article 55 

Convention). 

Default Remedies and Remedies on Insolvency (Aircraft Protocol), 

dalarn upaya pemulihan hila teijadi wan-prestasi untuk kepentingan kreditur 

yang diatur dalam Chapter III Convention, ditambah oleh Aircraft Protocol 

dalarn Article lX dengan 2 (dua) macam upaya: 

(1 ). Penghapusan pendaftaran pesawat udara. 

(2). Ekspor dan pemindahan fisik obyek pesawat udara dan wilayah dirnana 

pesawat udara itu berada. 

Otoritas pendaftaran di suatu Negara peserta Konvensi dan Protocol 

wajib memenuhi pennintaan upaya (1) dan (2) tersebut yang diajukan 
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kreditur setelah mendapat persetujuan Debitur, dan apabila diajukan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi dan protocol. 

Article XI Protocol mengatur Remedies on Insolvency. Apabila terjadi 

kepailitan atau peristiwa yang mengarah pada kepailitan pihak debitur, sama 

halnya apabila terjadi Wan prestasi (Default), diadakan ketentuan-ketentuan 

pemulihan yang khusus untuk melindungi kepentingan Kreditur. Special 

insolvency Regime tersebut telah dirancang khusus oleh Insolvency Working 

Group, pada saat konvensi dan protocol dirancang. Hal itu menjelaskan 

betapa pentingnya klausula pemulihan dalam hal kepailitan dari sisi 

pertimbangan ekonomi di satu pihak, dan sifat politik yang mungkin 

menimbulkan resistensi dari Negara-Negara pada sisi yang lain. 

K.lausula dalam Article XI yang berisi pilihan Alternatif A atau 

Altematif B yang akan diambil· Negara-Negara adalah hasil akhir dan 

Insolvency Working Group. Negara mempunyai diskresi untuk terikat atau 

tidak dengan Article XI melalui pilihan Deklarasi [Article XXX (3)]. 

' 
Alternatif A berisi ketentuan-ketentuan yang lebih keras dalam 

menerapkan prosedur pemulihan dalam hal kepailitan karena itu dinamakan 

"hard" or "rule-based" version. 

Alternatif B berisi ketentuan-ketentuan yang lebih bersifat 

discretional, karena itu dinamakan "soft" version Irrevocable De-regi~f"ation 

and Export Request Authorisation (IDERA), yang diatur dalam Article XIII 

adalah kelengkapan dan Article IX yang memberikan tambahan pemulihan 

kepada kreditur dengan meminta de-registrasi dan export pesawat udara. 

Tanpa IDERA, klausula tambahan pemulihan karena wan-prestasi tersebut 
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tidak mungkin bisa dilaksanakan. 

Dan yang lebih istimewa, pemegang hak jaminan kebendaan pesawat 

udara dalam hal ini kreditur atau "Pihak yang diberi kuasa" mendapat "surat 

kuasa!IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization)" 

yang tidak dapat dicabut kembali tanpa izin kreditur dari Debitur, sehingga 

apabila debitur tersebut wan prestasi, maka kreditur dapat memohon kepada 

Departemen Perhubungan untuk menghapuskan tanda pendaftaran, tanda 

kebangsaan dan permohonan Export, sehingga kreditur dapat menguasai 

barang jaminan dalam hal ini Pesawat Udara. 

Adapun Dasar Hukum dikeluarkannya Surat Kuasa untuk memohon 

penghapusan pendaftaran dan ekspor yang tidak dapat dicabut kembali 

(IDERA) adalah : 

1. Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tanggal 

20 Pebruari 2007 untuk meratiflkasi Konvensi pada Kepentingan 

Intemasional dalam Peralatan Benda Bergerak (Konvensi Cape Town) dan 

' 
Protokol pada Konvensi Kepentingan Intemasional dalam Peralatan Benda 

Bergerak Mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat 

Udara. Komponen dari konvensi dan Protokol tersebut telah dimasukkan 

ke dalam Undang-undang Nomor I Tahun 2009 tentang Penerbangan. 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam Pasal ,., 

71 menje1askan bahwa pesawat udara adalah suatu objek yang dapat 

diperlakukan oleh kepentingan intemasional sesuai suatu persetujuan 

jarninan, persetujuan pengikatan hak atau persetujuan sewa guna usaha 
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3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 74 ayat 

(1) menjelaskan bahwa Debitur dapat mengeluarkan "Kuasa untuk 

Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat 

Dicabut Kembali (IDERA)" untuk pesawat udara yang memiliki Tanda 

Kebangsaan dan Pendaftaran Indonesia. 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 74 ayat 

(2) menjelaskan bahwa "Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran 

dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut Kembali (IDERA)"seperti yang 

disebutkan pada Pasal 74 Ayat (1) harus diketahui dan dicatat oleh Menteri 

Perhubungan dan tidak dapat dihapus tanpa izin dari Kreditur. 

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa dalam dunia perbankan 

sekarang ini masalah penjarninan pesawat udara masih belum jelas lembaga 

apa yang dapat digunakan oleh Kreditur apabila menerima pesawat udara 

sebagai jaminan hutang. Apabila di kaitkan dengan IDERA sebagaimana di 

sebutkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 2009, bahwa untuk dapat 

,dilaksanakannya "kepentingan internasional" dalam hal pesawat udara yang 

dijadikan jarninan hutang, dapat digunakan sarana eksekutorial melalui 

IDERA. 

Pemyataan diatas menimbulkan pertanyaan dalam dunia perbankan 

sejauh mana IDERA dapat dilaksanakan di Indonesia rneskipun Indonesia -
telah meratifikasi Cape Town Convention dan apakah ada kepastian hukum 

penggunaan IDERA jika para kreditur menerima penjaminan pesawat udara 

sebagai jarninan hutang. 
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Dalam Perjanjian Kredit, kreditur akan berusaha melakukan tindakan

tindakan yang dapat memaksa debitur melakukan kewajibannya atau upaya

upaya lain yang dapat membuat kreditur mendapatkan haknya, apabila 

debitur wanprestasi. Salah satu tindakan kreditur yang dimungkinkan 

berdasarkan Konvensi Cape Town adalah penghapusan pendaftaran pesawat 

dan melakukan ekspor pesawat udara dengan seketika dan tanpa memerlukan 

putusan pengadilan. Upaya ini dapat dilakukan kreditur berdasarkan Pasal 

XIII Protokol Cape Town untuk menjalankan upaya pemulihan yang dirniliki 

kreditur berdasarkan Pasal8 dan PasallO Konvensi Cape Town. Hal ini perlu 

dilakukan oleh kreditur untuk memastikan pesawat udara tersebut terus 

beroperasi sehingga dapat menghasilkan uang. Namun karena pasar bagi 

pesawat tersebut di dalam negeri biasanya sangat sedikit maka kreditur perlu 

menariknya keluar dari wilayah Indonesia, sehingga dapat ditawarkan kepada 

pembeli yang berminat dan didaftarkan di negara lain. 

Pada dasamya deregistrasi pesawat udara hanya dapat dilakukan oleh 

yerniliknya yang sah karena pembatalan pencatatan (deregistration) atas 

pesawat udara wajib diajukan oleh pemegang tanda daftar pesawat/ debitur. 

Selain itu dalam mengajukan permohonan deregistrasi harus diserahkankan 

bukti-bukti yangmemuaskan pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, 

dimana pihak-pihak yang tercatat narnanya (pernilik dan debitur2 telah 

menyetujui rencana deregistrasitersebut. Atau dengan kata lain hampir 

mustahil kreditur dapat mengajukan deregistrasi tanpa bantuan dari debitur, 

pada saat debitur telah melakukan wanprestasi. Maka untuk mengantisipasi 

kendala dalam melakukan deregistrasi tersebut, sebelum dilaksanakannya 
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penyerahan atas pesawat udara, debitur wajib menyerahkan surat kuasa yang 

tidak dapat dicabut kembali untuk memberikan kuasa pada kreditur g~ma 

melaksanakan deregistrasi dan ekspor pesawat udara (Irrevocable 

Deregistration and Export Request Authorization) ketika debitur wanprestasi. 

Serta surat dari debitur kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang 

menyatakan bahwa debitur tidak berkeberatan untuk dilakukan deregistrasi 

atas pesawat udara dalam hal debitur dinyatakan wanprestasi oleh kreditur. 

Tata cara ini yang kemudian diadopsi oleh Undang-undang Penerbangan, 

dimana ditentukan bahwa debitur dapat menerbitkan kuasa memohon 

deregistrasi kepada kreditur untuk memohon penghapusan pendaftaran dan 

ekspor atas pesawat terbang atau helikopter yang telah memperoleh tanda 

pendaftaran. 

Agar IDERA dapat segera dilaksanakan di Indonesia maka Menteri 

Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 

Tahun 2009 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 

Jentang Pendaftaran Pesawat Udara (Pennen Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil) dan kemudian untuk mengatur lebih lanjut ketentuan 

tersebut maka Direktur/Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan Staff 

Instruction 47-02 Tentang Kuasa Untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran 

dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut Kembali (Irrevoacble Deregi!tration 

and Export Request Authorization). 

Tujuan dari adanya IDERA adalah mempennudah birokrasi penarikan 

pesawat dari wilayah Indonesia dengan cara memberikan kewenangan kepada 

kreditur (penerima kuasa) untuk melakukan penghapusan pendaftaran 
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pesawat di Indonesia dan melakukan pemindahan pesawat keluar dari wilayah 

Indonesia apabila debitur (pemberi kuasa) wanprestasi. Kuasa ini secara 

langsun memberikan jarninan kepada kreditur bahwa pesawatnya masih dapat 

beroperasi. Hal ini dilatarbelakangi keadaan dimana sebelum adanya ratifikasi 

terhadap Konvensi Cape Town, kreditur selalu mengalarni kesulitan untuk 

melakukan penarikan pesawat dari wilayah Indonesia ketika debitur 

wanprestasi, diperlukan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bagi 

kreditur untuk dapat memperoleh kembali pesawatnya. Dan ketika 

mendapatkan pesawatnya, nilai pesawat tersebut telah sangat jatuh sehingga 

menirnbulkan kerugian bagi kreditur. Karena adanya resiko tersebut maka 

biasanya kreditur membebankan biaya asuransi yang sangat besar kepada 

perusahaan penerbangan Indonesia (debitur). Perlindungan dari IDERA 

terhadap kreditur hanya diberikan oleh pemerintah apabila IDERA tersebut 

telah didaftarkanldicatat oleh Menteri Perhubungan. Hal yang juga harus 

diperhatikan adalah pencatatan IDERA hanya dapat diberikan atas pesawat 

udara yang telah terdaftar dalarn Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia 
0 

(Daftar Pesawat Udara). 

Kementerian Perhubungan menentukan bahwa permohonan pencatatan 

IDERA harus dibuat oleh debitur dalam bentuk formulir permohonan yang 

disebut "DAC Form 47-:XX" (Aplikasi untuk Pencatatan Deregistrasi dan -
Otorisasi Permintaan Ekspor (IDERA)) yang telah disediakan. Formulir 

tersebut berisi keterangan mengenai objek IDERA yaitu tipe pesawat, nomor 

seri, tanda pendaftaran dan nomor registrasi, juga nama dan alarnat debitur 

yang memberikan otorisasi, serta nama dan alarnat kreditur sebagai pihak 
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yang menerirna otorisasi. Sebagai surat kuasa khusus, dalam IDERA harus 

disebutkan dengan je!as kewenangan apa saja yang diberikan oleh debitur 

kepada kreditur, seperti: mengupayakan penghapusan pendaftaran pesawat 

udara; dan mengupayakan ekspor dan pemindahan fisik pesawat udara dari 

wilayah dimana pesawat udara tersebut berada.366 

Formulir DAC Form 47-X::X yang telah diisi sebelum diserahkan harus 

dilengkapi dengan dokumen-dokurnen berupa: 

1. Salinan Sertifikat Pendaftaran Pesawat 
2. Salinan referensi IDERA, apabila: 

a. Debitur adalah penyewa guna usaha maka buktinya berupa 
Persetujuan Sewa Guna Usaha Pesawat; atau 

b. Debitur adalah pihak-pihak yang menerirna hak tagihl mortgagee 
maka buktinya berupa Salinan Persetujuan Jaminan Pesawat; atau 

c. Debitur adalah pembeli bersyarat maka buktinya berupa salinan 
Persetujuan Pengikatan Hak.367 

Formulir DAC Form 47-X::X tersebut harus ditanda-tangani oleh orang 

yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum itu. Setelah lengkap 

semua permohonan tersebut diserahkan kepada Kementerian Perhubungan, 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Sub-Direktorat Produk 

Aeronautika. Setelah menerima permohonan pencatatan IDERA, Inspektor 

akan melakukan penelaahan terhadap Aplikasi DAC Form 47-X::X yang 

berkaitan dengan objek IDERA seperti: 

a. tipe pesawat, nomor seri, tanda pendaftaran dan nomor registrasi; 

b. Debitur yang memberikan otorisasilkuasa seperti nama dan alamat; ,._ 

c. Kreditur sebagai pihak yang menerima otorisasi!kuasa berupa nama dan 

alamat; dan 

''"Fasal IX ayat (I) Protokol 
367Bab II, SI 47-02 
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d. referensi-referensi yang berasal dari Peijanjian Sewa Guna Usaha atau 

Peijanjian Jarninan atau Peijanjian Pengikatan Hak. 

Kepentingan terhadap objek pesawat udara yang rnernbawa pada 

penerbitan IDERA dapat rnuncul dari situasi dirnana dua atau lebih pihak yang 

terlibat dalarn Perjanjian Sewa Guna Usaha, Perjanjian Jarninan atau 

Peijanjian Pengikatan Hak Pesawat. Apabila pendaftaran IDERA ini terkait 

dengan Perjanjian Jarninan rnaka evaluasi harus dilakukan untuk rnenentukan: 

Debitur yang rnernberikan otorisasilkuasa adalah badan yang bertindak 

sebagai Pernberi Hak Tagih, dirnana nama dan alarnatnya adalah sarna dengan 

yang tertera pada form aplikasi. Kreditur sebagai pihak yang rnenerirna 

otorisasilkuasa adalah Penerirna Hak Tagih, nama dan alarnatnya adalah sarna 

seperti yang tertera pada form aplikasi. Dan apabila perrnohonan IDERA ada 

karena ada Perjanjian Pengikatan Hak rnaka: 

a. Debitur yang rnernberi otoritaslkuasa adalah Pembeli Bersyarat atas 

pesawat, dirnana nama dan alarnatnya adalah sarna dengan yang tertera 

' 
pada form aplikasi. 

b. Kreditur sebagai pihak yang menerirna otoritas!kuasa adalah Penjual 

Bersyarat, dirnana nama dan alarnatnya adalah sarna dengan yang tertera 

pada form aplikasi. 

Inspektor juga rnelakukan penelaahan terhadap Sertifikat Pendaftaran 

Pesawat (Certificate of Registration) dengan rnencocokan data pada Daftar 

Pesawat Udara Sipil Indonesia yang ada pada Kementerian Perhubungan, 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk rnemastikan bahwa tidak 
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memiliki pencatatan IDERA sebelumnya.ll9 Itulab sebabnya mengapa banya 

pesawat yang telab terdaftar dalam Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia yang 

dapat dikabulkan permobonan pencatatan IDERA. 

Apabila dalam Daftar Pesawat Udara tidak ada catatan IDERA lain 

pada pesawat udara tersebut maka permobonan pencatatan IDERA dapat 

dikabulkan. Namun apabila ternyata terbadap pesawat udara tersebut telah ada 

pencatatan lOERA lain sebelurnnya maka petugas tersebut barus melapor 

kepada atasannya untuk mendapatkan disposisi lebih lanjut. Jika basil evaluasi 

Inspektor memberikan basil yang tidak memuaskan maka barus didiskusikan 

dengan tingkatan manajemen yang lebih tinggi untuk mengambil tindakan 

selanjutnya. Apabila basil evaluasi rnemutuskan untuk menyetujui maka 

Inspektor tersebut barus menyiapkan Pemberitahuan Pencatatan IDERA untuk 

ditandatangani oleb Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat 

Udara atas nama Direktorat Jenderal Perbubungan Udara. Setelab penerbitan 

Pemberitahuan Pencatatan IDERA, Inspektor akan mencatat dalam Kartu 

petail Pesawat, DAC Form 47-2B. 

Atas pencatatan ini Pemobon akan menerima bukti berupa 

PernberitahuanPencatatan IDERA yang asli. Dengan adanya pencatatan ini 

maka kreditur yang namanya tercatat akan mendapatkan perlindungan 

berdasarkan Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town, ketika <?ebitur 

wanprestasi. Salah satu bak upaya pemulihan yang dimiliki oleb kreditur 

adalah melakukan penghapusan terbadap pendaftaran pesawat udara tersebut 

dari Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia dan kemudian membawanya keluar 

dari wilayab Indonesia untuk didaftarkan di negara lain. 
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Mengacu pada Undang-undang Penerbangan, kreditur merupakan satu-

satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penghapusan 

IDERA.368 Namun debitur sebenarnya juga dapat mengajukan permohonan 

penghapusan IDERA tapi harus dapat menunjukkan izin tertulis dari 

K.reditur/pihak yang diberi otorisasi!kuasa. Penghapusan pencatatan IDERA 

dilakukan dengan cara Pemohon harus membuat Surat Permohonan secara 

formal kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Saat menerima Surat 

Permohonan Penghapusan, Inspektor yang ditunjuk akan melakukan 

pemeriksaan. Apabila pemohon adalah kreditur atau pihak yang menerima 

otorisasi maka akan diperiksa Logbook untuk menentukan bahwa benar 

pemohon adalah pihak yang menerima otorisasi. Sedangkan apabila pemohon 

adalah debitur maka petugas pemeriksa juga akan memeriksa Logbook untuk 

memastikan bahwa izin tertulis telah diperoleh dari kreditur/pihak yang 

menerima otorisasi.369 Dalam hal evaluasi memberikan hasil memuaskan 

maka petugas pemeriksa akan: 

0 
a. Menyiapkan Surat Pemberitahuan Penghapusan IDERA untuk 

ditandatangani oleh Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian 
Pesawat Udara atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 

b. Mengirim Surat Pemberitahuan Penghapusan IDERA kepada 
Pemohon. 

c. Membuat status pada Logbook Pencatatan IDERA dan Kartu 
Detail Pesawat, DAC Form 47-2B bahwa pencatatan IDERA 
terse but telah dihapus. 370 

Perlindungan bagi kreditur dengan diratifikasinya Konven5.i Cape 

Town oleh Indonesia adalah: 

363Pasal 74 ayat (4) UU Peneibangan 
369Bab IV angka (3) SI 47-02 
37"Bab IV angka (4) SI 47-02. 
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a. Setiap upaya yang ditentukan dalam Konvensi terhadap kreditur yang 

tidak ditentukan memerlukan bantuan pengadilan, dapat dilaksanakan 

tanpa bantuan atau pemberitahuan kepada pengadilan; 

b. Para pihak bebas menentukan syarat dan ketentuan yang berlaku diantara 

para pihak serta pilihan hukum yang berlaku terhadap perjanjian yang 

mereka buat; dan 

c. Penerima kuasa dalam IDERA adalah satu-satunya pihak yang berwenang 

untuk melaksanakan hak-haknya berupa mengupayakan penghapusan 

pendaftaran pesawat udara dan mengupayakan ekspor dan pemindahan 

fisik objek pesawat udara dari wilayah dimana pesawat udara tersebut 

berada 

d. Pihak Perhubungan Udara yang melakukan pencatatan pesawat udara dan 

instansi-instansi terkait lainnya seperti Direktorat Bea dan Cukai, 

Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri yang berdasarkan 

peraturan yang berlaku harus dirnintakan persetujuannya dalam rangka 

0 
ekspor pesawat udara harus bekerja sama dan membantu pihak yang 

diberi kuasa dalam IDERA. 

Apabila dibaca sekilas memang terlihat bahwa ketentuan dalam 

Konvensi Cape Town ini sangat melindungi kepentingan kreditur yang 

sebagian besar adalah pihak asing, namun menurut Priti Suri dan"" Aditya 

Gupta manfaat ratifikasi Konvensi Cape Town bagi negara berkembang antara 

lain: 

a. Aircraft 17UJnufacturers and suppliers will be able to get access to 
expanded markets, higher output and sales levels as because of 
reduced rate of interest many more airline operators/individuals 
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will opt for procurement of aircrafts. This will propel the demand 
for new aircrafts; 

b. Airlines will be benefited by reducing financing costs and 
providing greater access to finance; 

c. Governments will gain by reducing debt levels where government 
is lending the money to purchase the aircraft through guarantees 
and reducing risk, and eliminating providing counter guarantees to 
international financial institutions in the long run; 

d. Investors will be able to get higher returns on investments as banks 
have assurance of secured debt; 

e. Passengers will be able to get cheaper air tickets as interest 
amount payable has to be factored in the ticket prices, reduction in 
interest payment amount will be passed down to the passengers 
and there will be increased frequency of flight services with more 
. rft b . . d t d 37 I azrcra s emg m uc e . 

Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, Cape Town 

Convention 2001 dan IDERA, masalah pengikatan jaminan dengan obyek 

pesawat udara te1ah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 

diharapkan dapat memenuhi unsur kepastian hukum dalam pe1aksanaannya 

dan tidak tetjadi tumpang tindih dalarn penerapan hukum yang berlaku. 

C. Perspektif Penjaminan Pesawat Udara Sebagai Jaminan Kredit Dalam 

JUngka Pembangunan Hukum Jaminan di Indonesia 

Perkembangan kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonorni dan 

perkembangan perkreditan dalarn rnasyarakat Indonesia sekarang rnemerlukan 

bentuk-bentuk jaminan baru, disarnping bentuk jaminan yang telah diatur 

dalam perundang-undangan, kebutuhan rnasyarakat memerlukan ,,?entuk 

jaminan dimana debitur dapat rnernperoleh kredit dari kreditur dengan 

371Priti Suri dan Aditya Gupta, "Cape Town Convention - Impact On Financing The Big 
Bird", Aviation Bulletin II, (April2007). 
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menjaminkan benda bergerak namun debitur tetap dapat menguasai benda dan 

memakainya untuk kepentingan usahanya. 

Berbicara tentang Jaminan, umumnya selalu dihubungkan dengan 

pemberian kredit. Suatu lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, 

termasuk lembaga pembiayaan, didalam memberikan kredit tau pembiayaan 

umumnya meminta jarninan kepada debitur. Jarninan yang dimaksud disini 

bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. 

Saat ini Indonesia mengenal hak jaminan kebendaan yang 

pengaturannya didasarkan pada jenis-jenis benda yang menjadi jaminan 

terhadap hutang. Jenis-jenis benda tersebut adalah benda bergerak yang dibagi 

menjadi benda bergerak bertubuh dan benda bergerak tidak bertubuh, serta 

benda tidak bergerak, masing-masing jenis benda tersebut diikat sebagai 

jaminan dengan menggunakan lembaga yang berbeda. Menurut sifatnya, 

jarninan dibagi menjad.i dua, pertama, jaminan bersifat umum yaitu jaminan 

yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta 

gebitur, seperti diatur d.i dalam Pasal 1131 B. W. terse but, kedua, jaminan 

bersifat khusus, merupakan jarninan dalam bentuk penunjukan atau 

"penyerahan" barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pe1unasan 

kewajiban atau utang debitur kepada kreditur tertentu dan hanya berlaku untuk 

kred.itur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. 37
:, 

Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang 

diselenggarakan d.i Y ogyakarta J uli 1977 disimpulkan pengertian J aminan 

372 Gunawan Widjaja &Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Seri Hukum Bisnis, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2001, him. 75-76 
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adalah: menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang 

yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu hukum jaminan erat 

sekali hubungannya dengan hukum benda-benda.373 

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat I (1) Surat Keputusan Direksi Bank 

lndobesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jarninan 

Pemberian menyatakan bahwa: "Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas 

kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Pendapat yang lain mengenai jaminan, dikemukakan oleh 

Hadisoeprapto sebagai berikut: "jarninan kredit adalah segala sesuatu yang 

diberikan oleh kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan 

memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu 

perikatan374. 

Kartono menyatakan bahwa "Jaminan dalam suatu pemberian kredit 

merupakan suatu usaha dari kreditur untuk memperkuat kedudukannya 

sebagai kreditur dalam arti mendapat Jaminan yang lebih kuat walaupun hak-

jJ.ak kreditur pada umurnnya sudah dijamin oleh kekayaan debitur baik yang 

telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, sesuai dengan ketentuan 

Pasal 1131 dan ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata".375Adapun selengkapnya dari ketentuan Pasal 1131 danPasal 1132 

KUH Perdata dimaksud adalah sebagai berikut : 

373Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Ban Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia, 
Alumni Bandung, 1987. him. 227-265. 

374Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty 
Yogyakarta, 1984. him 50. 

375Kartono, Hak-hak Jaminan Kredit. Cetakan Kedua, PradnyaParamita, Jakarta, 1977. 
him. II 
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Pasal 1131 KUH Perdata : Segala kebendaan siberutang, baik yang 
bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun 
yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala 
perikatan perseorangan. 

Pasal 1132 KUH Perdata: Kebendaan tersebut menjadi jaminan 
bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan 
kepadanya,pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut 
keseirnbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, 
kecuali apabila diantara orang-orang yang berpiutang itu ada alasan
alasan yang sah untuk didahulukan. 

Dari pengertian jaminan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dipahami konsepsi jaminan sebagai berikut: difokuskan pada 

pemenuhan kewajiban kepada kreditur, wujud jaminan ini dapat dinilai 

dengan uang Gaminan materiil), tirnbulnya jaminan karena adanya perikatan 

antara kreditur dengan debitur, keyakinan kreditur atas kesanggupan debitur 

untuk melunasi hutangnya. 

Dalam konteks pemberian kredit, menurut Sutan Remy Sjahdeini, 

jarninan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah untuk 

diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari 

Jmtang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan 

debitur.376Sesungguhnya keberadaan jarninan merupakan prasyarat untuk 

memperkecil risiko kreditur dalam penyaluran kredit Sebagai langkah 

antisipatif dalam menarik kembali kredit atau pembiayaan yang telah 

diberikan kepada debitur, jaminan hendaknya dipertirnbangkan dua faktor, ·-
yaitu: 

1. Secured, artinya jarninan kredit dapat diadakan pengikatan secara 
yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hu.lrum dan perundang-

376Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Azas-azas, Ketentuan- Ketentuan Pokok dan 
Masalahyang Dihadapi oleh Perbankon, Alumni, Bandung, 1999. him. 132. 
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undangan. Jika kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, 
maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan 
eksekusi. 

2. Marketable, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat 
segera diiual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban 
debitur.377 

Kredit yang diberikan selalu diamankan dengan jaminan kredit dengan 

tujuan untuk menghindarkan adanya risiko debitur tidak membayar hutangnya. 

Apabila debitur oleh karena sesuatu sebab tidak mampu melunasi hutangnya 

maka kreditur dapat menjual atau menutup hutang dari hasil penjualan 

jarninan tersebut. 

Menurut Subekti, jaminan yang dapat dianggap baik (ideal), apabila: 

1. Secara mudah dapat membantu perolehan kredit oleh yang 
memerlukan. 

2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pemberi kredit untuk 
melakukan (meneruskan) usahanya 

3. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa 
barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila 
perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasiutangnya si penerima 
(pengambil) kredit378

. 

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas maka fungsi jaminan 

p.dalah memberikan hak dan kekuasaan terhadap kreditur untuk mendapatkan 

pelunasan dari basil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur 

tidak melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan. "Kredit yang didukung 

dengan jaminan disebut secured loans sedangkan kredit yang tidak didukung 

dengan jaminan disebut unsecuredloans ". 379Menurut Sutamo, jamin~ kredit 

berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk 

377Johannes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian 
Kredit Bermasalah, Refika Aditama, Bandung, 2004, him. 71. 

378Soebelcti, Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut 
Hukum Indonesia, CitraAditya Balcti, Bandung, 1996. him. 73. 

'"Muhanunad Djumhana, 1993, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra AdityaBakti, 
Bandung, 1993. him. 76. 
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mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut 

hila debitur tidak melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan. 380Sementara 

Suyatno menyatakan bahwa kegunaan jaminan kredit adalah: 

I. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk 
mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan 
cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu 
yang ditetapkan dalam petjanjian. 

2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk 
membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan 
usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau 
perusahaan dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan 
untuk berbuat demikian dapat diperkecil. 

3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, 
khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat
syarat yang telah disetujui agar debitur dan/ataupihak ketiga yang 
ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang dijaminkan kepada 
bank.381 

Dengan demikian keberadaan jaminan mempunyai kedudukan dan 

manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. 

Keberadaan jaminan dapat memberikan manfaat baik bagi kreditur maupun 

debitur. Bagi debitur, dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh 

fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam pengembangan usaha yang 

' dijalankannya, karena sudah tersedia modal yang memadai sesuai dengan 

kebutuhannya. Dengan modal yang diperoleh melalui fasilitas kredit itu 

debitur dapat menjalankan bisnisnya dengan lancar. 

Manfaat jaminan bagi kreditur, mencakup terwujudnya keamanan 

transaksi dagang yang ditutup dan memberikan kepastian hukuin bagi 

380Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, PT. Gramedia Pustaka Utama., Jakarta, 
1999. him. 88. 

381Ibid 
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kreditur.382 Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum untuk 

menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Apabila debitur 

tidak mampu dalam pengembalian pokok kredit dan bunga, maka bank dapat 

melakukan eksekusi terhadap benda jaminan. 

Secara garis besar, j aminan diatur dalam peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut : 

' 

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi 

kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya. 

2. Hak jaminan merupakan hak aksesoir terhadap perjanjian pokok 

yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang 

dijamin itu ialah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan 

debitur, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka per-

janjian hakjaminan derni hukum berakhir pula. 

3. Hak jarninan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak 

jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jarninan itu 

bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit 

oleh pengadilan. 

4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atau real right artinya hak 

jarninan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu 

mengikuti benda tersebut kepada siapa pun juga benda -~eralih 

kepemilikannya atau droit de suite. Sifat kebendaan dari hak 

jarninan diatur dalam Pasal 528 B.W. 

382Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. 
hlm 31. (selanjutnya disebut Munir Fuady Ill). 
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5. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh 

untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur 

pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik 

berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan 

yang diberikan Undang-undang, benda yang dibebani dengan hak 

jaminan tersebut, dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi 

piutangnya kepada debitur. 

6. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku 

bagi pihak ketiga, terhadap hak jarninan berlaku asas publisitas. 

Artinya, hak jarninan tersebut harus didaftarkan di kantor 

pendaftaran hakjarninan yang bersangkutan.383 

Khusus untuk pesawat udara yang dijadikan obyek jarninan perikatan hutang 

asas yang terpenting yang harus dipenuhi adalah asas universal artinya 

jarninan tersebut harus diterima oleh dunia intemasional khu5usnya negara-

negara yang telah meratiflkasi cape town convention. 

0 
Untuk dapat menerapkan lembaga jaminan yang tepat bagi pesawat 

udara, sebagaimana judul desertasi penulis yaitu Perjanjian Jaminan Dalam 

Perjanjian Kredit Dengan Obyek Pesawat Udara Dikaitkan dengan IDERA, 

terlebih dahulu harus dimengerti pembagian jenis benda dan hak kebendaan 

menurut berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat ?_iarnbil 

suatu kesimpulan yang tepat memakai lembaga jarninan apa jika pesawat 

udara menjadi obyek jarninan kredit. 

383 Sutan Remy Sjandeni, Hak Jaminan dan Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.ll, 
2000, hlm.7 
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Sampai saat ini Indonesia belum mengganti ketentuan tentang hukum 

benda meskipun sudah ada beberapa rancangan undang-undang mengenai 

hukum benda, karena belum ada ketentuan barn sebagai landasan dasar hukum 

benda, Indonesia masih menggunakan Buku II KUHPerdata (Burgerlijke 

Wetboek!BW) 8.1847 Nomor 23 sebagai dasar ketentuan umum tentang 

hukum benda pada umurnnya. 

Peraturan yang berlaku untuk benda lainnya bukan tanah, selain diatur 

dalam KUHPerdata Buku II, juga diatur dalam berbagai peraturan 

perundangan antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1998 tentang Fidusia, undang-

undang tentang Hak Mi1ik Inteketual, dan perundangan lain. Sedangkan 

peraturan yang mengatur hukum benda khusus benda tanah diatur dalam 

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan dalam 

Buku II KUHPerdata, sepanjang belum dicabut dengan UUP A. 

Sistematika hukum benda dalam Buku II KUHPerdata bersifat 

tertutup, artinya tidak dapat diadakan hak-hak kebendaan baru diluar yang 

telah diatur dalam undang-undang.384 Oleh karena itu bentuk-bentuk hak 

kebendaan dalam KUHPerdata bersifat mutlak dan limitatif. Dalam 

KUHPerdata ditemukan dua istilah yaitu benda (zaak) dan barang (goed). 

Pada umumnya yang diartikan dengan benda (zaak) ialah sega1a sesua~ yang 

dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi obyek hukum atau menjadi 

384 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasiona/, Alwnni, 
Bandung, 1977, hlm. 5. 
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hak milik (pasal499 KUHPerdata)385• Benda (zaken) terdiri atas barangfbenda 

dan hak-hak kebendaan. Pengertian Benda secara luas adalah segala sesuatu 

yang dapat dimiliki dengan hak milik (Eigendom) atau segala sesuatu yang 

dapat menjadi objek hak milik, dengan demikian semua benda hidup atau 

mati, benda tanah atau bukan tanah, bergerak atau tidak bergerak, berwujud 

atau tidak berwujud yang dapat dikuasai dengan hak milik adalah benda. 

Pembedaan atas benda terdaftar dan tidak terdaftar merupakan perkembangan 

yang terjadi pada negara-negara maju seperti Belanda, lnggris, Arnerika dan 

sebagainya. 

Dalam BW Belanda Baru (NBW) disebutkan benda terdaftar adalah 

benda yang terdaftar pada tempat pendaftaran umum atau register umum 

(openbare register), pendaftaran merupakan unsur mutlak bagi benda tersebut 

karena memiliki aspek publisitas dan merupakan pembuktian kepemilikan atas 

benda tersebut. Meskipun KUHPerdata tidak mengenal pembedaan benda 

terdaftar dan tidak terdaftar, narnun di Indonesia dalam praktek dikenal adanya 

benda terdaftar seperti tanah, kapal !aut dan pesawat udara. 
' 

Hak kebendaan memiliki sifat absolut (right in rem) yaitu mengikat 

setiap orang dengan ciri-ciri sebagai berikut: dapat dipertahankan terhadap 

siapa saja, orang yang bersangkutan dengan benda mempunyai hak dan 

kewenangan terhadap bendanya dan orang lain harus menghormati hak .i_tu. 

Peraturan hukum benda bersifat dualistis artinya peraturan hukum 

benda masih memberlakukan dua peraturan yaitu masih berlakunya Hukum 

385 Ibid, him. 9. 
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Adat dan masih berlakunya KUH Perdata beserta peraturan perundangan lain. 

Di dalam hukum adat dan UUP A benda dibedakan atas 386
: 

1. Benda Tanah (diatur dalam UUPA dan peraturan perundangan 
lain) hukum adat menempatkan tanah sebagai benda utama, karena 
itu dalam hukum adat tanah mempunyai kedudukan yang sangat 
istimewa karena mempunyai aspek spiritual. 

2. Benda lain selain tanah (secara umum diatur dalam Buku II KUH 
Perdata beserta undang-undang dan peraturan perundangan lain) 

Sedangkan dalam KUH Perdata mengenal berbagai jenis pembedaan 

benda yaitu bahwa benda dapat dibedakan antara lain: 

1. Benda berwujud dan tidak berwujud. 

2. Benda bergerak dan tidak bergerak. 

3. Benda yang ada dan benda yang akan ada 

4. Benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan. 

5. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. 

6. Benda yang habis karena pemakaian dan benda yang tidak habis karena 

pemakaian. 

Kemudian dalam perkembangannya di negara maju terdapat pembedaan 

antara benda atas nama dan tidak atas nama dan benda terdaftar dan benda 

tidak terdaftar. Dari kesemuanya itu KUHPerdata dan konsep negara maju 

membedakan benda yang sangat penting adalah terdiri atas387
: 

1. Benda bergerak (roerend goed) 
a. Benda bergerak berwujud 
b. Benda bergerak tidak berwujud 

2. Benda tidak bergerak (onroerend goed) 

386 Sri Soedewi Masychun Sofwan, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1975, him. 36. 
387 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda lain yang 

me/ekat pada Tanah dalam Konsepsi, Penerapan Asas Horisontal, Citra Aditya, Bandung, 1996, 
him. 100. 
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3. Benda tidak bergerak (immovables). 
4. Benda terdaftar 
5. Benda tidak terdaftar. 

Keberadaan pesawat udara sebagai suatu benda apabila hendak dikaji 

dari pembagian benda yang dikenal oleh BW, khususnya yang menyangkut 

pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai salah satu 

pembagian jenis benda, dapat dikualifikasi sebagai jenis benda bergerak. Hal 

ini memang tepat kalau sekedar dilihat dan diamati dari segi lahiriah, namun 

bilamana ukuran ini yang dipakai, maka setiap pesawat udara akan dianggap 

sebagai benda bergerak dan dapat dikenai ketentuan-ketentuan tentang benda 

bergerak. Padahal pesawat udara sebagai benda modal dalam ruang lingkup 

industri penerbangan, baru bisa berfungsi kalau pesawat udara tersebut 

didaftar terlebih dahulu dalam register penerbangan. Sedang pesawat udara 

yang belum atau tidak didaftar tidak dapat berfungsi sebagai benda dalam 

pengertian komersial. Oleh karena itu, mengingat keberadaan pesawat dalam 

bidang industri penerbangan memerlukan pendaftaran sebagaimana 

diharuskan oleh undang-undang, menjadi tidak relevan lagi jika hanya 
' 
dikatagorikan sebagai benda bergerak, sehingga lebih tepat pesawat udara 

dikategorikan sebagai benda bergerak ter~88• Sedangkan para ahli 

hukum udara berpendapat bahwa pesawat udara adalah termasuk dalam 

kategori benda bergerak (moveable property) yang mempunyai excptional 

388 Moch Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, Dhanna Muda, Surabaya, 1996, 
hlm.l46. 
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status sebagai benda bergerak yang diatur secara khusus atau dinarnakan 

sebagai "moveable property sui generis "389
. 

Ketentuan mengenai lembaga jarninan pesawat terbang telah diatur 

dalarn Pasal 9, 10, dan 12 UU No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan 

mengenai pendaftaran dan kebangsaan pesawat terbang serta lembaga jarninan 

pesawat terbang. Pasal 9 UU No.15 Tahun 1992 menyebutkan bahwa pesawat 

terbang yang akan dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda 

pendaftaran Indonesia. Dalarn hal ini, tidak semua pesawat terbang dapat 

mempunyai tanda pendaftaran Indonesia, kecuali pesawat terbang Sipil yang 

tidak didaftarkan di negara lain dan memenuhi salah satu ketentuan dan syarat 

dibawah ini: 

1. Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau dimiliki oleh Badan Hukum 

Indonesia; 

2. Dimiliki oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing dan 

dioperasikan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia 

' 
untuk jangka waktu pemakaian minimal 2 (dua) tahun secara terns 

menerus berdasarkan suatu perjanjian sewa beli, sewa guna usaha, atau 

bentuk perjanjian lainnya; 

3. Dimiliki oleh instansi pemerintah; 

4. Dimiliki oleh lembaga tertentu yang diizinkan pemerintah. 

Sesuai dengan ketentuan dalarn Pasal 10 UU No.15 Tahun 1992, 

pesawat terbang dan helikopter yang akan dioperasikan di Indonesia wajib pula 

389 Mieke Komar Kantaatmadja, Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia, 
Ditinjau dari Hukum Udara, Alwnni, Bandung, 1989, him. 47. 
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mempunyai tanda kebangsaan Indonesia. Tanda kebangsaan Indonesia 

dimaksud hanya akan diberikan kepada pesawat terbang dan helikopter yang 

telah mempunyai tanda pendaftaran Indonesia Persyaratan dan tata cara 

memperoleh dan mencabut tanda kebangsaan Indonesia bagi pesawat terbang 

dan helikopter dan jenis-jenis tertentu dari pesawat terbang dan helikopter yang 

dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki tanda kebangsaan Indonesia, akan 

diatur lebih lanjut dalarn Peraturan Pemerintah. 

Diterapkannya pendaftaran terhadap pesawat terbang, maka 

. memberikan sifat hak kebendaan yang kuat kepada pemilik dan hak itu 

mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada. Dalarn praktek, hal ini 

memberikan perlindungan yang kuat kepada pemilik, karena pemilik dapat 

mempertahankan haknya terhadap khalayak umum (publik). Secara yuridis 

pesawat terbang atau helikopter merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai 

jarninan pelunasan suatu utang (agunan) sepanjang pesawat terbang atau 

helikopter tersebut telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan 

Indonesia Hal tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. IS tahun 
' 

1992 tentang Penerbangan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: 

(1) Pesawat terbang dan helikopter yang telah mempunyai tanda 
pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani Hipotek. 

(2) Pembebanan Hipotek pada pesawat terbang dan helikopter 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran hipotek pesawat 
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalarn Peraturan 
Pemerintah. 

Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengikatan pesawat terbang dan helikopter dilaksanakan 

melalui pembebanan hipotik. Lalu timbul pertanyaan bagaimanakah tata cara 
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pendaftaran hipotik pesawat terbang dan helikopter dan lembaga manakah yang 

berwenang mencatat pendaftaran dan menerbitkan sertipikat Hipotik atas 

pesawat terbang dan helikopter. 

Berdasarkan penelitian, Peraturan Pemerintah yang mengatur 

mengenai pembebanan hipotik atas pesawat terbang sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 13 Ayat (3) UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan sampai 

saat ini belum direalisasikan, sehingga pelaksanaan pembebanan hipotik atas 

Pesawat Terbang masih belum jelas dan belum bersifat nasional, yang artinya 

tidak semua Dinas Perhubungan (yang nantinya diharapkan sebagai badan yang 

melakukan registrasi terhadap pembebanan Hipotik atas Pesawat Terbang) 

dapat menerima atau bersedia melakukan pencatatan terhadap pembebanan 

Hipotik atas pesawat terbang, atau dengan kata lain belum ada badan yang 

ditunjuk secara resrni sebagai badan yang berwenang melakukan registrasi 

terhadap pembebanan Hipotik atas pesawat udara, sebagaimana Kantor 

Pendaftaran Fidusia dalam hal pembebanan Fidusia, Kantor Pertanahan (BPN) 

dalam hal pembebanan Hak Tanggungan atau Kantor Syahbandar dalam hal 
0 

pembebanan Hipotik atas kapal. 

Mengingat peraturan pemerintah belum ada, lalu apakah pengikatan 

pesawat udara dapat diterobos dengan melakukan pengikatan Fidusia dan 

mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan mengingat pengikatan,!idusia 

dapat dilaksanakan terhadap benda-benda jaminan yang tidak dapat diikat Hak 

Tanggungan maupun hipotik. Walapun dalam ketentuan umum dalam Undang-

Undang No 42 tahun 1999 tentang Fidusia, pada Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan, 

bahwa yang dapat dibebani Fidusia salah satunya adalah benda yang 
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terhadapnya tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik, namun 

pasallklausul tersebut tidak serta merta berlaku bagi pesawat terbang, 

mengingat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No. 42 tahun 1999 tentang 

Fidusia telah secara tegas menyebutkan bahwa UU Fidusia tidak berlaku 

terhadap hipotik atas pesawat terbang. 

Dalam praktek perjanjian kredit yang dilakukan oleh perbankan 

dengan obyek pesawat udara sebagai jaminan kredit, pada saat ini masih 

menggunakan lembaga jaminan fidusia, hal ini disebabkan karena prosedur 

penjaminan pesawat udara dengan fidusia adalah lebih mudah dan lebih 

murah, dibandingkan dengan bentuk jarninan yang lain. Dan alasan yang 

utama ialah karena penjaminan dengan fidusia yang digunakan untuk benda 

bergerak, debitur tetap berhak menguasai bendanya dan tujuannya 

memperoleh kredit tercapai serta pihak bank pun tidak keberatan untuk 

menerimannya, cukup merasa aman dalam pemberian kredit, meskipun secara 

teoritis masih ada kemungkinan-kemungkinan kerugian dan resiko yang tidak 

menguntungkan bagi bank.390 

' 
Pelaksanaan penjarninan pesawat udara dalam praktek melalui 

lernbaga fidusia dilakukan oleh perbankan dikarenakan tidak ada 

pengaturan/ada kekosongan hukum (recht vakum) terhadap perjanjian 

jaminan dalam perjanjian kredit dengan obyek pesawat udara.~_Dunia 

perbankan rnelaksanakan penjarninan pesawat udara dengan cara menerima 

jarninan atas bagian-bagian pesawat udara saja rnisalnya mesin-mesin, sayap 

390 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Beberapa Masalah Pe/aksanaan Lembaga Jaminan 
Khususnya Fidusia didalam Praktek dan perkembanganrrya di Indonesia, Fakultas Hukum 
Universitas Gajah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta: 1977, hlm.76. 
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pesawat udara, ekor pesawat udara ataupun interior pesawat udara dan tidak 

melakukan penjaminan pesawat udara secara keseluruhan badan pesawat 

udara. Hal ini dilakukan perbankan dikarenakan dalam ketentuan Pasal 3 

ayat (3) UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia telah secara tegas 

menyebutkan bahwa UU Fidusia tidak berlaku terhadap Hipotik atas pesawat 

terbang. 

Berbeda dengan negara Belanda, dalam Nieuw Nederlands Burgerlijk 

Wetboek (NBW) selain digolongkan benda bergerak dan tidak bergerak, 

benda juga dikenal benda terdaftar dan juga benda tidak terdaftar. Dalam 

Pasal 3:10 NBW Harta Kekayaan Terdaftar adalah harta kekayaan yang 

pengalihannya membutuhkan pendaftaran pada pencatatan publik, dimana 

pendaftaran pada kantor pendaftaran publik merupakan suatu persayaratan 

yang ditentukan. Harta kekayaan terdaftar adalah semua benda tidak bergerak 

(pasal 3:89 NBW), kapal berlayar dan kapal navigasi di darat yang terdaftar 

(pasal8:199 NBW), pesawat udara terdaftar (pasal 8:1306 paragraf 1 NBW). 

Dengan demikian berarti Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (NBW) juga 
0 

memiliki baik benda terdaftar dan tidak terdaftar dan hak terdaftar maupun 

tidak terdaftar391
. Dalam Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (NBW) 

obyek hipotik adalah benda terdaftar, oleh karena pesawat udara adalah benda 

terdaftar maka penjarninarmya dilakukan dengan memakai lembaga hi~?tik. 

Untuk dapat menerapkan lembaga jarninan yang tepat bagi pesawat 

udara, sebagaimana judul desertasi penulis yaitu Perjanjian Jarninan Dalam 

391 The Netherlands New Civil Code/ Kitab Undang-Undang Hulrum Perdata Belandayang 
Baru, Henk Snijders (Leiden University) dan Jaap Hijma (Leiden University) , National Legal 
Reform Program, SMK Grafika Desa Putera, Jakarta. 
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Perjanjian Kredit Dengan Obyek Pesawat Udara Dikaitkan dengan IDERA, 

terlebih dahulu harus dimengerti pembagian jenis benda dan hak kebendaan 

menurut berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diambil 

suatu kesimpulan yang tepat memakai lembaga jarninan apa jika pesawat 

udara menjadi obyek jaminan kredit. Sarnpai saat ini Indonesia belum 

mengganti ketentuan tentang hukum benda meskipun sudah ada beberapa 

rancangan undang-undang mengenai hukum benda, karena belum ada 

ketentuan baru sebagai landasan dasar hukum benda, Indonesia masih 

menggunakan Buku II KUHPerdata (Burgerlijke Wetboek/BW) S.1847 

Nomor 23 sebagai dasar ketentuan umum tentang hukum benda pada 

umumnya 

Oleh karenanya Pemerintah harus segera melakukan 

' 

pembaharuan/addendum terhadap KUHPerdata mengenai ketentuan baru 

sebagai landasan dasar hukum benda. Usaha awal pembaharuan KUHPerdata 

telah dilakukan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan 

melakukan studi banding dengan pihak UNIDROIT, delegasi Indonesia di 

bawah pimpinan Masfiati Chaniago selaku Kepala Subdit Hukum Laut, 

Udara, Angkasa dan Hukum Lingkungan, dalarn pertemuan tersebut 

Pemerintah Indonesia membahas tentang Pesawat Udara sebagai jaminan 

hutang sehingga dapat menjadi suatu rekomendasi untuk terciptanya J?ranata 

hukum jaminan nasional sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Direktorat Hukum Intemasional dan Otoritas Pusat dalarn pengembangan 

hukum udara pada khususnya serta untuk melakukan perbandingan hukum 

mengenai aturan dan mekanisme Pesawat Udara sebagai jarninan hutang yang 
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berlaku di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Cape Town dan 

menyarnpaikan naskah tentang persoalan yang dihadapi Indonesia didalarn 

menyusun Rencana Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak 

jarninan pada pesawat udara, yang timbul dalarn suatu transaksi nasional. 

UNIDROIT memaharni masalah kekosongan hukum dalarn pengaturan 

penjarninan pesawat udara di Indonesia, dan memberi masukan sebagai 

berikut: 

1. UNIDROIT dapat memaharni posisi Indonesia, yang waktu meratifikasi 

Cape Town Convention dan Aircraft Protocol, yang mengatur 

kepentingan intemasional (international interest) dalarn peralatan 

bergerak (mobile equipment) yang dalarn hal ini adalah pesawat udara 

(aircraft equipment), belum mempunyai perangkat hukum nasional yang 

mengatur kepentingan nasional (national interest) pada pesawat udara (a 

set of national law regulating) 

2. Semula didalarn Nederlands Burgelijk Wetboek (Dutch Civil Code), tidak 

' 
ada ketentuan yang mengatur hak jarninan (hypothec) pada barang 

bergerak (mobile equipment) seperti pesawat udara Hipotik hanya bisa 

dikenakan pada barang tidak bergerak (immobile property) seperti tanah, 

dengan pengecualian kapal. Setelah Belanda meratifikasi "Geneve 

Convention on International Recognition of Rights in Aircraft of.J948", 

Belanda merivisi Civil Code-nya, dan memasukkan hak-hak jarninan yang 

dimuat dalarn Geneve Convention of 1948 ke dalarn Civil Code Belanda 

(Dutch Civil Code, Book 8, V Air Law, Title 8.15 the Aircraft). Diantara 

hak-hak jarninan (rights in rem) pada pesawat udara yang dimasukkan ke 
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dalam Civil Code Belanda, adalah hak-hak jaminan yang timbul dari 

perjanjian hypothec, leasing dan conditional sale. 

3. Cape Town Convention 2001 juga mengadopsi ketiga macam lembaga 

transaksi pengadaan pesawat udara (Article 1 (a) dan Article 2 (2)); tetapi 

UNIDROIT menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut ditetapkan 

sendiri di dalam konvensi dan bukan suatu peniruan dari aturan atau 

praktek Negara atau Negara Negara tertentu. 

4. Cape Town Convention malahan menetapkan bahwa bentuk-bentuk 

perjanjian pesawat udara, apakah masuk dalarn pengertian lembaga 

hypothec. atau penjualan bersyarat, atau persetujuan sewa guna 

diserahkan penentuannya kepada rezim hukum masing-masing Negara 

anggotakonvensi (Article 2 (4)). 

5. Arti penje1asan UNIDROIT tersebut bagi Indonesia adalah bahwa 

Indonesia perlu mempunyai perangkat hukum nasional sendiri yang 

mengatur bentuk bentuk kelembagaan pengadaan pesawat udara yang 

' 
meliputi : (1) perjanjian hypothec, (2) perjanjian penjualan bersyarat dan 

(3) sewa guna usaha (leasing); meskipun Indonesia sudah menjadi Negara 

anggota Cape Town Convention dan Aircraft Protocol. 

6. UNIDROIT membenarkan interprestasi Tim tentang Article 50 (1) dari 

Cape Town Convention, yaitu bahwa meskipun Negara yang meratifikasi ., 
konvensi tersebut tidak membuat Deklarasi Opt-Out (seperti Indonesia). 

dan karenanya ketentuan ketentuan di dalam konvensi bisa berlaku bagi 

transaksi internal (nasional), yang berkaitan dengan pengadaan pesawat 

udara antara kreditur nasional dan debitur nasional, tidak berarti bahwa 
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Indonesia tidak perlu mempunyai perundang-undangan nasional sendiri 

yang mengatur transaksi internal (internal transaction). 

Penerapan Konvensi dalam transaksi internal yang dilakukan di 

Indonesia, adalah sangat terbatas, hanya berlaku pada area tertentu saja, 

khususnya ketika kepentingan nasional yang dihasilkan dari transaksi internal 

melalui pembiayaan pesawat yang dilakukan di Indonesia. ingin memiliki 

perlindungan di bawah aturan konvensi ditetapkan melalui pemberitahuan 

pada Registry International. 

' 

Tentang Persetujuan Jaminan (Hypothec), Persetujuan Pengikatan Hak 

(Title Reservation) dan Persetujuan Sewa Guna Usaha (Leasing): 

l. UNIDROIT memberikan penjelasan bahwa transaksi pengadaan pesawat 

udara yang banyak berlaku adalah dalam bentuk (1) mortgage/ hypothec 

(security agreement), (2) penjualan bersyarat (title reservation agreement) 

dan (3) persetujuan sewa guna usaha (leasing agreement). Tetapi masing

masing Negara mempunyai ciri dan autentisitias sendiri. dan setiap 

Negara mempunyai kewenangan untuk memberlakukan sendiri aturan 

aturan nasional mengenai lembaga transaksi pengadaan pesawat udara 

(procurement legal devices). 

2. UNIDROIT menjelaskan bahwa sebelum tahun 1948 (lahimya Geneve 

Convention 1948), Amerika Serikat, juga Kanada, sudah memberlai.rukan 

dalam perundang-udangan nasionalnya ketiga macam lembaga transaksi 

pengadaan pesawat udara tersebut. 

Tentang alasan-alasan lain bagi perlunya memiliki Undang-undang 



382 

nasional untuk mengatur hak: jaminan pada pesawat udara : 

a. UNIDROIT membenarkan alasan alasan hukum seperti yang terkandung 

dalam Cape Town Convention dan Aircraft Protocol, yang mendorong 

Indonesia untuk memiliki sendiri perangkat hukum nasional guna 

mengatur hak: jaminan pada pesawat udara. 

b. Alasan pertarna adalah ketentuan dalam Article 1 (n) yang menyatak:an 

bahwa ada "internal transaction" yang mengatur perjanjian-pexjanjian 

pengadaan pesawat udara baik dalam bentuk hypothec, penjualan bersyarat 

atau leasing, yang dilak:ukan oleh pihak:-pihak: (kreditur dan debitur) yang 

berasal dari satu Negara yang sama, dan hak-hak: jarninan yang timbul dari 

pexjanjian itu didaftarkan pada kantor pendaftaran Negara tersebut. Hak:-

hak jarninan pada pesawat udara yang timbul dari transak:si semacam itu 

disebut dalam Cape Town Convention sebagai national interest" (Article 1 

(r)). 

c. Alasan kedua adalah bahwa ada perjanjian yang meskipun masuk kategori 

international transaction, tetapi karena satu faktor tidak dipenuhi, yaitu 

pihak debitumya berkedudukan di Negara bukan anggota Cape Town 

Convention, maka transaksi itu tidak bisa diatur dengan konvensi tersebut 

(Article 3). Artinya transak:si seperti itu meskipun berkarakter 

intemasional akan diatur dengan national law, biasanya dari Negara 
<-

tempat kreditur berasal. Bagaimana Indonesia akan bisa mengatur bentuk 

transaksi yang meskipun berkarakter intemasional, tetapi tidak: bisa 

diletak:kan di bawah Cape Town Convention, jikalau tidak: memiliki 

perangkat hukum nasional sendiri di bidang hak-hak jarninan pada pesawat 
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udara. 

Tentang Pendaftaran hak-hakjarninan pada pesawat udara: 

1. UNIDROIT memberi contoh sistem pendaftaran dari hak-hak jaminan 

pesawat udara (interest in aircraft) di beberapa Negara, terutarna di 

Amerika Serikat (common law) dan Perancis dan Belanda (civil law). 

2. Di Amerika Serikat baik interest yang lahir dari perjanjian mortgage, atau 

lease, atau conditional sale, kesemuanya wajib didaftarkan (registration) 

pada kantor pendaftaran nasional (FAA). Di Perancis dan Belanda yang 

wajib didaftarkan (registration) adalah interests (right in rem) yang lahir 

dari perjanjian hypothec, karena pendaftaran disini merupakan proses 

penyempurnaan dari adanya hak tersebut (perfoction) selain publisitas. 

3. Dalarn hal/easing dan conditional sale tidak dilakukan proses pendaftaran 

(registration), tetapi pencatatan (recordation) pada kantor pendaftaran 

nasional, sebagai proses publicity kepada pihak ketiga yang 

berkepentingan. Pendaftaran hak-hak jaminan pada pesawat udara pada 

' 
national registry office mempunyai efek hukurn, terciptanya hak 

didahulukan (priority right) terhadap hak hak yang didaftarkan kemudian 

atau tidak didaftarkan sarna sekali. 

4. Cape Town Convention menerapkan sistem pendaftaran bagi semua 

macarn international interest pada pengadaan pesawat udara, ~:Utu di 

kantor Pendaftaran Intemasional (International Registry) di Irlandia 

(Article 16). Menurut UNIDROIT pilihan sistem pendaftaran dan atau 

pencatatan atas hak-hak jarninan pada pesawat udara yang tercipta dari 

internal transaction, sepenuhnya tergantung pada kebijakan hukum 
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Negara yang bersangkutan. 

Tentang Ilustrasi terjadinya berbagai bentuk Perjanjian dalam 

pengadaan pesawat udara secara nasional (internal transaction) : 

UNIDROIT membenarkan adanya ilustrasi seperti digarnbarkan dalam 
Naskah yang diajukan Tim dalam bahan diskusi, yang mendorong 
perlunya dibangun oleh Indonesia, satu perangkat hukum nasional 
guna mengatur hak-hak jarninan pada pesawat udara yang lahir dari 
internal transaction. 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai pengaturan terhadap 

ketentuan di bidang penjarninan pesawat udara maka peneliti akan 

membandingkan antara hukum yang berlaku di Indonesia dengan hukum yang 

berlaku di Belanda dalarn hal hukum transportasi dan sarana transportasi. 

Berikut adalah contoh undang-undang di Negara Belanda yaitu Buku 8 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

KUH Perdata Belanda 

Buku 8 Hukum Transportasi dan Sarana Transportasi 

V. HUKUM UDARA Judul8.15 Pesawat 

Bagian 8.15.1 Hak-hak di pesawa292 

' 
Definisi-definisi Pasal 8:1300393 

Dalam Judul ini (Judul 8.15): 

a. "Konvensi Jenewa" berarti: Konvensi lntemasional Pengakuan Hak di 

Pesawat Terbang yang ditandatangani di Jenewa pada tanggal 19 Juni .. 
1948 (Treaty Series 1952. 1986); 

392 Pelaksanaan ketentuan Konvensi lntemasional Pengakuan Hak di Pesawat Terbaog yaog 
ditandataogaoi di Jenewa, pada 19 Juni 1948 (freaty Series 1952, 1986). (Lihat Pasal XV 
Konvensi Jenewa 1948). 

393 Istilab 'pesawat' didefmisikao dalam Pasal 08:03 DCC sejalan dengao Pasal XVI dari 
Konvensi Jenewa 1948. 
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b. "Negara Pihak' berarti: suatu Negara berkaitan dimana Konvensi Jenewa 

ini berlaku; 

c. "Pendaftaran Konvensi" berarti : register disimpan di luar negara Belanda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat ii, Konvensi Jenewa; 

d. 'register publik' berarti: register publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 Judul I Buku 3 dari KUH Perdata. 

Pasal 8:1301 Orang dan subyek entitas tunduk pada kewajiban yang 

dikenakan oleh Bagian ini, dimana pesawat tersebut milik satu orang atau 

lebih. untuk kemitraan komersial (umum), kemitraan terbatas atau badan 

hukum. kewajiban yang dikenakan pada pemilik pesawat dicatat dalam 

bagian ini (Bagian 8.15.1) akan bertumpu juga dengan setiap co-pemilik. 

managing partner atau direktur. 

Pasal8:1302 (dicabut pada 01-09-2005). 

Pasal 8: 1303 Pencatatan judul pesawat dan kepentingan keamanan 394 

I. Judul atau perjanjian pesawat terbang hanya dapat dicatat jika: 

' 
a. sebuah pesawat adalah pesawat Belanda dalam arti Undang-Undang 

Penerbangan, dan; 

b. pesawat setidaknya memiliki bobot ditetapkan untuk tujuan ini oleh 

Dewan. 

2. Adalah tidak mungkin untuk mencatat sebuah pesawat jika sudah dicatat 
~ 

dalam register urn urn, dalam sebuah register konvensi atau dalam register 

as in g. 

3. Dalam pengurangan dari ayat 2, adalah mungkin untuk melakukan 

394 Lihat Pasal I , Pasal H dan Pasal III dari Konvensi Jenewa 1948 
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pencatatan sebuah pesawat yang sudah dicatat dalam register konvensi 

atau dalam daftar yang sama ketika pemilik telah mengakuisisi 

kepemilikan pesawat dengan alokasi setelah dijual atau di eksekusi 

(penyitaan) di Belanda. 

4. Pemilik pesawat harus mengajukan pencatatan. Dengan demikian, dia 

harus menyerahkan pemyataan pendaftaran. yang ditandatangani oleh 

dia, menetapkan bahwa pengetahuan terbaiknya pesawat ini cocok untuk 

dicatat. Pemyataan ini mewajibkan persetujuan dari pengadilan. 

5. Apabila persyaratan paragraf sebelumnya dari Pasal ini tidak terpenuhi, 

catatan dalam registrasi urnurn tidak berpengaruh. 

6. Ketika membuat permintaan untuk pencatatan, pemohon harus mernilih 

sebuah dornisili (memberikan alamat untuk layanan proses) di dalam area 

Belanda. Dornisili ini harus disebutkan dalam permintaan untuk mencatat 

dan dapat diganti dengan dornisili yang berbeda di Belanda. 

Pasal8:1304 Dihapus dari register umum395 

1. Pencatatan harus dihapus jika: 
' 

a. atas perrnintaan orang yang terdaftar dalam register publik sebagai 

pernilik.: 

b. pada deklarasi dari pernilik atau ex officio: 

I) jika pesawat seperti itu tidak ada lagi: <-

2) jika tidak ada kabar yang diterima dari pesawat selama dua 

bulan setelah keberangkatan terakhir dan bukan karena 

kegagalan urnurn dalam komunikasi; 

395 Lihat Pasalll (2) dan Pasal IX dari Konvensi Jenewa 1948 
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3) jika pesawat tidak atau tidak lagi memiliki status pesawat 

Belanda: 

4) jika pesawat tersebut telah dicatat dalam suatu Negara Pihak 

setelah dijual di eksekusi (penyitaan) yang berlangsung 

sesuai dengan Konvensi Jenewa di Negara lain selain 

Belanda. 

2. Dalam peristiwa yang disebutkan dalam paragraf 1, butir (b), pemilik 

pesawat wajib membuat pemyataan dalam waktu tiga bulan setelah 

alasan untuk penghapusan terjadi. 

3. Bila ada catatan atau entri sementara sehubungan dengan pesawat atas 

nama orang ketiga, penghapusan hanya akan terjadi jika tidak ada orang 

ketiga ini menentang penghapusan tersebut. kecuali da1am hal 

sebagairnana dimaksud dalam ayat 1, di bawah (b) (4°) 

4. Penghapusan dibuat hanya dengan otorisasi dari pengadilan diberikan 

atas permintaan salah satu pihak. 

Pasal8:1305 hak rnilik properti di pencatatan pesawat396 

Hanya Hak Milik Properti hanya dalam pencatatan pesawat yang dapat 

menjadi objek, adalah hak kepemilikan. hipotek dan hak kekayaan atas 

properti disebutkan dalam Pasal 8:1308 dan 8:1309. 

Pasal8:1306 Property Terclafbl?97 

<• 

1. Sebuah pesawat dicatat dalam register umum dianggap sebagai 

properti yang terdaftar. 

396 Lihat Pasal I (I) dari Konvensi Jenewa 1948 
397 Lihat Pasal I (I kalimat terakhir) (2) II (2) dan VII (I) dari Konvensi Jenewa 1948 



388 

2. Dalam menerapkan Pasal 301 dari Kitab 3 dari Kode Sipil 

sehubungan perbuatan (instrumen) yang disusun atas dasar Pasal89, 

ayat 1 dan 3, Buku 3 dari Kode Sipil untuk mentransfer 

(mengirimkan) pesawat tersebut, keputusan hukum dari pengadilan 

Belanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang disebutkan 

pertama tidak dapat dicatat selama itu belum menjadi final dan 

mengikat (res judicata). 

Pasal 8:1307 Acquisitive Prescription398 

Sebuah pemilik bonafide (pemilik berlaku dengan itikad baik) akan 

mempero1eh hak kepemilikan pesawat tercatat atau, di many ini berlaku, 

atasnya hipotek setelah kepemilikan terputus secara terus menerus dari lima 

tahun. 

' 

398 Lihat Pasal I (1, kalimat terakhir) (2), ll (2) dan Vll (I) dari Konvensi Jenewa 1948. 
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Pasal8:1308 

Hak atas properti yang ada atas klaim utang untuk transfer kepemilikan?99 

Sebuah hak atas properti dapat dilekatkan pada pesawat yang tercatat, ada hak 

(debt-klaim) dari pemegang pesawat untuk memperoleh kepemilikan 

daripadanya setelah pembayaran jwnlah tertentu atau setelah pemenuhan 

kondisi lainnya. dimana hak tersebut adalah berasal dari perjanjian penjualan 

yang sudah disimpulkan atau akan dibuat di masa depan oleh pemegang 

pesawat). 

Pasal8:1309 

Hak atas properti sebagai hak untuk penggunaan (debt claim) yang berasal 

' 

dari perjanjian sewa 400 

1. Sebuah hak atas properti yang nyata dapat dikenakan pada 
pencatatan pesawat, ada hak (debt claim) dari pemegang hak untuk 
memanfaatkan pesawat sesuai dengan perjanjian sewalleasing 
agreement setidaknya selama enam bulan). Akta notaris yang 
dibuat dengan tujuan untuk membangun hak properti terse but tepat 
akan menentukan dengan jelas bagian mana pesawat dapat 
dibebani dengan hak itu. 

2. Perjanjian sewa dianggap sebagai dasar hukum bagi pembentukan 
hak properti. Jika perjanjian sewa yang tergabung dalam akta 
notaris yang memenuhi persyaratan untuk akta transfer. maka akta 
ini harus dianggap sebagai akta transfer401 

3. Pasal 226 dari Buku 7 dari Kode Sipil tidak berlaku untuk 

399 Lihat Pasal I (I) (b) dari Konvensi Jenewa 1948. Dirnana pemegang pesawat tercatat 
telah menandatangani perjanjian penjualan atau dapat masuk ke dalam perjanjian tersebut dengan 
opsi pembelian. sesuai dengan yang ia miliki atau dapat memperoleh hak (debt-klaim) untuk 
mengakuisisi kepemilikan pesawat setelah pembayaran jumlah tertentu atau setelah pernenuhan 
kondisi lainnya, hak ini ( debt-klaim) dapat dicatat dalam pendaftaran umum sebagai hal(•properti 
kbusus yang dibuat pada saat pencatatan pesawat. Dengan demikian, klaim utang itu sendiri 
memperoleh pengaruh yang nyata 

400 Lihat Pasal I (I) (c) dari Konvensi Jenewa 1948. Dimana pemegang pesawat tercatat 
telah menandatangani perjanjian sewa dengan dasar yang ia berhak menggunakan pesawat selama 
enam bulan atan lebih, hak penggunaan ini dapat dicatat dalam pendaftaran umum sebagai hak 
properti kbusus tepa! diumumkan pada saat pencatatan pesawat Dengan demikian, utang-klaim itu 
sendiri memperoleh pengaruh yang nyata 

401 Akta transfer itu sendiri harus selalu menjadi akta notaris, tetapi di samping itu harus 
mengandung unsur-unsur dan ketentuan tertentu. 
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perjanjian sewa yang berkaitan dengan pesawat terbang yang 
terdaftar. 

Pasal 8: 1310 Mortgagelhipotik pada pesawattertentu 402 

Tanpa mengurangi Pasal 260, ayat 1, Buku 3 KUHPerdata, akta notaris yang 

dibuat untuk tujuan membangun hipotek pada pesawat yang tercatat harus 

menetapkan dengan jelas mana pesawat yang dibebani dengan hipotek. 

Pasal 8:1311 Urutan hipotek403 

Utang-klaim dijamin oleh hipotek dibuat peringkat penerima klaim yang 

disebutkan dalam Pasal 8:1315 dan 8:1317, di atas semua klaim utang lain 

dengan hak istimewa yang melekat sesuai dengan Kode Etik ini atau undang-

undang lainnya. 

Pasal 8:1312 Mortgage/hipotik untuk mengamankan klaim utang dengan 

bunga404 

Jika klaim utang yang dijamin dikenakan bunga, hipotek akan berfungsi juga 

sebagai jaminan (collateral) untuk bunga atas jmnlah pokok sejauh bunga ini 

telah jatuh tempo (telah diakui) selama tiga tahun sebelurn pemulihan dan 

penyitaan (eksekusi proses) atau selama periode pemulihan dan penyitaan. 

Pasal 263 Kitab 3 dari Kode Sipil tidak berlaku. 

Pasal 8:1313 

Mortgage pada bagian dalam pesawat yang tercatat. 

Pasal 177 Kitab 3 dari Kode Sipil tidak berlaku untuk hipotek pada <bagian 

dalam pesawat yang tercatat; hipotek tetap ada (dan berlaku) setelah transfer, 

''" Lihat Pasal I (I) (d) dari Konvensi Jenewa 1948 
403 Lihat Pasal I (2) dan Pasa1 V dari Konvensi Jenewa 1948. 
404 Lihat Pas a! V dari Konvensi Jenewa 1948 
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pemindahtanganan pesawat. 

Pasal 8: 1314 Ketidakseimbangan menyebabkan ketidaktentuan hukum 

tertentu. 405 

Pasa\234, 261, 264, 265, 266 dan 268 sampai dengan dan termasuk pasa\273 

Buku 3 KUHPerdata dan Pasal 544 sampai dengan dan termasuk pasal 548 

dari Hukum Acara Perdata tidak berlaku untuk hipotek pada pesawat yang 

tercatat. 

Bagian 8.15.2 Keistimewaan pada pesawat 

Pasal 8:1315 Pemulihan dengan penyitaan (dijual untuk eksekusi).406 

Dalam hal terjadi pemulihan dengan penyitaan (dijual untuk eksekusi) dari 

sebuah pesawat yang dicatat dalam register umum atau dalam register 

konvensi, biaya penyitaan, biaya menjaga pesawat selama proses penyitaan, 

biaya dilakukan setelah penyitaan (lampiran) untuk pemeliharaan pesawat, 

' 

termasuk biaya perbaikan yang penting untuk pemeliharaan, semua biaya lain 

yang dibuat selama penyitaan untuk kepentingan kreditur dan biaya di tingkat 

peradilan dan pembagian hasil antara kreditur dibayar dari hasil penjualan 

sebelum dan di atas semua klaim utang lain dimana hak istimewa melekat 

sesuai dengan Kode Etik ini atau undang-undang lainnya. 

Pasa\8:1316 Hak retensi407 

Pasal 292 dari Kitab 3 KUHPerdata dan Pasal 60, ayat 2, kalimat ~rtama, 

dan ayat 3 dan 4, dan Pasal 299b, ayat 3-5 UU Kepailitan tidak berlaku untuk 

pesawat yang dicatat dalam register umum atau dalam konvensi mendaftar. 

405 Lihat Pasal VI dan Pasal VII dari Konvensi Jenewa 1948 
406 Lihat Pasal Vll (I) dan (6) dari Konvensi Jenewa 1948 
407 Lihat Pasal I (1, kalirnat terakhir) (2), ll (2) dan VII (1) dari Konvensi Jenewa 1948. 
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Pasal 8:1317 Keistimewaan klaim utang sehubungan dengan penye1amatan 

atau biaya pemeliharaan 1uar biasa 408 

1. Klaim utang sehubungan dengan: 

a. kompensasi karena tidak mengamankan pesawat terbang, atau; 

b. biaya yang 1uar biasa sangat diperlukan untuk peme1iharaan 

pesawat; memi1iki hak istimewa yang berkaitan dengan [hasil 

penjualan] sebuah pesawat yang tercatat da1am register umum 

atau dalam register konvensi pada saat ini di mana klaim utang 

muncul, dan mengambil prioritas seperti atas semua klaim utang 

lain yang selama ini Kode atau undangundang lainnya, dengan 

pengecualian Pasal 8:1315, menempel pada hak istimewa 

(charge) untuk pesawat itu. 

2. Ayat 1 hanya berlaku jika operasi kese1amatan atau pemeliharaan 

' 

te1ah berakhir di Be1anda atau di Negara Pihak yang memi1iki 

undang-undang hak istimewa (charge) dengan efek nyata diberikan 

dalam hal utang-klaim yang timbul sehubungan dengan operasi ini. 

3. Pasal 284 dari Kitab 3 tidak berlaku. 

Pasal 8: 1318 urutan keistimewaan klaim utang 409 

Urutan keistimewaan surat-surat piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8:1317 antara satu sama lain dalam urutan terbalik dari tanggal ~mana 

terjadi peristiwa hubungan yang mereka munculkan. 

Pasal8:1319 Efek Nyata410 

'""'Lihat Pasal IV (l) Konvensi Jenewa 1948. 
409 Lihat Pasal IV (2) dari Konvensi Jenewa 1948 
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Seorang kreditur yang telah memperoleh hak istimewa berdasarkan Pasal 

8:1317 dijunjung tinggi hak nya di (dalarn) pesawat terlepas dari pertanyaan 

dibawah kontro1 siapa pesawat itu. 

Pasal8:1320 Durasi validitas dari hak istimewa411 

I. hak istimewa yang diberikan pada pesawat sesuai dengan Bagian 

ini (Bagian 8.15.2) tidak ada lagi setelah tiga bulan. kecuali dalarn 

periode ini: 

a) Hak istimewa dicatat dalarn register urnurn atau pendaftaran di 

konvensi di mana pesawat dicatat. dan; 

b) Jurnlah klairn utang telah ditentukan oleh kesepakatan. atau 

tindakan hukum telah dimulai di pengadilan untuk pengakuan 

peradilan atas hak istimewa danjumlahnya. 

2. Dalam kasus penyitaan ( dijual di eksekusi) hak istirnewa tidak ada 

lagi serta pada scat catatan resmi distribusi tertutup. 

3. peri ode sebagaimana dirnaksud pada ayat 1 mulai berjalan seperti 

hari berikut di mana operasi keselarnatan atau pemeliharaan, dalarn 

hubungan klaim utang telah muncul, telah berakhir. 

4. Privileges sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 8: 1317 dapat dicatat 

dalam register umum. Pasal 24, ayat 1 Buku 3 dari Kode Sipil tidak 

o berlaku. 

Bagian 8.15.3 Ketentuan Akhir 

Pasal 8:1321 Tambahan Peraturan oleh Dewan 

Dirnana hal-hal, diatur dalam Judul ini (Judul 8.15), memerlukan peraturan 

lebih lanjut untuk kepentingan irnplementasi hukurn yang tepat. hal ini .. 
dilakukan oleh atau berdasarkan saran Dewan, tanpa mengurangi kekuatan 

untuk menetapkan peraturan tersebut terkait atau berdasarkan berdasarkan 

410 Lihat Pasal IV Konvensi Jenewa 1948. 
411 Lihat Pasal IV (3) (4) dari Konvensi Jenewa 1948. 
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Undang-Undang Pendaftaran Tanah ('Kadasterwet)'). 

(Artike\8:1322-8:1339 disediakan untuk undang-undang yang akan datang) 

Pengikatan j arninan atas pesawat udara pertama kali diatur dalarn 

Konvensi Geneva 1948 tentang Convention on the International Recognition 

of Rights in Aircrafts. Dalarn Konvensi ini dengan tegas diakui mengenai 

jarninan dalam bentuk hipotik atau dikenal dengan istilah mortgages, atas 

pesawat udara. Setelah diberlakukarmya Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 pada tanggal 20 Pebruari 2007, yang 

meratifikasi Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalarn Peralatan 

Bergerak (Convention on International Interest in Mobile Equipment) beserta 

Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Intemasional dalarn Peralatan 

Bergerak Mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara 

(Convention on International Interest in Mobile Equipment on Matters 

Specific to Aircraft Equipment) atau lebih di kenai dengan nama "Cape Town 

Convention 2001 ", memberikan sudut pandang baru bagi lembaga jarninan 

pan jenis benda bergerak pesawat udara. 

Dengan adanya "Cape Town Convention 2001" yang telah diratifikasi 

oleh Indonesia dengan PP Nomor 8 Tahun 2007 dan menjadi dasar 

pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbang!lll, 

khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai "kepentingan intemasional" 
<-

yang diartikan sebagai kepentingan pihak-pihak yang mempunyai hak tagih 

(debitur), maka seharusnya persoalan pengikatan jaminan dengan obyek 

pesawat udara dalam pemberian kredit dapat menggunakan lembaga jarninan 

hipotik. 
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Adapun pelaksanaan penjaminan pesawat udara menurut Undang-

undang Nomor I Tahun 2009 dan Cape Town Convention 2001" harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

I. Syarat Formal (Pasal 7 Cape Town Convention 2001) suatu kepentingan 

ditetapkan sebagai suatu kepentingan intemasional menurut Konvensi ini 

apabila persetujuan yang menciptakan atau yang memberikan kepentingan: 

a. Dibuat secara tertulis 

b. Berkaitan dengan obyek dimana pemberi hak tagih, penjual bersyarat atau 

pemberi sewa guna usaha memiliki kekuasaan untuk mengalihkan 

c. Memungkinkan suatu obyek yang diidentifikasi sejalan dengan protokol 

dan dalam hal suatu persetujuan jaminan, memungkinkan kewajiban 

berjaminan ditetapkan, tetapi tidak perlu menyatakan suatu jumlah 

maksimum yang dijamin 

e. Dibuatnya IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request 

Authorization) 

2. Syarat Prosedural (Pasal 14 Cape Town Convention 2001) bahwa prosedur 
' 

penjaminan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diwajibkan oleh 

negara peserta. 

3. Kantor Pendaftaran Intemasional (Pasal 16 Cape Town Convention 2001) 

Suatu Kantor Pendaftaran lnternasional di bentuk guna kepe~tingan 

intemasional, Kantor Pendaftaran lnternasional dapat dibentuk pada setiap 

negara peserta. 

4. Adanya Lembaga Pengawas dan Pencatat (Pasal 17 Cape Town Convention 

2001) yang bertugas untuk: 
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a. Membentuk atau menyiapkan pembentukan Pendaftaran Intemasional 

b. Kecuali dinyatakan sebaliknya oleh protokol, menunjuk dan mem-

berhentikan Petugas Pendaftaran; 

c. Membuat prosedur administratif yang melengkapi pelaksanaan 

operasional Pendaftaran Intemasional; 

d. Mengawasi petugas pendaftaran dan pelaksanaan!operasional pendaftaran 

intemasional; 

e. Berdasarkan permintaan petugas pendaftaran, menyiapkan tatacara 

pendaftaran sebagairnana dianggap tepat oleh otoritas pengawas; 

f. Menyusun dan meninjau ulang (me-review) secara periodik struktur 

biaya yang dibebankan untuk jasa dan fasilitas Pendaftaran intemasional; 

g. Melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk meyakinkan 

bahwa sistem pemberitahuan!sistem pendaftaran elektronik yang ada 

dapat berjalan dengan efektif untuk melaksanakan maksud dan tujuan 

Konvensi ini dan Protokol; 

0 
h. Melaporkan secara periodik kepada negara yang Meratifikasi Konvensi 

ini tentang tidak terikatnya kewajiban-kewajibannya berdasarkan 

Konvensi ini dan protokol. 

5. Syarat-syarat Pendaftaran (Pasal 18 Cape Town Convention 2001) antara 

lain: membuat pendaftaran elektronik, menerbitkan bukti pendaftaran, ,._ 

mencatat seluruh aspek dari pesawat yang dijaminkan. 

6. Keabsahan dan Waktu Pendaftaran (pasal 19 Cape Town Convention 2001) 

antara lain memuatsuatu pendafataran dianggap sah jika permohonan telah 
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lengkap dan inforrnasi yang disampaikan dalam perrnohonan telah masuk 

dalam data base. 

7. Persetujuan Pendaftaran (Pasal 20 Cape Town Convention 2001) Suatu 

kepentingan intemasional dapat didaftarkan kapan saja asal sebelum jangka 

waktu perjanjiannya berakhir beserta dengan addendum, perpanjangan 

maupun perubahannya dan suatu agunan intemasional balk yang akan 

datang atau suatu pengalihan atau pengalihan yang akan datang dari agunan 

intemasional tersebut dapat didaftarkan, dan setiap perubahan terhadap 

pendafataran tersebut dapat diperpanjang sebelum habis waktunya oleh salah 

satu pihak dengan ijin tertulis pihak lainnya. Subordinasi suatu agunan 

intemasional terhadap agunan intemasional lainnya dapat didaftarkan oleh 

atau dengan ijin tertulis yang diterbitkan setiap waktu oleh orang/pihak yang 

agunannya disubordinasikan. Suatu agunan dapat dilepaskan/dicoret oleh 

atau dengan ijin tertulis dari pihak yang untuk kepentingannya jaminan 

dibuat (kreditur). Pengambilalihan suatu agunan intemasional karena hukum 

atau melalui subrogasi yang diperjanjikan didaftarkan oleh penerima 
0 

subrogasi (subrogatee). Hak non--konsensual yang dapat didaftarkan atas 

agunan dapat didaftarkan oleh pemegangnya. Suatu pemberitahuan dari 

suatu agunan nasional dapat didaftarkan oleh pemegangnya. 

8. Jangka Waktu (Pasal 21 Cape Town Convention 2001) Pendaftar!fl atas 

suatu kepentingan intemasional berlaku sampai dengan dihapusnya 

kepentingan tersebut atau jangka waktu kepentinga tersebut berakhir. 

9. Asas Publisitas, (Pasal 22 Cape Town Convention 2001) Konvensi ini juga 

telah mengakomodasi asas publisitas terhadap agunan intemasional yaitu 
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Setiap pihak dapat, dengan cara yang diatur menurut Protokol dan peraturan 

membuat atau meminta suatu dilakukannya pencairan secara elektronik pada 

pendaftaran Intemasional terhadap bendalharta yang didaftarkan terkait 

dengan agunan-agunan atau agunan intemasional. 

Berdasarkan permohonan tersebut, petugas pendaftaran, dengan cara 

yang yang diatur dalam protokol dan peraturan, akan menerbitkan suatu 

sertifikat pencairan dengan elektronik terhadap hartalbenda yang terkait dengan 

setiap obyek: 

I. yang menyatakan informasi terdaftar yang terkait, bersama-sarna dengan 

suatu pernyataan yang menunjukkan tanggal dan waktu pendaftaran dari 

informasi yang bersangkutan; atau 

2. yang menyatakan bahwa tidak ada informasi dalarn pendaftaran 

internasional yang terkait dengan yang dicari. 

Selain itu pemegang jarninan dalam hal ini kreditur apabila telah 

mendaftarkan peijanjian penjarninan pesawat udara berdasarkan Cape Town 

Convention 2001 memperoleh "Prioritas Urutan Kepentingan" (Pasal 29 Cape 
' 

Town Convention 2001) dalam pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur, 

didalam hukum perdata Indonesia dikenal dengan Hak Preference (hak: yang 

didahulukan terlebih dahulu dari debitur lainnya). 

Dan yang lebih istimewa, pemegang hak jaminan kebendaan pesawat 
-~ 

udara dalam hal ini kreditur atau "Pihak yang diberi kuasa" mendapat "surat 

kuasa!IDERA (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization)" 

yang tidak dapat dicabut kembali tanpa izin kreditur dari Debitur, sehingga 

apabila debitur tersebut wan prestasi, maka kreditur dapat memohon kepada 
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Departemen Perhubungan untuk menghapuskan tanda pendaftaran, tanda 

kebangsaan dan permohonan Export, sehingga kreditur dapat menguasai 

barangjaminan dalam hal ini Pesawat Udara. 

Adapun pesawat udara yang dapat dijadikan obyek jaminan kebendaan 

dalam pemberian kredit adalah pesawat udara yang telah mempunyai tanda 

pendaftaran dernikian ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2009. Sedangkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa Pesawat udara sipil yang dapat didaftarkan di Indonesia harus 

memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

0 

1. tidak terdaftar di negara lain; dan 
2. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum 

Indonesia; 
3. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan 

dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum 
Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun 
secara terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian; 

4. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah dan pesawat 
udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau 

5. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang 
pesawat udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan 
suatu perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak 
untuk kegiatan penyimpanan, penyewaan, danlatau perdagangan 
pesawat udara. 

Pesawat udara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 25 dapat diberikan sertifikat pendaftaran. Sertifikat pendaftaran 

sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun. Dan Pesawat terbang, 

helikopter, balon udara berpenurnpang dan kapal udara (airship) yang telah 

mempunyai sertifikat pendaftaran Indonesia akan diberikan tanda kebangsaan 

Indonesia demikian ketentuan Pasal27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009. 
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Dengan mencermati pasal-pasal tersebut diatas dan dihubungkan dengan 

Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 serta penjelasannya dapat 

disimpu1kan bahwa hanya pesawat udara yang te1ah mempunyai "sertifikasi 

pendaftaran" dan "tanda kebangsaan" dapat dijadikan jaminan kebendaan. 

Pada pasal 71 UU Nomor 1 Tahun 2009 disebutkan bahwa pesawat 

udara dapat dibebani dengan kepentingan intemasional. Adanya kata "dapat 

dibebani kepentingan internasional" menirnbulkan pertanyaan apakah ini 

adalah suatu 1embaga jaminan bagi pesawat udara di Indonesia? Jika diteliti 

pada penjelasan pasal 71 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

Kepentingan Internasional adalah suatu kepentingan yang dipero1eh kreditur 

yang tirnbul akibat Perjanjian Pemberian Hak Jarninan Kebendaan, Perjanjian 

Pengikatan Hak Bersyarat dan/atau Perjanjian Hak Sewa Guna Usaha yang 

tunduk pada Konvensi Cape Town. Dengan demikian kepentingan 

intemasional bukanlah hak jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas 

pesawat udara. Narnun hak jarninan kebendaan yang dibuat o1eh para pihak 

dapat diakui menjadi kepentingan internasional. 
0 

Kemudian dalam pasal 72 ditegaskan bahwa, "Perjanjian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 71 dapat dibuat berdasarkan hukum yang dipi1ih oleh 

para pihak pada perjanjian tersebut." Ketentuan ini memberikan kemungkinan 

bagi para pihak untuk memi1ih hukum Indonesia dalam Perjanjian Pemberian 
<• 

Hak Jaminan Kebendaannya. Dalam hal demikian, maka para pihak hams 

memilih lembaga jarninan yang ada di Indonesia. 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara tegas hakjarninan kebendaan 
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apa yang dapat dibebankan atas pesawat udara di Indonesia, Meskipun sudah 

6 tahun sej ak ratiflkasi, narnun hingga saat ini Indonesia belwn memiliki 

undang-undang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Undang-undang yang 

dimiliki oleh Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor I Tahun 2009 

tentang Penerbangan mengatur tentang hak dan kewajiban operator 

penerbangan, kearnanan dan keselarnatan bagi pengguna jasa penerbangan 

serta tata cara penjaminan pesawat bagi kreditur asing. Undang-undang ini 

tidak mengatur tentang penjaminan bagi kreditur nasional. 

Dengan demikian, diperoleh garnbaran bahwa konvensi dan protokol 

bertujuan memberi kemudahan perolehan dan pembiayaan barang yang 

berpindah-pindah seperti pesawat udara dengan mengatur penciptaan 

intemasional; memberi kreditur hak, dengan batasan kelalaian (default) dan 

cara penyelesaian insolvensi, cara menyiapkan bukti kelalaian dan tindakan 

cepat terhadap tuntutannya; membentuk pendaftaran intemasioanal elektronik 

untuk pendaftaran kepentingan intemasional; kebutuhan sektor industri 

terpenuhi; memberi kreditur kepercayaan dalarn pemberian kredit peralatan, 
0 

memekan biaya peminjarnan dan keutungan semua pihak. 

Ratiflkasi Konvensi Cape Town dan pengaturannya dalarn Undang-

undang Penerbangan hanya memberikan jalan keluar bagi kreditur pemegang 

hak jarninan kebendaan yang dibebankan atas pesawat udara yang ~pasang 

berdasarkan hukwn asing yang pesawatnya didaftarkan dan dioperasikan di 

Indonesia. Perlindungan kreditur berdasarkan Kovensi Cape Town salah 

satunya adalah penghapusan pendaftaran pesawat udara dan melakukan ekspor 

pesawat udara dengan seketika dan tanpa putusan pengadilan melalui Surat 
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Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk memohon penghapusan 

pendaftaran dan ekspor (Irrevocable deregistration and export request 

authorization/ IDERA) atas pesawat udara yang memiliki tanda kebangsaan 

dan tanda pendaftaran Indonesia. pemberianlpenerbitan IDERA hanya dapat 

dilaksanakan di Indonesia apabila pesawat udara yang di maksud telah 

didaftarkanldicatat oleh Kementrian Perhubungan. 

Berkaitan dengan IDERA dan untuk dapat memperoleh perlindungan 

kepentingan internasional (international interest) pesawat udara harus 

didaftarkan terlebih dahulu, secara teoritis dalam pendaftaran hak, dikenal dua 

sitem yaitu pendaftaran akta (registration of deeds) dan pendaftaran hak 

(registration of titles) yang pada masyarakat modem merupakan tugas negara 

yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan 

kepastian hukum412
• Demikian pula pendaftaran hak perdata pesawat udara 

seperti hak milik, hak sewa, hak jaminan kebendaan (hipotek atau mortgage), 

dalam daftar umum (public register) dimaksudkan untuk memperoleh 

~erlindungan dan kepastian hukum. Pendaftaran pesawat udara dikenal dua 

macam register, Pertama, Register penerbangan (register publik) untuk 

memperoleh tanda nasionalitas dan tanda registrasi (nationality marks and 

registration marks) sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago 1944. 

Kedua, Registrasi Perdata di mana semua hak pemilikan dan hak j:mrinan 

maupun hak-hak lain atas pesawat udara didaftarkan, menunjuk pada keadaan 

412 Dalam sistem pendaftaran akta (registration of deeds) yang didaftar adalah aktanya, 
sedangkan dalam sitem pendaftaran hak (registration of titles) bukan akta nya yang didaftar 
melainkan hale yang diciptakan dan perubahannya dalam suatu daftar isian (register), Boedi 
Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang pokok Agraria, lsi 
dan Pelaksanaamrya, Jakarta;Djambatan, 2003. him. 76 
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hukum pesawat udara yang sebenamya413
. Register perdata ini diatur dalam 

Konvensi Geneva 1948, Konvensi Ottawa 1988 dan terakhir pada konvensi dan 

Protoko1 Cape Town 2001 serta te1ah dikena1 dalam negara-negara maju seprti 

Amerika Serikat dan Be1anda. Dengan demikian, pendaftaran nasionalitas 

dimaksudkan sebagai pendaftaran pub1ik pesawat udara berdasarkan Konvensi 

Chicago 1944 yakni pendaftaran di1akukan sesuai dengan hukum nasional 

(national law governing registration) dan terdaftar dalam register public 

(public register) pada otoritas pendaftaran di suatu negara (lembaga nasional). 

Di Indonesia Pendaftaran pesawat udara di1aksanakan oleh Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara, Kementrian Perhubungan dan diatur da1am 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipi1 (PPKPS) Bagian 47 Pendaftaran 

Pesawat. Pendaftaran pesawat udara sipil dilakukan sesuai dengan pasal 25 

Undang-undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 yang dilakukan dan 

daftarnya dipelihara oleh Direktur jendral Perhubungan Udara yang mencatat 

data-data setiap pesawat pesawat udara sipil yang didaftar memuat antara lain 

Nomor Pendaftaran; Tanda kebangsaan dan Tanda Pendaftaran; Jenis pesawat 
' 
udara menurut pabrik pembuat; Nomor seri pesawat udara; Nama perni1ik yang 

terdaftar; Nama operator yang terdaftar; Alamat Operator yang terdaftar; 

Tanggal di daftar; Jenis operasi yang akan dilakukan. 

Salah satu tujuan pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Konvensi .. 
Cape Town melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 adalah untuk 

membantu perusahaan penerbangan dalam negeri untuk memperoleh 

413 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Seri Hukum Karla Kekayaan Kebendaan Pada 
Umumnya, Jakarta ; Kencana, 2003. hlm .64. 
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kepercayaan dari kreditur untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan 

penerbangan nasional dan memenuhi asas universal dalam penjaminan pesawat 

udara Konvensi Cape Town pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan umum 

yang berkaitan dengan hak kebendaan/ jaminan yang diakui secara intemasional 

(international interest) atas pesawat udara Ratifik:asi suatu konvensi 

intemasional oleh suatu negara membawa kewajiban bagi negara tersebut untuk 

mentransforrnasikan/ menteJj emahkan peJj anj ian intemasional tersebut ke 

dalarn peraturan perundang-undangan nasionalnya dalam Undang-undang 

Penerbangan ditegaskankan bahwa ketentuan dalam Konvensi Intemasional 

Mengenai Kepentingan Intemasional dalarn Peralatan Bergerak dan Protocol 

Mengenai Masalah-Masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara, mempunyai 

kekuatan hukum di Indonesia dan merupakan ketentuan hukum khusus (lex 

specialis) dari peraturan perundang-undangan di Indonesia 

Ada beberapa tindakan yang dimungkinkan berdasarkan Kovensi Cape 

Town untuk dilakukan kreditur apabila debitur wanprestasi. Diantaranya yang 

sudah dapat dijalankan di Indonesia adalah penghapusan pendaftaran pesawat 
0 

udara dan melakukan eksport pesawat udara dengan seketika dan tanpa 

memerlukan putusan pengadilan melalui suatu Surat Kuasa yang tidak dapat 

dicabut kembali untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor 

(Irrevocable deregistration and export request authorization!IDERA2 untuk 

pesawat atau helikopter yang memiliki Tanda Kebangsaan dan Tanda 

Pendaftaran Indonesia. 

Tujuan dari adanya IDERA adalah mempermudah birokrasi penarikan 

pesawat dari wilayah Indonesia dengan cara memberikan kewenangan kepada 
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kreditur (penerima kuasa) untuk melakukan penghapusan pendaftaran pesawat 

di Indonesia dan melakukan pemindahan pesawat keluar dari wilayah 

Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak kreditur dan 

memastikan pesawat udara tersebut terns beroperasi, namun karena pasar bagi 

pesawat tersebut di dalam negeri biasanya sangat sedikit maka kreditur perlu 

menariknya keluar dari wilayah Indonesia, sehingga dapat dijualldisewakan 

pada pihak lain dan dapat didaftarkan di negara lain. Perlindungan dari IDERA 

terhadap kreditur hanya diberikan oleh pemerintah Indonesia apabila IDERA 

tersebut telah didaftarkan/ dicatat oleh Menteri Perhubungan. 

D. Kesimpulan 

Dalam pembahasan bab V ini peneliti berkesimpulan bahwa pada 

dasarnya inti, pokok perjanjian kredit adalah kepercayaan ( crederee ), di mana 

debitur seharusnya tanpa syarat dengan kesadararrnya sendiri merasa wajib 

memenuhi janji yang telah dibuat (pacta sunt servanda) untuk membayar lunas 

kredit yang diperolehnya dari bank. Jika debitur pada wnumnya dapat 
0 

melaksanakan dengan rela dan tanpa susah payah pembayaran pembayaran 

utang kepada kreditur, sebenarnya tidak akan terjadi masalah. Akan tetapi, 

kenyataarrnya tidak selalu demikian. Budaya hukum kita belwn sampai disitu. 

Dengan demikian, yang menjadi masalah adalah bagaimana menjarnin utang 
~ 

tersebut kembali, dan bagaimana pula jika debitur !alai? Dalam hal ini 

diperlukan aturan-aturan hukum, khususnya hukum jarninan, untuk memberikan 

keseimbangan dan perlindungan kepada kreditur jika terjadi wanprestasi. 
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Mengacu kepada kepastian hukum dalam perjanjian pesawat udara, 

dimana pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Republik 

Indonesia Dr. Hassan Wirajuda pada tanggal 27 Pebruari 2007 telah 

menandatangani "Piagam Aksesi" pada protokol pesawat udara sebagai basil 

dari konferensi diplomatik yang diprakarsai oleh International Institute for the 

Unification of Private Law (UNIDROIT) dan International Civil Aviation 

Organisation (ICAO) di Capet Town, pada tanggal 16 November 2001, sesuai 

dengan ketentuan Pasal XXVI ayat 3 dari Protokol Pesawat Udara. 

Maka dari itu, agar diketahui, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, 

berdasarkan ketentuan yang terkait dengan Protokol, membuat Deklarasi dan 

akan dengan sungguh-sungguh memenuhi segala kewajiban serta tanggung 

jawab yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan Protokol tersebut. 

Selain pananda tanganan piagam aksesi oleh Menteri Luar Negeri yang 

mewakil Pemerintah Indonesia terdapat juga Siaran Pers yang dikeluarkan 

oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Roma dengan 

Nomor Siaran Pers. No. 20/PEN-RP/III/2007 pada tanggal 16 Maret 2007 
0 

tentang Penyerahan Piagarn Aksasi Indonesia kepada UNIDROIT : "Konvensi 

tentang Kepentingan Intemasional dalam Peralatan Bergerak" Serta "Protokol 

Pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalarn Peralatan Bergerak 

Khusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peralatan Pesawat Udara" . .. 
Jarninan bersifat kebendaan dilembagakan dalarn bentuk hipotik, hak 

tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gudang. Jarninan 

kebendaan ini merupakan hak kebendaan yang diberikan atas dasar jura in 

rem alinea, dan oleh karenanya wajib memenuhi asas pencatatan 
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publisitasagar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan yang dijaminkan 

terse but. 

Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut. 

I. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didabulukan bagi kreditur 

pemegang hakjaminan terhadap para kreditur lainnya. 

2. Hak jarninan merupakan hak aksesoir terhadap perjanjian pokok yang 

dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijarnin itu 

ialah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya apabila 

perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jarninan demi hukum 

berakhir pula. 

3. Hak jarninan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak 

jarninan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jarninan itu bukan 

merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit o!eh pengadilan. 

4. Hak jarninan merupakan hak kebendaan atau real right artinya hak 

0 
jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu 

mengikuti benda tersebut kepada siapa pun juga benda beralih kepe-

milikannya atau droit de suite. Sifat kebendaan dari hak jarninan diatur 

dalam Pasal528 B.W. 

5. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk 
<• 

melakukan eksekusi atas hak jarninannya. Artinya, kreditur pemegang hak 

jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan 

pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan Undang-

undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut, dan 
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mengambil basil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada debitur. 

6. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jarninan berlaku bagi 

pihak ketiga, terhadap hak jarninan berlaku asas publisitas. Artinya, hak 

jarninan terse but harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang 

bersangkutan. 

7. Asas universal bahwa khusus untuk pesawat udara harus dapat diterima di 

dalam dunia intemasional. 

Berkaitan dengan pesawat udara sebagai obyek jarninan kredit, karena 

dalarn UU Nomor 1 tahun 2009 tidak menyebutkan lembaga apa yang dapat 

dipakai sebagai lembaga jaminan yang tepat untuk obyek pesawat udara maka 

seharusnya pemerintah Republik Indonesia segera membuat undang-undang 

dan peraturan pelaksana yang mengatur obyek jaminan berupa pesawat udara, 

serta secara tegas dapat berubah ketentuan hukum benda da!am KUHPerdata 

sehingga obyekjarninan pesawat udara sebagai benda bergerak terdaftar dapat 

terakomodasi dan kepastian hukum pelaksanaan penjaminan pesawat udara 

dalarn perjanjian kredit mempunyai kekuatan hukum yang pasti. 
0 

Berkaitan dengan IDERA (Irrevocable deregistration and export 

request authorization) bahwa obyek pesawat udara sebagai jaminan dalam 

perjanjian kredit adalah hanya sebagai sarana birokrasi untuk melakukan 

penarikanlexport pesawat udara yang menjadi jaminan kredit apabila<_debitur 

wan prestasi dan pelaksanaan IDERA (Irrevocable deregistration and export 

request authorization) harus memenuhi asas universal. 

Berkaitan dengan pemberian kredit dengan obyek pesawat udara 

sebagai jaminan kebendaan, dalam praktek perbankan pada saat ini seharusnya 
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tidak memakai lembaga jaminan fidusia, karena dalam UU nomor 42 tahun 

1999 dalam pasal 3 di nyatakan bahwa fidusia tidak dapat diberlakukan 

terhadap pesawat terbang. Kepastian hukum bagi pelaku usaha baik kreditur 

maupun debitur dengan menjadikan pesawat udara sebagai obyek jarninan 

kredit dengan menggunakan lembaga fidusia sebagai salah satu sumber 

pembiayaan guna menunjang dinarnika kegiatan usaha, temyata yang terjadi 

adalah sebaliknya, yaitu ketidak teraturan dan ketidak pastian hukum (legal 

uncertainty). 

0 



BABVI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

' 

1. Pe1aksanaan perjanjian kredit dengan jaminan obyek pesawat udara 

dalam pemberian kredit di Indonesia, mengingat tidak ada satupun 

ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjaminan 

pesawat udara, maka digunakanlah 1embaga jaminan fidusia. Akan 

tetapi dalam Pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Fidusia Nomor 49 

tahun 1999 tidak berlaku untuk pesawat terbang. Terkait dengan hal 

tersebut diatas dalam praktek pe1aksanaan penjaminan fidusia pesawat 

udara di1akukan atas bagian-bagian pesawat seperti mesin-mesin, ekor 

pesawat, sayap pesawat, jadi tidak se1uruh badan (frame) pesawat 

udara sebagai benda, o1eh karenanya penjaminan fidusia atas pesawat 

udara tidak didaftarkan dalam register pub1ik. Berbeda dengan UU 

Nomor 15 tahun 1999 Tentang Penerbangan Konvensi Geneva 1948 

tentang Convention on the International Recognition of Rights in 

Aircrafts. Dalam kedua peraturan ini dengan tegas diakui mengenai 

jaminan dengan obyek pesawat udara dilaksanakan me1alui 1embaga 

jaminan hipotik atau dikenal dengan isti1ah mortgages. <. 

2. Kepastian hukum penjarninan pesawat udara di Indonesia dalam 

kontrak intemasiona1 me1alui IDERA (Irrevocable Deregistration and 

Export Request Authorization) pada intinya te1ah mempunyai kekuatan 

410 
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hukum yang pasti seiring dengan telah diratifikasinya Cape Town 

Convention 2001 beserta protokolnya melalui Peraturan Presiden 

Nomor 8 Tahun 2007. Tujuan dari ratifikasi tersebut adalah untuk 

memenuhi asas universal dalam penjaminan pesawat udara dan 

mempermudah perusahaan nasional Indonesia mendapat pembiayaan 

pengadaan pesawat udara antara lain dengan kredit dan leasing melalui 

lembaga pembiayaan asing, melalui perjanjian leasing baik finance 

lease maupun operating lease. Terkait dengan lDERA(lrrevocable 

Deregistration and Export Request Authorization) apabila dalam 

pelaksanan perjanjian kredit debitur wan prestasi maka kreditur dengan 

adanya IDERA dapat memohon kepada otoritas registrasiuntuk dan 

atas nama kreditur melakukan upaya birokrasi penarikan pesawat 

udara yang menjadi obyek jaminan kredit, sehingga kreditur mendapat 

manfaat pengembalian kredit yang telah diterima debitur. 

3. Perspektif penjaminan pesawat udara sebagai jarninan kredit dalam 

rangka pembangunan hukurn jaminan di Indonesia yang diinginkan 

adalah melakukan : 

a Terkait dengan teori Negara Kesejahteraan segera melakukan 

perubahan/addendum konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 

1945 pasal 33 ayat 3 dengan menambahkan kata "Ruang<ydara" 

sehingga selanjutnya bunyi pasal 33 ayat "Bumi, air, ruang udara 

dan kekayaan alam yang terkandung didalarnnya diknasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran 

rakyat. 
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b. Perubahan penggolongan benda dalam KHUPerdata, terutama 

dalam pasal-pasal 1131 dan 1162 sehingga obyek jaminan pesawat 

udara dapat digolongkan menjadi benda bergerak terdaftar 

(moveable property) sehingga penjaminannya dapat menggunakan 

lembaga hipotik. 

c. menciptakan suatu sistem pendaftaran intemasional (international 

registry) yang melindungi serta mendaftar penjaminan benda 

bergerak terdaftar tersebut, membentuk unifikasi hukum 

(intemasional) tentang hak jarninan intemasional, sehingga asas 

universal dalam pengikatan jaminan kebendaan pesawat udara 

terpenuhi dan memberikan kepastian hukum serta kepastian hak 

kepada kreditur dan debitur pemilik barang modal atas jarninan 

kredit atau pembiayaan yang diberikan dalarn hal debitur 

wanprestasi, sehingga kreditor dapat merealisasikan hak-haknya 

atas barang jarninan pesawat udara yang menjadi obyek jarninan. 

B. Saran 

l. Dengan mempertimbangkan aspek yang berkembang di Negara-negara 

lain, dan sudah melaksanakan perjanjian jaminan dengan obyek 

pesawat udara secara intemasional, maka seharusnya perangka! _hukum 

nasional yang berkenaan dengan hak-hak jaminan pada pesawat udara 

mempunyai sifat modem, berwawasan ke depan, dan menjarnin 

kepentingan ekonomi dan hukum pihak-pihak yang terlibat dalarn 

usaha pembiayaan dan penerbangan komersial, baik kreditur maupun 
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debitur secara seimbang, sehingga dapat menjadi sarana penunjang 

kemajuan industri penerbangan sipil nasional dan kemakmuran 

ekonomi sesuai dengan tujuan wawasan nasional Indonesia. 

2. Perlu segera dibentuk hukurn yang mengatur kepentingan nasional 

(national interest) pada pesawat udara (a set of national law regulating 

national interest in aircraft) sehingga terdapat kepastian hukurn bagi 

bank atau lembaga pembiayaan nasional dalam memberikan kredit 

kepada maskapai penerbangan atau perusahaan nasional, yaitu undang-

undang yang mengatur mengenai hipotik pesawat dan leasing (sewa 

menyewa), serta dibentuk undang-undang tentang pengakuan atas hak-

hak pesawat yang mengimplementasikan Konvensi Cape Town 2001. 

3. Pemerintah bersama dengan DPRI-RI harus segera membentu k dan 

rnenyelesaikan Rancangan Undang-udang hipotik pesawat udara yang 

pada saat ini sedang di godog dan rnelakukan amandernen terhadap 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dengan 

0 
rnernasukkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Cape Town 

Convention 2001, terutama segera dibentuk kantor pendaftaran 

nasional bagi transaksi internal yang rnencakup semua hak-hak 

jarninan pada pesawat udara, baik yang didapat dari perjanjian sewa 

rnenyewa (leasing), penjualan bersyarat (title reservation agreement) 
<' 

dan hipotik atau mortgage . 

4. Me1akukan amandemen terhadap UUD 1945 pasal33 ayat 3 mengenai 

pengaturan ruang angkasa dan mernbentuk Undang-Undang tentang 

Hak Kebendaan sehingga bisa rnencakup Pasal 1162, 1131 
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KHUPerdata dan menciptakan Undang-Undang tetang mengenru 

penggolongan benda 
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